
BUPA'fl MUARA ENIM 
PROVINS! SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM 
NOMOR 43 TAHUN 2019 

TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG l\,!AHA ESA, 

BUPATI MUARA ENIM, 

Menimbang a. bahwa un,uk menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 6 
Tahun 2018 tenr.ang Pcngelolaan Barang Milik Daerah perlu 
disusun pedoman dalam rangka terlib administrasi 
Penat.ausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

b. bahwa berda.sarkan pertimbangan sebagajmana hu.ruf a 
pcrlu rnenetapkan Pcraturan Bupati tcntang pedoman 
Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

Mengingat : I. Undang-Undang Nomor :28 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Dacrah 'T'ingkat II dan Kotapraja di Sumatcra 
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I 959 
Nomor73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubLik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tabun 2015 ,entang Pc:rubahan Kedua Atas Undang-Uodang 
Nomor 23 Tahun 2014 ,en tang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

3. Peraturan Pernetlntah Rcpublik Indonesia Nomor 27 Tahun 
2014 tcntang Pengcl.olaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
92); 



Menetapkan 
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4. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Kcuangan Daerah, 
sebagairnana tclah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri PaDam Ncgeri Nomor 21 Tahun 20ll 
tcntang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mcnteri PaJam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan 
Keuangan Oaerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 31 0); 

5. Pcraturan Men leri Oalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tcntang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 20 I 6 Nomor 54 71; 

6. Peraturan Oaerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 
2018 ten tang Pengelolaan Sarang Milik Daerah (Lembaran 
Daerah Kabc,patcn Muara Enim Tahun 2018 Nomor 6}; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PE:OOMAN PENGE:LOLAAN 
SARANG MILfK OAERAH. 

SABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
DaJam Peraturan Su-pati ini, yang dimaksud dengan: 
I. Daerah adalah Ka bupaten Muara Enim. 
2. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim. 
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim. 
4. Bupati adalah Bupati Muara Enim. 
5. Sadan Pengelolaan Keuangan dan Asct Daerah yang selanjumya 

disingkat BPKAD adalah Badan Pengclolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Muara Enim. 

6. Dewan Perwakilru, Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkac DPRD 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Muarn Enim. 

7. Sekrctaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupatcn Muara Enirn. 
8. Kepala Sadan Pengelola Keuangan dan Aset Oaerah yang selanjutnya 

disebut Kcpala BPKAD adalah Kepala Sadan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah Ka bupatcn Muara E:nim. 

9. Pengelota Barang Milik Daerah yarog slanjutnya disebut Pengelola Barang 
adalah peja bat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan 
koodinasi pengelolaan barang milik daerah. 

JO. Satuan Kcrja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah 
SKPD Kabupaten Muara Enim. 

l l, Pejabat Penatausahaan Barang adaJah Pejabat yang mcrnpunyai fungsi 
pcngelolaa n baran& milik daerab selaku pejabat pcngetola keuangan 
dacrah. 

12. Penggtma barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
barang milik daerah pada SKPD. 
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13. Unit kerja adalah bagian SKPO yang melaksanakan satu atau beberapa 
program. 

14. Anggaran Pendapatan dan Belaoja Oaerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah ya ng ditetapkan dcngan 
Perda. 

15. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh 
atas bcban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

I 6 . Kuasa Pengguna Barang MiHk Daerah selanjumya disebut sebagai Kuasa 
Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabal yang ditunjuk 
oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang 
berada dalam penguasaannya dcngan sebaik-baiknya. 

I 7. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat 
PPB-SKPD adalah Pcjabat yang melaksanakan [ungsi tat.a usaha barang 
milik daerah pada Pengguna Barang. 

18. Pengurus Barang Milik Daerah yang sclanjutnya disebut Pengurus 
Barang adalah Pejabat dan/atau Jabataa F'ungsional Umum yang 
diserahi tugas mcngurus barang. 

19. Pengurus Barang Pengelola adalah ;pejabat yang diserahi tugas menerima, 
menyimpan, mengelua.rkan, dan me.natausahakan barang milik daerah 
pada Pejabat Penatausahaan Barang. 

20. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umumyang 
diserahi tugas mcnerima, menyimpan, mengduarkan , menatausahakan 
barang milik daerah pada Penguna Barang. 

21. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang 
rnembantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan 
barang milik daerah pa.da Pengelola Barang. 

22. Pembantu Pengurus Barang Pcngguna adalah pengurus barang yang 
mcmbantu dalam penyiapao adrn.lnistrasi maupun tcknis penatausahaan 
barang milik daerah pada Pengguna Barang. 

23. Pengurus Barang Pcmbantu adalah yang diserahi tugas mcnerima, 
menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung 
jawabkan barang miHk daerah pada Kuasa Pengguna Barang. 

24. Pcnilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara indcpenden 
bcrdasarkan kompetensi yang climilikinya. 

25. Penilaian adalah proses kegiatan untiik memberikan suatu opini nilai 
atas suatu objek pcnilaian berupa barang milik daerah pada saat 
tertencu. 

26. Penilai Pemerintah adalah Pernlai Pemerintah Pusat dan Penilai 
Pemerinl0h Daerah. 

27. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalab keseluruhan kegiatan yang 
meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, 
pcnggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan. penilaian, 
pcmindahtanganan, pemusnahan, pcnghapusan, penatausahaan dan 
pembinaan, pengawasan dan pengcndalian. 

28. Perencanaan Kebutuhan adalah kegjatan merumuskan riacian 
kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungl<.an pengadaan 
barang y(t.rtg tclah lalu dcmgnl'1 keadaan yang $edaog bcrjalan $ebagai 
dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. 



29. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya dising.kat 
RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah 
untuk periode 1 (satu) tahun. 

30. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang 
dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai 
dengan t,,gas dan fungsi SKPD yang bersangkutan. 

31. Pemanfaatan adalah pendayaguna.an barang milik daerah yang tidak 
digunakan untuk penyclenggaraan tu gas dan fungsi SKPD dan/ a tau 
optimalisasl barang milik dacrah dengan tidak mengubah status 
kepemilikan. 

32. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah olch pihak lain dalam 
jangka wa ktu tertentu dan menerlma imbalan uang tunai. 

33. Pinjam pakai adalah penyeral1an penggunaan Barang antara pemerintah 
pusat dan pemerlncah daerah atau antar pemerintah daerah dalam 
jangka waktu tertentu tan pa menerima imbalan dan setelah jangka waktu 
tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Bupati. 

34. Kerja Sama Pemaofaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah 
pendayagunaan barang milik daeraJi oleh pihak Iain dalam jangka waktu 
tertentu dalam rang.ka pening.katan pendapatan daerah atau sumber 
pcm biayaan lainnya. 

35. Bangun Guna Serah yang selanjucnya dlsingkat BOS adalah pemanfaatan 
barang milik daerah berupa tanah oleh pihak la in dengan cara 
mendirikan bangunan dan/a<au sarana be6kut fasilitasnya, kemudian 
didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu 
yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah 
beserta bangunan dan/atau sarana berikuL rasilitasnya setelah 
berakhimyajangka wakcu. 

36. Bangun Serah Guna yang selanjumya disingkat BSG adalah pemanfaatan 
barang milik daerah berupa tanah olch pihak lain dengan cara 
mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah 
selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak 
Jain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. 

37. Kerja Sama Penyediaan lnfrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI 
ada lah ke1jasama antara pemerint,ah dan badan usaha untuk kegiatan 
penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• 
undangan. 

38. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJPK 
adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kc:pala Daerah, a,au badan usaha milik 
negara/badan usaha milik daerah sebagai penyedia atau penyelenggara 
infrastruktur berdasarkan peraturani perundang-undaagan. 

39. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah. 
40. Pertjualan adalah pcngalihan kepemilikan barang milik daerah kepada 

pihak lain dcngan menerima penggantian dalam bentuk uang. 
4 l. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik dacrah yang 

dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar 
pemcrintah daerah, atau antara pemerint.ah daerah dcngan pihak lain, 
dcngan mencrima p~nggaJ'ltiai1 utama da.lam bentuk barang, paling 
sedikit dengan nilai seimbang. 



. s . 

42. Hibah adalah pengalihan kepemilikan bara.ng dari pemerintah pusat 
kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari 
pemerintah daerah kepada pihak Jam, tan pa memperoleh penggantian. 

43. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepernilikan 
barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak 
dipisahkan mcnja.di kekayaan yang dipisahkan untuk diperhirungkan 
sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik ncgara, badan 
usaha milik dacrah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. 

44. Pcmusnahan adalah tindakan memusnahkan Cisik dan/atau kegunaan 

barang milik dacrah. 
45. Pcnghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari 

daflar barang dengan mencrbitkan kepurusan dari pejabat yang 
berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pcngguna Barang 
dan/atatt Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan 
fisik atas barang yang bcrada dalam penguasaannya. 

46. Penatausahaan ada lah rangkaian kegiatan yang melipuci pembukuan, 
invencarisasi, dan pelaporan barang milik dacrah sesuru dengan 
ketentuan peraruran perundang-undangan . 

47. ln\'entarisasi adalah kegiaca.n untuk melakukan pendataan, pcncatacan, 
dan pclaporan hasil pendataan barang milik daerah. 

48. Dokumen kepemilikan adalah dokt1men sah yang mcrupa.kan bukti 
kcpemilikan atas barang milik daerah. 

49. Daftar barang milik daerah adalah daftar yang mcmttat data scluruh 

barang milik daerah. 
50. Daftar barang pengguna adalah daftar yang memuat data barang cnilik 

daerah yang digunakan olch masing-masing Pengguna Ba.rang. 
51. Daftar Bara.ng Kuasa Pcngguna adalah daftar yang memuac data barang 

milik daerah yang d imiliki oleh mas.ing-masing Kuasa Pengguna Ba.rang. 
52. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Dacrah dan 

berfungsi sebagai tcmpal tinggal atau hunian dan sarana pembinaan 
keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pcgawai 
negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan. 

53. Pihak la.in adalah pihak-pihak selain Kementcrian/ Lembaga dan 

Pcmerintah Daerah . 

BAS II 
RUANO t.lNGKUP 

Pasa.l 2 

Ruang lingkup Peraturan Bupati adalahc 
a. pejabat pengclola barang milik dae rah: 
b. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; 
c. pcngadaan; 
d. penggunaan; 
e. pemanfaatan: 
r. pengamanan dan pemeliharaan; 
g. pcnilaian; 
h. pemindahtanganan; 
1. pemusnahan: 
j . pcnghapusan; 



k. penatausahaan; 
I. pembinaan, pengawasan da.n pe.ngendalian; 
m. pengelolaan barang rnilik daerah pada SKPO yang menggunakan pola 

pengelolaan keuangan Badan Layanan U mum Oaerah: 
n. barang milik daerah berupa rumah negara; dan 
o. ganti rugi da n sanksi. 

Pasal 3 
Barang milik daerah meliputi: 
a. banmg milik daerah yang dibeli a tau diperoleh atas beban .AJ>BD; atau 
b. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

Pasal 4 
(I) Barang milik daerah sebagaimana dima ksud dalam Pasal 3 dilarang 

digadaikan/dijaminkan untuk mendapatkan pinja man atau diserahkan 
kepada pihak lain sebagai pcmbayaran atas tagihan kepada pemerintah 
kabupaten. 

(2) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dapat 
disita sesuai dengan ketentuan peraturan Pcrundang-undangan . 

Pai;al 5 
(I) Barang milik daerah yang dibeli arau diperoleh atas beban APBD 

sebagaimana d imaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilcngka pi dokumcn 
pengadaan. 

(2) barang milik daerah yang berasal dari perolehan lrunnya yang sah 
sebagaimana dimaksud dalam Pe,sal 3 huruf b, dilcngkapi dokumen 

perolehan. 
(3) Barang milik daerah scbagaimana dimaksud pad a ayac (I) dan ayat (2) 

bersifal berwujud maupun tidak berwujud. 

PasaJ 6 
Barang milik daerah yang berasal dari pe rolehan lainnya yang sah, meliputi: 
a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejcnis; 
b. barang yang diperoleh scbagai pela k sanaan dari perjanjian/ kon trak; 
c. barang yang diperolch berdasarkan ketentuan peraturan Perundang• 

undangan; 
d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang 1elah 

mempunyai kelniatan hukum tetap ; atau 
e. barang yang dipcroleh kembali dari basil divestasi atas penyertaan modal 

pemerintah dacrah. 

Pasal 7 
Barang yang diperoleh dari h ibah/sumbangan atau sejenis sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputl hibah/sumba ngan atau yani: sejcnis 
dari negara/Jembaga intemasional scsllai peraturan Perundang-undangan. 
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Pasal 8 
Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b antara Jain bcrasal dari: 
a. kontrak karya; 
b. kontrak bagi hasil; 
c. kontrak kerjasama; 
d. perjanjian dengan negara Jain/lembaga incernasional; dan 
c. kcrja sama pemerintah daerah dengan badan usaha dalam penyediaan 

infrastruktur. 

BAB ·111 
PEJABAT PENOELOLA BARANG MILIK DAERAH 

Bagian .Kesatu 
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah 

Pasal. 9 
(II Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah. 
(2) Pemegaag kekuasaan pengetolaan barang milik daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( I), berwenang -clan bertanggung jawab: 
a. menet.apkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; 
b. menetapkan penEb"Unaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan 

barang milik daerah; 
c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik 

daerah; 
d. menetapkan pejabat yang mengurus clan menyim1,an baseng milik 

daerah; 
e. mengajukan usu! pemindahtanganan bar'lng milik daerah yang 

mcmerlukan persetujuan DPRO; 
f. menyetUJUl usu! pemindahtanganan, pemusnahan, dan 

penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya; 
g. mcnyetujui usu! pemanfaata n barang milik daerah selain tanah 

dan/atau bangunan: dan 
h. menyetUjui usu! pemanfaatan barang rnilik daerah dalam bentuk 

kerjasama pcnyediaan infrastruktur. 

Bagian Kedua 
Pengelola Barang 

Pasal 10 
Sekretaris daerah selaku Pengelola Barang, berwenang dan bertanggung 
jawab: 
a. meneliti dan menyetujui renca na kebutuhan bara.ng nulik daerah; 
b. meneliti dan menyetUjui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan 

baning milik daerah; 
c. inengajukan u~ul pcmanfaatan dan pemiodahtanganan barang milik 

daerah yang memerlukan perseLujuan Bupati~ 
d. mengatu.r pelaksana,an penggunaant perna.nfaaran, pemusnahan, dan 

penghapusan barang milik daerah; 
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e. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang 
tclah disetujui olth Bupati aLau DPRU; 

r. mclakukan koordinasi dalam pela ksanaan inventarisasi barang milik 
daerah; dan 

g. melakukan pengawasan dan pcngcndalian .. cas pengelolaan barang milik 
daerah. 

Bagian Ketiga 
Pejabat PenaLausahaan Barang 

Pasal I l 
(l) Kepala BPKAD yang mempu nyai fungsi pengelolaan barang milik daerah 

selaku Pcjabal Penatausahaan Barang. 
(2) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) 

ditetapkan dengan Kcputusan Bupalti. 
(3) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

mempunyai wewenang dan tanggungjawab: 
a. mcmbantu menelitl dan membenl<an pertimbangan persetujuan 

dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada 
Pengelola Barang; 

b. membantu menclitl dan membedkan pertimbangan persetujuan dalam 
penyusunan rencana kebuluhan peme1iharaan/perawatan barang 
milik daerah kepada Pengelola Barang; 

c. mcmberikan penimbangan kepada Pengelola Barang ,uas pengajuan 
usu! pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang 
memerlukan persetujuan Bupati; 

d. memberik8Jl pertimbangan kepa.da pengelola barang untuk mengatur 
pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan 
penghapusan barang milik daerah; 

e. mernberikan pertimbangan kepada pengclola barang atas 
pelaksanaan pcmindahtanganan barang milik daerah yang telah 
disetujui olcb Bupati atau DPRD; 

f. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi 
inventarisasi bamng milik daerah; 

g. melakukan pencaLatan barang milik daerah ben,pa tanah dan/atau 
bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak 
digunakan untuk kepentingan pcnyelenggaraan tugas dan fungsi 
SKPD dan scdang tidak dimanraatkan pihak lain kepada Bupati 
melalui Pcngelola Ba.rang, serta barang mi~k daerah yang berada pada 
Pengelola Barang; 

h . mengamankan dan mcmelihara barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada burur g; 

i. membanru Pengelola Barang da.lam pcngawasan dan pengendalian 
atas pengelolaan barang milik dacrah; dan 

j. menyusun laporan barang milik daerah. 
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Bagian Keempat 
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang 

Pasal 12 
(I) Kepala SKPD selaku Pengguna Barang. 
(2) Pengguna Barang sebagaimana d imaksud pada ayat {II ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati. 
(3) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat {I), berwenang dan 

bertanggungjawab: 
a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik 

daerab bagi SKPD yang dipimpinnya; 
b. mengajukan permohonan penctapan status penggunaan barang yang 

diperoleh dari beban APBD dan perolehan Jainnya yang sah; 
c . melakukan pencatatan dan invcntarisasi barang milik daerah yang 

berada dalam penguasaannya; 
d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya 

untuk kepenclngan penyelcnggaraan tugas dan Jungsi SKPD yang 

dipimpinnya; 
e . mengamankan dan memelihara barang m.ilik dacrah yang berada 

daJam penguasaannya~ 
(. mengajukan usu! pemanfaatan dan pemindahtanganan barang m.ilik 

daerah berupa ta.nah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan 
persetujuan DPRD dan barang milik daerah sclain ta.nah dan/atau 

bangunan; 
g. menycrahkan barang milik daerab berupa tanah dan/atau bangunan 

yang Lidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan 
fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedaog tida.k dimanfaatkan pihak 
lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang; 

h . mengajukan usu! pemusnahan dan penghapusan barang milik 
daerah; 

1. melakukan pemblnaan, pengawasan, dan pengendalian atas 
penggunaan barang milik dacrah yang ada dalam penguasaannya; dan 

J• menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran 
dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam 
penguasaannya kepada Pengcloia Barang. 

Pasal 13 
(I) Pengguna Barang dapal melimpahkan sebagian kewenangan dan 

tanfkaung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang. 
(2) Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggungjawab kepada Kuasa 

Pengguna Ba rang sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) ditetapkan oleh 
Bupali atas usu! Pengguna Barang, 

(3) Penetapan kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) 
berdasarkan pertimbangan j umlah barang yang dikelola, beban kerja, 
lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif 

la.innya. 
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Bagian Kelima 
PcjabaL Penatausahaan Pengguna Barang 

Pasal 14 
(1) Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pcngguna Barang. 
(2) Pejabat Pcnatausahaan Pengguna E!arang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (I) cLitctapkan oleh Bupati atas usu I Pengguna Barang. 
(3) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dijabal oleh Pejabat Pcnatausahaan Keuangan Satuan Kcrja 
Pcrangkat Daerah ( PPK-SKPD ) dan atau pejabat setara Esclon IV 
yang mempunyai Tugas fungsi melakasanakan Un,san Umum/ 
Perlengkapan / Tata Usaha. 

(4) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) berwenang dan bertanggung jawab: 
a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik 

daerah pada Pengguna Barang; 
b. meneliti usu.Ian permohonan penetapan status penggunaan barang 

yang diperoleh dari bcban APBD dan perolehan lainnya yang sah; 
c. meneiiti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang 

cLilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang 
Pcm ban tu; 

d. menyusun pengajuan usulan pemanraatan dan pcmindahLanganan 
barang milik daerah bcn1pa tanah dan/atau bangunan yang tidal< 
memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah 
dan/atau bangunan; 

e. mengusulkan rcncana penyerahan barang milik daerah bcrupa tanah 
dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepcnlingan 
penyelenggaraan Lugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak 
dimanfaatkan oleh pihak lain; 

f. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang ntilik 
daerah; 

g. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilalcsanakan 
oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu; 

h . memberikan persetujuan atas Surat Perntintaan Barang (SPBI dengan 
menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk 
mengeluarkan barang milik dacrah dari gudang penyimpanan; 

1. meneliti dan memverifikasi Kartu lnventaris Ruangan (KIR) setiap 
semester dan setiap tahun~ 

j . melakukan "erifikasi sebagai <iasar membcrikan persetujuan atas 
pcrubahan kondisi fisik barang milik daerah: dan 

k. meneliti laporan mutasi barang setiap bLtla11 ya11g disampaikan oleh 
Pengurus Ba.rang Pengguna dan /atau Pengurus Barang Pembantu. 
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Bagian Keenarn 
Pengurus Barang Pengelola 

Pasal LS 
( l) Pengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh Bupati atas usul Pejabat 

Penatausahaan Barang. 
(2) Pengurus Barang Pengelola scbagaimana dimaksud pada ayat ( l) adalah 

pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan baraog milik daerah pada 
Pejabat Penatausahaan Barang yang dalam hal ini d.ijabat Kepala Bidang 
Aset pada BPKAD. 

(3) Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) 
berwenang dan bertanggungjawab: 
a. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan perserujuan 

dalan, penyusunan rencana kebutu.han barang milik daerah kepada 
Pejabat Penacausahaan Barang; 

b. membantu meneliti dan menyiapkan bahan perrimbangan persetujuan 
dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan 
barang milik ctaerah kepada Pejabat Penatausahaan Ba rang: 

c. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan 
pemindahtanganan barang milik dacrah yang mecnerlukan 
persetujuan Bupati; 

d . meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, 
dan penghapusan dari Pcngguna Barang, sebagai bahan pertimbangan 
oleh Pejabat Penacausahaan Barang dalam pengatura.n pelaksanaan 
penggunaan, pemanfaata.n, pemusnahan, dan penghapusan barang 
milik daera h; 

e. menyiapkan bahan pencatatan barnng milik daerah berup!l tanah 
dan/atau bangunan yang telah diserahkan darl Pengguna Barang 
yang tidak digunakan untuk kepentlngan penyelenggaraan tugas dan 
fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak la in kepada Bupati 
melalui Pcngelola Barang; 

r. mcnyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah; 
g. cnenyicnpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/Kuasa 

Pengguna Bara ng; 
h. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang 

milik daerah; dan 
,. merekapitulasi dan menghimpun Laporan Ba.rang Pengguna 

semesteran dan tahunan scrta Laporan Barang Pengelola s,:bagai 
1:>a.han penyusunan Laporan barang milik daerah. 

(4) Pengurus Ba.rang Pcngclola secara a.dministratif dan secara fungsional 
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang 
melalui Pcjabat Penatausahaan Ba rang. 

(5) Dalam melaksanakan rugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang 
Pengelola dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pcngelola yang 
ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang. 

(6) Pengurus Barang Pcngclola dilarang melakukan kegiatan perdagangan, 
pc::ketjaan pcruborongan dan pcnjuaJan jasa atau bcr-tindak scbagai 
peojamln atas keglatan/ pekcrjaan/penjualan tersebut yang anggarannya 
dibebankan pada APBD. 
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Bagian Ketujuh 
Pengurus Barang Pengguna 

Pasal 16 
Ill Pcngurus Barang Pcngguna ditctapkan oleh Bupati atas usul Pengguna 

Barang. 
(2) Pengurus Barang Pengguna seb.agaimana dimaksud pada ayat (I), 

berwenang dan bertanggungjawab: 
a. membantu meny;apkan dokumen rencana kebutuhan dan 

penganggaran barang milik daerah; 
b. meoyiapkan usulan permohonan penetapao status pcnggunaan 

barang milik daerah yang diperolch dari beban APBD dan perolehan 
lainnya yang sah; 

c. mclaksanakan pericatatan dan lnveota.risa$i barang milik daerah; 
d. membantu mengamankan barang milik dacrah yang berada pada 

Pengguna Barang; 
e. menyiapkan dokumen pcng_ajuan usulan pemanfaatan dan 

pemindahtanganan barang mjlik daerah berupa tanah dan/atau 
bangunan yang tidak memerlukan persenrjuan DPRD dan barang 
milik dacrah selwn Lanah clan/ a tau bangunan; 

f. mcnyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah 
dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan 
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pcnggu.na Barang dan sedang tidak 
d imanfaatkan pihak lrun; 

g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan 
penghapusan barang mj[ik daerah; 

h. mcnyusun laporan barang semesteran dan tahunan; 
1- menyimpan barang daJam pcnguasaan peoguna barang; 
J- menyiapkan SuraL Permintaan Barang (SPB) bcrdasarkan nota 

permintaan barang~ 
k. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat 

Penatausahaan Barang Pcngguna; 
I. menyerahkan barang bcrdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang 

(SPPS) yang dituangkan dalam berlta acara penyerahan barang; 
m. membuat Kartu lnventarls Ruangan {Kl R) semesteran dan tahunan; 
n. membcri label barang milik daerah; 
o. mcngajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan 

Pengguna Barang atas perubahan kondisi Jisik barang milik daerah 
bcrdasarkan pengecekan fisik barang; 

p. melakukan stock opname barang persediaan; 
q . menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salman dokumen 

kepemllikan barang milik daerah dan menyimpan 
asli/ fotokopi/salinan dokumen penatausahaan; 

r. melakukan reko>1sillasi dalam rangka penyusunan laporan barang 
Pengg1.1na Barang dan laporan barang milik daerah; dan 

s. membuat laporan mutasi barang setiap buJan yang disampaikan 
kcpada Penselola Barang melalui P.cngguna Ba.rang setelah diteliti 
oleh Pejabat Pcnatausahaan Peng_guna Barang. 
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(3) Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayaL {2) secara 
administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Barang dan secara 
rungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada 
Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang. 

(41 Dalam ha! melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang 
Pengguna dapat dibantu oleh Pembantu Pcngun,s Barang Pengguna yang 
ditetapkan oleh Pengguna Barang. 

(51 Pengurus Barang Peogguna dilarang melakllkan kegiatan perdagangan, 
pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa acau bertlndak sebagai 
penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/ penjualan tersebut yang anggarannya 
dibebankan pada APBD. 

Bagian Kedelapan 
Pengurus Barang Pembancu 

Pasal 17 
(ll Bupati menetapkan Pengurus Barang Pembantu atas usu! Kuasa 

Pcngguna Barang melalui Pcngguna Barang. 
(2) Pembcntukan Pengurus Barang PembanLU sebagaimana dimaksud pada 

ayat (I) dilakukan berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang 
dikclola, bcban kerja, lokasi, kompetensi dan/alau rentang kendaJj dan 
perumbangan objeklif lainnya. 

(31 Pengurus Barang PembanLU sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) 
berwenang dan bertanggungiawa b: 
a . menyiapkan dokumen rencana kcbutuhan dan penganggaran barang 

milik daerah; 
b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan 

barang milik daerab yang diperolch dari beban APBD dan perolehan 
lainnya yang sah; 

c. mclaksanakan pcncatar.an dan inventarisasi barang milik daerah; 
d . mcmbann.i mengamankan barang milik daerah yang berada pada 

Kuasa Pengguna Barang; 
c. mcnyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanraatan dan 

pemjndahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau 
bangunan yang tidak memerlukan persctujuan DPRD dan barang 
milik daerah selain tanah dan/a.tau bangunan; 

f. mcnyiapkan dokumen penyerahan ba.rang milik daerah berupa tanah 
dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan 
penyelenggaraan cugas dan [ungsi J<uasa Pengguna Barang dan 
sedang tidak dlmanfaatkan pihak lain; 

g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pernusnahan dan 
penghapusan barang milik dacrah; 

h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan; 
1. menyiapkan Surat Perrnintaan Barang (SPBI berdasarkan nota 

pcrmintaan barn.cg; 
J, mengajukan Surat Pennintaan Barang (SPB) kepada Kuasa Pengguna 

Barang; 
k.. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintal, Penyaluran Be.rang 

(SPPB) yang din.iangkan dalam berita acara penyerahan barang; 
I. mcmbual Kartu [nv¢ntaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan; 
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m. memberi label barang milik daerah; 
n. mengajukan pcrmohonan perserujuan kepada Pejabal Penatausahaan 

Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Baning atas perubahan 
kondisi fisik barang milik daerah pengecekan fisik barang; 

o. mclakukan stock opname barang persediaan; 
p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumcn 

kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan 
asli/fotokopi/salinan dokumcn pcnatausahaan; 

q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Japoran barang 
Kuasa Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan 

r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang ctisampaikan pada 
Pengguna Barang mela lui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh 
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang 
Pengguna. 

(4) Pengurus Barang Pembantu baik secara Jangsung maupun tidak 
langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekcrjaan 
pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas 
kegiatan/pekerjaan/peojualan tersebut yang aoggarannya dibebankan 
pada APBO. 

Pasal 18 
Struktur Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana tcrcantum 
pada lampiran I Peraturan Bupati ini. 

B!\BIV 
PERENCAN!\AN KEBUTUHAN BARANG Mll,,IK OAERAH 

Bagian Kesatu 
Prinsip Umum 

Pasal 19 
(I) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan 

memperhatikan kcbutuhan pelaksanaan rogas dan fungsi SKPO serta 
kctersediaan barang milik daerah yang ada, 

(2) Ketersediaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (II 
merupakan barang milik dacrah yang ada pada Pengelola Ban'>ng 
dan/atau Pcngguna Barang. 

(3) Perencanaan barang milik daerah sebagaimana di maksud pada ayat (l) 
dan ayal (2) harus dapat menoenninkan kebutuhan riil barang milik 
daerah pada SKPD sehingga dapal ctijadikan dasar dalam penyu,;unan 

RKBMO. 

Pasa120 
(I) Perencanaan keburuhan barang milik daerah dilaksanakan setiap tahun 

setelah rcncana kerja (Rcnja} SKPD ditetapkan, 
(2) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana ctimaksud ayat (1) mentpakan 

salah satu dasar bagi SKPO dalam pengusulan pcnyediaan anggaran 
untuk kebutuhan baru (new tn.itiatiue) dan aogka dasar (baselin.e) serta 

penyusunan rencana kerja dan anggaran. 
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Pasal 21 
Ill Perencanaan kebutuhan barang milik daerah mengacu pada Rencana 

Kerja SKPD. 
(2) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 19 ayat (I I, kecuali untuk penghapusan, berpedoman pada: 
a. stander barang; 
b. standar kebutuhan; dan/atau 
c. standar harga. 

(3) Standar barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah 
spesifikasi barang yang diteta pkan scbagai acuan penghitungan 
pengadaan barang milfk dacrah dalam perencanaan kebutuhan. 

(4) Standar kebutuhan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan 
perhitungan pengadaan dan penggunaan barang milik daerah dalam 
perencanaan kebutuhan barang milik daerah pada SKPD. 

(5) Standar harga scbagairna na dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah 
bcsara.n harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan barang milik 
daerah dalam perencanaan kebutuhan. 

(6) Standar barang, standar kebutuhan dan standar harga scbagaimana 
dirnaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (S) ditctapkan oleh Bupati. 

Pasal 22 
( l) Penetapan standar kebutuhan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 20 

ayat (2) huruf b mempedomani peraturan perundang-undangan. 
(2) Pet'letapan standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) hun.1f a dan huruf b dilakukan setelah 
berkoordinasi dengan dioas leknis terkait. 

Pasal 23 
Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang mengusulkan RKBMD 
pengadaan barang milik daerah mempedomani standar barang dan standar 
kebutuhan. 

Pasa.124 
(I) Pengguna Barang menghimpun usulan RKBMD yang diajukan oleh Kuasa 

Pengguna Ba.rang yang bcrada di lingkungan SKPD yang dipimpinnya 
(2) Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (I) kepada Pengelola Barang. 
(3) Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD 

sebagalmana dimaksud pada ayat (2) bersama Pengguna Barang dengan 
memperhatikan data barang pada Peng,,auna Barang dan/atau Pengelola 
Barang. 

(4) Data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang, 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain: 
a . laporan Oaftar Barang Pengg,ma bu lanan; 
b. laporan Daftar Barang Pengguna semesteran; 
c, laporan Dnftar Ba.rang Pcnggun.a tahunan; 

d. laporan Daftar Barang Pengelola bulanan: 
e . laporan Daftar Barang Pengelola semesteran; 
f. la po ran Daftar Ba rang Pcngelola tahunan; 
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g. Iaporan Daftar Barang milik daerah semesteran; dan 
h. laporan Daftar Barang milik daerah Lahunan. 

(5) Pengclola Barang dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat t3) dibantu Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus 
Barang Pengelola. 

(6) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dima ksud pada ayat (5) 
merupakan anggota Tim Anggaran Pe merintah Daerah. 

(7) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar 
penyusunan RKBMD. 

(8 ) Laporan Bulanan scbagaimana dima ksud pada ayat (4) huruf a dan huruf 
c berupa dokumen daftar mu LaSi barang dan pembelian/pengadaan 
barang. 

(9) Laporan Triwulanan/Scmesteran/Tahunan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) huruf b, huntf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h , huruJ i, 
dan huruf j ben,pa Bcrita Acara Re konsiliasi Barang Pengelola/Pengguna 

Barang; 
( JO) BeriLa Acara Rekonsiliasi Barang sebagaimana dimaksud pada ayaL (9) 

dilampiri dokumen daftar mutasi bara ng dan pembelia n/pengadaan 
barang. 

Pasal25 
RKBM D yang tclah ditetapkan oleh PengeJola Ba rang digunakan oleh 
Pengguna Barang sebagai dasar penyusu nan Rencana Kerja dan Anggaran 
SKPD. 

PasaJ 26 
(I) RKBMD pemeliharaan barang milik daerah tidak dapat dlusulkan olch 

Pengguna Barang dan / a tau Kuasa Peng._~na Ba rang lcrhadap: 
a . ba.rang milik daerah yang berada da lam kondisi rusak berat; 
b. barang milik daerah yang sedang dalam starus penggunaan 

sementaraj 
c. barang milik daerah yang sedang dalam status untuk dioperasikan 

oleh pihak lain; dan/atau 
d . barang milik daerah yang sedang menjadi objek pemanfaatan. 

(21 RKBMD pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( I) huruf b diusulkan oleh Pcngguna Barang yang meoggunakan 
$ementara barang milik daerah. 

(3) RKBMD pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) huruf d tidak termasuk pemanfaatan dala m bentuk pinjam pakai 
denganjangka waktu kurang dari I:> (enam) bulan. 

(4) Bagi SKPO yang tidak menyusun RKBMD. tidak diakomodir dalam 
DKBMD dan DKPBMO da n tidak akan ditetapkan s la LUS penggunaannya. 

(5) Bagi SKPD yang tidak menyusu n RKBMD, Lidak diakomodir dalam 
penganggaran barang dan jasa serca belanja moda l dala m dokumen RKA· 
SKPD. 
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Bagian Kcdua 
Liogkup Percncanaan Kebutuhan 

Barang Milik Daerah 

Pasal 27 
(l) Pcrencanaan kebutuhan barang milik daerah meliputi: 

a. perencanaan pengadaan barang milik daerah; 
b. perencanaan pemcliharaan barang milik daerah; 
c. perencanaan pemanfaatan barang milik daerah: 
d. perencanaan pemindahmnganan baraog milik daerah: dan 
e. pcrencanaan penghapusan barang milik daerah. 

(2) Percncanaan pcngadaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1 I buruf a dituangkan dalam dokumen RKBMD Pengadaan. 

(3) Perencanaan pemeliharaan baraog milik daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (l) hun,f b dituangkan dalam dokwnen RKBMD Pemeliharaan. 

(4) Perencanaan pemanraatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) huruf c dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemanfaatan. 

(5) Perencanaan pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) hurur d dituaogkan dalam dokumen RKBMD 

Pem,ndahtanganan. 
(6) Perencanaan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf e dituangkan dalam dokumen RKBMD Penghapusan. 

Bagian Ketiga 
Tata Cara Penyusunan RKBMD Pengadaan 
Barang Milik Oaerah Pada Pengguna Barang 

PasaJ 28 
(l) Kuasa Pengguna Barang mcnyusun usulan RKBMD Pengadaan barang 

rnilik daerah di lingkungan Kuasa Pengguna Barang yang dipimpinnya. 
(2) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD Pengadaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (I) kepada Pcngguna Barang selambat
lambatnya minggu kedua bulan Mei. 

Pasal 29 
( I) Pengguna Barang melakukar1 penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan 

yang disampaikan olch Kuasa Pcngguna Barang sebagaimana dimaksud 
daJa m Pasal 28 ayat (2) pada minggu ketiga bulan Mei. 

(2) Dalam pcnelaaha n usulan RKBM D pengadaan yang disampaikan oleh 
Kuasa Pcngguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Pcngguna 
Barang rnengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan 
Pengurus Barang Pengguna untuk melakukan review terhadap kcbenaran 
dan kelengkapan usulan RKBMD Pengadaan. 

(3) Pc nelaahan atas u sulan RKBMD Pengadaan yang disampaikan oleh 
Kuasa Pcngguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diutamakan w1tuk memastikan kebcnaran data masukan (mpur) 

penyusw,an usu lan 
mempertimbangkan: 

RKBMO Pengacta;:an yang sekurang. kurangn.ya 
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a, kesesuaian program pereocanaan dan srandar sebagaimana dimaksud 
dalam -Pasal 21 ayat (I) dan ayat (2); dan 

b. ketersedi.aan barang milik daerah di lingkungan Pengguna Barang. 
(4) Hasil penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan yang disampaikan oleh 

Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan 
oleh Pengguna Barang dalam menyusun RKBM D Pengadaan barang milik 
daerah pada tingkat Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat 
infonnasi: 
a. nama Kuasa Pengguna Barang; 
b. nruna Pengguna Ba.rang; 
c. program; 
d. kegialan; 
e. data daftar barang pada Pengguna Barang dan/atau daftar barang 

pada Kuasa Pengguna Barang: dan 
f. rencana kebutuhan pengadaan barang yang disetujui. 

Pasa!30 
(I) Ha.sit penelaahan Pengguna Barang atas usulan RKBMD Pengadaan yang 

disampaikan Q!eh Kuasa Pengguna Bara.ng sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 29 ayat (4) ditandatangani Pengguna Barang. 

(2) Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan barang milik 
daerah berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada aya, 
(1 I untuk disampa.ikan kepada Pengguna Barang paling lam bat minggu 

keempat bulan Mei. 

Bagian Keempal 
Tata Cara Penyusunan RKBMD Pemeliharaan 
Barang Milil< Daerah Pada Pengguna Barang 

Pasal 31 
(I) Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD Pemeliharaan barang 

milik daerah di lingkungan Kuasa Pengguna Barangyang dipimpinnya. 
(2) Kuasa Pengguna Barang mcnyampaikan usulan RKBMD Pemeliharaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 11 kepada Pengguna Barang selambat
Jambatnya minggu kedua bulan Mei. 

Pasal 32 
(l) Pengguna Barang melakuka n penelaahan atas usulan RKBMD 

Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang 
sebaga.i.mana dimaksud dalam Pasal 3 1 ayaL (2) pada minggu ketiga bulan 

Mei. 
(2) Dalam pcnelaahan usulan RKB MD pemeliharaan usulan RKBMD 

Pemeliha.raan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Pengguna Barang 
mengikutsertakan Pejabat Pen.,tausahaan Pengguna Baran& clan 
Pengurus Barang Pengguna untuk melakukan penelitian terhadap 
kcbenatan dan kelengkapan usula.n RKBlvID pemeUharaan. 
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(3) Penelaahan atas usulan RKBMD Pemeliharaan yang disampaikan oleh 
Kuasa Pengguna Barang sebagairnana dimaksud pada ayat (2) 
diutamakan uncuk memastikan kebenaran data masukan (inpull 
penyusunan RKBMD pemeliharaan yang sekurang-kurangnya mcngacu 
pada daftar barang Kuasa Pcngguna Barang yang memuat informasi 

mengcnai barang yang dipelihara. 
(4) Hasil pcnelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat {3) digunakan oleh 

Pengguna Barang dalam mcn)'llSun RKBMD Pemeliharaan barang milik 
daerah tingkat Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat 

informasi: 
a. nama Kuasa Pengguna Barang; 
b. nama Pengguna Barang; 
c. nama barang yang dipelihara; 
d . usulan kebutuhan pemeliharaan; dan 
e. rencana kebutuhan barang milik daerah yang disetujui. 

Pasal 33 
(1) Hasil penelaahan Pengguna Barang atas usulan RKBMD Pemcliha.raan 

yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 32 ayat (4) ditandatangani Pengguna Barang. 

(2) Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD Pemeliharaan barang milik 
daerah berdasarkan hasil penelaahan scbagaimana dimaksud pada ayat 
(1) unluk disampaikan kepada Pengguna Barang paling lambal minggu 

keempat bulan Mei. 

Pasal 34 
(I) Pengguna Barang menghimpun RKBMD Pengad1111n dan RKBMD 

Pemeliha raan dari Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2') untuk disampaikan kepada 

Pengclola Barang. 
(2) Penyampaian scbagalmana dimaksud pada ayat ( 1) dilengkapi surat 

pengantar RKBMD yang ditandaiangani oleh Pcngguna Barang dan data 
barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4). 

(3) Penyarnpaian RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang 
dilakukan selambat-lambatnya minggu kesacu bulan Juni. 

Bagian Kelima 
Tata Cara Penelaahan RKBMD Pengadaan 

Ban.mg Milik Dacrah Pada Pengelola Barang 

Pasal 35 
(1) Penelaahan atas RKBMD Pengadaan barang milik daerah dilakukan 

terhadap: 
a. relevansi program dengan ,·encana keluaran (output) Pengguna 

8arang; 
b, optimu1isasi penggunaan barang milik dacrah _yang berada pada 

Pengguna Ba.rang; dan 
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c. efektivitas penggunaan barang milik daerah yang berada pada 
Pengguna Barang telah sesuai perunLukannya dalam rangka 
menunjang tugas cjan fungsi SKPD. 

(2) Penelaahan at.as RKBMD Pengadaan barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memperh.atikan: 
a. kesesuaian program perencanaan dan standar sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayal (2); dan 
b. data barang scbagaimana dimakJsud dalam Pasal 24 ayat (4). 

(3) Penclaahan alas RKBMO Pengadaan barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diruangkan dalam Hasil Penelaahan RKBMD 
Pengadaan barang milik daerah yang sekurang-kurangnya memuat: 
a . nama Kuasa Pengguna Barang; 
b. nruna Pengguna Barang; 
c. program; 
d. kegiatan; 
c. data daJtar barang pada Pengguna Barang dan/atau daftar barang 

pada Kuasa Pengguna Barang; dan 
f. rencana kebutuhan pengadaan barang yang disetujui. 

(4) Dalam melaksanakan penelaahan ba1·ang milik dacrah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I}. Pcngelola Ba.rang mengikutsertakan Pejabat 
Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola untuk 
menyiapkan dan membcrikan pertimba ngan tcrhadap kebenaran dan 
kelengkapan usulan RKBMO Pcngadaan yang dilaksanakan selambat• 
lambatnya minggu kedua bulan Juni. 

Pasal 36 
(l) Hasil Penelaahan RKBMD Pengadaan barang milik daerah dari Peng,,<>una 

Baraog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) ditandatangani 

olch Pengelola Barang. 
(2) Pcngguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan bcrdasarkan hasil 

penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3) RKBMO Pcngadaan sebagalmana dunaksud pada ayat (2) disampaikan 

oleh Pengguna Baning kepada Pengelola Ba.rang paling lambal minggu 

ketiga bula11 Juni. 

Bagian l<eeoam 
Tata Cara Penelaahan RKBMD Pemeliharaao 
Barang Milik Dacrah Pada Pengelola Barang 

Pasal 37 
( I) Penelaahan atas RJ,.13MO Pemelil>araan barang milik daerah dilakukan 

untuk melakukan telaahan terhadap data barang milik daeral1 yang 
diusulkan rencana pemeliharaannya. 

(2) Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( I) sek1.1rang-kurangnya memperhatikan daftar 
barang pada Pengguna Barang yang memuat informasi mengenai status 
barang dao koodisi ba.rQJ"lg. 

(3) Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat \21 dit1.1angkan dalam hasil penelaahan RKBM D 
Pemeliharaan barang milik daerah yru1g sekurang-kurangnya memuat: 
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a. nama Kuasa Pengguna Ba.rang; 
b. nama Pcngguna 8arang; 
c. nama barang yang dipelihara; 
d. usulan keburuhan pcrneliharaan; dan 
c. rencana kebutuhan barang milik. daerah yang diserujui. 

(4) Dalam melaksanakan penelaahan barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( I), Pengelola Barang mengikutsertakan Pejabat 
Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola untuk 
menyiapkan dan mcrnberikan pertimbangan terhadap kebenaran clan 
kelengkapan usulan RKBM D Pemeljharaan yang dilaksanakan selambat

lam batnya minggu kedua bulan Juni. 

Pasal 38 
( I) Hasil Penelaahan RKBMD Pcrneliharaan barang milik daerah dari 

Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (31 

ditandatangani oleh Pcngelola Barang. 
(2) Pengguna 8arang menyusun RKBMD Pemeliharaan berdasarkan hasil 

penclaahan sebagaimanadimaksud pada ayat (I). 
(3) RKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 

oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Ba.rang paling lambat minggu 

ketiga bulan Juni. 

PasaJ 39 
( I) RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah dari 

Penggttna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dan 
Pasal 38 ayat (3) ditetapkan menjadi RKBMD pemerintah daerah oleh 

Pengelola Barang. 
(2) RKBMD Pengadaan clan RKBMD Pemeliharaan sebagairnana dimaksud 

pada ayat ( l) ditetapkan paling lambal minggu keempat bu Ian Juni. 

Bagian Ketujuh 
Penyusunan Perubahan RKBMD 

Pasal40 
(1) Peogguna Barang dapat mclakul<an pen,bahan RKBMD . 
(2) Perubahan RKBMD scbagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan 

sebelum pcnyusunan Perubahan APBO. 
(3) Penyusunan RKBMD sebagaimana dimaksud dalarn Pasal I 5 sampai 

dengan Pasal 38 berlaku secara m utalis mutandis terbadap pcnyusunan 
perubahan RKBMD. 

Bagian Kedelapan 
Penyusunan RKBMD Untuk Kondisi Darurat 

Pasal 41 
(I) Dalam hal setelah batas akhir pcnyampaian RKBMD terdapat konclisi 

dururat, pengusulnd penycdia.an anggo ran untuk kebutuhan baru (new 
initiative) dan penyecliaan anggara,1 angka dasar (baseline) dalarn rangka 
rcncana pengadaan dan/atau rencana pemcliharaan barang milik daerah 
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dilakukan berdasarkan mekanisme penganggaran sesuai ketentuan 
peraturan Perundang-undangan. 

(2) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi bencana 
alam dan gangguan kcamanan skala besar. 

(3) Hasil pengusulan penyediaan anggar an sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I) harus dilaporkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang 
bersamaan dengan penyampaian RKBMD Perubahru, dan/atau RKBMD 
tahun berikutnya. 

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Pengelola 
Barang sebagai bahan pertimbangan trunbahan dalam penelaahan atas 
RKBMD yang disampaikan oleh Pengguna Barang bersangkutan pada 
APBD Perubahan tahun angga.ran berkena,m dan/atau APBD tahun 
anggaran berikumya. 

Pasal 42 
Perencanaan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana tercantum dalam 
lampiran II Peraturan Bupati ini. 

BAB V 
PENGADAAN 

Pasal 43 
( I) Pengadaan barang milik daerah dilaksaoakan berdasarkan prinsip efisien, 

efektif, transparan dan terbuka, bcrsaing, adil, dan akuntabel. 
(2) Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan 

kctentuan peraturan Pcn.mdang-u.ndru1gan. 

Pasal 44 
(!) Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan barang 

milik daerah kepada Bupati meialui Pengelola Barang unluk ditetapkan 
status penggunaannya. 

(2) Laporan hasil pcngadaan barang milik daerah scbagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Lerdfri dari laporan hasil pengadaan bulanan, semeslcran 
dan tahunan. 

(3) Laporan hasil pengadaan bulanan sebagaimana dimaksud ayal (2) berupa 
S erita Acara Rekonsiliasi BMD. 

BAB V1 
PE:NGGUNAAN 

Bagian Kesatu 
Prinsip "Umum 

Pasal 45 
(1) Bupati menctapkan status penggunaan barang milik dae.rah. 
(2) Bupati dapat mendelegasikan pen-etapan starus penggunaan atas l)arang 

milik daerah sebagaimaoa dimaksud pada ayat (1) sclain tanah dan/atau 
bangunan dengan kondisi tertenru kepada Pcngelola Barang. 
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(3) Kondfai tertentu sebagairnana dimaksud pada ayat (2), antara lain adalah 
barang milik daerah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan atau 
dengan nilai ,ertentu. 

{4) Nilai ,ertenlu sebagaimana d imaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh 
Bupati. 

(5) Penetapan status pengg,.maan barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud aya, ( I) dan ayat (2) dilaksanakan secara tahunan. 

Pasal 46 
{l) Penggunaan barang milik dacrah melipuli: 

a. Penctapan status penggunaan barang milik daerah; 
b. Pengalihan status penggunaan barang milik daerah; 
c. Penggunaan sementara barang rnilik daerah; dan 

Penet.apan sta,us penggunaan barang milik daerah untuk 
dioperasikan olch pihak lain. 

(2) Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan untuk; 
a. penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD; dan 
b. dioperasikan olch pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan 

umum scsuai tugas dan fungsl SKPD yang bersangku tan. 

Pasal 47 
Penetapan status penggunaan tidak dila.ku ka n terhadap: 
a . barang persediaan; 
b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDPt; 
c. barang yang dari awal pengadaaa.nya direncanakan untuk clihibahkan; 

dan 
d. Asel Te tap Renovasi {A TR) . 

Pasal 48 
(1) Penetapan status pcnggunaan barang milik daerah ben,pa tanah 

dan/atau bangunan clilakukan a pabila diperlukan untuk kepentingan 
penyelenggaraan tu gas dan fungs i Pengguna Barang dan/ atau Kuasa 
Pengguna Ba,·ang yang bcrsangkutan. 

(2) Pengguna Barang wajib mcnyerahkan barang milik dacrah ben1pa tanah 
dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) yang tidak 
c!igunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang 
kepada Bupati mela lui Pengelola Barang. 

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (21, 
apabila tanal1 dan/ amu bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
telah direncanakan untuk d igunakan atau dimanfaatkan dalam jangka 
waktu tertenru yang diteta pkan oleh BupatL 

(4) Bupati men ca but status penggunaan atas barang milik dacrah berupa 
tanah dan/atau bangunan yang tidak digu11akan dalam penyelenggaraan 
tugas clan fungsi Pengguna Barang sebagaimana climaksud ayat (2) . 

(5) Dalam ha! barang milik daeral\ berupa tanah dan/atau bangunan 
sebagaimana dimaksud pada. ayat (2) tidak dlsc:rahkar'i kepada B~pati, 
Pcngguna Barang djkenakan sanksi berupa pembckuan dana 
pemeliharaan atas barang mili k daerah berkenaan. 
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Pasal 49 
(1) Bupati menetapkan barang milik dacrah yang harus diserahkan oleh 

Pengguna Barang karena tidak diguna.kan untuk kepentingan 
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau kuasa 
Pengguna Barang dan tidak dimanfaatka11 oleh pihak lain. 

{2) Dalam menetapkan pcnyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

Bupati memperhatikan: 
a. standar kebutuhan barang milik daerah unruk menyelenggarakan dan 

menunjang tugas dan fungsi Pengguna Bara.ng; 
b. basi l audit atas penggunaan tan ah dan/atau bangunan; dan/atau 
c. laporan, data, dan inforrnasi yang diperoleh dari s-umber lain. 

(3) SUmber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huru( c antara lain 
termasuk hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang 
dilakukan oleh Pengelola Bara11g at.au Bupati dan laporan dari 
masyarakat. 

(4) Tindak lanjut pengclolaan acas penyerahan barang rnilik daerah 
sebagaimana cLimaksud pada ayat (1) meJjputi: 
a. penetapan status penggunaan: 
b. pemanfaatan; atau 
c. pemindahtangana11. 

Bagian Kedua 
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah 

Paragraf Kesatu 
Penecapan Status Penggcmaan 

Barattg Milik Daerah Okh Bupati 

Pasa150 
( I) Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status 

penggunaan barang milik daerah yang diperolch dari beban APBD dan 
peroleban lainnya yang sab kepada Bupati. 

(2) Pongajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (I ) dilakukan 
setelah dice.ri manya barang milik daerah berdasarkan dokumen 
penerimaan barang pada tahun anggaran yang berkenaan. 

(3) Permohonan pcnctapan Slatus penggunaan barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis oleh 
Pengguna Barang kepada Bupati paling lambat pada akhir tahun 
berkenaan. 

(4) Bupati mencrbitkan keputusan penelapan status penggunaan ba.rang 
milik daerah sctiap tahun. 

Pasal s I 
(I I Pengajuan permohonan penelapan status penggunaan barang milik 

daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayaL (2) disertai dokumen. 
(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pa.da ayat ( I) untuk barang milik 

daerah berupa tanah yaiLt.1 foLokopL sertifikaL 
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(3) Dokumen scbagaimana dimaksud pada ayat ( I) untuk barang milik 
daerah berupa bangunan yang diperoleh dari APBD yaitu : 
a. fotokopi lzin Mendirikan Bangunan (IMBI; dan 
b. fotokopi dokumen perolehan. 

(4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Lmtuk barang milik 
daerah berupa bangunan yang diperoleh dari perolehan lainnya yang sah 
sekurang-kurangnya berupa dokumen Berita Acara Scrab Terima (BAST) . 

(5) Dokumen scbagaimana dimaksud pada ayat (I) untuk barang milik 
daerah bcrupa Lanah clan bangunan yang dipcrolch dari APBD yaicu: 
a. fotokopi scrlifikat; 
b. fotokopi lzin Mendirikan Bangunan (1MB); dan 
c. fotokopi dokumen perolehan. 

(6) Dokumen scbagaimana dimaksud pada ayat (I) untuk barang milik 
dacrah bcrupa tanah dan bangtman dari perolehan lainnya yang sah 
sckurang-kurangnya berupa dokumen Serita Acara Serah Terima (BAST) . 

(7) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (I) untuk barang milik 
daerah selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki dokumen yaitu: 
a. fotokopi dokumen kepemilikan; dan/atau 
b. fotokopi dokumcn pcrolchan. 

(8) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (I) untuk barang milik 
daerah yang dari awal pcngadaan direncanakan untuk dilakukan 
pemindahtanganan dcngan cara penyert.f,lan modal pcmerintah daerah 
yaitu: 
a. fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran: 
b. fotokopi dokumen kepemilikan, untuk barang milik daerah berupa 

tanah; 
c. fotokopi lzin Mendlrikan 8angunan (lMB}, lliituk barang milik daerah 

berupa bangunan; dan/atau 
d. fotokopi dokumen perolehan. 

Pasal 52 
(1) Dikecualikan dari ker.entuan sebagaimana d imaksud dalam Pasal 51 ayat 

(2) dan ayat (5) huruf a apabila banmg milik daerah berupa tanah bclum 
memiliki fotokopi sertifikat. maka dokumen ,Hmaksud dapat diganti 
dengan: 
a. aktajual beli; 
b. girik; 
c . letter C; 
d. surat pernyataan pelepasan hak atas tanah; 
c. surat keterangan lurah atau kcpala desa, jika ada; 
f. bcrita acara penerimaan terkail pcrolehan barang; atau 
g. dokumen Jain yang setara dcngan bukti kepemilikan. 

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud da lam Pasal 51 ayat 
(3) apabila barang milik claerah bcrupa bangunan belurn memiliki 1MB 
dan dokumen perolehan dapat diganli dengan surat pemyataan dari 
Penggtma Barang yang menyatakan bahwa bangunan tersebut 
digunakan untuk penyclcnggaman tugas dru:'I fung$i SKPD, 
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(3) Dikecualikan dari ketentuaa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 
(5) apabila barang milik daerah berupa tanah dan bangunan yang 
diperoleh dari APBD belum memiliki sertifikat, 1MB, dan dokumen 
perolehan dapat diganti dengan surat pernyataan dari Pengguna Barang 
yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan tersebut digunakan untuk 
penyelenggaran tugas dan rungsi SKPD. 

(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagn,imana dimaksud dalam PasaJ 51 ayat 
(7) apabi la barang milik daerah berupa selain tanah dan bangunan yang 
diperoleh dari APBD belum memiliki dokumen kepemilikan, maka 
dok,unen dimaksud dapat diganti dengan surat pernyataan dari Pengguna 
Barang yang menyatakan bahwa barang milik daerah selain tanah 
dan/atau bangunan tersebut digunakan unruk penyelcnggaran rugas dan 
fungsi SKPD. 

(5) Dikecualikan dari l<etentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 
(8) hurur b, huruf c, dan huruf d belum ada, maka pengajuan usu! 
permohonan pcnerbiw.n status penggunaan disertai surat pemyataan dari 
Pengguna Barang bersangkutan yang menyatakan bahwa barang tersebul 
adalah barang milik daerah yang dari awal pengadaannya direncanakan 
untuk dilakukan pem ind a htanganan dengan cara penyercaan modal 
pemerintah daerah. 

(6) Ba.rang milik daerah yang belum memiliki dokumen kepemilikan tetap 
harus menyelesaikan pengurusan dokumen kepemilikan meskipu 11 ,elah 
ditetapkan status pcnggunaan bara:ng milik daerah. 

Pasal 53 
( L) Pengelola Barang melakukan pcnelitian atas permohonan penetapan 

status penggunaan barang milik deerah dari Pengguna Barang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat ( l). 

(2) Penelitian scbagaimana dimaksud pada ayal (l) dilakttkan terhadap 
kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan. 

(3) Da lam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum 
mencukupi, Pengelola Ba.rang dapat: 
a. meminta ketera11gan atau data tambahan kepada Pengguna Barang 

yang mengajukan permohonan penctapan status penggunaan barang 
milik claerah; dan/atau 

b. melakukan pengccekan lapangan. 
(4) Kcgiatan Pengclola Bara ng sebagaima na d imaksud pad a ayat (3) 

dilakukan terhadap barang milik daerah berupa ranal1 dan/atau 
bangunan serta barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan 
yang memiliki dokumen kepemilikan aiau dokumen lain yang sail. 

Pasal 54 
( I) Berdasarkan hasil penclitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 

(I), Bupati menetapkan status penggunaan barang milik daerah. 
(2) Statu5 penggunaan barang milik daerah sebagaun ana dimaksud pada 

ayat (I) ditetapkan dengan Keputusa n Bupali. 
(3) Oalam hat Bupat.i tidak menyetujui permohonan Pengguna Barang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (l), Bupati melalui Pengelola 
Barang menerbitkan sur.-at penolakan kepada Pcngguna Barang disertai 
alasan. 
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Paragraf Kedua 
Penetapan Status Penggunaan Barang M ilik Da.erah 

Oleh Pengelola Barang 

Pasa! 55 
(1) Pengelola Barang menetapkan status penggunaan bar-ang berdasarkan 

kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 45 ayat (2). 

(2) Penetapan status pcnggunaan barang oleh Pengelola Barang 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) dengan mekanisme: 
a. pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status 

penggunaan barang milik daerah yang dipcroleh dari beban APBD dan 
perolehan Jainnya yang sah kepada Pengelola Barang; 

b. pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a 
dilakukan setelah diterimanya barang mjlik daerah berdasarkan 
dokumen penerimaan barang pada tahun anggaran yang berkenaan; 

dan 
c. permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah 

diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Pengelola 
Ba rang paling lam bat pada akh i r tahun berkenaan. 

(3) Pengajuan permohonan pcnetapan status penggunaan barang milik 
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51. 

(4) Tcrhadap pengajuan permohonan penetapan status penggunaan barang 
milik daerah sebagajmana dirnaksud pada ayat (2) d ilakukan penelitian 

scbagaimana ketentuan Pasal 5.3. 
(5) Berdasarkan hasil penelitian sebagairnana dimaksud pada ayaL (41, 

Pengelola Barang menetapkan status pcnggunaan barang milik daerah. 
(6) Dalam ha! Pcngclola Barang tidak mcnyetujui permohonan Pengguna 

Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengclola Barang 
menerbitkan sunu penola kan kepada Pengguna Ba rang disertai alasan. 

Bagian Ketiga 
Pengalihan Status Penggunaan Barang Millk Daerah 

Pasal 56 
(l ) Barang rnilik daerah dapat dilakul<a n pengalihan srarus penggunaan. 
(2) Pengalihan s tatus penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) 

dilakukan berdasarkan: 
a. lnisiatif dari Bupati; dan 
b. Permohonan dari Penggun a Barang lama. 

Passi 57 
( L) Pengalihan status penggunaan barang milik daerah berdasarkan inisiatil 

daJ'i Bupati scbagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat 2 huruf a 
dilukuka.n dcngan pemberiLo.hu.'ln tcrlebih dahulu kepada Pengguno 

Barang. 
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(2) Pengalihan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 56 ayat 2 huruf b dari Pengg1.1na Barang kepada 
Pengguna Barang lainnya untuk penyelenggaraan tugas d,m fungsi 
dila.kukan berdasarkan persetujuan Bupali. 

(3) Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan terhadap barang milik daerah yang berada dalam penguasaan 
Pengguna Barang dan tidal< digunakan oleh Pengg1.1na Barang yang 
bersangkutan. 

(4) Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan tanpa kompensasi dan tidal< diikuti dcngan pengadaan barang 
milik daerah pengganti. 

Pasal58 
(1) Pengalihan status penggunaan barang milik daerah berdasarkan 

permohonan darl Pengg1.1na Barang lama sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 56 ayat 2 hun.,f b dilakukan dengan pengajuan permobonan secara 
tertulis oleh Pengguna Barang kepada Bupati. 

(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) paling 
sedikit memuat: 
a . data barang milik daerah yang akan dialihkan status penggunaannya; 
b. calon Pengguna Baran& baru; dan 
c. penjelasan scrta pertimbangan pengalihan status penggunaan barang 

milik daerah. 
(3) Data barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 

antara lain: 
a. kode barang; 
b. kode register; 
c. nama barang; 
d. jumlah; 
e. jenis; 
r. nilai perolchan; 

ni1a1 penyusutan i 
nilai buku; 
lokasi; 

g. 
h. 
• I, 

J, Iuas; dan 
k. tahun perolehan. 

(4) Pcngajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilampiri: 
a. fotokopi daftar barang milik daerab sebagaimana dima.ksud pada ayat 

(3); dan 
b. sural pernyataan yang memuat kcscdiaan calon Pcngguna Barang 

baru untuk menerima pengalihan barang milik daerah dari Pengguna 
Barang lama. 

Pasal 59 
{I} Pengelola Barang melakukan penelitian atas pcrmohonan pcngalihan 

status penggunaan barang milik daera h dari Pengguna Ba.rang 
sebagaima.nEl <limaksud dalam P,lsal 58 ayat (l)~ 

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) d.ilakukan terhadap 
kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan. 



(3) Dalam ha! hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum 
mencukupi, Pengelola Barang dapat: 
a. mcmin ta keterangan atau data trunbahan kepada Pcnggu na Baning 

yang mengajukan permohonan pengalihan status penggunaan barang 
milik daerah; dan 

b. mernmta konfirmasi kepada calon Pengguna Barang baru. 

Pasal 60 
(1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, 

Bupati memberikan persetujuan pengalihan status penggunaan barang 
milik daeral1. 

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) bcrupa Surat 
Pe rsetujuan Bupati. 

(3) Surat persetujuan sebagaimana di maksud pada ayat (2) paling sedikit. 
memuat: 

a. data barang milik daerah yang akan dialihkan status penggunaannya; 
b. Pengguna Barang lama dan Pengguna Barang baru: da,1 
c. kewajiban Pengguna Barang lam a 

(4) Kewajiban Pengguna 13arang lama sebagaimana dimaksud pada aya1 (3) 
huruf c yaitu: 
a. 111elakukan serah terima barang rrulik daerah kepada Pengguna 

Barang ba ru yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Serah 
Terima (BAST}; dan 

h. melakukan pettghapusan terhadap harang milik daerah yang tela b 
dialihkan dari daftar barang pada Pengguna Barang bcrdasarkan 
surat keputusan penghapusan b•arang. 

(5) Dala m hal 6upati tidal< menyetujui p£rrnohonan Pengguna Ba.rang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 aya1 11), Bupati menerbitkan 
surat penolakan kepada Pengguna Barang dengan disenai alasan. 

Pasal 61 
(J) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 

ayat (2), Pcngguna Barang la ma melakukan serah terima barang milik 
dacrah kepada Pcngguna Barang banJ. 

(2) Serah terima barang milik daerah kepada Pengguna Barang baru 
sebagaimana dimaksud pad a ayat ( I) paling lama 1 (satu) bu Ian sejak 
persetujuan alih status penggunaan barang milik daerah yang dituangkan 
dalam Serita Acara Serab Terima (BAST). 

(3) BerdasarkaJ1 Serita Acara Serah Terima (BAST) sebagalmana dirnaksud 
pada ayat (2), Pengguna Barang lama melakuka n usu Ian penghapusan 
kepada PengeJola Ba,·ang atas barang milik daerah yang dialil1kan status 
penggunaannya kepada Pengguna Barang baru dari daftar barang pada 
Pengguna Barang. 

(4) Usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama I 
(satu) minggu scjak tanggal Serita A-cara Scrah Tcrima (BAST) . 

(5) Penghapusan barang milik daerab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
ditetapkan den~u, Keputusao Pe.ngelola BllJ"ru'\g, 
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Pasal 62 
(l) Serita Acara Serah Terima (BAST) scbagaimana dlmaksud dalam Pasal 61 

ayat (2) dan Keputusan Pengelola Barang tcntang penghapusan barang 
milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat f5) dilaporkan 
kepada Bupati dengan cembusan kepada Pengguna Barang baru paling 
lama I (satu) minggu sejak keputusan penghapusan ditctapkan. 

(2) Pengguna Barang dala m penatausahaan barang milik daerah melakukan 
pencatatan bcrdasarkan persetujua:n Bupati, Bedta Acara Serah Terima 
(BAST), dan kcputusan pcnghapusan barang milik daerah. 

Bagian Keempal 
Penggunaan Sementara Barang Milik Daerah 

Pasal 63 
(l) Barang milik daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada 

Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang 
Ja.innya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status 
penggunaan barru1g milik daerah tersebut setelah terlcbih dahulu 
mendapatkan perserujuan Bupati. 

(2) Penggunaan s ementara barang milik dacrah scbagaimana dimaksud pada 
ayat (IJ da pat dilaku kan untuk jangka waktu: 
a. paling lama 5 (lima) tahun dan d apat diperpanjang untuk barang milik 

daerah berupa tanah dan/atau bangunan; dan 
b. paling lama 2 (dua) lahun dan dapat diperpanJang untuk barang milik 

daerah sela in tanah dan/atau bangunan. 
(3) Penggunaan sementara barang milik daerah dalam jangka waktu kurang 

dari 6 (enarn) bulan dilakukan tanpa persetujuan Bupati. 

Pasal 64 
( I) Penggunaan sementara barang milik daerah $ebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 63 dituangkan dalam perjanjian a ntara Pengguna Barang 
dengan Pengguna Barang sementara. 

(2) Biaya pemeliharaan barang milik daerah yang timbul selama j8Jlgka 
waktu penggunaan sementara sebagajmana dimaksud pada ayat (l) 
dibebankan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang 
menggunakan sementara barang milik dacrah bersangkutan. 

Pasal 65 
( I) Permohonan penggunaan sementa ra barang milik daerah diaj ukan secara 

lcrtulis kepada Bupati. 
(2) Pcrmohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) paling sedikit memuat: 

a. da ta barang milik daerah yang akan digunakan sementara; 
b. Pengguna Barang yang akan mcnggunakan sementara barang milik 

daerah; dan 
c. penjclasan scrta pert.imbangan penggunaan sementara barang milik 

dacrah. 
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(31 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayal (l) harus dilengkapi 
dokumen: 

a. fotokopi kepurusan penetapan status penggunaan barang milik 
dacrah; dan 

b. fotokopi surat permintaan penggunaan semcntara barang milik daerah 
dari Pengguna Barang yang akan menggunakan sementara barang 
milik daerah kepada Pengguna Barang. 

Pasal 66 
(1) Pengelola Bar=g melakukan peneLitian atas permohonan pcnggunaan 

sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat ( l) . 
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat {) I dilakukan terhadap 

kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan. 
(3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (21 belum 

mencukupi, Pengelola Barang dapat: 
a. meminta keterangan kepada Pengguna Barang yang mcngajukan 

permohonan penggunaan semen.tara barang milik daerah; dan 
b. meminta konfirmasi dan klnrifikasi kepada Pengguna Barang yang 

akan menggunakan sementara barang milik daerah. 

Pasal! 67 
(I) Berdasarkan hasil penclitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayal 

(I), Bupati membcrikan persetujuan atas penggunaan semetitara barang 
rnilik daerah. 

(2) Pcrsctujuan sebagaimana d imaksud pada ayat (I) dilakukan dengan 
menerbitkan surat pcrsctujuan Bupati. 

(3) SuraL persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
meinuat.: 
a. data barang milik daerah yang akan digunakan scmcntara; 
b. Perigguna Barang yang mcnggunakan scmcntara barang milik daerah; 
c. kewajiban Pengguna Barang yang menggunakan sementar-J. barang 

m.ilik daerah untuk memelihara dan mengamankan barang milik 
daerah yang digunakan semen ta ra; 

d. jangka waktu penggunaan sementara; 
c. pcmbebanan biaya pemeliharaan; dan 
r. kewajiban Pengguna Barang unruk menindaklanj uti dalam perjanjian. 

(4) Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 65 ayat (I), Bupati menerbitkan surat penolakan kepada 
Pengguna Barang disertai alas.an . 

Pasal 68 
( I) Apabila jangka waktu penggunaan sementara atas barang milik daerah 

telah bcrakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (21, maka: 
a . Pcngguna Barang scmcnlara mcngcmbalikan barnng milik daerah 

kepada Pengguna Barang; a.tau 
b. dilakukan pengalihan status ptmggunaan kepada Pengguna Barang 

yang me.nggum,tkan seme nt~\ra barang milik daero.h, 
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(2) Mekanismc pengalihan status penggunaan barang mWk dacrah 
sebagaimana dirnaksud dalam PasaJ 56 sampai dcngan Pasal 62 berlaku 
mutatis mutandis terhadap mekanismc pengalihan status penggunaan 
kepa.da. pengguna sementara. seba.gaimana dimaksud pada ayat (l)hurur 
b_ 

Pasal 69 
(1) Pcngguna Bal'ang Semcntara dapat menga.jukan pc,mohonan 

perpanjangan waktu penggunaan scmcntara atas barang milik dacrah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2). 

(2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada aya.t (1) diajukan 
Pengguna Ba.rang kepada Bupati paling lambat 3 {tiga) bulan sebelum 
jangka waktu penggunaan semcntara barang milik daerah berakhir. 

{3) Mckanisme pengajuan 1>ermohonan, penclitian, persetujuan, dan 
penctapan oleh Bupati seba.gaimana dimaksud dalam Pasal 65 sampai 
dengan Pasal 68 berlaku mutar.is mutandis pada mekanismc pengajuan 
permohonan, pcnelitian, persetujuan dan penetapan oleh BupaLi Lcrhadap 
perpanjangan penggunaan sementara barang milik daerah. 

Baglao Kelima 
Penctapan Status Penggunaan 

Ba.rang Milik Daerah Un Luk Di-0perasikan Oleh Pihak Lain 

Pasal 70 
(I) Barang milik daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada 

Pengguna ea.rang, dapat digunakan untuk diopera.sikan oleb pihak lain. 
(2) Penggunean barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pibak lain 

sebagairnana dimaksud pada ayat (l) dilakukan dalam ra.ngka 
mcnjalankan pclayanan umum sesuai tugas dan fungsi SKPD yang 
bersangkutan. 

{3) Pen&,"tmaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dituangkan dalam perjanjian antara 
Pengguna Barang dengan pimpinan pihak lain . 

{41 Biaya pemeliharaan barang milik daerah yang umbul selama jangka 
\Vaktu pcnggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak 
lain dibebankan pada pihak lain yang mengopcrasikan barang milik 
daerah. 

(SJ Pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah dilarang melakukan 
pengalihan atas pengoperasian barang milik daerah tersebut kepada 
pihak lainnya dan/atau memindahtangankan barang milik daerah 
bersangkutan. 

(6) Bupati dapat menarik penctapan status barang milik daerah untuk 
diopcrasikan oleh pihak lain dalam ha! pemerintah daerah aka.n 
rnenggunakan kembali untuk penyelenggaraan pemerintah daerah atau 
pihak lainnya. 

Pasal 7 l 
( I) Penmohonan penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh 

pihak lain diajukan secara cenulis oleh Pengguna Barang bersangkutan 
kepada Bupati. 



(2) Pengajuan permohonan sebagairnana dimaksud pada ayat (I) paling 
sedikiL rnemuat: 
a. data barang milik daerah; 
b. pihak lain yang akan menggunakan barang milik daerah untuk 

dioperasikan; 
c. jangka waktu penggunaan barai>g milik daerah yang diopcrasikan oleh 

pihak lain; 
d. pcnjelasan serta pe,·timbangan penggunaan barang milik daerah yang 

dioperasikan oleh pihak lain; dan 
e. materi yang diatur dalam perjanj ian. 

(3) Pcngajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri 
dokumen: 
a. fotokopi kcputusan penetapan status penggunaan barang milik 

daerah; 
b. fotokopi surat permintaan pcngopcrasian dari pihak lain yang akan 

mengoperasikan barang milik dacrah kepada Pengguna Barang; dan 
c. fotokopi surat pemyataan dari p ihak !run yang akan mengoperaslkan 

barang milik daerah kepada Penggu na Barang. 
(4) Surat pernyataan dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf c merupakan pernyataan pihak lain yang memuat: 
a. barang milik daerah yang akan dioperasionalkan dalam rangka 

pclayanan umum sesua l tugas dan fungsi SKPD/Unlt Kerja; 
b. menanggung selun1h biaya pemeliharaan barang millk daerah yang 

timbul selama jangka waktu pcngoperasian barang milik daerah; 
c. tidak mengalihkan pcngopcrasian dan / a tau pcmindahtanganan 

barang milik daerah selama jangka waktu pcngopcrasian barang milik 
daerah; dan 

d. mengembalikan barang milik daerah kepacta 
apabila jangka waktu pengoperasian barang 
selesai. 

Pasal 72 

Pengguna Barang, 
mlllk daerah telah 

(I) Pengelola Barang melakukan penelitlan alas permohonan penggunaan 
barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 71 ayat (l). 

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) dilakukan tcrhadap 
kelengkapan dan kesesuajan dokumen yang dipersyaratkan. 

(3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat \2) belum 
mencukupi, Pengelola Barang dapal: 
a. mcminta kcterangan kcpada Pengguna Barang yang mengajukan 

permohonan penggunaan barang milik daerah yang dioperasikan oleh 
pihak Jain; 

b. meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak lain yang akan 
mengoperasikan barang millk daeral1; 

c. mencari informasi darl sumber lainnya; 
d. melakukan pengecekan lapangan dengan mempertimbangkan a nalisis 

biaya clan m anfaat, 
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Pasal 73 
(I) Berdasarka.n basil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat 

(2), Bupati menetapkan penggu.naan ba rang milik daerah untuk 
dioperasikan oleh pihak lain. 

(2) Penggunaan barang milik daerah. untuk dioperasikan oleh pihak lain 
scbagaimana dlmaksud pada ayat (l) ditetapkan dcngan Keputusan 
Bupati. 

(3) Kepu tusan Bupati sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) paling sedikit 
memuat: 
a. data barang milik dacrah; 
b. jangka waktu penggunaan barang milik daerah untuk 

dioperasionalkan pihak !run; 
c. pihak lain yang akan mcngopcrasionalkan barang mllik daerah; 
d. kewajiban pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah; dan 
c. kewajiban Pengguna Barang. 

(4) Kewajiban pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain memelihara dan 
me ngamankan barang milik daerah yang diopcrasikan. 

(5) Kewajiban Pengguna Barang sebagairnana dima ksud pada ayat (3) huruf e 
meliputi: 
a. menindaklanjuti penggunaan barang milik daera h untuk 

dioperasikan olch pihak lain dengan perjanjian; dan 
b. melakukan pcngawasan dan pengendalian terhadap Barang milik 

daerah yang dioperasikan olch pihak lain. 
(6) De.lam ha! BLlpati t idak menyctujui permohonan Pengguna Barang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayal ( I), Bupati menerbit.kan 
surat penolakan kepada Pengguna Barang disertai alasan. 

Pasal 74 
( l) Pe nggunaan barang mUik daerah oleh Pengguna Barang untuk 

dioperasikan oleh pihak lain dituangkan dalam perjanjian yang 
ditandatangani oleh Pengguna Barang dengan pihak lain. 

(2) Perjanjian penggunaan barang mnik daerah untuk dioperasikan oleh 
pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (! ) paling lama 5 (lima) 
ta.bun dan dapat diperpanjang. 

(3) Penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan setelah adanya Keputusan Bu pa ti. 

Pasal 75 
Perjanjian penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak 
lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (I), sekurang-kurangnya 
memuat: 
a. data barang milik daerah yang menjacti objek; 
b. Pengguna Barang; 
c. pihak lain ya ng mengoperasikan barang milik daerah; 
d. peruntukan pengoperasian barang milik daerah; 
c. jangka waktu pc.ngopcrasian barang m ilik daera.b~ 



- 35 -

f. hak dan kewajiban Pengguna Barang dan pihak lain yang 
mengopcrasikan barang milik dacrah, cermasuk kewajiban pihak lain 
tersebut untuk melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik 
daerah; 

g. pengakhiran pengoperasian barang mtlik daerah; dan 
h. penyelesaian pcrselisihan. 

Pa$al 76 
(1) Pengguna Barang dapat melakukan pcrpanjangan penggunaan barang 

milik dacrah untuk dioperasikan oleh pihak lain. 
(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) diajukan Pengguna 

Barang kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu 
penggunaan barru1g mi.lik daerah berakhir. 

(3) Ketentuan PasaJ 7 1 sampai dcngan Pasal 73 berlaku mutatis mutandis 
pada mekanisme permohonan. penelitian, dan penetapan perpanjangan 
jangka waktu penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh 
pihak lain. 

Pasal 77 
Pcngawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penggunaan barang 
milik daerah dilakukan sesuai kctcntuan peraturan perundang-undangan. 

PasaJ 78 
(I) Penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan olch pihak lain 

berakhir apabila: 
a. berakhirnya jangka waktu penggunaan barang milik dacrah untuk 

dioperasikan olch pihak lain, sebagai mana rerrua.ng dalam perjanjian; 
b. perjanjian diakhiri secara scpihak olch Pengguna Ba.rang; 
c. ketenruan lain sesuai dengan kctentuan peraturan perundang

undangan. 
(2) Perjanjian diakhiri sccara sepihak oleh Pengguna Barang sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( I) huruf b dapat dilakuka.n apabila: 
a. pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah tidak memenuhi 

kewajibannya yang tertuang dalam perjanjian~ atau 
b. terdapaL kondisi yang mengakibatkan pengakhiran penggunaan 

barang milik daerah untuk diop<:rasikan olch pihak lain scbagaimana 
dituangkan dalam perjanjian. 

(3) Dalam melakukan pengakhiran pengoperasian barang milik dacrah yang 
didasarkan pada kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pcngguna 
Barang meminta persetujuan Bupati. 

Pasal. 79 
(I) Pada saat jangka waktu penggunaan barang milik daerah untuk 

clioperasikan oleh pihak lain telah berakhir, pihak lain yang 
mcngoperasikan barang milik daerah mengembalikan barang milik tlaerah 
tersebut kepada Pengguna Barang clengan Berita Acara Serah Terima 
(BAST). 



(2) Pengguna Barang melaporkan berakhirnya penggunaan barang milik 
daerah untuk dioperasikan pihak Jain sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I) kcpada Bupati paltng Jama 1 (satu) bula n sejak ditandatanganinya 
Berita Acara Serah Terima (BAST), dengan melampirkan fotokopi Serita 
Acara Scrah Terima (BAST). 

Pasal 80 
Penggunaan barang milik dacrah sebagaimana tercantum dalam Jampiran Ill 
Peraturan Bupati ini. 

BAB vn 
PEMANFAATAN 

Bagian Kcsatu 
Prinsip Umum 

Pasal 81 
(1) Pcmanfaatan barang milik daerah dilaksanakao oleh: 

a. Pengelola Barang dengan pcrsetujuan Bupati, untuk barang milik 
daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan 

b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk 
barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang 
masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau 
bangw,an. 

(2) Pemanfaatan barang mllik daerah dilaksanakan berdasarkan 
daerah dan 

{3) 

(4) 

percimbangan lcknis dengan mem perhatikan kepentingan 
kepentingan umum. 
Pemanfaatan barang rnilik 
mengganggu pelaksanaan 
pernerintahan dacrah. 

daerah dapat 
tugas dan 

dilakukan 
fungsi 

scpanjang tidak 
pcnyelenggaraan 

Pemanfaatan barang milik da.erah dilakukan tanpa 
persetujuan DPRD. 

Pasal 82 

mcmcrlukan 

(I) Biai'a pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah serta biaya 
pelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan dibebaJ1kan pada mitra 
pemanfaatan. 

(2) Biaya persiapan pemanfaataan barang milik daerah sampai dengan 
penunjukkan mitra Pemanfaatan dibebankan pada APBD. 

(3) Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan 
penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekenmg Kas 
Umum Daerah. 

(4) Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pelayanan umum ..esuai dcngan tugas dan fungsi Badan 
Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan 
seluruhnya ke rekening leas Badan Layanan Umum Oaerah. 

(5) Pe11dupatan daerah dari pemanfaatan barang mili.k daerah dalam rangka 
selain penyelengga raan tugas dan fungsi Badan Layanan Um um Dacrah 
merupakan penc rimaan daerah yang d isetorkan seluruhnya ke rekening 
Kas Umum Oaerah. 



· 37 • 

Pasal 83 
( I) Barang milik daerah yang menjadi objek pemanfaatan dilarang 

dijaminkan atau digadaikan. 
(2) Barang milik daerah yang merupakan objek retribusi daerah tidak dapat 

dikcnakan sebagai objek pcmanfaatan barang milik daerah. 

PasaJ 84 
Bcntuk Pemanfaatan Barang milik daerah berupa: 
a. Scwa; 
b. Pinjam Pakai; 
c. KSP; 
d . BGS atau BSG; dan 
e. KSPI. 

Bagian Kedua 
Mitra Pcmanfaatan 

Pasal 85 
Mitra Pemanfaatan meliputi: 
a. peoyewa, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk Sewa; 
b. peminjam pakal, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bent1.1k 

Pinjam Pakai; 
c. mitra KSP, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bent.uk KSP; 
d. mitra 8OS/BSG, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk 

BGS/ BSO; dan 
c. mitra KSPI, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk KSPI. 

Pasal 86 
Mitra Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 memiliki tanggung 
jawab: 
a. melakukan pernbayaran ata.s pcmanfaatan barang milik daerah sesuai 

bentuk pemanraatan; 
b. menyerahkan hasil pclaksanaan pemanfaatan sesuai ketentuan bentuk 

pemanfaatan; 
c. melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas barang milik daerah 

yang dilakukan pemailfaatan dan hasil pelaksanaan pemanfaatan barang 
milik daerah; 

d . mengembalikan barang milik daerah setelah berakhimya pclaksanaan; 
dan 

e. memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan dalam perjanjian 
pemanfaatan barang .milik daerah. 

Pasal 87 
(I) Objek pemanfaatan bararig milik daerah meliputi: 

a. tanah dan/atau bangunan; dan 
b. $Clain tanah da.n/atau bangunan. 

(2) Objek pemanfaaLan barang miLik daerah berupa tanah dan/ atau 
bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan 
untuk sebagian au,u keseluruhannya. 
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(3) Oalam hal objek pemanfaatan barang milik daerah berupa sebagian tanah 
dan/atau bangunan scbagaimana dirnaksud pada ayat (2), luas tanah 
dan/atau bangunan yang menjadi objek pemanfaatan barang milik 
daerah adalah sebesar luas bagian ta nah clan/ a tau bangu nan yang 
dimanfaatkan. 

Bagian l{etiga 
Pemilihan Dan Peoetapan Mitra Pemanfaatan 

Ba rang Mmk Dacrah 

Pasal 88 
Pemilihan rnilra didasarkan pada prinsip-prinsip: 
a. dilaksanakan sccara terbuka; 
b. sekurang-kurangnya diikuti oleh 3 (tiga) peserta; 
c . memperoleh manfaat yang optimal l>agi daerah; 
d. d ilaksana ka n oleb panitia pemilihan yang memiliki i,negritas, handal dan 

kompctcn; 
e. tertib administrasi; dan 
f. tertib pelaporan. 

Paso! 89 
(l) Pelaksana pemilihan mitra pcmanraatan berupa KSP pada Pengelola 

Barang atau BGS/BSG terdiri atas: 
a. Pengelola Barang; dan 
b. panitia pemiliha n yang dibentuk oleh Pengelola Barang. 

(2) Pclaksana pemilihan mitra pemanfaatan beru pa KSP pada Pcngguna 
Barang terdiri atas: 
a Pengguna Barang; dan 
b. panitia pcmilihan. yang dibentuk oleh Pengguna Barang. 

Pasal 90 
(I) Pemilihan mitra dilakukan melalui Tender. 
(2) Dalam hal objek pemanfaatan dalam bentuk KSP merupakan barang milik 

daerah yang bersifat khusus, pernilihan rnitra dapaL dilakukan melalui 
Penunj ukan Langsung. 

Pasal 91 
(1) Dalam pcmilihan mitra Pemanfaatan KSP atau BGS/ BSG, Pengelola 

Barang/ Pcngguna Barang memiliki tu gas dan kewenangan sebagai 
berikut: 
a. menetapkan rencana umum pemilihan1 an tara lain persyarata.n 

peserta calon mitra dan prosedur- kerja panit.ia pemilihan; 
b. menetapkan rcncana pclaksanaan pemilihan, yang mcliputi: 

1. kemampuan keuangan; 
2. spcsifikasi tcknis; dru1 
3. rancangan pcrjanjian. 

c. n'ltmetapkan pa.nitia pemilihwi; 
d. menetapka n jadwal proses pemilihan mitra l>erdasarkan u s ulan dari 

panitia pem.ilihan; clan 
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e. menyelesaikan perscHsihan antara peserta calon mitra dengan panltia 
pemilihan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; 

f. membatalkan Tender, dalam hal: 
I. pelaksanaan pcmilihan tidak sesuai atau menyimpang dari 

dokumcn pcmilihan; dan 
2. pengaduan masyarakat adanya dugaan kolusi, korupsi, nep0tisme 

yang melibatkan panitia pemilihan ternyata terbukti benar. 
g. menetapkan mitra; 
h. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan dokumen pemrnhan 

mkra.; dan 
L melaporkan hasil pelaksariaan pemilihan miLra kepada Bupati. 

(2) Se lain tugas dan kewenangan sebagaimru,a di maksud pada ayai ( J ), 
dalam hal dlperlukan, Pengclola Barang/ Pengguna Barang dapat: 
a . menetapkan Tim pcndukung; dan/ atau 
b. melakukan tugas <Ian kewenangan Jain dalrun kedudukannya selaku 

Pengelola Barang/Pengguna Barang sebagalmana dimaksud dalam 
Pasal IO dan Pasal 12. 

Pasa:192 
( I) Panitia pemilihan sekurang-kurangnya terdiri atas: 

a. ketua; 
b. sekretaris; dan 
c. anggota. 

(2) Keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana d imaksud pada ayal ( I) 
berjumlah ganjil ditetapkan sesuai kebutuhan, paling scdikit 5 (lima) 
orang, yang terdiri atas: 
a. unsur dari Pengclola Barang dan dapat mengikv.t8er;.ikan unsur dari 

SKPD/unit kerja lain yang kompeten, untuk pemilihan mitra 
pemanfaatan KSP barang milik daerah pada Pengelola Barang; 

b. unsur dari Pcngguna Barang dan dapaL mengikutsertakan unsur dari 
SKPD/unit kerja lain yang kompeten, unmk pcmiliban mitra 
pemanfaatan KSP barang milik dacrah pada Pengguna Barang; dal1 

c. unsur darl Pengelola Barang se.-ta dap<1.t mengikutsertakan unsur dari 
SKPD/unit kerja lain yang kompeten , untuk pemilihan mitra 

BGS/BSG. 

{3) Panitia pemilihan sebagaimana dJmaksud pada ayat (]), diketuai oleh: 
a. Unsur dari Pengelola Barang, untuk pemilihan mitra Pemanfaatan 

KSP barang milik daerah pada Pengelola Barang a tau BGS/ BSG; dan 
b. unsur dari Pengguna Barang, untuk pcmilihan mitra Pcmanfaatan 

KSP barang milik daerah pada Pcngguna Barang. 
(4) Aparat Pengawasan Intern Pemc.-inlah tidak dapat ditunjuk dalam 

keanggotaan panilia pemilihan . 

Pasal 93 
(1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk ditetapkan sebagai panilia 

pcmiliha.n: 
a. memiliki integritas, yang dinyarakan dengan pakta integritas; 
b. memiliki tanggung jawab dan pengetahuan teknis untuk 

melaksanakan tugas; 
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c. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang pcngelolaan barang 
mili.k daerah; 

d. mampu mengambil keputusan dan bertindak tegas; dan 
e. tidak mcnjabat sebagai pengelola keuangan. 

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) sekurang-kurangnya 
mel iputi: 
a. berstatus pegawai negeri sipil pemerintah daerah dengan golongan 

paling rend ah II/ b atau yang setara; 
b. tidak sedang menjalani hukuma:n d isiplin: dan 
c. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan 

setiap cugas/pekerjaannya. 

Pasal 94 
(I) Tugas dan kewenangan panilia pemilihan melipttti: 

a. menyusun rencana jadwal proses pemilihan mitra dan 
menyampaikannya kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang tt.ntuk 
mendapatkan penetapan; 

b. menetapkan dokttmen pemilihan; 
c. men_gumumkaa pelaksanaan pemilihan mitra di media massa nasional 

dan di website pemerintah dacrah masing .. masing; 
d. mclakukan penelitian kualifikasi pcserta calon mitra; 
e. melakukan cvaluasi adruinistrasi dan teknis tcrhadap penawaran yang 

masuk; 
f. menyatakan tender gagaJ; 
g. melakukan tender dengan peserta calon mitra yang lulus kualifikasi; 
h. melakukan negosiasi dengan calon mft:ra dalam hal tender gaga! atau 

pemilihan mitrn tidak dilakukan melalu i tender; 
,. mengusulkan calon mitra berdasarkan has ii tender/ seleksi 

Jangsung/penunjukan langsung kepada Pengclola Barang/Pengguna 
Barang; 

J· menyimpan dokumen asli pemil[han: 
k. membttat laporan pertanggungjawaban mengenai proses dan hasil 

pem,Lihan kcpada Pcngelola Barang/ Pengguna Barang; dan 
I. mengusulkan perubahan spesifikasi teknis dan/atau perubahan 

mateli perja.njian kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang, dalam 
ha! diperlukan. 

(2) Perubahan spesilikasi tcknis dan perubahan materi perjanj ian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I dilaksanakan setelah 
mendapat persecujuan dari Bupati untuk barang milik daerah yang 
usu Ian pemanfaatannya a1as pcrsctujuan Bupati. 

(3) Perubahan spesifikasi tcknis dan perubahan materi perjanjian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf I dilaksanakan setelah 
mendapat persetujuan dari Pengelola Barang untuk barang milik dacrah 
yang usulan pemanfaatannya atas persetujuan Pengelola Barang. 

Pasal 95 
{l~ Pern.ilihitn m.ilra yang dilakukan melalui mekanismc tender, calon mitra 

Pemanfaatan KSP dan/atau BGS/BSG wajib mcmcnuhi pcrsyaratan 
kualifikasi scbagru berikut; 
a. ?ersyaratan admi.r1istratif sekurang-kurangnya meliput.i : 
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I. berbentuk badan hukum; 
2. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 
3. mcmbuat sural Pakta lntegri·tas; 
4. menyampaikan dokumen penawaran beserta dokumen 

pendukungnya; dan 
5. memiliki domisili tetap dan alamat yang jelas. 

b. Persyaratan teknis sekurang-kurangnya meliputi: 
l. cakap menurut huk'l.lm; 
2. tidak masuk dalam daftar hitam pada pengadaan barang/jasa 

Pemerintah; 
3. memiliki kcahlian, pengalaman, dan kcmampuaa teknis dan 

manajerial; dan 
4. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain 

yang dipcrlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. 
(2) Pejabat/pegawai pada pemerintah daerah atau pihak yang memilil<l 

hubungan keluarga, baik dengan Pengclola Barang/Pengguna Barang, 
Tim pemanfaatan, maupun panitia pemilihan, sampai dengan derajat 
ketiga dilarang menjadi calon mitra. 

Pasal 96 
(1) Pengelola Barang/ Pengguna Barang menyediakan biaya untuk persiapan 

dan peJaksanaan pemilihan mitra yang dibiaytu ctari APl;!D, yang meliputi; 
a. honorarium panitla pemilihan mitra; 
b. biaya pengumuman, termasuk biaya pengu muman ulang; 
c. biaya penggandaan dokumen: dan 
d. biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan 

pemilihan mitra. 
(2) Honorarium panitia pemilihan mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (!) 

hurur a diterapkan dcngan Kepu tusan Bupati. 

eagian Keempat 
Tender 

Paragraf Kesa.tu 
Prinsip Umum 

Pasal 97 
Tender dilakukan uncuk mengalokasi kan hak pemanfaatan barang milik 
daerah kepada mitra yang tepat dalam rangka me,vujudkan pemanfaatan 
barang millk daerah yang eli.sien, efektif, clan optimal. 

Pasal98 
Tahapan tender meliputi: 
a. pengumuman; 
b. pengambilan dokumen pemilihan; 
c. pemasukan dokumen penawaran; 
d. pcmbukaan dokumen penawaran; 
e. peneli tian kualifikasi; 
r. pemanggilan peserta ca1on 1nitra; 
g. pelaksanaan tender; dan 
h. pengusulan calon mi1 ra. 
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Paragraf Kedua 
Pengu,numan 

Pasal 99 
(1) Panitia pemilihan mengumumkan rencana pelaksanaan tender di media 

massa nasional sekurang-kurangnya melalui surat kabar harian nasional 
dan website Pemerin!ah Kabupaten. 

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayaL ( I) ctilaku kan paling 
sedikit 2 (dua) kali. 

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya 
mcmuat: 
a. aama dan alamat Pengelola Barang/Pengguna Barang; 
b. identitas banmg milik dacrah objek pcmanfaatan; 
c. bentuk pemanfaatan; 
d. peru ntukan objek pemanfaatan; dan 
e. jadwal dan lokasi pengambilan dokumen pemilihan. 

Pa ragraf Ketiga 
Pengambilan Dokumen Pemilihan 

Pasal 100 
( 1) Peserta calon mitra dapat mengambil doku men pemilihan secara langsu ng 

kepada panitia pemilihan dan/atau mengunduh dari website sesuai 
wa ktu dan tcmpat yang ditcntukan dalam pengumuman. 

(2) Panilia pemilihan membuat daftar pescrta calon mitra yang melakukan 
pengambilan dokumea pemilihan. 

Paragraf l<eempa1 
Pemasukan Dokumen Penawaran 

PasaJ 101 
( I) Peser ta calon rnitra dapar mengambil dokumcn pemilihan secara langsung 

kepada panitia pemilihan dan/ atau mengunduh dari website sesuai 
waktu dan tempat yang ditentukan da)am pcngumuman. 

(2) Panitia pemilihan membuat daftar pescrta calon miLra yang melakukan 
pengambilan dokumcn pemilihao. 

Paragraf Kelima 
Pembukaan Dokumcn Pcnawaran 

Pasal 102 
(1) Pcmbukaan dokumen penawaran dilakukan secara terbuka di hadapaa 

peserta calon mitre pada waktu dan tempat yang ditcntukan dalam 
dokumen pemilihan. 

(2) Pembukaan dokumen pcnawaran diluangkan dalam berita acara yang 
diLtetnda Ln.nganj oleh panitia pemUihan dan 2 (dua) orang saksi dari 
peserta caJon mitra yang had Ir. 

Para&raf 'Keenam 



Penelitian Kualifikasi 

Pasal 103 
(1) Panitia pemilihan melaksanakan penelitian kualifikasi tcrhadap peserta 

calon mitra yang telah mengajukan dokumen pcnawaran secara lengkap, 
benar, dan tepat waktu untuk mcmpcroleh mitra yang memenu hi 
kualifikasi dan persyaratan untuk mcngikuti tender pemanfaatan. 

(2) Hasil penelitian kualifikasi dituangkan dalam berita acara yang 
clitandalangani oleh panitia pemilihan. 

Paragraf Ketujuh 
Pemanggilan Peserta Calon Mitra 

Pasal 104 
Panitia pemilihan melakukan pemanggilan peserta calon mitra yang 
dinyatakan lulus kualifikasi untuk mengikllti pelaksanaan tender melalui 
surat tertulis dan/atau surat elektronik (e-maiij. 

Paragraf Kedelapan 
Pelaksanaan Tender 

Pasal I 05 
(1) Tender dilakukan untuk mengalokasikan hak pemanfaatan barang milik 

daerah berdasarkan spesifikasi teknis yang telah ditentukan oleh 
Pengelola Barang/Pengg\1na Barang kepada mitra yang tepat dari peserta 
calon mitra yang lulus kualifikasi sebagaimana climaksud dalam Pasal 
103 ayat (!). 

(2) Tender sebagaimana dimaksL1d pada ayat ( I) dilaksanakan scpanjang 
terdapal paling sedik:it 3 (tiga) pcserta calon mitra yang memasukkan 
penawaran. 

(3) Hasil tender dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh 
panitia pcmilihan dan calon mitra sclaku pemenang tender. 

Paragraf Kesembilan 
Pengusulan Dan Penetapan Mitra Pemanfaatan 

Pasal t06 
(l) Pengusulan pemenang tender scbagai calon mitra pcmanfaatan 

disampaikan secata ,;erculis oleh panitia pemilihan kepada Pengelola 
Barang/Pengguna Barang berdasarkan berita acara hasil tender. 

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat {l) me.Jampirkan dokumen 
pemilihan. 

Pasal 107 
Pengelola Barang/ Pengguna Barang menetapkan pemenang tender sebagai 
mitra pemanfaatan berdasarkan usulan panitia pemilihan, sebagaimana 
diinaksud daJam Pa.~l 106 ayaL t lt denga.n keputusan , 
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Paragraf Kesepuluh 
Tender OagaJ 

Pasal 108 
(I) Paniths pemilihan menyatakan tender gaga! apablJa: 

a. tidak terdapat peserta calon mitra yang lulus kualifikasi; 
b. ditcmukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehac; 
c. dokumen pemilihan tidak sesuai dcngan Peraturan Bupaci ini; atau 
d. calon mitra mengundurkan diri. 

(2) Apabila tender gaga!, tidak ciibcrikan ganti rugi kepada peserta calon 
mitra. 

Paragraf Kesebelas 
Tender Ulang 

Pasal l 09 
( 1) Panitia pcmilihan menyatakan tender ulang apabila: 

a. Tender dinyarakan gaga! sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat 
(I}; atau 

b. pcscrta caloo mitra yang mc.ngikuti Tender kurang dari 3 (tiga) 
peserta. 

(2) Tcrhadap tender yang dinyatakan paoitia pemilihan scbagai tender u lru1g, 
panitia pemilihan segera melakukan pengumuman ulang d i media massa 
nasiona.l dan website pemcrintah daerah. 

(3) Dalam hal tender ulang sebagaJmana dimaksud pada ayat (2) terdapat 
paling sedikit 3 (tiga) orang peserta calon mitra, proses dilanjutkan 

dengan mekanismc tender. 

Paragraf Keduabelas 
Scleksi Langsung 

Pasal 110 
(II Dalam hal setelah dilakukan pengumuma.n ulang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 109 ayat (2), peserta calon mitra yang roengikuti tender ulang 
terdiri atas 2 (dua) peserta, maka panitia pemilihan menyatakan tender 
ulang gaga! dan selMjutoya melakukan seleksi langsung. 

(2) Seleksi langsung dilakukan dengan 2 (dua) calon mitra yang mengikuti 
tender u lang sebagaimana dimaksud pada ayat (l}. 

(31 Tahapan sclcksi langsung tercfui atas: 
a. pcmbukaan dokumen pcnawaran; 
b. ncgoslasi; dan 
c. pcngusulan calon mitra kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang. 

(4) Proses dalam tahapan seleksi langsung dilakukan sepcrti halnya proses 
tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98. 

Pasal 1 1.1 
( 1) Ncgosia~l dila.kukan terhadap teknis pelaksanaan pemanfoatan dan 

konsep ma.Lc:ri perjanjian. 
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(2) Selain ha! sebagaimana dima ksud pada ayat (1), untuk pemanfaatan 
BGS/BSG, ncgosiasi juga dilakukan tcrhadap porsi bagiru1 pemerintah 
dacrah dari objek B0S/BSG yang dilakukan pemanfaatan. 

(3) Ketentuan umum pelaksanaan KSP atau B0S/BSG, tcrmasuk perubahan 
yang mengakibatkan penurunan kontribusi tetap dan pembagian 
keuntungan untuk pemanfaar.an KSP atau kontrlbusi tahunan untuk 
pemanfaatan BGS/BSO dflarang untuk dinegosiasikan. 

(4) Segala sesuatu yang dibicarakan dalam forum negosiasl dan hasil 
negosiasi dituangkan dalam berita acara negosiasi yang ditandatangani 
oleh panitia pemilihan dan peser ta calon mitra. 

Pasal 1 12 
( 1) Panilia pemilihan melakukan penelitian terhadap berita acara negosiasi 

melalui cara perbandingan am.ara hasil ncgosia.si masing .. masing pesena 
calon mitra. 

(2) Panitia pemilihan menyampaikan usulan peserta calon mitra dengan hasil 
ncgosiasi terbaik kepada Pengclola Barang/Pengguna Barang untuk dapat 
ditetapkan sebagai mitra. 

(3) Usulan sebagaunana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dasar 
pertimbangan dan melampirkan dokumen pernillhan. 

Paragraf Ketiga Belas 
Penunjukkan Langsung 

Pasal 1 13 
(!) Dalam ha l setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 109 aya, (2), pcscrta calon mitra yang mengaj4!<an 
penawaran hanya terdiri atas I (<>atu) peserta, maka panltia pemilihan 
mcnyatakan tender ulang gaga! dan sela njutnya mele.kukan penunjukan 
langsung. 

(2) Penunjukan langsung dilakukan terhadap 1 (satu) caJon mitra yang 
mengikuti tender ulang sebagajmana dimaksud pada ayat (I). 

(3) Proses tahapan seleksi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasa l 110 

berlaku mutatis mutandis tcrhadap proses dalam tahapan penunjukan 

langsung. 

Pasal 114 
Tahapan penunjukkan langsung dan proses dalam lahapan penunjukkan 
langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) dan ayat (3) , 
berlaku mutatis mutandis terhadap penunjukkan langsung pada KSP atas 
barang milik daerah yang bersifat khusus sebagaimru1a dimaksud dalam Pasal 

90 ayat (2). 
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Bagian Kelima 
Scwa 

Paragraf Kesatu 
Prinsip Umum 

Pasal 115 
( l) Penyewaan barang millk daerah dilakukan dengan tujuan: 

a . mcngoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang 
belum/ Lidak djlakuka.o penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan 
h.mgsi peoyelenggaraan pemerintal1an daerah; 

b. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang rugas 
dan fungsi Pengguna Barang; dan/ atau 

c. mencegah penggunaan barang mjiik daerah olch pihak Iron secara 
cidak sah. 

(2) Penyewaan barang millk daerah cillakukan sepanjang cidak merugikan 
pemerintah daerah dan tidak meog,ganggu pelaksanaan cugas da.o fungsi 
penyelenggaraan pemerinLahan daerah. 

Pasal l 16 
(I) Ba.rang milik daerah yang dapat ctisewa berupa: 

a. Tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna 
Barang kepada Bupati; 

b. sebagian tanah dan /atau banigunan yang masih digunakan oleh 
Pengguna Barang; dan/atau 

c. selain tanah dan/atau bangunaa. 
(2) Sawa barang milik daerah scbagaimana dimaksud pada ayat ( LI hurur a 

dilaksanakan oleh Pengelola Barang sctclah mcndapal persctujuan 
Bupati. 

(3) Sewa barang milik daerah sebagairoana dimalcsud pad a ayat ( l) huruf b, 
dan burur c dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat 
persetujuan dari Pengelola Barang. 

(4) Pihak lain yang dapat menycwa barang milik dacrab, mcliputi: 
a, Badan. Usaha l.>Wik Negara; 
b. Badan Usaha Mllik Oaerah; 
c. Swasta; dan 
d. Badan Hukum lrunnya. 

(5) Swasca sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, antara lain : 
a. perorangan; 
b. persekutuan perdata: 
c. persekutuan ftrma; 
d. persekutuan komanctiter: 
e. perseroan terbatas: 
f. lembaga/organisasi internasional/asing: 
g. yayasan; atau 
h. koperasi. 



Paragraf Kedua 
Jangka Waktu Sewa 

Pasal 117 
(1) Jangka waktu sewa barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun sejak 

ditandalangani perjanjian dan dapat diperpanjang. 
(2) Jangka waktu sewa barang milik dacrah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (11 dapac lebih dari 5 (li ma) tahun dan dapat diperpanjang untuk: 
a. kcrja sama pemanfaatan infrastruktur ( KSPJ ) ; 
b. kegiatan dengan ka.raktcristik usaha yang mcmerlukan waktu sewa 

lebih dari 5 (lima) tahun; :Hau 
c. ditentukan lain dalam Undang-Undang. 

(3) Jangka waktu sewa barang milik daerah untuk kegiatan dengan 
karakterislik usaha yang memc~lukan lebih dari 5 (lima) tahun 
sebagalmana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan 
perhitungan basil kajian acas Sewa yang dilakukan oleh pihak yang 
bcrkompeten. 

(4) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapac dihitung 
berdasarkan pcriodesitas Sewa yang clikclompokkan sebagai bcrikut: 
a . per tahun; 
b. per bu Ian; 
c. per hari; dan 
d. per Jam. 

(5) Jangka waktu sewa ba.rang milik daerah dalam rangka kcrja sama 
infrastruktur scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lama 1 O 
(sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali. 

Pasal 118 
Lingkup pemtlnfaatan barang milik daerah dalam rangka kerja sama 
infrastruktur dapat dilaksanakan melalui sewa mempcdomani ketenruan 
perundang-undangan. 

Paragraf Kctiga 
Formula Tarif/ Besaran Sewa 

Pasal 119 
(I) Formula tarif/bcsaran sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Bupati: 

a. untuk barang milik daerah berupa can ah dan/ a tau bangunan; dan 
b. untuk barang milik dacrah ben.tpa selain tanah dan/atau bangunan 

dengan berpedoman pada kcbijakan pcngelolaan barang milik daerah. 
(2) Besarai1 sewa, sebagaimana dimak&ttd pada ayat \1) adalah besaran nilai 

nominal sewa barang milik daerah yang ditcntukan. 
(3) Bcsaran sewa acas barang milik daerah untuk KSPI scbagaimana 

dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) huruf a atau untuk kegiatan dengan 
karakteristik usaha yang mcmcrlukan waklu sewa lebih dari 5 (limaJ 
tahun sebagaimana djmaksud dalam Pasal 117 ayat (2) huruf b dapat 
mempertimbangkan nilai keekonom..ian dari masing~rnasirtg jenis 
infrastrukLur. 



- 48 -

(4) Mempertimbangkan nilal keckonomian, sebagalmana dimaksud pada ayat 
(3) antara lain dengan mcmpertimbangkan daya beli/kemampuan 
membayar (ability to pay) masyarakat dan/atau kemauan membayar 
(willingness to pay) masyarakat. 

Pa&1l l:20 
Formula tarir sewa barang milikdaerah merupakan hasil pcrkalian dari: 
a. tarif pokok sewa; dan 
b. faktor penyesuai sewa. 

Pasal 121 
{I) 1'arir pokok sewa sebagaimana climaksud dala.m Pasal 117 huru[ a adalah 

hasil perkalian antara nilai indeks barang milik daerah dengan Iuas tanah 
dan/atau bangunan dan nilai wajar Lanah dan/atau bangunan 

(2) Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dibedakan unruk: 
a. barang milik daerah berupa tanah; 
b. barang milik dacrah berupa bangunan; 
c. barang milik dacrah bcrupa sebagian tanah dan bangunan; dan 
d. barang milik daerah selain tanah dan/ a tau bangunan. 

(3) Tari[ pokok sewa barang milik dacrah berupa tanah dan/atau bangunan 
sebagai.mana d imaksud pada ayaL (2) buruf a, huruf b dan huruf c dapat 
termasuk formula sewa barang milik daer-db berupa prasarana bangunan. 

(4) Tarif pokok sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Bupati. 

Pasal 122 
( ! ) "rarif pokok sewa untuk barang milik daerah berupa tanah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal I 2 I ayat (2) hurur a merupakan hasil perkalian 
dari: 
a. faktor variabel sewa tanah; 
b. Iuas tanah (Lt); dan 
c. nilal tanah (Nt). 

(2) Faktor variabel sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a 
besarannya ditetapkan oleh Bupati. 

(3) Luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) huruf b dihirung 
berdasarkan gambar s itllasi/pcta tanah atau sertilikat tanah. 

(4) Nilal tanah sebagaimana dimaksud pada ayaL (1) hurur c merupakan nilai 
wajar atas tanab. 

Pasal 1:23 
( I) Luas tanah sebagalmana dimaksud clalam Pasal 122 ayar (3) dihitung 

dalam meter persegi. 
(2) Da lam hal tanah yang disewakan hanya scbagian tanah, maka luas tanah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal l 22 ayal (3) adalah sebesar Iuas 
bagian tanah yang disewakan. 

(3) Dalam ha! pemanfaatan bagian tanah yang disewakan memiliki dampak 
terhadap bagian tanah yang Iainnya, maka luas tanah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal l 22 aya1 (3) dapat ditambahkan jumlah tcrLentu 
yang diy~kini ce1·kei1a d:'l.mpak pemanfaatan terse but. 

(4) Nilai tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (4) dihitung 
dalam n,piah per meter persegi. 
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Pasal 124 
(1) Tarif pokok sewa untuk barang milik daerah berupa bangunan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) huruf b merupakan hasil 
perkalian dari: 
a. faktor variabel sewa bangunan; 
b. luas bangunan (lb); dan 
c. nilai bangunan. 

(2) Dalam h al sewa banguna n termasuk prasarana bangunan, mal<a tarif 
pokok sewa bangunan ditambahkan tarif pokok sewa prasarana 
bangunan. 

Pasal 125 
(1) Faktor variabel sewa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 

ayat ( I) huruf a ditetapkan oleh BupatL 
(2) Luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (11 huruf b 

men,pakan luas lantai bangunan sesuai gambar dalarn meter persegi. 
(3) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasa l 124 ayat (I) huruf c 

merupakan nilai wajar atas bangunan. 

Pasal 126 
(I) Dalarn hal bangunan yang disewakan hanya sebagian dari bangunan, 

maka luas bangunan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 124 ayat {l ) 
hun1f b adalah sebesar luas lantai dari bagian bangw1an yang clisewakan. 

(2) Dalam ha! pemanfaatan bagian bangunan yang d isewakan memilikl 
dampak Lcrhadap bagian bangunan yang lainnya, maka luas bangunan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) hurur b dapat 
ditambahkan jumlah tcrtentu dari luas bangunan yang d1yakini tcrkena 
dampak dari pemanfaatan Lersebut. 

(3) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf c 

clihitung dalam rupiah per merer pe,segi. 

l'asal 127 
( I) Tarif pokok sewa untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah da.o 

bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) huruf c 
merupakan hasil penjumlahan dari; 
a. tarif pokok sewn tanah; dan 
b. tarif pokok sewa bangunan. 

(2) Penghitungan tarif pokok sewa tanah sebagairnana dimaksud pada ayat 
( 1) huruf a berlaku mu ta tis mutand is scbagaimana ketentuan da lam Pasal 
122 dan Pasal 123. 

(3) Pcnghitungan tarif pokok scwa bangunan sebagaimana climaksud pada 
ayat ( I) huruf b berlaku mutalis mutandis sebagaimana ketentuan dalam 
Pasal 124, Pasal 125 dan Pasal 126. 

Pasal 128 
( I) Tari! pokok sewa untuk prasarana banguna n sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 124 ayat (2} merupakan basil pcrka1ian dat'i: 
a. fakror variabel sewa prasarana bangunan; dan 
b. nilai prasarana bangunan (Hp) . 
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(2) Faktor 11ariabel scwa prasarana bangunan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) huruf a djtetapkan sama besar dengan raktor variabel sewa 
bangunan. 

(3) Nilai prasarana bangunan scbagaimana dimaksud pada ayat ( L) hun1f b 
merupakan nilai wajar atas prasara,1a bangunan. 

(4) Nilai prasarana bangunan dihitung dalam rupiah. 

Pasal 129 
(!) Faktor pcnycsuai sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf b 

mcliputi: 
a. jcnis kegiatan usaha penyewa; 
b. bentuk kelembagaan penyewa; clan 
c. periodesitas sewa. 

(2) f'aktor penyesuai sewa scbagaimana d imaksud pada ayat (1) d ihitung 
dalam perscntasc. 

(3) Pak tor pcnycsuai sewa sebagaimana d imaksud pada ayat (I) d itctapkan 
oleh Bupati. 

Paragraf Keempat 
Jenis Kcgiatan Usaha. Penyewa 

Pasal 130 
Jenis kegiatan usaha pcnyewa sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 129 ayat 
(\) huruf a clikelompokkan atas: 
a. kegiatan bisnis; 
b. kegiatan non bisnis; dan 
c, kcgiatan sosial, 

Pasal 131 
(L) Kclompok kegiatan bisn is sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf 

a dipentntukkan bagi kegiatan yang berorientasi untuk mencari 
keuntungan. antara. lain: 
a. perdagangan; 
b. jasa; dan 
c. industri, 

\21 Kelompok kegiaran non bisnis sebagaimana climaksud daJam Pasal 130 
huruf b diperuntukkan bagi kegiatan yang mcnarik imbalan atas barang 
atau jasa yang d ibcrikan namun tidak mencari keun.tungan, antara Jain: 
a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah 

tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik matcril maupun 
immateril; 

b. peoyelenggaraan pendidikan nasional; 
c . upaya pemenuhan kcbutuhan pegawai atau fasi litas yang diperlukan 

dalam rangka mcnunjaog tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan 
d. kegiatan Jainnya yang memenuh i kritcria non blsnis. 

(3) Kelompok kegiatan sosial scbagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf 
c diperuntukkan bQ.gj kegiaro.n yang tidak menarik imbaJan atas 
barang/ jasa yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari 
keuntungan, antara lain: 
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a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan/atau 
tidak terdapat potensi keuntungan; 

b. kegiatan sosial; 
c. kcgiatan keagamaan; 
d. kegiatan kemanusiaan; 
e. kegit,tan penunjang penyelcnggaraan kegiatan pemerintahan; dan 
f. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial. 

Paragraf Kclima 
Perjanjian Sewa 

Pasal 132 
(I) Penyewaan barang milik daerah dituangkan dalam perjanjian sewa yang 

ditandatangani oleh penycwa dan: 
a. Bupati, untuk barang milik daerah yang bcrada pada Pengelola 

Barang; dan 
b. Pcngelola 6ara11g, untuk barang milik daerah yang bcrada pada 

Pengguna Barang. 
(2) Perjanjian scwa sebagaimana dimaksud pada ayat (l ), paling sedikiL 

memuat: 
a. dasar perjanjian; 
b. para pihak yang terikat dalam perjanjian; 
c. jenls. luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu; 
d. besaran dan jangka waktu sewa, termasuk periodesitas sewa~ 
c. tanggung jawab penyewa atas biaya opcrasional dan pemeliharaan 

selama jangka waktu sewa; 
f, penmtukan sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan 

kategori bentuk kelembagaan penyewa: 
g. hak dan kewajiban para pihak; dan 
h. ha! lain yang dianggap perlu. 

(3) Penandatanganan perjanjiM sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (!) 

dilakukan di kertas bermaterai sesuai ketentuan peraturan pcrundang
undangan_ 

(4) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjMjian sewa 
ditanggung penyewa. 

Paragraf Kecnam 
Pembayaran Sewa 

Pasal 133 
(I) Hasil scwa barang milik daerah merupakan penerimaan daerah dan 

seiun1hnya wajib disctorkan ke rekening f{as Umum Daerah. 
(2) Penyetoran uang scwa harus dilakukan sckaligus secara tunai paling 

lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa 
barang milik daerah. 

(3) Pembayaran uang scwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat 
diJakukan dcngan cara pembayaran sec:::art1 tunai kepad~ bendahara 
penerimaan atau menyetorkannya ke rekening Kas Umum Daerah. 



(4) Pembayaran uang sew a sebagaiman a dimaksud pad a ayat (2), dan ayat (3) 
dibuktikan dengan menyerahkan bukti setor sebagai salah satu dokumen 
pada lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari pcrjanjian 
sewa. 

PasaJ 134 
f I) Dikecualikan dari ketenruan sebagaimana dunaksud dalam Pasal l33 

ayat (2), penyetoran uang sewa bru-ang milik daerab untuk KSPI dapat 
dilakukan secara bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang. 

(2) Persetujuan Pengetola Banmg sebagaimana dimaksud pada ayat (l) wajib 
dilaporkan kepada Bupati. 

(3) Penyetoran uang sew a secara bertaba p sebagaimana dimaksud pacla ayat 
(1) diluangkan dalam perjanjian Sewa, 

(4) Penyetoran uang scwa barang milik daerah -sccara bertahap sebagaimana 
dimaksud pada ayat f3) ditakukan dengan memperhitcmgkan nilai 
sekarang dari setiap tahap pembayaran berdasarkan besaran sewa barang 
milik daerah hasil perhitungan sesc,ai ket.entuan sebagaimana dimaksud 
clalam Pasal 119 sampai dcngan Pas.at 129. 

(5) Perhitungan sebagaimana dimaks.ud pada ayat (4) dapat meminta 
masukan dari Penilal. 

(6) Penyetoran uang sewa barang milik dacrah seca.ra bertahap sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dilakukan sepanjang pcnycwa tidak memiliki 
kemampuan yang cukup dari aspek finansial untuk mcmbayar secara 
sekaligus ctibuktikan dengan surat pernyataan. 

(7) SuraL pcrnyataan scbagaimana dimaksud pada ayal (6) ditandatangani 
oleh penyewa yang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai 
ketidakmampuan tersehut dan pernyataan tanggung jawab unruk 
membayar lunas secara bertahap. 

Paragraf Ketujuh 
Perpanjangan Jangka Waktu Scwa 

Pasal 135 
(I) Jangka waktu sewa barang mitik daerah dapal diperpanjang dengan 

persetujuan: 
a . Bupati, untuk barang milik daerah yang berada pada, Pengelola 

Barang~ dan 
b. Pengelota Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada 

Pengguna Barang. 
(2) Pcnyewa dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu 

sewa kepada: 
a. Bupati, unruk barang mitik daerah pada Pengelola Ba.rang; dan 
b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang. 

{3) Pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilakukan ketentuan: 
a . untuk jangka waktu sewa lebih dari I (satu) tahun, pcrmohonan 

perpanjangan hnrus disampai.ko.n paling J.a.mbat 4 (empat) bulan 
sebelurn ber1;1khirnya jangka waktu sewa; 

b. untukjangka waktu sewa per Lahun, pcrmohonan harus disampaikan 
paling lam bat 3 (tiga) bu Ian sebelum berakhirnya jangka waktu sewn; 



c. unruk jangka waktu sewa per bu Ian, permohonan harus disampaikan 
paling lam bat IO (sepulub) hari sebelurn berakhirnya jangka waktu 
sewa;dan 

d. unru.k periodesitas sewa per hari atau per jam, permohonan han.1s 
disampaikan sebelum bcrakhimya jangka waktu scwa. 

(4) Permohonan sebagaimana dimaksu.d pada ayat (3) hun,f a dan hunu b 
diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagaimana permohonan sewa 
pertama kali. 

(5) Tata cara pengajuan usulan perpanjangan jangka waktu sewa 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3) huruf a dan huruf b dilaksanakan 
dengan mekanisme sebagairnana pcngajuan usulan sewa baru. 

(6) Penetapan jangka waktu dan perpanjangannya sebagaimana. dima.ksud 
dalam Pasal 1 l 7 ayat (5) dilakukan dcngan mcmpertimbangkan: 
a. karakteristik jenis infrastruktur; 
b. kebutuha.n penyediaan infrasiruktur; 
c. ketencuan untuk masing-rnasing jenis infrastruktur dalam peraturan 

perundang-undangan; dan 
d. pertimbanga.n lain dari Bupati. 

Paragraf Kedelapan 
Pengakhlran Sewa 

Pasal 136 
Scwa berakhir apabila: 
a. berakhirnya jangka wakru sewa; 
b. berlakunya syarat baLal sesuai pe rjanjian yang ditindaklanjuti dengan 

pencaburan persetujuan se1Va oleh Bupa1i acau Pengelola Barang: 
c. Bupati atau Pengelola Barang mencabul perserujuan sewa dalam rangka 

pcngawasan dan pengcndalian; dan 
d. ketcntuan lain sesuai pcraturan perundang-undangan. 

Pasal 137 
( I) Penyewa wajib rnenyerahkan barang milik daerah pada saat bcrakhirnya 

sewa dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai 
fungsi dan peruntukannya. 

(2) Penyerahan barang milik daerah sebagaimana dlmaksud pada ayat ( I) 
dituangkan daiam Serita Acara Se rah Teri ma (BAST) . 

(3) Pcngelola Barang/ Pengguna Ba rang harus melakukan pengecekan 
barang mUik daerah yang disewakan sebelu.m ctitandatanganioya Berita 
Acara Serah Terima (BAST) guna memastikan kela)•akan kondisi barang 
milik daerah bersangkutan. 

(4) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAS'I') sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah semua kewajiban penyewa 
dipenuhi. 
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Paragraf Kesembilan 
Tata Cara Pelaksanaan Sewa Oleh Pcngelola Ba.rang 

PasaJ 138 
(I) Calon Penyewa mengajukan surat pennohonan disertai dengan dokumen 

peudukung. 

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( IJ, memuat: 
a. data calon penyewa; 
b. latar belakang permohonan; 
c. jangka waktu penycwaan, Lermasuk periodesitas Sewa: dan 
d. peruntukan Sewa. 

(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
a. pemyataa n/ persetujuan dari pemilik/ pen gurus, perwakilan 

pemilik/ pengurus, atau kuasa pemilik/ pengurus da\am hal cal on 
penycwa bcrbentuk hukum/badan usaha; 

b. pemyataan kescdiaan dari caJon penycwa unu.tk menjaga dan 
memelihara barang milik daer.ah serta mengikuti ketentuan yang 
ber.laku selamajangka waktu sewa; dan 

c. data barang milik daerah yang dfajukan untuk dllakukan sewa. 

PasaJ 139 
( I J Data calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayac (2) 

huruf a terdiri dart: 
a. fotokopi KTP; 
b. l'otokopi NP\VP; 
c. fotokopi SIUP; dan 
d, data lainnya, 

(2) Dalam hal calon penyewa adalah perorangan, data calon penyewa hanya 
dibuktikan dengan fotokopi KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a . 

(3) Data barang milik daerah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 138 ayat 
(3) huruf c terdiri dari: 
a. foto atau gambar barang milik daerah, ben1pa: 

I. gambar lokasi dan/ar.au site p/a11 tanah dan/atau bangunan yang 
akan disewa; dan 

2. foto bangunan dan bagian bangunan yang akan disewa. 
b. alamat objek yangakon disewakan; dan/atau 
c. perkiraan luas tanah dan/amu bangunan yang akan disewakan. 

Pasal 140 
( 1) Pengclola Barang melakukan pen cl itian tcrhadap surat permohonan dan 

dokumcn pendukung sebagaimana dimaksud daJam Pasal 138 untuk 
menguji atas kelayakan penyewaan terkait permohonan dari calon 
pcnyewa. 

(2) Dalam melakukan peneliLian terhadap barang yang a kan disewa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3) huruf c, Pengelola 
Barang dapat meminta kcterangan kcpada Pengguna Ba.rang yang 
menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan 
yang diajukan untuk disewakan. 
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{3) Pengelola Barang menugaskan Penilai Pemerintah acau Penilai Publik 
untuk melakukan penilaian objek sewa guna memperoleh nilai wajar 
barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan 
disewakan. 

(4) Penilai publik sebagahnana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan okh 
Bupati. 

(5) Hasil penilaian berupa nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayal (3) 

dipcrlakukan sebagai tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 121 adalah perhitungan besaran Scwa. 

(6) Hasil penilaian sebagaimana dima ksud pada ayat (5) digunakan oleh 
Pengclola Barang dalam melakukan kajian kelayakan penyewaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat {!) dan pcrhitungan besaran sewa. 

(7) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka penilaian dibebankan pada 
APBD. 

(81 Dalam ha! terdapat usulan sewa dari beberapa calon penyewa dalam 
waktu yang bersamaan , Pengelola Barang menentukan penyewa dengan 
didasarkan pada pertimbangan aspek pcngamaJtan dan pemeliharaan 
barang milik daerah serta usulan scwa yang paling menguntungkan 
pemerintah daerah. 

(9) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (II, 
Pengelola Barang mengajukan usulan permohonan sewa barang milik 
dacrah kepada Bupati untuk mendapat persecujuan. 

PasaJ 141 
(11 Bupati memberikan persetujuan atas permohonan Sewa yang diajukan 

dengan mempcrtimbangkan hasil penelitian dan ka.jian kelayakan 
penyewaan sebaga.imana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (9), 

(2) Apabila Bupali tida.k menyetuJUJ perrnohonan tersebul, Bupati 
mcnerbitkan surat penolakan kepada pihak yang mcagajukan permintaan 
sewa dengan djsertai alasan. 

(3) Apabila Bupati menyetujui permohonan tersebul, Bupati menerbitkan 
surat persetujuan penyewaan l>.arang milik daerah berupa tanah 

dan/atau bangunan. 
(4) Surat persecujuan penyewaan baraJtg milik daerah berupa tanah 

dan/alau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang• 
kurangnya memuat: 
a. data barang milik dacrah yang aka n disewakan; 
b. dam penyewa; 
c. dala sewa, antara lain; 

1. besaran tarif sew.a; dan 
2. jangka waktu . 

(5) Besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa barang 
milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan merupakan nilai hasil 
perhitungan berdasarkan formula tarif sewa. 

(61 Dalam ha! terdapat usulan nilai sewa yang diajukan oleh calon penyewa 
dan nilai usulan tersebut lcbih be»ar dari hasil perhitungan bcrdasarkan 
formula t.arif s.ewa, bes.a.ran $ewa yang dicantttmlrnn dalam sutat 
persecujuan scwa adalah sebesar usulan besaran sewa dari calon 
penycwa. 
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ParagraJ Kesepuluh 
Tata Cara Pelaksanaan Sewa Oleh Pengguna Ba.rang 

Pasal 142 
Pengguna Barang dapat mcmbentuk T,m dalam rangka pemanfaatan sewa 
untuk mempersiapkan usulan sewa. 

Pasal 143 
( I) Pengajuan permohonan sewa oleh calon penyewa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 138 dan Pasal 139 bcrlaku rnutatis mutandis terhadap 
pengajuan pcrmohonan sewa oleh calon penyewa pada Pengguna Barang. 

(2) Pengguna Barang melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan 
permohonan sewa oleh ca.Ion pcnycwa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I). 

(3) Per1gguna Barang mclakukan penilaian terhadap barang milil< daerah 
berupa sebagian tanah dan/ atau bangunan atau selain tanah dan/atau 
bangunan yang akan disewakan. 

(4) Penilaian sebagaimana dimaksud pa.da ayat (3) dilakukan olch: 
a . Penilai Pemerintah atau Penilru Publik yang ditetapkan oleh Bupati, 

untuk barang milik daerah berupa tana.h dan/atau bangunan. 
b. Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat mclibatkan penilai yang 

ditetapkan oleh Bupati, untuk ba.rang milik daerah berupa selrun 
tanah dan/atau bangunan. 

(5) Bcrdasarkan hasil penelitian kelaya kan dan hasil penilaia.n sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pengguna Barang mengajukan 
usulan permohonan scwa barang milik daerah kcpada Pcngelola Barang 
unruk mendapat persetujuan. 

Pasal 144 
( I) Usulan permohonan sewa sebagaimana dimaksud dalarn Pasal l 43 ayat 

(5) disertai: 
a. data ba.rang rnil.ik daerab yang cliusulkan; 
b. usulan jangka waktu sewa; 
c. usulan ni1ai sewa berdasarkan formuJasi tariff besaran sewa; 
d. surat pemyataan dari Pengguna Barang; dan 
c. surat pernyataan dari calon penyewa. 

(2) Dalam hal usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna Ba.rang 
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (I) bukan berdasarkan 
permohonan da.ri calon penyewa, maka usulan sewa kepada Pengelola 
Barang tidak perlu disertai surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) huruf e. 

Pasal 145 
(!) Surat pernyataan Pengguna Barang sebagaimana d imaksud dalarn Pasal 

14 I ayat (11 huruf d, menyata.kan bahwa: 
a . Barang milik daera.h yang akan disewakan tidak sedang digunakan 

de.Jam rang.ka penyclenggaraan tuga,s clan fungsi SK.PD/unit kerja; dan 
b. penyewaan barang milik daerah tidak akan mengganggu pela.ksanaan 

tugas dan fungsi SKPD/unit kerja. 



- 51 -

(2) Surat pernyataan calon penyewa sebagaimana dimaksud dala m Pasal 144 
ayat (I) huruf e, menyatakan bahwa calon penyewa bersedia untuk 
menjaga dan memelihara barang milik daerah serta mengikuti ketentttan 
yang berlaku selama jangka waktu sewa, 

Pasal 146 
(I) Pengelola Barang melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan yang 

diusulkan Pengguna Barang sebagaimana dima ksud dala m Pasal 143 

ayar (5). 
(2) Dalam melaku.kan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Pengelola Barang dapat meminta keterangan kepada Pcngguna Barang 
yang mengajukan scwa. 

(3) Pcngelola Barang dapat menugaskan Pe nilai untuk melakukan penilaian 
gun a menghitung nilal wajar aras n ilai sewa pasar apa bila Pengelola 
Barang memiliki keyakinan yang me.madai bahwa: 
a . luas tanah dan/atau bangunan yang disewakan tidak mencerminkan 

kondisi peruntukan sewa; atau 
b. est·imasi perhirungan carif dasar se-.va dengan mcnggunakan formula 

sewa dianggap sangat jauh berbcda dcngan kond.isi pasar. 
(4) Hasil penilaian berupa nila.i wajar a las nilai sewa pasa.r sebagaimana 

dimaksud pada a)'at (3) ctiperlakukan sebaga i tarif pokok sewa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 l dalam penghitungan besaran 
sewa. 

(5) Dalam hal yang diusuU<an untuk disewakan merupakan barang miltk 
daerah berupa selain tan ah dan / atau bangunan. Pengelola Barang 
melakukan pcnelitian atas besaran sewa yang diusulkan oleh Pengguna 
Barang. 

(6) Pelaks.-maan penilaian sebagaimana dima ksud pada a)'at (3) dilakukan 
dcmgan berpedoman pada standar penila.ian dan keren tuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

(7) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayal (6) dipergunakan oleh 
Pengelola Barang dalam mclakukan kajian kelayakan penyewaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clan perhitungan besaran scwa. 

(8) Seluruh b[aya yang Limbul dalam ra.ngka Penilaian ctibebankan pada 

!\PBD. 

Pasa.l 147 
(1) Pengelola Barang memberikan surat persetujuan a las permohonan sewa 

)'ang d iajukan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
143 ayat (5), dengan mempertimbangkan hasil penelitian sebagaimana 
dimaksud dalam PasaJ 146 ayat ,1) dan kajian kelayakan penyewaan 
sebaga.imana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (7), 

(2) Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
Pengelola Barang mengajukan penetapan formulasi /besaran sewa kepada 
Bupati dengan melampirkan hasil penelitian dan kajian kelayakan 
penyewaan. 
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Pasal 148 
(!) Apabila Pcngelola Barang tidak menyctujui permohonan sewa yang 

cliajukan Pengguna Barang sebagaimana clim.aksud dalam Pasal 143 ayat 
(5), Pengelola Barang membcritahukan kepada pihak yang mengajukan 
permintaan sewa dengan disertai aJasan. 

(2) Apabi la Pengelola Barang menyetujui permohonan sewa yang diajukan 
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (5), 
Pengelola Barang menerbitkan sura t persetujuan penyewaan barang milik 
daerah. 

(3) Surat persctujuan sebagaimana climaksud pada ayat (2) paling sedikit 
memuat 
a. data barang milik daerah yang akan disewakan; 
b. data penyewa; 
c. data sewa, antara lain: 

I. besaran tarif sewa; dan 
2. jangka waktu, termasuk periodesitas sewa. 

(4) Apa bi la usulan sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang tidak disenai 
data calon penye\,..,a, maka persetujuan sewa tidak perlu disertai data 
calon penyewa sebagaimana climaksud pada ayat (3) huruf b. 

(5) Besaran sewa yang dicantumkan dalarn su rat persetujuao sewa barang 
milik daerab berupa tanah dan/atau bangunan mcrupakan nilru hasil 
perhitungan berdasarkan formula tarif sewa, 

(6) Apabila usulan nilai sewa yang diajukan oleh calon penyewa dan/atau 
Pengguna Baraog lebih besar dari hasil perh.itungan sebagaimana 
dimaksud pada ayat 15), maka besara1\ sewa yang dicantUmkan dalam 
Surat persetujuan sewa untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah 
dan/atau bangunan adalab sebesar usulan besaran sewa dari calon 
pcnyewa dan/atau Pcngguna Ba rang. 

(7) Besaran sewa yang dicantumkan dalam surat perserujuan sewa barang 
milik daerah berupa selrun tanah dan/atau bangunan berdasarkan nilai 
~ewa. 

Pasal L49 
(1) Pengguna Barang melaksanakan sewa berdasarkan persetujuan Pengelola 

Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (2) paling lambat I 
(satu) bulan sejak dikeluarkannya persetujuan sewa oleh Pengelola 
Barang. 

(2) Dalam ha! usulan sewa yang diajukan olch Pengguna Barang Lidak 
disertai data calon pcnyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat 
(4), Pengguna Barar1g mcngupayakan agar informasi mengenai 
pelaksanaan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat d iperoleh 
dengan mudah dan jelas oleh para ealon penyewa. 

(3) Oalam ha! Lerdapat usulan sewa dari beberapa calon penycwa dalam 
waktu yang bersamaan, Pengguna Barang menentukan penyewa dengan 
memperlimbangkan aspek pengamanan dan pemeliharaan barang milik 
daerah serta pertimbangan usulan sewa yang dianggap paling 
mcnguntungkatt. 
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Paragraf Kesebelas 
Pcmcliharaan Scwa 

Pasal 150 
(!) Penyewa wajib melakukan pemeliharaan a1as barang milik daerah yang 

disewa. 
(2) Seluruh biaya pcmeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

termasuk biaya yang timbul dari pemakaian dan pemanraatan barang 
milik daerah menjadi canggung jawab sepenuhnya dari penyewa. 

(3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk 
menjaga kondisi dan memperbaiki barang agar selalu dlillam keadaan 
baik dan siap untuk digunakan seca,ra berdaya guna dan berhasil guna. 

(4) Perbaikan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhimya 
jangka waktu sewa. 

(5) Dalam hal barang milik daerah yang disewa rusak akibal keadaan kahar 
(force majeu.r), perbaikan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh 
Pengelola Barang/ Pengguna Barang dan Penyewa. 

Paragrar Keduabelas 
Perubahan Bentuk Ba.rang Milik Daerah 

Pasal 151 
(I ) Perubahan bentuk barang milik daerah dilakukan dengan persetujuan: 

a. Supati, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola 
Barang: dan 

b. Pengelola barang, untuk barang milik daerah yang b(:rada pada 
Pcngguna Barang. 

(2) Perubahan bencuk barang milik daera h sebaga.imana dinaksud pada ayat 
( l) dilaksanakan tanp,t mengubah kons,ruksi dasar bangunan. 

(3) Dalam hal perubahan bentuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) mengakibatkan adanya penambahan, bagian yang 
ctitambahkan menjadi barang milik daerah dan disertakan daJam Berit.a 
Acara Serah Terima (BAST) pada saat ber:tl<himya jangka wakru sewa. 

Patagraf Ke tigabelas 
Ganti Rugi 

Pasal 152 
Dalam haJ barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang 
disewakan hilang selama jangka \1;·aktu sewa, penyewa wajib melakukan ganti 
rugi sesuai ketentuan peraturan perunda.ng-unda.ngan. 

Paragraf Keempat betas 
Denda San ksi 

Pasal 153 
Pcnycwa dikenakan sanksi administratif bcrupa sural teguran apabHa: 
a. penyewa belum menye rahkan barang milik daerah yang disewa pada saat 

berakhirnya jangka waktu sewa; 
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b. perbaikan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (4) belum 
dilakukan atau dipcrkirakan belum selesai menjelang berakhirnya jangka 
waktu sewa; dan/ atau 

c. penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 be.lum selesa i 
dilaksanakan pali,ig larnbat sebelum bcrakhirnya jangka waktu sewa. 

Pasal 154 
( I) Dalam hal penycrahan, perbaikan. dan atau penggantian barang milik 

dacrah belum dilakukan tcrhitung I (satu) bulan sejak diterbitkannya 
surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, penyewa 
dikenakan sanksi administratif berupa sura, peringatan. 

(2) Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan atau pcnggantian barang milik 
daerah belum dilakukan terhitung I (bulan) sejak diterbitkannya surat 
peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyew'" dikenakan 
sanksi administratif berupa denda► sebagaimana l<etentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

Bagian Keenam 
Pinjam Pakai 

ParagraJ Kesatu 
Prinsip Umum 

Pasal 155 
( I) Pinjam pakai dilaksanakan dengan pertimbangan: 

a . mengoptimalkan bar-,mg milik daerah yang belum atau tidak 
dilakukan penggunaan untuk penyelenggaraan tv.gas dan fu ngsi 

Pe ngguna Bru-ang; dan 
b. menunjang pelaksanaan penyel.enggaraan pernerintahan daerah. 

(2) Peminja.m pakai dilarang untuk melakukan pemanfaatan atas objek 
pinjam pakai. 

Paragraf Kedua 
Pihak Pelaksana Pinjam Pakai 

Pasal 156 
(1) Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara pemerincah pusat 

dan pcmerintah daerah atau antar pcmerint.ah daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pcmerincahan. 

(2) Pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah d ilakukan oleh : 
a. Pcngelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada 

Pengelola Barang; dan 
b. Pengguna Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada 

Pengguna Barang. 
(3) Pelaksanaan Pinjam Pa kai oleh Pengelola Barang/ PenggUna Barang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah mendapatkan 
pen.tstujuan Bupati. 
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Paragraf IK.etiga 
Objek Pinjam Pakai 

Pasal 157 
(1) Objek plnjam pakai mcliputi barang milik daerah berupa tanah dan/atau 

bang~inan dan selain tanah dan I a tau bangunan yang berada pada 
Pengelola Barang/ Pengguna Barang. 

(2) Objek pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah dan/ atau 
bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan untuk 
sebagian atau keseluruhannya. 

Paragraf Keempat 
Jangka Waktu Plnjarn Pakai 

PasaJ 158 
( I) Jangka waktu pmJam pakai barang milik daerah paling lama 5 (lima) 

tahun dan dapat diperpanjang I (satu) kali. 
(2) Perpanjangan sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan 

pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat ( I). 
(3) Apabila jangka waktu pinjam pakai akan diperpa.njang. permohonan 

perpanjangan jangka waktu pinjam pakai disampaikan kepada Pengelola 
Barang/ Pengguna Barang paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka 
waktu pinjam pakai berakhir. 

(4) Dalam hal permohonan pcrpanjangan jangka waktu pinjam pakai 
disampaikan kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang melewati batas 
waktu sebagaimana dimaksuc! pada ayat (3), proses pinjam pakai 
dilakukan dengan mengikuti un.a cara permohonan pinjam pakai baru. 

Paragraf J<elima 
Perubahan Bentuk Barang Milik Daerah 

Pasal 159 
(1) Selama jangka waktu pinjam pakai, peminjam pakai dapal mengubah 

bentuk barang milik daerah, sepanjang tidak mengakibatkan perubahan 
fungsi dan/atau penurunan nilai ba:rang milik dacrah. 

(2) Perubahan bentuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1): 
a. tanpa disertai dcngan perubahan bentuk dan/atau konstruksi dasar 

barang milik dacrah; a tau 
b. disertai dengan perubahan bentuk dan/arau konstruksi dasar barang 

mllik daerah. 
(3) Usulan perubahan bentuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), dilakukan dcngan mengajukan permohonan perubahan 
bentuk olch pcminjam pakai kepada: 
a. Bupati, uniul< barang milik daerah yang berada pada Pengelola 

Barang; dan 
b. Peng~Jola Barang, untuk barang m.iHk daerah ya ng berada pada 

Pengguna Barang. 
(4) Perubahan bentuk barang milik daerah scbagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf b, ctilakukan setclah mcndapat persecujuan Bupati. 



( l) 

(2) 

(3) 
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Paragraf Kcenam 
Perjanjian Pinjam Pakai 

Pasal 160 
Pakai dituangkan dalam perjanjian serta 

a. Peminjam pakw dan Bupati, untuk barang milik daerah yang bcrada 
pada Pengelola Barang; dan 

b. Peminjam pakai dan Pcngelola Barang, untuk barang milik daerah 
yang berada pada Pengguna Ba.rang. 

Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) paling scdikit memuat: 
a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; 
b. dasar perjanjian; 
c. identitas para pihak yang terkait dalam perjanjian; 
d. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu; 
e. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan 

selama jangka wakru peminjama,n; 
f. hak dan kewajiban para pihak; dan 
g. persyaratan lwn yang dianggap perlu, 
Sttlinan perjanjian pinjam pakai disampwkan kepada Pengguna Barang. 

Paragraf Ketujuh 
Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai 

Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang 

Pasal 161 
(1) Calon pemmJam pakai mtngajukan pcrmohonan pinjam pakai kepada 

Pengelola Ba.rang. 
(2) Pengelola Barang me.lakukan penelitian atas permohonan pinjam pakai 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3) Penelitian atas permohonan pinjam pakai seba.gaimana dimaksud pada 

ayat (2) meliput.i: 
a . kepastlan belum digunakan atau tida.k adanya penggunaan barang 

milik daerah; 
b. luj uan penggunaan objek pin jam pakai; dan 
c. jangka wakLu pinjam pakai. 

(4) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mentpakan dasar 
pertimbangan Bupati dalam memberikan persetujuan/penolakan atas 
permohonan pinjam pakai. 

PasaJ 162 
(I) Berdasarkan hasil pcnelitian scbagaimana dimaksud dalam pasal 161 

ayal (3), Pengelola Barang mengajukan permohona n persetujuan pinjam 
pakai kepada Bupali. 

(2) Pcrmohonan persetuj uan pinjam pakai paling sedikit memuat: 
a. pertimbangan yang mendasari permohonan pinjam pakai; 
b. idenlitas pem.injam p..tkai; 
c. tujuan penggunaan objek pinjam pakaii 
d . rincian data objck pinjam pakai yang dibutuhkan; dan 
e. jang,ka waktu pinjam pakai. 



(3) Apabila objek pmJam pakai berupa tanah dan/atau bangunan a tau 
sebagian tanah dan/otau bangunan, rincian data objek pinjam pakai 
sebagaimana dimaksud pada ayat (:2) huruf d, termasuk tuas dan lokasi 
tanab dan/atau bangunan. 

(4) Apabila objek pinjam pakai bcrupa iielain tanah dan/atau bangunan, 
rincian data objek pinjam pakaJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

hun,f d, termasuk nama clan ju mlah barang milik daerah . 

Pasal 163 
( ! ) Pemberian perselllju-a.n/ penolakan oleh Bupali atas permohonan pinjam 

pakai dilakukan dengan mempcrlimbangkan: 
a. barang milik daerah yang dimohon dala m kondisi belum aLau tidak 

sedang digunaka.n uncuk rngas dan fungsi Pengelola Barang; da.n 
b. barang mHik daerah yang dimohon akan digunakan untuk mcnunjang 

pclaksanaan penyelcnggaraan pemerintah pusat/pemerintahan 
daerah Jainnya. 

(2) Apabila Bupati mcnyctL1Jlll pcrmohonan pinjam pakai, Bupati 
menerbitkan surat pcrsctujuan pinjarn pakai. 

(3) Surat persctujuan Bupati scbagaimana dimaksud pada ayat (2), paling 
sedikit memuaL: 
a. identitas peminjam pakai; 
b. data. objek pinjam pakaj; 
c. jangka wa ktu pinjam pakai; dan 
d. kewajiban peminjam pakai. 

(4) Apabila Bupati tidak menyetujui permohonan pmJam pakai, Bupati 
menerbitkan su rat penolakan pinjam pakai kepada calon peminjam pakai 

dengan disertai alasan. 

Pasal 164 
(I) Pela ksa naan pmJam pakai barang milik daerah dituangkan dalam 

pcrjanjian pinjam pakai yang ditandatangan i oleh Bupati dan Peminjam 
pakai. 

(2) Pcrjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditindaklanjuli dengan 
penyerahan objek pinjam pakai dari Pcngclola Barang kepada peminjam 
pakai yang dituangkan dalam Serita Acara Serah Terima (BAST). 

Pasal 165 
(1) Selama jangka waklu pinjam pakai, peminjam pakru wajib memelihara 

dan mengamankan objek pinjam pakai dengan biaya yang dibebankan 
pada Peminjam pakru. 

12) Scbclum jangka ,•aktu pinjam pakai bcrakhir, peminjam pakai harus 
memberitahukan kepada Pengclola Barang akan mengakhiri a tau 
memperpanjang pinjam pakai. 

(3) Dalam hat pinjam pakru akan diper-panjang, pemlnjam pakai mengajukan 
permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai kepada Pengelola 
Barang. 

(4) Pengelola S arans menyampaikan pengajuo.n pcrmohonan perset\.lj\ 1an 

perpanjangan pinjam pakai kepada Bupati. 
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(5) Pengajuan perpanjangan permohonan persetujuan pinjam pakai 
scbagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan: 
a. sunH perserujuan pinjarn pakai sebelumnya dari Bupati; 
b. surat pernyataan dari peminjam pakai bahwa objek pinjam pakai 

masih d igunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan 
pemerintah pusat/ pemerintahan dacrah lainnya; dan 

c. surat pernyataan dari Pengelola Barang ba.hwa pelaksanaan pinjam 
pakai tidak mengganggt1 pelaksanaan tugas dan fungsi 
pcnyelenggaraan pemerinlahan daerah. 

Pasal 166 
(1} Dalam hal peminjam pakai akan mcngakhiri pinjam pakai sebelum masa 

pinjam pakai berakhir, peminjam pakai harus memberitahukan kepada 
Pengelola. Barang. 

(2} Peminja.m pakai dalam mengakhiri pinjam pakai sebagaimana climaksud 
pada ayat ( I) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). 

(3} Pengelola Barang melaporkan Berita Acara Serah Terima (BAST) 
sebagaimana climaksud pada ayat (2) kepada Bupati. 

Paragraf Kedelapan 
Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai 

Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang 

Pasal 167 
(1) Calon peminjam pakai mengajukan permohonan pinjam pakai kepada 

Peagguna Barang. 
(2} Pengguna Barang mengajukan pcnnohonan persetujuan pinjam pakai 

sebagaimana dimaksud pada ayal (I) kepada Bupat.i melalui Pengelola 
Barang berdasarkan pcrmohonan dari calon peminjam pakai dengan 
melampirkan: 
a. surat permohonan pinjam pakai dari calon peminjam pakai; 
b. surat pernyataan dari Pengguna Barang ba.hwa pclaksanaan pinjam 

pakai ttdak mcngganggu pelaksanaan tugas dan fungsi 
penyelenggaraan pemerintahan daerah: dan 

c. data objek pinjam pakai, antara lain kartu identitas barang, untuk 
barang milik daerah yang memiliki kartu identitas barang. 

(3) Permohonan persetujuan pinjam pakai dari Pengguna Barang sekurang

kurangnya memuat: 
a. pertimbangan yang menda sari permohonan pinjam pakai; 
b. identitas peminjam pakai; 
c. tujuan penggtmaan objek pinjarn pakai; 
d . rincian data objek pinjam pakai )'aog dibutuhkan, termasuk luas dan 

lokasi tanah dan/atau bangunan; dan 
e. jangka waktu pinjam pakai. 

Pasal 168 
(1) Pengelola Barang melok\.1kan. pcnelitian iua~ permohonan pcrSf!tujuan 

pinjam pakai dari Pengguna Barang sebagaimana climaksud dalam Pasal 
167 ayat (2). 



• 65-

(2) Penelitian scbagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. kepastian belum ctigunakan atau tidak adanya penggunaan barang 

milik daerah; 
b. tltjUan penggunaan objek pinjam pakai; dan 
c. jangka waktu pinjam pakai. 

(3) Hasil pcnelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Bupati 
sebagai dasar pertimbangan persetujuan/penoJakan permohonan 
perserujuan pinjam pakai oleh Bupati. 

(1) 

(2) 

(3) 

Pasal 169 
Pemberian persetujuan/pcnolakan oleh Bupati at.as permohonan pinjam 
pakai dilakukan dengan mempertim bangkan: 
a. barang milik daerah yang dimohon dalam kondisi belum atau tidak 

digunakan UJ1tuk tugas dan fungsi pemerintah daerali; 
b. barang rnilik daerah yang dimohon akan digunakan untuk menunjang 

pelaksanaan penyelenggaraan pemerint.ah pusat/pemerintahan 

daerah lainnya; dan 
c. jangka waktu pinjam pakai paling lama 5 {lima) tahun sejak 

dit.andatanganinya perjanjian pinjam pakai. 
Oalam ha! Bupati menyetujui pcrmohonan pinjam pakai sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 167 ayat (2), Bupati mcnerbitkan surat 
persetujuan pinjam pakai yang sekurang-kurangnya memuat: 
a. identitas peminjam pakai; 
b. data barang milik daerah objek pinjam pakai; 
c. jangka waktu pinjam pakai; dan 
d. kewajiban peminjam pakai. 
Dalam ha! Bupati tidak rnenyetujui permohonan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (2), 
Pengelola Barang memberiuihukan kepada Pengguna 
alasannya. 

Pasal 170 

pmJam pakai 
Bupati mela lui 
Barang disertai 

(I) Pelaksanaan pmJam pakai barang rnilik daerah yang berada pada 
Pengguna Barang dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai antara 
Pengelola Barang dengan peminjam pakai. 

(2) Perjanjian pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
ditindaklanjuti dengan penyerahan objek pinjam pakai dari Pengguna 
Barang kepada peminjam pakai yang dituangkan dalam Serita Acara 

Se rah Teri ma {BAST). 
!3) Selama jangka waktu pinjam pakaj. peminjam pakai wajib memelihara 

dan mengamankan objek pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat 
('./.) dengan biaya yang dibebankan pada peminjam pakai. 

(4) Sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir , peminjarn pakai han,s 
memberitahukan kepada Pengguna Barang akan rnengakhiri atau 
mempcrpanjang pinjam pakai. 

(5) Dalam hal pinjam pakai akan diperpanjang, peminjam pakai mengajukan 
pennohonan perpanjangan jangka wakt\.1 pinjam pakai kepada Pcngguna 

Barang. 
(6) Pengguna Barang menyampaikan pengajuan permohoaan persetujuan 

perpanjangan pinjam pakai kepada Bupati mclalui Pengelola Barang. 
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(7) Pengajuan permobonan persetuj uan perpanjangan pmJam pakai 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan: 
a . surat pcrsetujuan pinjam pakai sebelumnya da.ri Bupati; 
b. surat pemyataan dari peminjam pakai bahwa objek pinjarn pakai 

masih digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyclcnggaraan 
pemerintah pusac/ pemerintahan daerah lainnya; dan 

c. surat pemyataan dari Pengguna Barang bahwa pelaksanaan pinjam 
pakai tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan rungsi 
pcnyelenggaraan pemerintahan daerah , daJam ha! pinjam pakai 
dilaksanakan oleh Pengguna Barang. 

Pasal 171 
( ! ) Dalam hal peminjan1 pakai akan mcngakhirl pinjam pakai sebelum masa 

pi njam pakai berakhir, peminjam pakai harus memberit.ahukan kepada 
Pengguna Barang. 

(2) Peminjam pakai dalam mengakhiri pinjam pakai sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) dituangkan dalam Serita Acara Scrab Terima (BAST). 

(3) Pengguna Barang melaporkan Berita Acara Serah Terima (BAST) 
scbagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Pengelola 
Barang. 

Bagian Ketujuh 
KSP 

Paragrar Kcsatu 
Prinsip Umum 

Pasal I 72 
KSP Barang Milik Daerah dengan pihak lai n di!aksanakan dalam rangka: 
a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Barang Milik Daerah; 

dan/atau 
b. meningkatkan pener imaan pendapata.n daerah. 

Pasal 173 
(!) KSP atas barang milik daerah dila.ksanakan apabila tidak tersedia atau 

tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenubi biaya 
operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap 
barang milik daerah yang dikerjasamakan. 

(2) Mitra KSP d itetapkan melalui tender, kecuali untuk barang milik daerah 
yang bersifa t khusus dapat dilakuk.an penunjukan langsung. 

(3) Barang mitik daerah yang bersifat khus-us sebagaimana dimaksud pada 
ayat 12) memiliki karakteristik: 
a. barang yang mcmpunyai spesifikasi tertentu sesuai dengan ketencuan 

peraturan perundang-undangan; 
b. barang yang memiliki tingkat kompleksitas khusus seperti bandara 

udara, pelabuhan Iaut, kilang, instalasi listrik, dan 
bcndungan/waduk; 

c . b~rong yang dikerjasamak.:tn dalam investa.si yo ng berdasarktl.n 
perjanjian hubungan bi lateraJ antar negara; atau 

d. barang lain yang ditctapkar, Bupati. 
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(4) Penunjukan langsung mitra KSP atas barang milik daerah yang bersifat 
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengelola 
Barang atau Pengguna Barang terhadap Badan Usaha Milik Negara/ 
Daerah yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertcnlu sesuai 
ketentuan Pcraturan Perundang-undangan. 

(5) Mitra KSP harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka 
waktu pcngoperasian yang telah ditetapkan dan menyetor pembagia n 
keuntungan hasil KSP ke rekening Kas Umwn Dacrah. 

(6) Perhitungan besaran kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) yang merupakan bagian pemerintah daerah, 
harus memperhatikan perbandingan nilai barang milik daerah yang 
dijadikan objek KSP dan manfaat Jain yang diterima pemerintah daerah 
dengan nilai investasi mitra dalam r<SP. 

Pasal l 74 
(I) Selama jangka waktu pengoperasian, mitra KSP dilarang menjaminkan 

atau menggadaikan barang milik daerah yang mcnjadi objek KSP. 
(2) Bi,-ya persiapan KSP yang djkeluarkan Pcngelola Barang atau Pengguna 

Bar<1ng sampai dcngan penunjukan mitra KSP dibebankan pada APBD. 
(3) Biaya persiapan KSP yang terjadi setelah ditetapkannya mitra KSP da.n 

biaya pelaksanaan KSP menjadi beban mir.ra KSP. 
(4) Cicilan pokok dan biaya yang timbul atas pinjaman mitra KSP, 

dibebankan pada mitra KSP dan tfdak diperhitungkan dalam pemb<1gian 
keuntungan. 

(5) Pengawasan atas pelaksanaan KSP oleh mitra KSP dilakukan oleh: 
a. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang; 

dan 
b. Pengguna Barang, Un Lu k barang milik dacrdh pada Penggun<1 Barang. 

Paragraf Ked ua 
Pihak Pelaksana KSP 

PasaJ L 75 

( I) Pibak yang dapat melaksanakan KSP adalah: 
a. Pengelola Barang dengan pcrsetujuan Bupati, untuk barang milik 

daerah yang berada pada Pengelola Barang; atau 
b. Pengguna Barang dengan perserujuan Pcngelola Barang, untuk 

barang milik dacrah yang berada pada Pengguna Barang. 
(2) Persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dirnaksud pada ayat ( l) huruf 

b setelah mendapat per timbangan dari Bupati . 
(3) Pihak yang dapat mcnjadi mitra KSP barang milik daerah meliputi : 

a . Sadan Usaha Milik Negara; 
b. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau 
c. Swasta, kecuali perorangan. 
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Paragraf Ketiga 
Objck KSP 

Pasal 176 
(1) Objek KSP mcliputi barang milik dac:rah berupa: 

a. tanah dan/atau bangunan; dan 
b. selain tanah dan/atau bangunan, yang berada pada Pengelola Barang 

/ Pengguna Barang. 
(2) Objek KSP barang milik daerah berupa tanah dan/atau banguna.n 

sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf a, dapat dilakukan untuk 
sebagian at.au keseluruhannya. 

ParagraJ Keempat 
Hasil 'KSP 

Pasal 177 
( I) Hasil KSP dapat ben1pa tanah, gedung, bangunan, sena sarana dan 

fasilitas yang diadakan oleh mitra KSP. 
(2) Sarana dan fasilitas has ii KSP sebagaimana dimaksud pad a ayat ( l), 

antara lain: 
a. peralatan da.11 mesin; 
b. jalan, irigasi, dan jaringan; 
c. asct tctap Jainnya; dan 
d. asel lainnya. 

(3) Hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayaL (1) menjacti bagian dari 
pelaksanaan KSP. 

(4) Hasil KSP sebaga,mana dimaksud pada ayat ( 1) menjacli batruig milik 
dacrah sejak d ise rahkan kepada pemerintah daera h scsuai perjanjian 
atau pada saat berakhimya perjanjfan. 

Pasal 178 
(1) Hasil KSP barang milik daerah dalam rangka pcnyediaan infrastnlktur 

cerdiri atas: 
a. penerimaan daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu KSP 

barang milik daerah; dan 
b. infrastruktur beserta fasilitasnya hasil KSP barang milik daerah. 

(2) Penerimaan daerail sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a terdiri 
atas: 
a. kontribusi tetap; dan 
b. pembagian keuntungan. 

Pasal 179 
(I) Dalam pelaksanaan KSP, mitra KSP dapat mclakukan pen1bahan 

dan/atau penambahan hasil KSP. 
(2) Perubahan dan/atau penambahan hasil KSP sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dHakukan dengan cara addendum perjanjian. 
(3) Addendum pcrjanjian KSP scbagairnana cti.mak~ud pada ayat (2) ditujllkan 

untuk mengbirung kembali besaran kontribusi tetap dan pembagian 
keuntungan. 



- 69 -

(4) Bcsaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Tim bcrdasarkan hasil 
perhitungan. 

(5) Tim sebagaimana dlmaksud pada a)•at (4) ditetapkan: 
a. 8upati, untuk barang milik dacrab berupa tanah dan/atau bangunan; 

atau 
b. Pcngelola Barang, untuk barang milik dacrah selain tanah dan/atau 

bangunan. 
(6) Perubahan dan/atau pcnambahan hasil KSP d ilakukan setelah 

memperoleh persetujuan Bupati . 

Paragraf Kelima 
Jangka Waktu KSP 

Pasal 180 
(!) Jangka waklu KSP paling lama 30 (tiga puluh) tabun sejak perjanjian 

dltandatangani dan dapat diperpanjang. 
(21 Dalam ha! KSP atas barang milik daerah diJakukan untuk penyediaan 

inJrastruktur, jangka waktu KSP paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak 
perjanjian KSP ditandatangani dan dapat diperpanjang. 

Pasal 181 
( I) Perpanjangan jangka waktu dilakukan olch mitra KSP dengan cara 

mcngajukan permohonan persetujuan perpanjangan jangka wakLU KSP 
paling lambat 2 (dua) tabun sebelum jangka waktu berakhir. 

(2) Perpanjangan jangka waktu dilaksanakan dengan pertim bangan: 
a . sepanjang tidak mcngganggu pelaksanaan tugas clan fungsi 

penyelenggaraan pcmerintahan daerah; dan 
b. selama pelaksanaan KSP terdahulu, milra KSP mematuhi peraturan 

dan perjanjian KSP. 

Paragraf Keenam 
Pe1janjian KSP 

Pasal 182 
( I) Pelaksanaan KSP djtuangkan dalam perjanjian KSP antara 8upati atau 

Pengelola Barang dengan mitra KSP setelah diterbitkan keputusan 

pelaksanaan KSP oleh Bupati. 
(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (!) ditandatangani oleh mitra 

KSPdan: 
a. Bupati, untuk barang milik dacrah yang berada pada Pengelola 

Barang; atau 
b. Pengelola Barang, untuk ba.rang millk daerab yang berada pada 

Peng,,,<TUna Barang. 
(3) Perjanjian scbagaimana dimaksud pada ayat (I) paling sedikit memuat: 

a. dasar pcrjanjian; 
b. identita$ para pihak yang oor-ikat dalam perju...njian; 

c. objek KSP; 
d. hasil KSP berupa baraag, jika ada; 
e. peruntukaa KSP; 
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f. jangka waktu KSP; 
g. besara.n kontribusi tctap dan pembagian keuntungan serta 

mekanisme pembayarannya; 
h. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; 
1. ketentuan mengenai berakhirnya KSP; 
J• sanksi; dan 
k. penyelesaian perselisihan. 

(4) Perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) clituangkan dalam 
bentu.k Akta Notaris, 

(5) Penandatanganan perjanjian KSP dilakukan setelah mitra KSP 
menyampaikan bukti setor pembayaran kontribusi tetap pertama kepada 
Pengelola Barang/ Pengguoa Barang. 

(6) Bukti setor pembayaran kontribusi tctap pertama sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) merupakan salah satu dokumen pada lampiran yang 
merupakan bagia.n tidak terpisahkan dari perjanjian KSP. 

ParagraI Ketujuh 
Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan 

Pasal 183 

(I) Mitra KSP wajib mcnyetorkan: 
a. kontribusi tctap; dan 
b. pembagian keuntuogan KSP. 

(2) Penyetoran sebagaimana climaksud pada ayat P) dilakukan sctiap tahun 
sclama jangka waktu KSP. 

(3) Kontribusi tetap scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dan 
pembagian keunrungan KS!' sebagaima.na dimaksud pada ayat ( I) huruf 
b, merupakan penerimaan dacrah . 

(4) Besaran konlribusi terap dan pembagian keuntungan hasil KSP 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) ditetapkan oleh Bupati. 

(5) Dalam KSP Bara.ng Milik Dacrab berupa tanah dan/atau bangunan, 
sebagian kontribusi tetap dan pembagian keunL1.mgannya dapat berupa 
bangunan besena fasilitasnya yang clibangun dalarn satu kesatuan 

perencanaan . 
(6) Sebagian kontribusi tetap dan pembagian kcuntungannya yang berupa 

bangunan beserta fasilitasnya sebagaimana dimaksud ayat (5) bukan 
merupaka.n objek KSP. 

PasaJ 184 
(l} Besaran nilai bangunan besert.a fasil itasnya sebagai bagian dari 

kontribusi tet.ap dan kontribusi pembagian keunrungan scbagaimana 
dimaksud dalam Pasal 183 ayat 15) paling banyak JO% {sepulub persen) 
dari total p~nerimaan kontribusi tetap dan pembagiru1 keuntungan selama 
masa KSP. 

(2) Bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tctap dan 
pembagian kcuntungan dari awal pengadaannya merupakan barang milik 

daerah . 
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(3) Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian kcuntungan KSP 
barang milik daerah berupa tanal1 dan/atau bangunan clan scbagian 
tanah dan/ atau bangunan ditetapkan dari hasil perh itungan Tim yang 
dibentuk oleh Bupati, berdasarkan dan/atau memper timbangkan basil 
penilaian . 

(4) Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan KSP 
barang milik daerah berupa sdain tanah dan/atau bangunan ditetapkan 
dari hasil perhitu.ngan Tim yang dibentuk oleh Pengelola 8arang, 
berdasarkan dan/atau mcmpertimbangkan hasil penilaian. 

Pasal 185 
{I) Perhitungan kontribusi tetap merupakan hasil perkalian dari: 

a. bcsaran perscntase ko11tribusi tetap; dan 
b. nilai wajar barang milik daerah yang menjadi objek KSP. 

(2) Besaran persentase kontribusi teta.p sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
hun,f a ditentukan oleh Bupati da ri hasil perhitungan Tim berdasarkan 
dan/ atau mempertimbangka n hasil pen ilaian. 

(3) Nilai waja r barang milik daerah dalam rangka KSP sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( I) huruf b bcrdasarkan: 
a. hasil penilaian oleh Penilai Pemcrinlah a tau Penilai Publik yang 

ditetapkan oleh Bupati, untuk barang milik daerah berupa tanah 
dan/ atau bangunan; 

b. hasil penilaian oleh 'T'im yang diletapkan oleh Bupati dan dapat 
melibatkan Penilai yang ditctapkan Bupati, untuk barang milik 
daerah selain tanah dan/atau b.angunan. 

(4) Apabila terdapat nilai barang milik daerah yang berbeda dengan nilai 
wajar hasil penila ian sebagaimana dimaksud pada ayal (3) hu.ruf a, daJam 
rangka pemanfaaran barang milik daerah digunakan nilai wajar hasil 
penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a . 

Pasal 186 
(1) Besaran perscntasc kontribusi Letap pelaksanaan KSP sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 185 ayat (I) huruf a men ingkat setiap tahun, yang 
dihitung bcrdasarkan konlribusi tetap tahun perlama dcngan 
memperhatikan estimasi tingkal inflasi. 

(2) Besa ran peningkatan perscntase konlribusi tetap sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan dalam perserujuan pelaksanaan KSP dan 
dituangkan dalam perjanjian KSP. 

Pasal 187 
{II Perhitungan pembagian keunumgan dilakukan dengan 

mempertimbangkan: 
a. niJaj lnvestasi Pemerintah Kabupatcn; 
b. nilai invescasi mitra KSP~ dan 
c. risiko yang ditanggung mitra KSP. 

(2) Perhitungan pem bagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1} ditcntukan oleh Bupati dari hasfl perhitungan Tim betdasarkan 
dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian. 
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(3) Besaran nilai investasi Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a didasarkan pada nilai wajar barang milik daerah 
yang mcnjadi objek KSP. 

(4) Be saran nilai investasi mitra KSP sebagaima na dimaksud pada ayat ( l) 
huruf b didasarkan pada estimasi irtvestasi dalam proposal KSP. 

Pasal 188 
(1) Besaran pemba.gian keuntungan dapat di tinjau kembali oleh Bupati 

dala m hal realisasi invcstasi yan g di keluarkao oleh mitra KSP lebih 
rendah dari estimasi invcstasi sebagaimana tertuang dalam perjanjian. 

(2) Realisasi irwestasi sebagaimana dimaksud pada ayat ()}, didasarkan dari 
basil audit yang dilakukan oleh auditor independen. 

Pasal 189 
(J) KSP atas Barang Milik Dacrah dapat dilaku kan unruk 

mengoperasionalkan barang milik d.aerah. 
(2) KSP operasional atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (I) bukan mcrupakan penggunaan barang milik daerah yang 
dioperasikan oleh pihak Jain. 

(3) Apabila mitra KSP hanya mengoperasionalkan Barang Milik Daerah , 
bagian keuntungan yang menjadi bagian mitra KSP ditentukan oleh 
Bupati berdasarkan perscntase tertentu dari besa ran keuntungan yang 
diperoleh mitra KSP terkait pelaksanaan KSP. 

Pasal 190 
(I) Apabila rnitra KSP Barang Milik Oaerah untuk penyediaan infrasrruktur 

berbcntuk Badan Usaha Milik Negara/Daerah, kontribusi tctap dan 
pembagian keuntungan yang diserorkan kepada Pemerintah Kabupaten 
dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tuj uh puluh pcrsen) dari hasil 
perhitungan Tlm KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (5) . 

(2) Penetapan kontribusi tetap dan pembagian kcuntungru1 sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( I) didasarkan pada kondisi kcuangan Badan Usaha 
Milik Negara/ Daerah dan hasil analisis kelayakan bisnis KS P. 

(3) Besaran penetapan kontribusi tetap dan pembagian kcuntungan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diletapkan olch Bupati. 

Paragraf Kedela pan 
Pembayaran Kontribusi Tetap dan Pembag•ian Kcuntungan 

Pasal 191 
(I) Pembayaran ko11rribusi tetap tahun pertama ke rekening Kas Umum 

Oaerah oleh mitra KSP harus djJakukan paling lambat 2 (dua) hari kcrja 
sebelu m penandatanganan perjanjian KSP. 

(2) Pembayaran kontribusi tetap tahun berikutnya disecorkan ke rckening 
Kas Umum Daerah paling lambat dilakukan sesuai dengan tanggaJ yang 
ditctapkan dalam perjanjian dan dilakukan setiap tahun sampai dengan 
bemkhirnya. perjanjian KSP. 

(3) Pembayaran kontribusi tetap scbagaimana dimaksud pada ayat (I) dan 
ayat (2) dibukcikan dengan bukli setor. 
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Pasal 192 
(l) Pembagian keuncungan hasil pelaksanaan KSP tahun scbclumnya harus 

disetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat dilakukan sesuai 
dengan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian dan dilakukan setiap 
tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP. 

(2) Pembayaran pembagian keuntungan scbagaimana dimaksud pada ayat (I) 
dilakukan oleh mitra KSP bcrdasarkan persetujuan t:iupati. 

(I) KSP berakh ir dalam hal: 

Paragrar Kesembilan 
Berakhirnya KSP 

Pasai 193 

a. berakhirnya jangka waktu KSP sebagrume.na tertuang dalam 
perjanjian; 

b. penga.khiran perjanjiru, KSP secara scpihak oleh Bupati atau Pengelola 
Barang; 

c. berakhimya perjanjian KSP; dan 
d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan. 

(2) Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurw b, dapat 
dilakukan dalam hal mitra KSP: 
a. tidak membayar kontribusi tetap selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; 
b. tidak membayar pembagian kcuntungan selama 3 (tiga) tahun 

berturut- turut sesuai pcrjanjian KSP; atau 
c. tidak memenuhi kewajiban solain sebagaimana dimaksud pada huruf 

a dan hurur b sebagaimana tcrluang dalam perjanjian KSP. 

(3) Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh: 
a. Bupati, untuk barang milik <laerah yang berada pada Pengelola 

Ba rang; acau 
b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada 

Pengguna Barang. 
(4) Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayal (3) dilakukan secara 

terrulis. 

Pasal 194 
(1) Paling lambal 2 (dua) tahun ,sebelum jangka waktu KSP berakhir, mitra 

harus melaporka.n akan mengakhiri KSP. 
(2) Berdasarka.n laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Bupati atau 

Pengelola Barang meminta auditor inclependen/aparal pengawasa.n 
intern pemerintah untuk melakukan audil atas pelaksanaan KSP. 

(3) Auditor independen/aparat pengawasao intern pemerintah scbagaimana 
dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil audit kepada Bupati, 
Pengelola Barang, dan/atau Pengguna Ba.rang. 

(4) Bupati, Pcngelola Barang, dan/atau Pengguna Barang menyampaikan 
hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada mitra KSP. 

(5) Mitra KSP menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat 
{4) clan cnelapo1•kannya, kepada 8upati, Pengelota B;;wang, dan/atau 

Pengguna Barang. 
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Pasal 195 
(1) Serah terima objek KSP dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya 

jangka waktu KSP. 
(2) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) dltuangkan dalam 

Serita Acara Serah Terima (BAST). 
(J) Oalam hal Mitra KSP belum selesai men indaklanjuti hasil audit setelah 

dilakukannya serah terima sebagacmana dlmaksud pada ayat (11, Mitra 
KSP tetap berkewajiban menindaklanjuti hasil audit. 

(4) Pengguna Barang/Pengelola Barang melaporkan pengakhiran KSP dan 
penyerahan objek KSP sebagaimana dimaksud pada aya, (1) kepada 
Bupati paling lambat J (satu) bulan setelah penyerahan. 

Pasal 196 
(1) Pengakhiran perjanjian KSP secara sepihak oleh Bupati atau Pengelola 

Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) huruf b, 
dilaksanakan denga1t menerbitkan teguran tertulls pertama kepada mitra 
KSP. 

(2) Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran sebagalmana dimaksud 
pada ayat l I) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak 
dilerbitkan teguran Lertulis peruuna, Bupati atau Pengelola Barang 
mcnerbitkan teguran tertulis kedua. 

(3) Apabila mitra KSP tidak melaksanakan tegurrul kedua sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender 
sejak diterbitkan teguran tertulis kcdua, Bupati atau Pengelola Barang 
menerbitkan teguran tertulis ketiga yang merupakan teguran terakhir. 

(4) Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran ketiga sebagaimana 
djmaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 30 (tiga puluhJ hari kalcnder 
sejak diterbitkan reguran tertulis ketiga, Bupati atau Pengclola Barang 
menerbitkan surat pengakhiran KSP. 

(5) Mitra KSP harus menyerahkan objek KSP kepada Bupati atau Pengclola 
Barang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setclah 
menerima surat pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 

Paragraf Kesepuluh 
Tata Cara Pelaksanaan KSP Barang Milik Oaerah 

Yang Berada Pada Pcngclola Baning 

Pasal 197 
Tahapan pelaksanaan KSP atas Bara ng Milik Daerab yang berada pada 
Pengelola Barang meliputi: 
a. inisiatif atau permohonan; 
b. penelitian administrasi; 
c. pembentukan Tim dan penilaian; 
d. perhitungan besaran penerimaan daerah dari KSP berupa kontrihusi tetap 

dan persentase pcmbagian kcuntungan; 
e. pemilihan mitra~ 
r. penerbit.an kcpuLusa.n; 
g. penandatanganan pcrjanjian; dan 
h. pelaksanaan. 
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Pasal 198 
KSP atas barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang dapat 
dilak\.lkan berdasarkan: 
a. inisiatif 8upati; a tau 
b. permohonan dari pihak lain. 

Pasal 199 
(1) lnisiatif Bupali terhadap KSP atas barang milik daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 198 huruf a, dituangkan da lam bentuk 
rekomendasl KSP barang milik daerah. 

(2) lnisiatif Bupati sebagaimana dimak.sud pada ayat (1) dapat berasal dari 
rencana kebutuhan yang disampaikan oleh Pengguna Barang/ Kuasa 
Pengguna Barang. 

Pasal 200 
(I ) Permohonan dari Pibak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 

huruf b, diusulkan kepada Bupati. 
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) paling sedikit memuat: 

a. Jatar beiakang permohonan; 
b. rencana peruntukan KSP; 
c. jangka waktu KSP; dan 
d. usulan besaran penerimaan daerah dari KSP. 

(3) Permohonan sebagaimana djmaksu<I pada ayat ( I) dilengkapi dengan : 
a. data barang milik daerah yang direncanakan untuk dilakukan KSP: 
b. data pemohon KSP; 
c. proposal rencana usah a KSP; dan 
d. informasi lainnya berkaitan dengan usuJan KSP. 

(4) Jnformasi la innya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurur d, antara 
lain: 
a. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan penataan kota ; dan 
b. bukti kepemilikan atau dokumen yang d ipe.rsamakan. 

(51 Kclengkapan infonnasi sebagaimana dimaksud pada ayat /4} tidak 
dibcrlakukan untuk KSP dalam rangka mengoperasionalkan barang milik 
dacrah. 

Pasal 201 
( I ) Pcngelola Barang mclakukan penelitian aclministrasi atas dokumen 

barang miLik daerah yang akan dilakukan KSP. 
(2) Dokumcn sebagaimana dimaksud poada ayat 11) mellputi: 

a. bukti kepcmilikan atau dokumen yang dipersamakan: 
b. dokumcn pcngelolaan barang m:ilik daerah; dan 
c. dokumcn penatausahaan barang mllik <laeral1. 

Pa.~al 202 
Apabila hasil penelitian ad ministrasi sebagaimana djmaksud dalam Pasal 198, 
barang milik daerah dapac dilakukan KSP, Bupati: 
a . m e mben tuk l''im t<SP; clan 
b. menugaskan Penilru melalui Pe ngelola Barang untuk melakukan 

penilnian bara.ng milik daerab yang akan di!akukan KSP guna 
mengetahui nilai wajar atas ba rang milik daerab bersangkulan. 
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Pasal 203 
(I) Dalam ha! barang milik daerah dapat dilakukan KSP sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 202, maka Bupati membentuk Tim KSP. 
(2) Tim KSP benugas: 

a. menyiapkan rincian kebutuhan bangunan dan fasilitas yang akan 
dilenderkan apabila KSP bcrdasarkan inisiatif Bupati dan bukan 
dalam raogka mengoperasionalkan barang milik daerah; 

b. menghitung besaran p<:nerimaan dacrah dari KSP bcrdasarkan 
dan/atau mempertimbangkan basil penilruan; 

c. menyiapkan perjanjian KSP; 
d. meny1apkan Serita Acara Serah Terima (BAS'f) objek KSP dari 

Pengeiola Barang kepada mitra KSP; dan 
e. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Bupati. 

(3) Dalam melaksanaks1n tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim 
KSP dapat mengikutsertakan SKPD/Unit Kerja tekn is yang berkompeten. 

Pasal 204 
(1) Dalam rangka menentukan kelayakan bisnis KSP, Bupati dapat 

menugaskan penilai atau pihak lain yang berkompeten untu.k melakukan: 
a. analisis penggunaan atas barang milik daerah yang akan dilakukan 

KSP: atau 
b. analisis kelayakan bisnis at.as proposal KS P. 

(2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 huruf b dan 
laporan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disampaikan 
kepada Bupati sebagaj bagian dalam meneatukan pelaksanaan KSP. 

Pasal 205 
( I) Berdasarkan laporan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 

ayat (IJ dan/ atau mempertimbangkan laporan penilaian nilai wajar 
barang milik daera.h, Tim KSP menghitung besaran kontribusi tetap dan 
persentase pembagian keuotungan. 

(2) Penghitungan besaran koo1ribusi tetap dan persentase pembagian 
keuntungan oleh Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat {1) 
dilakukan sesual dengan ketentuan dalam Pasal 185 sampai dengan 
Pasal 190. 

(3) Dalam ha! usulan besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian 
keuntungan yang d iajukan oleh pihak lain lebih besar dari basil 
perhitungan Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besaran 
kontribusi tetap dan persentase penlhagian keuntungan yang clitctapkan 
da la m persetujuan KSP adalah sebesar usulan besaran kontribusi tctap 
dan persentase pembagian keuntungan yang diaju kan oleh pihak lain. 

(4) Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dijadlkan nilai limit terendah dalam 
pehlksanaan pemilihan mitra J<SP. 

Pasal 206 
PernilU·u.,n rnitra KSP sebagaim{Ula d..imaksud daJam pasal 86 ditakukan olch 

panitia _pemilihan be.rdasarkan ketennian sebagaimana dimaksud dalam Pa:sal 
85 sampai dengan Pasal I I I . 
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Pasal '207 
(I) Bupati menerbitkan keputusan pelaksanaan KSP. 

Keputusan pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) paling 
sedikit memuat: 
a. objek KSP; 
b. peruntukan KSP; 
c. penerimaan daerah dari KSP; 
d. identitas mitra KSP; dan 
e . jangka waktu KSP. 

Pasal 208 
(1) Berdasarkan keputusan pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud Pasal 

207, para pihak sebagaimana dimak sud dalam Pasal 182 ayat (I) 
menandatangani Perjanjian KSP dilakukan paling lam bat 1 (satu) tahu n 
terhitung sejak tanggal bcrlaku keputusan pelaksanaan KSP. 

(2) Apabila dalam jangka waktu l (satu) tahun sejak keputusan pelaksanaan 
KSP ditetapkan tidak ditindaklanjut..i dengan penandacanganan perjanjian 
KSP, keputusan pclaksanaan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
207 dinyau,kan tidak berlaku. 

(3) Pe nandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (I). 
dilakukan setelah mitra KSP menunjukkan bukti pembayaran kontr ibusi 
letap tahun pertama. 

Pasal 209 
{I) Mitra KSP harus melaksanakan KSP sebagaimana ditentukan dalam 

perjanjian KSP. 
(2} Apablla KSP dilakukan bukan dalam rangka mengoperasionalkan bru'Mg 

milik daerah , maka pada saat pem'bangunan selesai dilaksanakan, mitra 
KSP wajib: 
a . menyerahkan bangunan hasil KSP beserta fasi litasnya yang 

rnerupakan bagian dari kontribusl c.etap dan pembagian kcuntungan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat {5); 

b. dapat langsung mengoperasionalkan hasil KSP yang dibangun sesuai 
dengan perjanjian KSP. 

Paragraf Kesebelas 
Tata Cara Pelaksanaan KSP Barang Milik DaerJ.h 

Yang Berada 1>ada Pengguna Barang 

Pasal 210 
Tahapan pelaksanaan KSP a tas bara ng milik daerah yang berada pada 
Pcngguna Barang meliputi: 
a. permohonan; 
b. penelitian administrasi; 
c. pembenutkan Tim dan penilaian; 
d. perh.itungan be saran kontribusi dan persentase pembagian keuntungan; 
e. pet-sen.1juan; 
f. pemilihan mitra; 
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g. penerbican keputusan; 
h. penandatanganan perjanjian; dan 
i. pelaksanaan. 

Pasal :211 
(I) Permohonan sebagaimana d imaksud dalarn PasaJ 210 huruf a diajukan 

oleh Pengguna Barang untuk memperoleb persetujuan dari Pengelola 
Barang. 

(2) Permohonan sebaga.imana d imaksud pada ayat {l) paling sedikit memuat: 
a. latar belakang permohonan; 
b. rencana peruntu kan KSP; 
c . jangka waktu KSP; dan 
d. usulan besaran penerimaan daerah dari KSP. 

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) dilengkapi dengan: 
a. data calon mitra KSP; 
b. proposal rencana usaha KSP; 
c. data barang milik daerah yang akan dijadikan objek KSP; dan 
d_ surat pernyataan dari Pengguna Barang. 

(4) Surat pernyataan dari l'engguna Barang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf d menegaskan bahwa.: 
a. Barang milik daerah yang akan menjadi objek KSP tidak sedang 

digunakan dalam rangka penyelenggaraan rugas dan fungsi SKPD; 
dan 

b. Pelaksanaan KSP barang milik daerah tidak akan mengganggu 
pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD. 

(5) Dalam hal Pengguna Barang mengusulkan penctapan mitra KSP melalui 
mekanisme penunjukan langsung sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 
173 ayat (4), maka pengajllan permohonan dari Pengguna Barang kepada 
Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diser tai data calon 
mitra KSP. 

(6) Data caJon mitra KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi: 

(I) 

(2) 

a. nama; 
b. a.lamat; 
c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWPJ; 
d. benruk kelembagaan . jenis kegiatan usaha, fotokopi Surat lzin 

Usaha/Tanda lzin Usaha a.tau yang sejenis, untuk calon mitra KSP 
yang berbentuk badan hukum/ badan usaha. 

Pasal 212 
Persetujuan atas permohonan KSP sebagaimana climaksud dalam Pasal 
2 l l ayat (1) diberikan okh Pengelol.a Barang berdasarkan laporan panitia 
pemilihan mitra dan laporan Tim KSP dengan mempcrtimbangkan hasil 
penilaian. 
Apabila Pengclola 
Pengelola Ba.rang 
dengan alasan . 

Barang tidal< menyetujui pcrmohonan KSP 
memberitahukan kepada Pengguna Ba.rang 

terse but. 
discrtai 

(3) Pembt'rian persetujuru, sebagaimana dimc,ksud pada ayat (1) dBakukan 
oleh Pengelola Barang dengan menerbitkan surat persetujuan. 
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(4) Surat Perserujuan sebagaimana di.maksud pada ayat (3) paling sedikit 
memuat: 
a. objek KSP; 
b. peruntukan KSP: 
c. nilai barang milik daerah yang menjadi objek KSP sebagai besaran 

nHai i.nvestasi pemcrintah: 
d. minimal bcsaran kontribusi tetap: 
e. minimal persentase pembagian keunrungan; dan 
f. jangka waktu KSP. 

(5) Bcrdasarkan Surat Persetujuan KSP scbagaimana dimaksud pada ayat 
{4), Bupati menetapkan keputusan pelaksanaan KSP. 

{6) Berdasarkan keputusan pelaksanaan KSP sebagaJmana dimaksud pada 
ayat (5), para pihak sebagaimana dimaksud dala m PasaJ 182 ayal (I) 
menandatangani perjanjian KSP di!akukan palmg lambat I {satu) tahun 
terhitung sejak tanggal berlaku keputusan pelaksanaan KSP. 

(7) Surat persetujuan KSP dari Pengelola Barang dJnyatakan tidak berlaku 
apabila dalam jangka waktu l (saru) tahun sejak clitclapkan tidak 
clitindaklanjuti dengan penandatanganan surat perjanjian KSP. 

(8) Penandatanga.nan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), 
diiakukan setclah mitra KSP menunjukkan bukti pembayaran kontribusi 
tctap tahun pertama. 

PasaJ 213 
Ketentuan pelaksanaan KSP barang milik daerah yang berada pada Pengelola 
Barang scbagairnana dimaksud dalam P.asal 182 sa.mpai dengan Pasal 209 
mutatis mutandis berlaku untuk pelaksanaan KSP barang milik daerah yang 
berada pada Pengguna Barang. 

Pa ragraf Keduabelas 
Perpa.njangan ,Jangka \l'aktu KSP Yang Berada 
Pada Pengelola Barang Dan Penggu.na Barang 

Pasal 214 
(l ) Permohonan pcrpanjangan jangka waktu KSP atas barang milik daerah 

yang berada pada Pengelola Barang d iajukan oleh mitra KSP kepada 
Bupati paling la.mbat 2 (dua) tahun sebclum berakhimya jangka waktu 
KSP. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (I) dila.mpiri: 
a. proposal perpanjangan KSP; 
b. data dan kondisi objek KSP; clan 
c. bukti penyetoran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dala.m 

5 (lima) tahun terakhir. 
(3) J;'!upati mencliti permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l), seria 

mengevaluasi kelayakan perpanjangan pelaksanaan KSP yang telab 
berlangsung. 

(4) Apabila berdasarkan hasil penelilian sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), Bupati menyetujui u$\:llru, pe rpa njangan jangkt\ waktu KSP. maka 

Bupati: 
a. membentuk Tim KSP: dan 
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b. menugaskan penilai untuk melakukan penghitungan nilai barang 
milik dacrah yang akan dijadikan objek KSP, besaran kontribusi tetap, 
dan persentase pembagian keuntungan KSP. 

(5) Tugas Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a antara lain: 
a. menyiapkan perjanjian perpanjangan KSP; 
b. menghitung besaran kontribusi tetap dan persentase pcmbagian 

keuntungan KSP berdasarkan dan/atau dengan memperlirnbangkan 
hasil Penilaian; dan 

c. mclaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Bupati. 

Pasal 215 
( l) Dalam rangka menentukan kelayakan perpanjangan j,mgka waktu 

pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (3), 
Bupatl melalui Pengelola Barang d!apat menugaskan penilai atau pihak 
yang berkompeten untuk melakukan analisis kelayakan perpanjangan 
pelaksanaan KSP. 

(2) Penilai atau pihak yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I) menyampaikan laporan analisis kelayakan perpanjangan yang 
merupakan hasil pclaksanaan tugas kepada Bupati melalui Pengelola 
Barang. 

(3) Tim KSP sebagaimana dimaksud <lalam Pasal 214 ayal (5) menyampaikan 
laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Pengelola Barang. 

(4) Apabila laporan hasil pelaksanaan rugas Tim KSP sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) mcntinjukkan bahwa permohonaa perpanjangan Jangka 
waktu K$P tidak dapal <lisetujui, Bupati mencrbitkan surat penolakan 
perpanjangan jangka waktu KSP yang ditujukan kepa<la mitra KSP 
disercai dengan alasan. 

(5) Apabila laporan basil pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana dimaksud 
pada ayal (3) menunjukkan bahwa permohonan perpanjangan jangka 
waktu KSP dapat disecujui, Bupati menerbitkan surat persctujuan 
perpanjangan jangka waktu KSP yang ditujukan kepada micra KSP. 

(6) Berdasarkan surat persetujuan perpanjangan jangkn waktu KSP 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Tim KSP menyusun perjanj ian 
perpanjangan jangka waktu KSP sekaJigus menyiapkan haJ-haJ teknis 
yang <liperlukan. 

(7) Perpanjangan jangka wakcu KSP sebagaimana dimaksud pa<la ayat (6) 
berlaku pa<la saat penandacanganan petjanjian KSP antara 8upati 
dcngan mitra KSP dilakukan. 

Pasal 216 
(1) Permohonan perpanjangan jangka wakm KSP atas barang milik daerah 

yang berada pada Pengguna Barang diajukan oleh mitra KSP kepada 
Pengguna Barang. 

(2) Pem,ohonan seba.gaimana dimaksu<I ayac (I) dilampirkan: 
a. proposal perpanjangan KSP; 
b. data dan kondisi objck KSP; dan 
c. bukci penyetor&n kontribu$i. tetap dan pernb:;Lgi:an kcunlungan dalam 

5 (lima) tahun t.erakhir. 
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Pasal 217 
{ l) Pengguna Ba rang melakukan pcnclitian administrasi atas permohonan 

perpanjangan jangka waktu KSP yang disampaikan oleh mitra KSP 
sebagaimana ctimaksud dalam Pasal 216 ayat (I). 

(2) Berdasarkan hasil penclitian adminisLtasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan 
perpanjangan jangka waktu KSP kepada Pengelola Barang. 

(3) Permohonan perpanjangan jangka waktu KSP sebagaimana djmaksud 
pada ayat (2), dilampirkan: 
a. proposal perpanjangan KSP; 
b. data dan kondisi objek KSP; dan 
c. bukti penyetoran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dalam 

5 (lima) tahun terakhir. 
(4) Apa.bila berdasarkan hasil penelit.ian sebagaimana dimaksud pada ayat 

{I), Pengelola Barang menyetuJut usulan pcrpanjangan jangka waktu 
KSP, maka Pengelola Barang: 
a . membentuk Tim KSP; dan 
b. menugaskan Penilai. 

Pasal 218 
(I ) Tim KSP sebagai mana d1maksud dalam Pasal 217 ayat (4) hurur a 

bertugas antara lain: 
a . menyiapkan perjanjian perpanjangan KSP; 
b. menghitung besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian 

keuntungan KSP berdasarkan dan/atau dengan mempertimbangkan 
hasil p.enilaian; 

c. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Pengclola Barwlg. 
(2) Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mcnyampaikaa laporan 

pelaksanaan tugas kepada Pengelola Barang. 
(3) Apabila hasil pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana dimaksud pada 

ayar (2) menunjukkan bahwa pcrmohonan perpanjangan jangka waktu 
KSP tidak dapat disetujui, Pengclola Barang menerbitkan surat penolakan 
perpanjangan jangka waktu KSP yang ditujukan kepada mitra KSP 
disertai dengan alasan . 

(4) Apabila hasil pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) menunjukkan bahwa pcrrnohonan perpanjangan jangka waktu 
KSP dapat disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan 
perpanjangan jangka waktu KSP yang ditujukan kepacla mitra KSP. 

(5) Berdasarkan perserujuan perpanjangan jangka waktu KSP sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), Tim KSP mcnyusun peijanjian perpanjangan 
jangka waktu KSP sekaligus menyiapkan hat-ha! teknis yang diperlukan. 

Pasal 219 
Ill Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayal (4 ) hu.nif b bertugas 

melakukan penghitungan nilai barang milik daerah yang akan dijadikan 
objek KSP, besaran kontribusi tetap dru1 persentase pembagian 
keumunga.n KSP. 

(2) Penilai scbagaimana dimaksud pada ayat ( I) menyampaikan laporan 
perulaian yang men1pakan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengelola 
Barang. 
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PasaJ 220 
(I) Dalam rangka menentukan kelayakan perpanjangan jangka waktu 

pelaksanaan KSP atas permohonan perpanjangan scbagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 2 I 6, Pengelola Ba rang dapat menugaskan penilai a tau pihak 
yang berkompeten untuk melakukan analisis kelayakan perpanjangan 
pclaksanaan KSP. 

(2) Perpanjangan jangka waktu KSP berlaku pada saat penandatanganan 
pcrjanjian KSP antara Pengelola Barang dengan mitra KSP dilakukan. 

Pasal 221 
(I) Dalam hal Bupali atau Pengelola Ba rang tidak menyetujui permohonan 

perpanjangan jangka waktu KSP, objek KSP beserta sarana berikut 
fasilitasnya diserahkan kepada Bupati atau Pengelola Barang pada saat 
berakbirnya jangka waktu KSP sebagaimana diatur dalam perjanjian KSP. 

(2) Penycrahan objek KSP beserta sarana dan prasarananya sebaga imana 
dimaksud pada ayat (I I, dilakukan dengan Serita Aca.ra Serah Terima 
(BAST) antara mitra KSP dengan: 
a. Bupati, untuk barang milik daerah yang bcrada pada Pengelola 

Barang; atau 
b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada 

Pengguna Barang. 

Bagian Kedelapan 
BGS dan BSG 

Paragraf l<esatu 
Prinsip Umum 

Pasal 222 
(l) BGS/BSG barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan: 

a. Pengguna Barang mcmerlukan bangunan dan fasilita.s bagi 
penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan 
umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan 

b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk 
penycdiaan bangunan dan fasilitas tcrsebut. 

(21 Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian dari hasil pclaksanaan 
BGS/BSG harus dilengkapi dengan lzin Mendirikan Bangunan (1MB) ata.s 
nama pemerintah daerah. 

(3) Biaya pcrsiapan BGS/BSG yang d.ikeluarkan Pengelola Barang atau 
Pengguna Barang sa mpai dcngan penunjukan mitra BGS/BSG 
dibebankan pada APBO. 

(4) Biaya persiapan BGS/ BSG yang terjacli se,elah ditetapkannya mitra 
BGS/BSG dan biaya pclaksanaan BGS/BSG menjadi beban mitra yang 
bersangkutan. 

(5) Penerimaan basil pelaksanaan BGS/ BSG merupakan penerimaan daerah 
yang wajib disctorkan seluruhnya kc rckening Kas Umum Daerah. 

(6) 80S/BSO barang miU.k dai:l"al"I s.cbagaimana dimnk.$Ud pad.a ayat {l} 
d.ilaksanakan oleh Pengelola BaTang sei:elah mendapat persetujuan 
Bupatl. 
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(l) Penetapan status Penggunaan barang milik dacrab scbagai hasil dari 

pelaksanaan BGS/BSG dilaksanakan oleh Bupati, dalam rangka 
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD terkait. 

(2} Hasil pelaksanaan BOS/BSO sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) adalah 
bangunan bese rta fasilitas yang telah diserahkan oleh mitra sctclah 
berakhirnya jangka wakt\J ya ng djpc.rjanjikan untuk BOS at.au setelah 
selesainya pembangunan untuk BSC. 

Pasal 224 
( I) Mitra BOS atau mitra BSG yang telah ditctapkan, sclama jangka waktu 

pengopera sian: 
a. wajib membayar kontribusi ke rckening Kas Umum Daerah setiap 

tahun scsuai besaran yang telah ditetapkan; 
b. wajib memelihara objek BGS/ BSO; dan 
c. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan: 

I. tanah yang menjadi objek BGS/BSG; 
2. hasil BGS yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas 

dan fungsi Pemcrintah Dacrah; dan /atau 
3 . basil BSG. 

12) Mitra BOS barang milik daerah harus menyerahkan objek BOS kepada 
Bupali pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah d ilakukan audit 
oleh apanu pengawasan intern pemerimah. 

Paragraf Kedua 
Pihak Pelaksana 

Pasal 225 
(I) Pihak yang dapat melaku kan BGS/ BSG adalah Pengelola Barang. 
(2} Pihak yang dapat menjadi mitra BOS/BSG mcliputi: 

a. Sadan Usaha Milik Negara; 
b. Badan Usaha Milik Daerah; 
c. Swasta kecuali perorangan; dan /atau 
d. Badan liukum lainnya. 

(3) Da lam hal mitra BGS/ BSO scbagaimana <limaksud pada ayat (2) 
membenruk konsorsium, mitra BGS/ BSG harus membentuk badan 
hukum Indonesia sebagai pihak yang bertindak unt\Jk dan atas nama 
mitra BGS/BSG dalam pcrjanjian 80S/ BSG. 

(I) Objek BGS/BSO melipuli: 
a. barang milik daera h 

Barang; at.au 
b . bt"U"ang m.ilik dacrah 

Barang. 

Paragraf Ketiga 
Objek BGS/ BSO 

Pasal 226 

berupa tanah 

bcrupa tannh 

yang 

yang 

berada pada Pengelola 

beradt'I p;)..da Pengguna 
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(2) Dalam hal barang milik dacrah berupa tanah yang status penggunaannya 
berada pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pad a ayat {II 
huruf b telah direncanakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi 
Pengguna Barang yang bersangkutan, BGS/BSO dapat dilakukan setelah 
terlebih dahulu diserahkan kepada Bupati. 

(3) BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayal (2) dilaksanakan olch 
Pengelola Barang dengan mengikutsertakan Pengguna Barang sesuai 
tugas dan fungsinya. 

(4) Keikutscrtaan Pengguna Barang dalam pelaksanaan BGS/ BSO, 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah mulai dari tahap persiapan 
pem bangunan, pelaksanaa,1 pem bangunan sampai dengan penyerahan 
hasil BGS/BSG. 

Paragraf Keempat 
Hasil BGS/6$0 

Pasal 227 
( I) Gedung, bangunan, sarana, dan fasilitasnya yang diadakan oleh mitra 

60$/BSG menipakan hasll BGS/BSG. 
(2) Sarana dan fasilitas hasil B0S/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat 

{I), antara lain: 
a. peralatan dan mesin; 
b. jalan, irigasi dan jaringan; 
c. aset tetap lainnya.~ clan 
d. aset lainnya. 

(3) Gedung, bangunan, sarana dan fasilitas scbagaimana dimaksud pada 
ayat ( l) menjadi barang milik daerah sejak discrahkan kepada pemerintah 
daerah sesua i perjanjian atau pada saat berakhimya perjanjian. 

Pasal228 
(1) Dalam pelaksanaan BGS/BSG, mitra BGS/BSG dapat melaku kan 

perubahan dan/atau penambahan hasil BGS/BS(l. 
(2) Perubahan dan/atau penambahan hasil 80$/BSG sebagaimana 

dimaksud pada ayac (I) dapat dilakukan sesuai dengan penyclenggaraan 
cugas dan fungsi pemerintah dacrab dan/atau unruk program-program 
nasional sesuai ketenn1an pcraturan perundang .. undangan. 

(3) Perubahan dan / atau pcnambahan hasil BGS/ BSG sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( I) dilakukan dengan cara addendum perjanjian 
BGS/BS(l. 

(4) Addendum perjanjian BGS/ BSG sebagaimana dima ksud pada ayat (3) : 
a . tidak melebihijangka waktu paling lama 30 (tiga pulul1) tahun; dan 
b. menghitung kembali besaran kontribusi yang ditetapkan berdasarkan 

hasil perhitungan Tim i•aog dibentuk oleh Bupati. 
\SJ Perubahan dan/atau penambahan hasil BOS/BSG scbagaimana 

dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) dilakukan setelah memperoleh 
persetujuan Bupati. 
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Paragraf Kclima 
Bentuk BOS/BSG 

Pasal 229 
80S/BSG barang milik daerah diJaksanakan dengan bentuk: 
a. BGS/BSG barang milik daerah atas tanah yang berada pada Pengelola 

Barang; clan 
b. BGS/BSG barang milik dacrah atas tanah yang berada pada Pcngguna 

Barang. 

Paragraf Keenam 
Pemilihan Dan Pcnctapan Miera BGS/BSG 

Pasal 230 
(1) Pemilihan mitra 80S/BSG dilakukan melalui Tender. 
(2) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (I), d ilakukan dengan 

mekanismc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 sampai dengan I I 3. 

Pasal 231 
Hasil pemilihan mitra BGS/BSG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 
ditetapkan oleh Bupati. 

Paragraf Ketujuh 
Jangka \Vaktt.1 BGS/BSG 

Pasal 232 
(II Jangka waktu BGS/BSC paling lam~ 30 (tiga puluh) tahun sejak 

perjanjian ditandatangani. 
(2) Jangka waktu BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (l) hanya 

bcrlaku untuk I (satul kali perjanjian dan tidak dapat dilakukan 
perpanjangan. 

Paragraf Kedelapan 
Perjanjian B0S/BSG 

Pasal 233 
(I) Pelaksanaa n 80S/BSG dituangkan dalam perjanjian. 
(2) Perjanjian BGS/ BSG sebagai,nana dimaksud pada ayat (ll 

ditandatangani antara Bupati dengan mitra BGS/ BSG. 
(3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) seku.rang•kurangnya 

memuat: 
a. dasar perjanjian; 
b. identitas para pihak yang terikat dalam perjaojian; 
c. objek BGS/BSG; 
d. hasil B0S/B$0; 
e. peruntukan BGS/BSG; 
f. jangka waktu BCS/BSC; 
g. besaran konrribusi tahunan serla mekanisme pembayarannya; 
h . besaran hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan 

fungsi Peogelola Barang/Pengguna Ba.rang; 
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1. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; 
l· ketcntuan mengenai berakhirnya BGS/BSG; 
k. sanksi; 
I. penyclesaian perselisihan; dan 
m. persyaratan Jain yang dianggap pcrlu. 

(4) Perjanj ian BGS/BSG sebaga imana dimaksud pada ayat (3) dituangkan 
dalam bcntuk Akta Notaris. 

(5) Penandatanganan perjanjian BOS/BSG dilakukan setelah mitra 
BGS/BSG menyampaikan bukti seLor pembayaran kontribusi tahunan 
per tama kepada Pemerintah Kabupaten 

(6) Bukti setor pembayaran kontnousi tahunan pcrtama sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) merupakan salah satu dokumen pada lampiran 
yang rnenjadi bagian tidak Lerpisahkan dari perjanjian BGS/BSO. 

Paragraf Kesembilan 
Kontribusi Tahunan, Hasil BGS/BSG Ya.ng Digu.nakan Langsung Untuk Togas 

Dan Fungsi Pemerintah Daerah, Penghitunga.n Dan Pembayara.nnya 

( I} Mitra wajib membayar 
Rekening Kas Umum 
pelaksanaan BGS/BSG. 

Pasal 234 
kontribusi tahunan melalui penyctoran ke 
Daerah sebagai penerimaan daerah dari 

(2) Besaran kontribusi r.ahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati. 

Pasal 235 
( J l Besaran kontribusi tahw1an mctupakan has fl perkalian dari be saran 

pcrsentase kontribusi cahunan denga,1 nilai wajar barang milik daerah 
yang akan dilakukan BGS/ BSG. 

(2) Besaran pcrsentase kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pcrhiLungan Penilai. 

(3) Nilai wajar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayac (l) 
ditentukan bcrdasarkan hasil penila ian oleh Penilai Pemerintah atau 
Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati. 

(4) Dalam ha! nilai ba,-ang milik daerah berbeda dengan nilai wajar hasil 
penilaian sebagaimana d imaksud pada ayat (3), BOS/ BSG barang milik 
daerah menggunakan nilai wajar hasil penilaian scbagaimana dimaksud 
pada ayal (3). 

Pasal 236 
(l) Besaran kontribusi tahW1an pelaksanaan BGS/BSG dapat meningkat 

sctiap tahun dari yang telah ditetapkan scbagaimana dimaksud dalam 
Pasal 235 ayat (2). 

(2) Pe ningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihit-ung berdasarkan 
kontribusi tahunan tahun pertama dengan memperhatikan tingkat 
inllasi. 

{3} Besaran kontribusi tahunan ditet.apkun dalam pcrsctujuari peloksanaan 
BGS/BSG dan dituangkan dalam pe,janjian, 



· 87 · 

(4) Dalam hal usulan besaran kontribusi Lahunan yang diajukan oleh calon 
mitra BGS/BSG lcbih besar dari hasil pcrhitungan yang ctilakukan oleh 
Penilai Pemerintah, besaran kontribusi Lahunan yang ditctapkan dalam 
persetujuan pelaksanaan BGS/BSG dan yang dituangkan dalam 
perjanjian adalah sebesar usulan besaran kontribusi tahunan dari calon 
mitra BGS/BSG. 

Pasal 237 
(1) Pembayaran kontribusi tahunan pertama ke Rekening Kas Umum Daerah 

oleh mitra BOS/ BSG harus dilaku.kan paling lam bat 2 (dua) hari kerja 
sebclum penandatanganan pcrjanjian BGS/BSG. 

(2) Pembayaran kontribusi tahunan tahun berikutnya ke Rekening Kas 
Umum Daerah harus dilakukan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan 
dalam perjanjian. 

(3) Pembayaran kontribusi tahunan pada akhir tahun perjanjiar dibayarkan 
paling lam bat 6 (enam) bulan sebelum perjanjian berakhir. 

(4) Pembayaran konlribusi tahunan scbagaimana dimaksud pada ayat (I) 
dan ayat (2) dibuktikan dengan bukti setor. 

Pa.sal 238 
( I) Dalam jangka waktu pcngoperasian BGS/BSG, paling sedikit 10% 

(sepuluh persen) dari hasil BGS/BSG han,s digunakan langsung oleh 
Penggu.oa Barang unluk penyelenggaraan tugas dan fungsi 
pemerintahan. 

{2) Besaran hasil BGS/ BSG yang digunakan langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayat 11), ditetapkan okh Bupati berdasarkan basil 
perhitungan yang dilakukan rekomcndasi oleh Tim yang dibentuk oleh 
Bupati. 

(3) Penyeral1an bagian hasil BGS/BSG yang digunakan langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakuka.n sesuai dcogan waktu 
yang ditentukan dalam perjanjian 80S/BSG. 

(4) Penetapan penggunaan barang milik daerah hasil BOS/BSG yang 
d igu nakan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat { I), dilakukan oleh 
Bupati. 

Paragraf Kcsepuluh 
Berakhirnya Jangka Waktu BGS/BSG 

Pasal 239 
(1) BGS/BSG bcrakhir dalam hal: 

a. bera)<himya jangka waktu BGS/BSG sebagaimana Lertuang dalam 
perjaojian BGS/BSG; 

b. pengakhiran perjanjian BGS/BSG secara sepihak oleh Bupati; 
c. berakhirnya perjanjian BGS/BSG; dan /atau 
d. ketentuan lain scsuai peratura.n perunda.ng-undangan. 

(2) Pengakhiran BGS/BSG secara sepihak oleh Bupati sebagaimana 
dtmaksud pada ayaL (l~ huruf b. dapat dilelkukan dalam haJ mitra 
BGS/BSG tidak memenuh i kewajiban sebagaimana tertua ng dalam 
perjanjian dao ke1enruan dalam Peraturan Bupati ini, antara lain: 



- 88 -

a. mitra BGS/ BSG cerlambat membayar kontribusi tahunan sebanyak 3 
(tiga) kali bcrturut-lllrtll; 

b. milra BGS/BSG tidal< membayar kontribusi tahunan sebanyak 3 (tiga) 
kali bcrturut-turut; atau 

c. miLra BGS/BSG belum mem'l1lai pembangunan dan/atau tidak 
menyele$aikan pembangunan sesuai dengan perjanjian, kecuali dalarn 
keadaan force majeurc. 

(3) Pengakhiran BGS/BSG scbagaimana dimaksud pada ayaL (2) dapat 
dilakukan oleh Bupati sccara tcrlulis. 

Pasal 240 
(I) Pengakhiran perjanjia,t BGS/BSG secara sepihak oleh Bupati 

sebagaimana dimak:,ud dalam Pasal 239 ayat (I) huruf b, dilaksanakan 
dengan tahapan: 
a. Bupati menerbitkan teguran tertulis pertama kepada mitra BGS/BSG; 
b. dalam hal mitra BGS/ BSG tidak melaksanakan teguran dalam jangka 

waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditcrbitkan 1eguran tertulis 
pertama, Bupat.i menerbitkan teguran tcrtulis kedua; 

c. dalam hal mitra BGS/BSG tldak melaksanakan teguran kedua dalam 
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari k~lender sejak diterbitkan teguran 
tertulis kedua, Bupati menerbitkan teguran tertulis ketiga yang 
merupakan teguran terakhir; dan 

d. dalam haJ mitra BGS/BSG Lidak melaksanakan teguran kctiga dalam 
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan teguran 
tertulis ketiga, Bupati menerbitkan surat pengakhiran BGS/BSG. 

(2) Setelah menerima surat pcngakhlran BGS/BSG sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) da lam jangka waklu paling lama 30 (tiga puluh) hari, mitta 
BGS/BSG wajib menyerahkan objek BGS/ BSG kepada Bupati. 

(3) Bupati meminta aparat pcngawasan intern pemerintah untuk melakukan 
audit atas objek BOS/ BSG yang disera hkan oleh mitra BGS/BSG. 

(4) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan untuk memeriksa: 
a. kescsuaian jumlah dan kondisi objek BGS/ BSG ant-,1ra yang akan 

diserahkan dengan perjanjian BGS/BSG; 
b. kesesuaian bangunan dan fasilitas hasil BGS/BSG aniara yang akan 

diserahkan dcngan Perjanjian BGS/BSG; dan 
c. laporan pelaksanaan BGS / BSG. 

(5) Aparat pengawasan intern pemeri.ntah melaporkan ha sil aud it kepada 
Bupati dcngan cembusan kepada m.itra BGS/ BSG. 

(6) Mitra BGS/ BSG menindaklanjuti seluruh hasil audit yang disampaikan 
oleh apan,t pengawasan intern pcmerintah dan melaporkannya kcpada 
Bupati. 

(7) Serah terima objek BGS/ BSG dilakukan paling lambat pada saat 
berakhirnya jangka waktu BGS/BSG dan dituangkan dalam Serita Acara 
Serah Terima (BAST) . 

(8) Mitra tetap berkewajiban meninda.klanjuti hasil audit dalam hal terdapat 
hasil audit yang belum selesai ditindaklanjutl oleh mitra setelah 
dilakukannya sc:rah rerima. sebagaimana dimaksud pada nyat (7). 

(9) Pengakhiran sepihak BGS/BSO ridak menghilangkan kewajiban miLra 
BGS/BSG untuk memenuhi kcwajibannya sebagaimana Lertuang dalam 
perjanjian BGS/ BSG. 
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Paragraf Kesebelas 
Tata Cara Pelaksanaan BGS/ BSG 

Atas Barang Milik Daerah Berupa Tana.h Yang Berada 
Pada Pengelola Barang 

Pasal 241 
Tahapan pelaksanaan BGS/BSG atas barang milik daerah yang berada pada 
Pengelola Barang, meliputi: 
a. inisiatif atau permohonan; 
b. penelitian administrasi; 
c. pembentukan Tim dan Penilaian; 
d. perhitungan besaran penerimaan daerah berupa kontribusi tahunan dan 

persentasc hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan 
fungsi pemerintahan; 

e. pemilihan mitra~ 
f. penerbitan keputusan; 
g. penandatanganan perjanjian; dan 
h. pelaksanaan . 

Pasal 242 
80S/BSG at.as barang milik dacrah yang berada pada Pengelola Barang dapat 
dilakukan berdasarkan: 
a. inisiatir Bupati; atau 
b. permohonan dari pihak lain, 

Pasal 243 
{!) lnisiatif Bupati atas BGS/BSG Ba.rang milik daerah sebagaimana 

dJrnnksud dalam Pasal 242 huruf a, dituangkan dalam bentuk 
rekomendasi BGS/BSG barang milik daerah. 

(2) lnisiatif Bupati sebagaimana ctimaksud pada ayat ( l) dapat berasal dari 
rencana kebutuhan yang disampaikan oleh Pengguna Barang. 

Pasal 244 
(I) Permohonan dari pihak lain scbagaimana dimaksud dalam Pasal 242 

huruf b, diusulkan kepada Bupati yang memuat: 
a. latar bclakang permohonan; 
b. rencana perunrukan BOS/ BSG; 
c. jangka waktu BGS/BSG; dan 
d. usulan besaran kontribusi tahunan. 

(2) Permohonan sebagairnai,a dimaksud pada ayat (I), dilengkapi dengan: 
a. data barang milik daera.h yang diaju kan untuk dilakukan BGS/BSG; 
b. data pemohon BGS/BSG; 
c. proposal rcncana usaha BGS/BSG; 
d. infonnas, lainnya berkaitan dengan usulan BGS/ BSG, antara lain 

informasi mengenai: 
J. Rencana Umum Tata Ruang, Wilayah dan penataan kota; dan 
2. buktl kepemilikru'l mau dokumcn yang dipersa..rmAkan . 
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Pasal 245 
(1) Besaran kontribusi tahunan, dan persentase hasil BGS/BSG yang 

digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pcmerinrahan dihitung oleh 
Tim BGS/BSG berdasarkan dan/atau mempertimbangkan nilai waja r 
barang milik daerah dan analisis da,·i Penilai. 

(2) Penghitungan hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan 
fungsi pemerintahan, dilakukan oleh Tim BOS/ BSG. 

(3) Apabila diperlukan, Bupati mela lui Pengelola Barang dapat menugaskan 
Penilai un tuk melakukao perhitun:gan hasil BGS/BSG yang digunakan 
langsung untuk tugas dan fungsi pemcrintahan. 

(4) Besaran kontribusi tahuna n dan hasil BGS/BSG yang digunakan 
langsung untuk tugas dan fungsi pcmerintahan merupakan nilai limit 
terendah dalam pelaksanaan pemilihan mitra. 

(5) Besaran kontribusi tahunan dan hasil BGS/BSG yang digunakan 
langsung uncuk tugas dan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) ditetapkan Bupati. 

Pasal 246 
(1) Mitra BGS/BSG harus melaksanakan pembangunan gedung dan 

fasilitasnya sesuai dengan yang telah dltentukan dalam perjanjian 

BGS/BSG. 
(2) Apabila mitra BOS/BSG telah selesai melaksanakan pembangunan 

gedung dan fasilitasnya sebagairnana dimaksud pada ayat (1), maka: 
a. mitra mcnyerahkan hasil BGS/ BSG yang digllnakan langsung untuk 

penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan sebagaimana 
ditentukan dala.rn perjaojian BSC /BGS; 

b. mitra dapat langsung mengoperasionalkan hasil BGS yang dibangun 
sesuai dengan perjanjian BGS; dan 

c. mitra menyerahkan hasil BSG kcpada Bupati. 
(3) Hasil BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf c rnerupakan 

barang milik daerah . 

Pasal 247 
Ketentuan mengenai pelaksanaan KSP barang milik daeral1 sebagaimana 
dimaksud dalt\m Pasal 198 sampai dengan PasaJ 209 berlaku mutatis 
mutandis terhadap pelaksanaan BGS/8$0 yang bcrada pada Pengelola 

Barang. 

Paragraf Keduabelas 
Tara Cara Pelaksanaan BGS/BSG 

Atas Barang Milik Daerah Berupa Tanah 
Yang Bcrada Pada Pengguna Barang 

Pasal 248 
{lJ Barang milik daerah berupa tanah yang bcrada pada Pengguna Barang 

dapat dilakukan BGS/BSG berdasarkan: 
a . inisintif Pengguna Barang; a.tau 
b. permohonan dari pihak lain. 
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(2) lnisiatif Pengguna Barang atas p-elaksanaan BGS/ BSG barang milik 
daerah sebagaimana climaksucl pacla ayat (I) huruf a, clisarnpaikan clalam 
ben1uk surat permohonan pelaksaoaan BGS/BSG yang clitujukan kepacla 
Bupati. 

(3) Permohonan dari pihak lain sebagaimana d.imaksucl pacla ayat (1) huruf 
b, clisampaikan clalam bentuk sural permohonan pelaksanaan BGS/BSG 
yang climjukan kepada Pengguna Barang. 

(4) Permohooan sebaga.imana climaksud pada ayat (3) mcmuat antara lain: 
a. latar belakang permohonan; 
b. rencana peruntukan BGS/BSG; 
c. jangka waktc1 BGS/ BSG; 
cl. usu lan besaran kontribusi iahunan; clan 
e. usulan pcrsentase hasil BGS/BSG yang digunakan langsung uotuk 

tugas clan fungsi pemerintahan. 

Pasal 249 
(l) Pengguna Barang mengajukan permohonan pcrsetujuan BGS/BSG 

tcrhadap permohonan pihak lrun sebagaimana dfrnaksud dalam Pasal 248 
ayat (3) kepada Bupati, yang memuat: 
a . la tar belakang permohonan; 
b. rencana peruntukan BGS/ BSG; 
c. jangka waktu BGS /BSG; 
d. usulan besaran kontribusi tahunan; dan 
c. usulan persentase hasil BGS/BSG yang cligunakan langsung untuk 

tugas dan fungsi pemerintahan. 
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) disertai: 

a. data barang milik dacrah yang diajukan untuk dila.kukan BGS/880; 
b. data pemohon BGS/ BSG; 
c. proposal BOS/BSG; 
d . data barang milik daerah yang akan clilakukan BGS/ BSG; clan 
e. lnformasi lainnya berkaitan dengan usulan BGS/ 8$0. 

(3) Data barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, 
menegaskan bahwa: 
a. barang milik daerah yang akan dilakukan BGS/BSG lidak sedang 

digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pokok 
SKPD / unit kerja; dan 

b. pclaksanaan BGS/BSG barang cnillk daerah tidak akan mengganggu 
pelaksanaan tugas clan fungsi SKPD. 

(4) lnformasi lainnya yang berkaitan clengan usulan BGS/BSG sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf e, an1ara lain informasi mengenai: 
a. Rencana Umum Tata Ruang WUayah clan penataan kota; dan 
b. buktl kepemilikan atau dokumen yang clipersamakan. 

(5) Apabila permohonan BGS/BSG yang cliajukan oleh Pengguna Barang 
bukan berdasarkan pennohonaii dari pcmohon BGS/ BSG, maka 
permohonan BGS/BSG kepacla Bupati tidak perlu clisertai data pcmohon 
BGS/BSG seb'lgaimana climak$Ucl :pada ayat (2) huruf b. 

(6) Berdasarkan pem,ohonan Pengguna Barang scbagaimana dimaksud 
pada ayat ( l) clan ayat (5), Pengelola Barang melaku kan pcnelilian 
aclministrasl atas barang milik da.erah yang akan dilakukan BGS/BSG. 
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(7) Pcngelola Barang menyampaikan hasil penclitian sebagaimana climaksud 
pada ayat (6) kep1<da Bupati. 

Pasal 250 
\I) Berdasarkan hasil penelitian adrninistrasi sebagaimana dirnaksud dalam 

Pasal 249 ayal (7), Bupati dapat memberikan pcrsetujuan atau penolakan 
t,erhadap pcrmohonan BGS/BSO. 

(2) Apabila Bupati tidak rnenyetujui permohonan BGS/BSG, Bupati 
menerbitkan surat penolakan yang clisampaikan kepada Pengguna 
Barang dengan clisertai aJasan. 

(3) Apabila Bupati menyetujui pe1mohonan BGS/BSG, Bupati rnenerbitkan 
surat persetujuan. 

(4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada aya, (3) mcmuat 
persetujuan Bupati dan kewajiban Pengguna Barang untuk menyerahkan 
barang milik daerah yang akan dijadikan sebagai objek BGS/BSG 
kepada Bupatc 

(5) Penyerahao objck BGS/BSG kepada Bupati sebagaimana d imaksud pada 
ayat (4), diLuangkan dalam Serita Acara Serah Terima (BAST). 

Pasal 251 
( I) Penentuan rincian kebutuhan bangunao dan fasilitas yang akan 

dibangun di atas objek BGS/BSG ditentukan Bupati berdasarkan 
pcrtimbangan bersama antara Pengdola Barang dan Pengguna Barang. 

(2) Ketcntuan pada pelaksanaan KSP scbagaimana dimaksud dalam Pasal 
198 sampai clengan Pasal 209 berlaku mutatis mutandis tcrhadap 
pelaksanaan BOS/ BSC barang milik daerah atas tanah yang berada paoa 
Penggluia Barang yang sudah diserahkan oleh Pengguml Barang kepada 
Bupati. 

Bagian Kesembilan 
KSPI 

Paragraf Kesatu 
Prinsip Umum 

Pasal 252 
KSPI alas barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan: 
a. daJam ra11gka kepentingan umum dan /atau per,yecliaan in fra struktur 

guna mendukung tugas dan [ungsi pemerintahan; 
b. tidak tersedia a tau tidak cukup tersed ia dana dalam APBD untuk 

penyediaan infrastruktur; dan 
c. termasuk dalam daftar priorims pcogram penyediaan infrastrukrur yang 

ditetapkan oleh pemerintah. 

Pasal 253 
(l) Kcwajiban Mitra KSPI sela ma jangka waktu KSPI adalah: 

a. dilarang mcnja.minl«ui, meng.gadaikan , Q.lQU memindahtangartkan 

barang milik daerah yang menjadi objek KSPI; 
b. wajib memelihara objek KSPI dan barang ha sil KSPI; dan 



c. dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang 
terdapat kelebihan keuntungan yang ctiperoleh dari yang ditcntukan 
pada saat perjanjian dimulai (cla wback). 

(2) Mitra KSPI harus menyerahkan obje.k KSPI dan barang hasil KSPI kepada 
pemerintah daerah pada saat berakhirnya jangka waktu KSPI sesua.i 
perjanjinn. 

(3) Barang hasil I<SPI sebagaimana din1aksud pada ayat (2) menjadi barang 
milik daerah sejak cliserahkan kepada pemerintah daerah sesua.i 
perjanjian. 

(4) Pcnetapan mitra KSPf dila.ksanakan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 254 
Jenis lnfrastruktur yang termasuk dalam daftar prioritas program penyediaan 
infrastruktur sebagaimana diroaksud da. la.m pasa.l 252 huruf c sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan. 

Paragraf Kedua 
Piha.k Pelaksana KSPI Atas Barang Milik Daerah 

Pasal 255 
(I) Piha.k yang dapat mela.ksanakan KSPI adalah: 

a. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada 
Pengelola Ba.rang: aiau 

b. Pengguna Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada 
Pengguna Barang. 

(2) KSPI atas barang milik dacrah dilakukan antara pemerincah daemh dan 
badan usaha. 

(3) Sadan usaha sebagaimana dima.ksLtd pada ayal (2) adalah bada.n usaha 
yang berbcntuk: 
a. Perseroan 1'erbatas; 
b. Badan Usaha Mili.k Negara; 
c. Sadan Usaha Milik Daerab; dan/atau 
d. Koperasi. 

Paragraf Ketiga 
PJPK KSPI Atas Barang Milik Daerah 

Pasal :256 
(l) PJPK KSPI atas barang milik dacrah. adalah pihak yang dit.unjuk dan/atau 

ditetapkan sebagai PJPK dalam rangka pelaksanaan kerja sama 
pemerintah daerah dengan badan usaha. 

(2) Pihak yang dapat ditunjuk da.n ditetapkan sebagai PJPK sebagaimana 
djmaksud pad a ayat (I) mempedomani keLentuan Pearuran Pcrundang

undangan. 



(I) Objek KSPI melipuci: 

Paragraf J<eempat 
Objek KSPI 

Pasal 257 

a. barang milik daerah yang berada pada Pengclola Barang; atau 
b. barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang. 

(2) Objek KS PI atas barang milik daerah meliputi: 
a. tan ah dan/ a tau bangunan; 
b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan; a tau 
c. selain tanah dan/atau bangunan. 

Paragraf Kellina 
Jangka Wakt:u KSPI 

Pasal 258 
(I) Jangka waktu KSPI atas barang milik daerah palir1g la ma 50 ~ima puluh) 

tahlUl sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang. 
(2) Jangka wakt:u KSPI atas barang milik daerah sebaga,mana dimaksud 

pada ayat ( l ) ditet:apkan oleh Bupati. 
(3) Jangka waktu KSPI atas barang milik dacrah dan perpanjangan 

sebagaimana d imaksud pada ayat (2) clituangkan dalam perjanj ian KSPI 
atas barang mmk daerah. 

Pasal 259 
(1) Perpanjangan Jangka waktu KSPI atas barang milik daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 258 ayat (3) hanya dapat dilakukan apabila terjadi 
keadaan t idak terduga (government force majeure/ seperti dampak 
kel:iijakan pemerintah yang disebabkan oleh cerjaclinya krisis ekonomi, 
politik, sosial, dan keamanan . 

(2) Perpanjangan jangka waktu KSPl atas barang rrulik daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (\ ) diaju kan permohonannya paling lama 6 (enam) 
bulan sctelah keadaa,t tidak terduga (government force majeure )terjadi. 

Paragraf Kecnam 
Masi! KSPI Atas Barang Milik Daerah 

Pasal 260 
(1) Hasil dari I<SPI at:as barang milik daerah terdiri atas: 

a. barang hasil KSPI berupa infrastruktur beserta fasilitasnya yang 
dibangun oleh mitra KSPI; dan 

b. pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang 
d1ten tukan pada saat perjanjian dimulai (clawback). 

!2) Pembagian atas kelebiban keuntunga11 sebagaimana dirnaksud pada ayat 
(1) huruf b merupakan penerimaan pemer intah daerah yang harus 
disetorkan kc rckeniog Kas Umum Daerah. 
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Pasal 261 
(1) Formulasi dan/atau bcsaran pcmbagian kclcbihan kcuntungan 

/dawback) ditctapkan oleh Bupati. 
(2} Penetapan besaran pembagian kelebihan keunrungan (clawback) 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( l} dilakukan dengan 
mempertimbangkan hasil kajian dar.i Tim KSPI yang dibentuk oleh Bupati. 

(3) Perhirungan pembagian kelebihan keuntungan (clawback) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) dilakukan dengan mempertimbangka n antara 
lain: 
a. niJai investasi pemerintah daerah; 
b. nilai investasi m.itra KSPI; 
c. risiko yang ditanggung mitra KSPI; dan 
d. karakteristik infrasrruktur. 

Paragrar Ketujub 
lnfrastruktur Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah 

Dalam Rangka Penyediaan lnfrastrukur 

Pasal 262 
(1) lnfrastruktur yang menjadi hasil kc-giatan KSPI atas barang milik daerah 

berupa: 
a. bangunru1 konstruksi infrastruk,Lir bcscrta sarana clan prasarana; 
b. pengembangan infrastruktur berupa penambahan dan/ atau 

peningkatan terhadap kapasitas, kuantitas dan/atau kualitas 
infrastruktur; dan/atau 

c. hasil penyediaru1 infrastruktur berupa penambahan dan/ atau 
peningkatan terhadap kapasitas, kuantit.a~ dan/atau kualitas 
infrastruktur lainnya. 

(2} Mitra KSPI menyerahkan infrastruktur yang menjadi hasil kcgiatan KSPI 
atas barang milik dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) sesuai 
perjanjian atau pada saat berakhirnya peijanjian. 

(3) Penyeraban sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan oleh mitra 
KSPI atas barang milik dae,-a.h kepada PJPK. 

Pasal '.263 
(I) PJPK menyerahkan barang milik dacrah yang diterima dari mitra KSPI 

atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 ayat (3) 
kepada Bupati. 

(2) Barang hasil KSPI atas barang milik daerab berupa infrastruktur beserta 
fasi llr.asnya menjadi barang milik daerah sejak discrahkan kepada 
Pemerinr.ah Kabupaten. 

Paragraf Kedelapan 
Tata Cara Pe!aksanaan KSP! Ar.as Barang Milik Daerah 

Pada Pcngclola Barang 

Pasal '.264 
Tahapan pelaksanaan KSPI atas barang milik daerah yang berada pada 
Pengelola Barang meLiputi: 
a. permohonan; 
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b. penelitian administrasi; 
c. pembentukan Tim dan peniJaian; 
d . pcrhilungan besaran penerimaan daerah dari KSPI berupa pembagian 

kelebihan kcuntungan (clawback); 
e. penerbitan keputusan; 
f. penyera.han barang milik daerah da.ri Bupati kepada Penanggung Jawab 

proyek KSPI; 
g. pemilihan mitraj 
h . penandatanganan perjanjian; 
,. pelaksanaan; 
J· pengamanan dan pemeliharaan; 
k. pcmbayaran bagian atas kelebihan keunrungan {clawback), jika ada; dan 
J. pcngakhiran . 

Pasal 265 
(I) KSPI atas barang milik daera.h yang berada pada Pengelola Barang dapat 

dilakukan berdasarkan permohonan dari Pengelola Barang yang 
disampaikan secara ter tulis kepada Bupati. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat {l) sekurang-kurangnya 
memua.t data dan informa.si mengcnai: 
a . identitas PJPK, termasuk dasar penetapan/ penunjukkannya; 
b. latar belakang permohonan; 
c. barang milik daerah yang diajukan untuk clilakukan KSPI, antara lain 

jcnis, nilai, dan kuantltas barang milik daera.h; 
d. rencana peruntukan KSPI; 
e. jangka waktu KSPl; dan 
f. cstimasi besaran pembagian kelebihan keuntungan (cla.wba.ckJ, 

Pasal 266 
{JJ Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (2) dilengkapi 

dokumen pendukung berupa: 
a . proposal pra kelayakan studi (pra feasibility study) proyek KSPI; 
b. surat pemyataan kesediaan menjad.i PJPK KSPI; dan 
c. surat kelayakan penyediaan infrastruktur dari Kementerian/ Lembaga 

dan/ atau Dinas Teknis scsuai kententua.n peraturan perundang
undangan. 

(2) Su rat pemyataan scbaga.imana dimaksud pada ayat (J) huruf b paling 
sedikit memuat: 
a. data dan informasi mengenai PJ PK l<SPJ; 
b. dasar penunjukan/ penerapan; 

barang milik daerah yang dircncanakan untuk dijadikan sebagai objck 
KSPI; 

d. kesediaa n dan kesanggupan unluk menjadi PJPK KSPI; dan 
kesediaan melaksanakan pro·ses KSPI sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 267 

(I ) Bupati melakukan pcnelilian administrasi atas permohonan KSPI yang 
d.iajukan oleh PJ PK. 
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(2) Apabila berdasarkan hasil penelitian administrasi seba_gaimana dimaksud 
pada ayat (l) menunjukkan bahwa barang rnilik daerah dapat dilakukan 
KSPI maka Bupati: 
a. membentuk Tim KSPI; d.an 
b. menugaskan Penilm untuk mela.kukan penilaian barang miiik daerab 

yang akan dilakuk.an KSPI guna mcngetahui nilai wajar atas barang 
milik daerah bcrsangkut.an. 

Pasal 268 
(I) Tim KSPI sebagaimana dimaksud daJam Pasal 267 ayat (2) huruf a 

berjumlah gasal dan beranggotakan antara lain: 
a. Pengelola Barang; 
b. Pcrwakilan dari SKPD terkait; dan 
c. Perwakilan dari SKPD yang membidangl pengelolaan barang milik 

daerah. 
(2) TugasTim KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi: 

a. mclakukan kajian atas barang milik daerah yang diusulkan menjadi 
objek KSPI; 

b. melakukan kajian atas besaran penerimaan daerah dari KS.Pl, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (I) huruf b; dan 

c. melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Bupati. 
(3) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim KSPl 

dibebankan pada APBD. 
(41 Tim KSPI dapat meminta masukan kepada Penilai atau pihak yang 

berkompeten dalam rangka pelaksanaan tugas. 

Pasal 269 
(II Perhitungan besaran pembagi.an kelebihan keuntungan (clawback) 

dilakukan oleh Tim KSPl sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 258. 

(2) Bupati menetapkan besaran bagian Pemerintah da.lam pcmbagian 
kelebihan keuntungan (c/awback) dengan mempertimbangkan 
perhitungan Tim KS.Pl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sura, 
persetujuan KSPI. 

(3) Besaran bagiAn pemerintah dacrah dalam pembagian kelebihan 
keuntungan (clawback') yang clitetapkan Bupati sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dicantumkan dalam dokumen tender. 

Pasal 270 
(I) Bupati mencrbitkan Kcputusar, KSPI apabila permohonan KSPI dianggap 

layak, dcngan mcmpcrtimbangkan hasil pelaksanaan tugas Tim KSPI. 
(2) Keputusan KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (I) sekurang

kura.ngnya memuat: 
a. data barang milik daerah yang menjadi objek KSPI; 
b. peruntukan KSPI, termasuk kelompok/ jenis infrastruktur; 
c. besaran pcmbagian kelebihan keuntungan (clawbacko); 

d . jangka waktu KSPI ""'" barang milik daerah; do.n 
e. penunjukan PJPK KSPI atas barang milik dacrah. 

(3) Salinan Keputusan KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disampaikan kepada Pcngclola Barang. 
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(4) Apabilla permohonan KSPI dianggap tidak layak, Bupati memberitahukan 
kepada pemohon disertai alasannya. 

Pasa1271 
(I) Bupati menyerahkan barang rnili!k daerah yang menjadi objek KSPI 

kepada PJPK penyediaan infrastruktur berdasarkan keputusan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 aya, (1 ). 

(2) Penycrahan objek KSPI sebaga.imana dimaksud pada ayat (It dituangkan 
dalam Berita Acara Serah Tcrima (BAST) yang ctitandatangani olch Bupati 
dan PJPK penyediaan infrastruktur atas barang milik daerah. 

{3) Penyerahan objek KSPI kepada PJPK penyediaan infrastruktur 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dalam rangka KSPI atas 
barang milik daerah dan bukan sebagai pengalihan kepemilikan barang 
milik daerah. 

Pasal 272 
(1) PJPK penyediaan infra sLTuktur aias barang rrtilik daerah menecapkan 

mitra KSPI be1"dasarkan hasil tender dari proyek kerjasama sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama 
pemerintah dalam penyediaa.n infrastru ktur. 

(2) Penetapan mitra KSPI dilaporkan oleh PJPK penyediaan infrastruktur atas 
barang milik dacrah kcpada Bupati paling lama I (satu) bulan sctelah 
tanggal ctitetapkan. 

Pasal 273 
(1) PJPK Penyediaan lnfrastruktur menandatangani pcrjanjian KSPI dcngan 

mitra KSPI yang ditetapkan dari hasil tender. 
(2) Penandatanganan perjanjian KSPl dilakukan paling lama 2 (dua) iahun 

terhitung sejak tanggal berlakunya Keputusao KSPI. 

Pa,;al 2 74 
(I) Berdasarkan perjanjian KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 

ayat (1), PJPK Penyediaan lnfrastruktur menyer-ahkan barang milik 
daerah yang menjadi objek KSPJ kepada mitra KSPI. 

(2) Penyerahan barang milik dacrah yang mcnjadi objek KSPJ sebagaimana 
ctimaksud pada ayat (J) dituangkan dalam Serita Acara Serah Terima 
(BAST) yang ctitandatangani oleh PJPK Penyediaan lnfrastruktur dan 
mitra KSPJ. 

(3) Peoyerahan barang milik daerab yang menjadi objek KSPI sebagaimana 
dimaksud pada ayaL (I) hanya dalam rangka pemanfaatan barang milik 
daerah dan bukan sebagai pengalihan kepemilikan barang milik daerah. 

Pasal 275 
(1) PJPK Penycctiaan Infrastruktur mela porkan pelaksanaan 

penandatanganan perjanjian KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
273 ayat (I) de.n penyerahan barang milik daerah kcpada mitra KSPI 
sebagaimana dimnksud da.lrun Pasa.1 274 ayuL U} l<epada Bupati dengan 
melampirkan salinan perjanjiao KSPI dan salinan Berita Acara Serah 
Terima (BAST). 
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(2) Oalam hal jangka waktu sudah terlewati dan perjanjian belum 
ditandatangani, Keputusan KSPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 
ayat (2) dinyatakan tidak berlaku. 

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
sepanjang lcwa1 waktu tidak disebabkan oleh hal yang clilakukan oleh 
mitra KSPI, penandatanganan perjanjian dilakukan paling Jama 3 (tiga) 
ta hun terhitung sejak berlakunya keputusan KSPI atas barang milik 
daerah. 

Pasal 276 
( I) Perjanjian KSPI atas barang milik daerah sekurang-kurangnya memuat: 

a. dasar perjanjian; 
b. identitas para pihak; 
c. barang rnilik daernh yang menjadi objek pemanfaatan; 
d. peruntukan pemanfaatan; 
e. hak dan kewajiban; 
f. jangka waktu pemanfaatan; 
g. bcsaran penerimaan serta mekanisme pembaya ran; 
h. ketentuan mengcnai berakhirnya pemanfaa tan; 
,. sanks.i; dan 
j. penyelesaian pcrselisihan. 

(2) Perjanjian KSPI atas barang milik dae.rah sebagaimana climaksud pada 
ayat (I) dituangkan dalam bentuk Akta Notans. 

Pasal 277 
(I) Mitra KSPI atas barang milik daerah wajib melakukan pengamanan dan 

pemeliharaan atas: 
a. barang milik daerah yang menjadi objek KSPI; dan 
b. barang hasil KSPI atas barang milik daerah bcrdasarkan perjanjian. 

(2) Pengamanan scbagaimana dimakcsud pada ayat (ll dirujukan untuk 
mencegah terjadinya penurunan rungsi dan hilangnya barang milik 
daerah yang menjadi objek dan hasil KSPI atas barang milik daerah. 

(3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditujukan untuk 
menjaga kondisi dan memperbaiki barang milik daerah yang menjadi 
objek KSPI dan hasil KSPI at.as barang mi!ik daerah agar selalu dalam 
keadaan baik dan siap untuk digunakan sccara berdaya guna dan 
berhasil guna 

(4) Perbaikan barang milik daerah sebagaimana climaksud pada aya1 (3) 
harus sudah selesai dilaksanakan paling Jambat pada saat berakhirnya 
jangka waktu KSPI. 

(5) Seluruh biaya pengamanan dan pcmelibaraan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) menjacli beban mitra KSPI. 

Pasal. 278 
(J) Mitra KSPI dilarang mendayagunakan barang milik daerah yang mcnjadi 

objek KSPI selain peruntukan KSP[ scsuai pe1janjian. 
(2) Miu-a KSPI dilarang menjaminkan acau mcnggadai.kan barsng milik 

daerah objek KSPI. 
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Pasal 279 
(!) Bagian Pcmerintah Kabupa,en atas pembagian kelebihan keuntungan 

(clawback) disetorkan oleh mitra KSPI ke rekeniag Kas Umum Daerah 
paling lambat 31 marct. 

(2) Bagian Pemerintah Kabupaten atas pembagian kelebihan keuntungan 
(clawback) yang terjadi pada taJiun terakhir dalam jangka waktu 
perjanjian KSPJ disctorkan oleh mitra KSPI ke rekening Kas Umum 
Daerah paling Jamba t 10 (sepuluhi hari sebelum berakhirnya jangka 
waktu perjanjian. 

(3) Bagian Pemerintah Kabupaten atas pembagian kelebihan keuntungan 
(clawback) sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disetorkan oleh mitra 
KSPI sepanjang terdapat kclebihan keuntungan (clawback) yang diperoleh 
dari yang dhentukan pada saat pe1Janjian KSPI climulai. 

Pasal 280 
KSPI atas barang milik daerah berakhir dalam ha!: 
a. berakhirnya jangka waktu KSPI acas barang milik daerah; 
b. pengakhiran perjanjian KSPI acas barang milik daerah secara sepihak oleh 

Bupati; atau 
c. ketentuan lain sesuai dcngan ketenruan Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 281 
(!) Pengakhiran secara sepihak oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 280 buruf b, dapat dilaln1kan dalam hal mitra KSPI a tas barang 
milik daerah: 
a. cidak membayar pembagian kelebihan keuntungan dari KSPI atas 

barang milik dacrah yang ditentukan pada saat perjanjian dim1.dai 
(clawback); atau 

b. tidak memenuhi kewajiban se)a.in dari sebagaimana dimaksud pada 
huruf a sebagaimana tertuang dalam perjanjian. 

(2) Pengakhiran KSPl sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat dilalrukan 
oleh Bupati berdasarkan hasil pertimbangan Pengelola Barang dan/atau 
Pengguna Barang secara tertulis. 

Pasal 282 
( L) Pengakhiran perjanjian KSPI secara sepihak oleh Bupati sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 281 , diawali dengan pencrbitan teguran tertulis 
pertama kcpada mitra KSPI olch Bupati. 

(2) Apabila mitra KSPI tidak melalcsanalcan teguran per tama sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) dalam jaogka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak 
teguran tertulis pertama ditcrbitkan, Bupari menerbitkan teguran tertulis 
kedua. 

(3) Apabila mitra KSPI tidalc melaksanakan teguran kedua sebagaimana 
dimalcsud pada ayat (2) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak 
teguran tertulis kedua diterbitkan, Bupati mene rbitkan teguran tertulis 
ketiga yang merupakan teguran terakhir. 

(4) Apabila m.itra. KSPJ ti.dak mclaksanakan teguran ketiga sebagaimana 
dimalcsud pada ayat (3) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak 
teguraJ, tertulis kctiga diterbitka.n, Bupati menerbitkan surat pengakhiran 
KSPl. 
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(5) Surat Leguran scbagaimana dimaksud pada ayat (l), ayat (2) dan ayaL (3) 
serta surat pengakhiran sebagairnana dimaksud pada ayat (4) 

ditcmbuskan kepada PJPK. 
(6) Mitra KSPI harus menyerahkan objek KSPI kepada Bupati dcngan 

tembusan PJPK berdasarkan surat pengakhiran KSPI atas barang milik 
daerah sebagaimana dimaksud pad.a ayat (4) dalam jangka waktu paling 
lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat pengakhiran pcrjanjian 
KSPI. 

Pasal '283 
(JI Dalam ha! akan mengakhiri KSPI, Mitra KSPI hanis mclaporkan kepada 

JPK paling lambat 2 (dua) tahun sebelumjangka waktu KSPI berakhir. 
(2) Berdasarkan la po ran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan 

audit oleh audicor in<lependen/aparat pengawasan intern pemerintah atas 
pelaksanaan KSPI atas barang m.i.lik daerah berdasarkan permintaan 
PJPK. 

(3) Auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana 
dimaksud padtl ayat (2) mcnyampaikan hasil audit kepada PJPK 
penyediaan infrastruktur atas barang milik daerah. 

(4) PJPK menyampaikan hasil audit s.ebagaimana dimaksud pada ayat (31 

kepada mitra KSPI. 
(5) Mitra KSPI menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) dan melaporkannya kepada PJPK. 

Pasal 284 
(I) Mitra KSPT mcnyerahkan barang milik daerah yang menjadi objek KSPI 

pada saat berakhirnya KSPI kepadai PJPK dalarn keadaan baik dan layak 
digunakan secara optima l sesuai rungsi dan peruntukannya. 

12) Oalarn ha! terdapat infrastruktur hasil KSPI atas barang milik daerah, 
mitra KSPI wajib menyerahkannya bersamaan dengan penyerahan objck 
KSPI sebagaimana dimaksud pada ayal (I). 

(3} Pcnyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) daa ayat (2) d ituangkan 
dalarn Berita Acara Serah Terima (BAsn. 

Pasal 285 
Dalam bal masih terdapat hasil audit yang belu m selesai ditindaklanjuti oleh 
mitre KSPl setela h dilakuka n serah terima sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 284, Mitra KSPI terap be~kewajiban menindaklanjuLiaya sampai dengan 
selesai. 

Pasal 286 
(I) PJPK mclaporkan kcpada Bupati: 

a. berakhimya KSPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277; 
b. hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 ayat (3); dan 
c. hasil audit yang belum d iseles.aikan scbagaimana dimaksud dalarn 

Pasal 285. 
(2) PJPK mcnycrahkan kepada Bupali: 

a . objek KSPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (l); dan 
b. hasi I KSPI sebagajmru1a cLimaksud dalam Pasal 284 ayat (2). 
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Paragraf Kesembilan 
Penatausahaan 

Pasal 287 
( 1) Pengelola Barang melakukan penatausahaan atas pelaksanaan KSPl atas 

barang milik daerah yang berada pada Pengclola Ba.rang. 
(2) Pcngguna Barang melakukan penatausahaan lerhadap pelaksanaan KSPl 

atas barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang. 

Pasal 288 
(l) Mjtra KSPI melaporkan secarn lerlulis hasil penyeloran pendapatan 

daerah atas KSPl kepada Bupati se:suai pe,janjian dengan dilampiri bukti 
penyetoran pcndapatan daerah. 

(2) Bukti penyetorao pendapa.ta.n daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I) merupakan dokumen sumber pe laksanaan peoatausahaan KSPI. 

Paragraf Kesepuluh 
Sanksi Dan Denda 

Pasal 289 
(1) Dalam hal mitra KSPI terlambat melakukan pcmbayaran atau melakukan 

pembayarnn namun tidak sesuai dengan ketencuan atas pembagian 
keuntungan KSPI sebaga.imana dirnaksud dalam Pasal 279, mitra KSPI 
atas barang milik daerah wajib membayar denda sebagaimana diatur 
dalam naskah perjanjian. 

(21 Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) djlakukan 
melalui penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah, 

Pasal 290 
(!) Dalam hal barang milik daerah yang menjadi objek KSPI tidak dipelihara 

dengan baik sesuai ketentuan pada perjanjian, mitra KSPI mempcrbaiki 
sampai pada kondisi sesuai dengan yang diperjanjikan. 

(2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) barus sudah selesai 
dilaksanakan paling lambat pada saat bcrakhirnya masa KSPI atas 
barang milik daerah. 

Pasal 291 
(1) Dalam hal barang milik daerah yang menjacti objek KSPI hilang selama 

pelaksanaan masa KS Pl akibat kesalahan a tau kelalaian mitra KSPI, 
mitra wajib mengganti objek dan hasil KSPl dengan barang yang, sama 
atau barang yang sejcnis dan setara. 

(2) Penggantian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) 
harus sudah sclcsai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya 
KSPI. 

Pasal 292 
(1) DalF,1m hal perbaikan dan/atau, penggantian barang milik daerah 

sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 290 dan Pasal 29 l ddak dapat 
dilakukan, mitra KSPI membayar biaya perbaikan dan/atau pengganlian 
lersebut secara tunaL 
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(2) Penentuan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan 
o!eh PJPK. 

Pasal 293 
Pembayaran biaya sebagalmana dimaksud dalam Pasal 292 ayat (I) dilakukan 
dengan cara menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama l (satu) 
bulan Lerhitung sejak adanya penetapan sebagaimana d imaksud dalam Pasal 
289 ayaL (2). 

Pasal '294 

Mitra dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran dalam hal: 
a. belum melakukan perbaikan dan/atau penggantian sebagaimana 

dima ksud dalam Pasal 292 dan Pasal 293 pada saat berakbirnya KSPI; 
atau 

b. belum menyerahkan barang milik daerah yang menjadi objek KSPI 
dan/atau hasil pema nfaatan pada saat berakhirnya KSPL 

Pasal 295 
(l) Dalam hal perbaikan, penggantian, dnn/atau pcnycrahan barang milik 

daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 belum d ilakukan 
terhitung 1 (satu) bulan seja k diterbitkannya surat Leguran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 291, mitra dikenakan sanksi administratif berupa 
surat peringalan . 

(2) Dalam hal perbaikan , penggantian, dan/alau penyerahan barang milik 
dacrah belurn dilakukan te rhitung I (bulan) sejak diterbitkannya sural 
peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mltra dikenakan sanksi 
admini.stratif berupa denda sebagaimana diarur dalam naskah perjanjian. 

Pasal 296 
Dalam hal denda sebagaimana dimaks ud dalam Pasa l 292 ayat (2) tidak 
di!unasi mitra KSPI, maka penyelesaiannya d ilakukan berdasarkan kctcntuan 
Pera turan Perundang-undangan. 

Paragra r Kcsebe!as 
Tala Cara Pe laksanaan KSPI Aias Barang Milik Daerah 

Pada Pengguna Barang 

Pasal 297 
Tata cara pelaksanaan KSPI pada pengelola dari Pasal 264 sampai dengan 
Pasal 296 berlaku mu tatis mu tandis 1erhadap cata cara pelaksanaan KSPI 
pada Pengguna Ba rang. 

Pasal 298 
Bupati mclakukan penelitian administrasi terbadap barang milik daerah yang 
berada pada Pengguna Barang dcngan dilarnpiri surat pernyataan dari 
Pengguna Barang bahwa barang milik daerah yang menjadi objek KSPI tidak 
scda.og diguna kan a.tau Lidak me11gganggu pclaksanncu., tugns dan fungsi 

Pengguna Barang. 
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BAB VIII 
PENGAl\,IANAN DAN PEMELIHARAAN 

Bagian Pena.ma 
Pengamanan 

Paragraf Kesatu 
Prinsip Umurn 

Pasal 299 
(II Pengelola Barang, Pengguna Baran.g dan/atau kuasa Pengguna Barang 

wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam 
penguasaannya. 

(2) Pengamanan barang milik daerah scbagaimana dimaksud pada ayal (1), 

mcliputi: 
a. pengamanan fisik; 
b. pengamanan adatinistrasi; dan 
c. penga.rnanan bukum. 

Pasal 300 
(1) Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan terLib dan 

aman. 
(2) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh 

Pengelola Barang. 
Pasal 301 

Bupati dapat menetapkan kcbijakan asuransi at.au pertanggungan dalam 
rangka pengamanan barang milik daerah tertenru dengan mempertimbangkan 

kemampuan keua ngan dacrah. 

Paragraf Kedua 
Tata Cara Pengamanan Tanah 

Pasa.l 302 
(I) Pengamanan fisik tanah dilakukan dengan antara lain: 

a. memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas; 
b. mcmasang tanda kepemilikan tana.h; dan 
c. melakukan penjagaan. 

(2) Pengamanan fisik sebagalmana cl'imaksud pada ayat (I) dilaksanakan 
dengan mempcrtimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah 
dan kondisi/lctak tanah yang bersangkutan 

(31 Pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan: 
a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen 

bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman. 
b. melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

l. melengkapi bUkli kepem;J;kan dan/atau menyimpan sertifikat 

tanah~ 
2. membuat kartu identitas barang; 
3. m elaksanakan invent.arisasi/scnsus barang mnik dacrah sekali 

dalam 5 (lima) tahun serta melaporkaa hasilnya; dan 
4. mencatat dalam Daftar Barang Pengelola/ Pengguaa 

Barang/ Kuasa Pengguna . 
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(4) Pengamanan hukum dilakukan tcrhadap: 
a. tanah yang belum memiliki sertifikat; dan 
b. tanah yang sudah memiliki :scrtifikat namun belum atas nama 

pemerintah daerah . 

Pasal 303 
Pembangunan pagar batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 aya, (1) 
huruf a bclum dapaL dilakukan dikarenakan kelerbatasan anggaran, maka 
pemasangan tanda letak tanah dilakukan melalui pembangunan paLOk 
penanda batas Lanah. 

Pasal 304 
1'anda kepcmilikan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 ayat (1) 
hu,uf b, dibuat dengan ketentuan antara lain: 
a. berbahan material yang tidak mudah rusak; 
b. diberi culisan tanda kepcmilikan; 
c. gambar lambang pemerintah daerah; dan 
d. informasi lain yang dianggap perlu. 

Pasal 305 
\1) Pengamanan httkum terhadap tanab yang bclum memiliki scrtifikat 

sebagaimana dimaksud da lan1 Pa:sal 299 ayat (4) huruf a dilakukan 
dengan cara: 
a. apabila barang milik daerah ,elah didukung oleh dokumen awal 

kepemiHkan, antara lain berupa Lener C, akta Jual beli, al<,e hibah, 
a tau dokumen setara lainnya, ma ka Pcngclola Sarang/ Pengguna 
Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang ,egera mengajukan 
permohonan pcncrbitan sertifikat atas nama pemerintah daerah 
kepada Sadan Pertanahan Nasional/Kantor Wilayah Sadan 
Pertanahan Nasional se,empat/Kantor Pertanahan selempat sesuai 
dengan ketentuan peraturan pentndang-undangan; dan 

b. apabila barang milik daerah tidak didukung dengan dokumen 
kepemilikan, Pengelola Sarang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa 
Pengguna Sarang mengupayakan unruk memperoleh dokumen awal 
kepemilikan seperti r iwayaL Lanah . 

(2) Pengamanan hukum terhadap tanah yang sudah bersertifikat namun 
belum atas nama pcrnerintah daerah sebagaimana djmaksud dalam Pasal 
299 aya1 (4) huruf b dilakukan dengan cara Pengelola Barang/Pengguna 
Sarang dan/atau Kuasa Pengguna Sarang segera mcngajukan 
permohonan perubahan nama sertilikat hak atas Lanah kepada kantor 
pertanahan serempat menjadi atas nama pemerintah daerah. 

Paragraf Ketiga 
Tata Cara Peogamanan Gedung Dan/atau Bangunan 

Pasal 306 
(1) P~ng.:,..manan fisik gcdung dan/atau bangunan dil8.kuknn dengan, antara 

lain: 
a. membangun pagar pembatas gedung dan/atau bangunan; 
b. memasang tanda kepemilikan ben.tpa papan nama; 
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c. melakukan tindakan antisipasi untuk mencegah/ menanggulangi 

Lerjad!nya kcbakaran: 
d. gedung dan/atau bangunan yang memiliki fungsi strategis atau yang 

berlokasi tertentu dengan tuga.s dan fungsi melakukan pelayanan 
langsung kepada masyarakat dapat memasang Closed-Circuit 
Television (CCTV); 

c. menyediakan satuan pengamanan dengan jumlah sesuai fungsi dan 
peruntukkan gedung dan/atau bangunan sesuai kondisl lokasi 
gedung dan/atau bangunan tersebut. 

(2) Penga.manan lisik terhadap barang milik dacrah berupa gcdung dan/atau 
bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) dilakukan dengan 
memperhatikan skaJa prioritas clan kcmrunpuan keuangan pemerintah 
dacrah. 

(3) Skala prioritas sebagalmana dimaksud pada ayat (2) antara lain: 
a. rungs, penggunaan bangunan; 
b. Jokasi bangunan: dan 
c. unsur nilai strat.egis bangunan. 

(4) Pengamanan administrasi gedung dan/atau bangunan dilakukan dengan 
menghimpun, mencatat

1 
menyimpan, dan menatausahakan secara tertib 

dan Leratur atas dokumen sebagai berikut: 
a. dokumen kcpemilikan berupa Surat lzin Mcndirikan Bangunan (1MB): 
b. keputusan penetapan status penggunaan gedung dan/atau 

bangunan; 
c. daft.ar Barang Kuasa Pengguna berupa gedung dan/atau bangunan; 
d. daftar Barang Pengguna berupa gedung dan/atau bangunan; 
c. daftar Ba rang Pengelola berupa gedung dan/ atau bangunan; 
f. Berita Acara Serah Terima (BAST); dan 
g. dokumen Lerkait lainnya yang diperlukan. 

(5) Pengamanan hukum gcdung dan/atau bangunan: 
a. melakukan pengurusru, lzin Mendirikan Bangunan (1MB), bagi 

bangunan yang bclum memiliki lzin Mendirikan Bangunan (1MB): dan 
b. mengusulkan penc1apan status penggunaan 

Paragraf l<eempat 
Tata Cara Pcngamanan Kendaraan Oinas dan Peralatan dan Mesin Lainnya 

Pasal 307 

( t) Kendaraan dinas tetdiri dari: 
a. Kendaraan perorangan dinas, yaitu kendaraan bermotor yang 

digunakan bagi pcmangku jabatan: 
I. Bupati; 
2. Wakil Bupati; dan 

b. Kendaraan clinas jabatan, yaitu kendaraan yang disediakan dan 
dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran; 

c. Kendaraa,, dinas operasional disediakan dan dipergunakan untuk 
pelayanan operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum. 

(2) Peralatan dan Mesin lainnya, antaro. lain terdiri dari: 

a . l,aptop 
b. Personal Computer 
c. Tablet 
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d. Handycam 
e. Kamera dan Lcnsa 
f. Harddisk 
g. Spring bed 
h. ielevisi 
I. GPS 
J, Pompa Air 
k. Drone 
I. AC Portable 
m. Handy Talkie 
n. Dispenser 
o. Alat studio 
p. Lemari es 
q. LCD 
r. Mcsin Cuci 
s. Genset 
l. Meja kursi 
u. Speed boat 
v. Printer 
w. slang portable pcmadam 
x. mesin pernotong rumput 
y. mesin ketik 
z. Ricecooker 
aa. Tangga 
bb. Tenda 
cc. Kompor gas dan tabung 
dd. serca peralatan dan mesin lainnya yang bersifat portable, 

(3) Pcngamanan fisik kendaraan d inas dilakukan terhadap: 
a. Kendaraan Perorangru, Dinas; 
b. Kendaraan Dinas Jabatan; dan 
c. Kendaraan Dinas Operasional. 

Pasal 308 
{l ) Pengamanan fisik terhadap kendaraan perorangan dinas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 307 ayat (3) ctilakukan dengan membu at Berita 
Acara Seral1 Terima (BAST) kendaraan ant.ara Penggu na Barang/ Kuasa 
Pengguna Barang yang melal<ukan penatausahaan kendaraan perorangan 
dinas dcngan Pejabat/ASN yang menggunakan/menerima kendaraan 
perorangan dinas. 

(2) Pengamanan fisik terhadap peralatan dan mesin lainnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 307 ayat (2) dilakukan dengan membuat Bcrita 
Acara Scrah Terima (BAST) peralatan dan mesin lainnya antara Pcngguna 
Barang/Kuasa Pengguna Baran:;: yang melakukan pena1ausahaan 
peralatan dan mesin lainnya dengan Pejabat/ ASN yang 
mcnggunakan/menerima peralatan dan mesin lainnya . 
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(3) Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
dan ayat (2} berisi klausal antara lain: 
a . pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan keterangan, 

antara lain nomor polisi, merek, tahun pcrakiLan kendar-..tan, kode 
barang kendaraan dinas perorangan, dan rincian perlcngkapan yang 
melekal pad a kendaraan terse but; 

b. pernyataan tanggung jawab atas peralatan dan mesin dengan 
keterangan, antara la in speksifikasi peralatan dan mesin, merek, 
tahun perakitan perala tan dan mesin, kode barang, dan rincian 
perlengkapan yang melekat pada peralatan dan mesi,1 tersebut; 

c. pernyar.aan tanggung jawab a tas kendaraan dinas serr.a peralatan dan 
mesin lainoya dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan 
d.inas serta peralatan dan mesin lainnya Lersebut; 

d . pemyataan untuk mengemba lrkan kenda raan scrta peralatan dan 
mcsin lainnya sctclah berakhirnya jangka waktu penggunaan atau 
masa jabatan telah berakhir kepada Pengguna Barang/ Kua sa 
Pengguna Barang yang melakukan penatausahaan kendaraan 
perorangan dinas serta peralatan dan mesin lainnya; 

e. pcngembalian kcndaraan perorangan d inas serta peralatan dan rnesin 
lainnya discrahkan pada saat berakhin1ya masa jabatan sesuai yang 
tertera dalam berlta acara serah terima. 

(4) Serita Acara Serah Terima (BAS11 sebagaimana dimaksud pada ayat Ill 
disertai dengan Surat Pernyataan dari Pejabat/ ASN yang 
01enggunakan/ menerima kcndaraan perorangan dinas serta peralatan 
dan mcsin lainnya bermaLerai. 

(5) Surat Pernyataan scbagaimana dimaksud pada ayat (4) bcrisi klausal 

artla.ta. lain: 
a. Biodata pcnerima BMD; 
b. Data BMD; 
c . Kewajiban dan kesanggupan dari Pejabat/ ASN yang mcnerima BM D 

untuk mentaati ketentuan sebagaimana diatur dalam BAST. 
d. Hal lainnya yang dianggap perlu. 

(6) Pengembalian kendaraan pcrorangan dinas serta peralatan dan mesin 
lainnya dituangkan dalam berita acara penyerahan. 

(7) Kehilangan Kendaraan Perorangan Dinas serta peralauu1 dan mesin 
lainnya menjadi tanggung jawab penanggung jawab Pcjabat/ ASN yang 
menerima BMD dengan sa nksi sesuai peraturan perundang-undangan. 

Pasal 309 
(!) Pe ngamanan lisik terhadap kenda raan dinas jabatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 307 ayat (31 hurur b dilakukan dengan membuat 
6erita Acara Serah Tcrima (BAST) kendaraan antara: 
a. Pengelola Barang dengan Pengguna Barang yang menggunakan 

kendaraan Dinas J abatan Pengguna Barang; 
b. Pengguna Barang dengan Kuasa Pcngguna Barang yang 

menggunakan kendaraan jabatan Kuasa Pengguna Barang; dan 
c . Peng.gun.a Barang/ Kua:iu Pc.ngguna Bu.rar,g deng(lln pejabat/ASN yang 

menggunakan kendaraan dinas jabat.an . 
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(2) Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
bcrisi klausal antara lain: 
a. pcmyataan tanggung jawab ai:as kendaraan dcngan keterangan antara 

lain: nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang, 
dan rincian perlengkapan yang melckat pada kendaraan tersebut; 

b. pernyat.aan tanggung jawab atas kendaraan dinas dengan seluruh 
risiko yang mck:kat atas kendaraan dinas jabatan tersebut; 

c. pernyataan untuk mengembalikan kendaraan setelah berakhirnya 
jang.ka waktu penggunaa n atau masa jabatan telah berakhir; dan 

d. pengembalian kendaraan dinas jabatan diserahkan pada saat 
berakhlrnya masa jaba tan sesuai yang tertera dalam berita acara 
serah Leri ma kendaraan. 

(3) Pengembalian kendaraan dinas jabatan dltuangkan dalam berita aca.ra 
penyerahan kembali. 

(4) Ke hilangan Kendaraan Dinas Jlabatan menjadi tanggung jawab 
penanggung jawab kcndaraan dengan sanksi sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal310 
(!) Pengamanan fis ik terhadap kendaraan dinas operasional sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 307 ayat (2) huruf c di la kukan dengan membuat 
sura.t pernyataan tanggung jawab ata-s kendaraan dina::5 operasional 
dimaksud dan ditandacangan i oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna 
Barang dengan penanggungjawab kendaraan dinas operasional. 

(2) Surat pernyacaan tanggung jawab :sebagaimana dimaksud pada ayat (I ) 

memuat antara lain; 
a. nomor P-Olisi, merek, tahun perakican kendaraan, kode barang, dan 

perlengkapan kcndaraan tersebut; 
b. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas operasional dengan 

seluruh risiko yang melekat aras kendaraan dinas tersebut; 
c. pernyataan untuk mengembalikan kendaraan dinas segera setelah 

jangka waktu penggunaan berakhir; 
d. pcngembalian kendaraan dinas operasional dituangkan dalam berita 

acara penyerahan kembalii dan 
e. menyimpan kenda.raan dinas operasional pada tempat yang 

ditenrukan. 
(31 Apabila kendaraan dinas yang hilang sebagai akiba, dari kesalahan atau 

kelalaian atau penyimpangan dari ketcnu,an, maka Pejabal/penanggung 
jawab yang menggunakan kendara.an dinas sebaga.i penanggung jawab 
kendaraan dinas dikenakan sanksi scsuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 311 
(1) Pengamanan administrasi kendaraan dinas clilakukan, dcngan 

mcnghimpun, mencatat, menyimpan, dan menata.usahak:;m secara tertib 
dan teratur atas dokumen scbagai berikut: 
a. bukli pemilik kendaraan bermotor (BPKB); 

b. fotokopi sura t tanda nomor kendaraan (S'l'NK); 
c. Serita Acara Serah Terirna (BAST); 
d. karn1 pemcliharaan; 
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c. data daftar barang;dan 
f. dokumcn tcrkaiL lainnya yang clipcrlukan. 

(2) Pcngamanan hukum Kendaraan Dinas dilaku kan, antara Jain: 
a. melakukan pengurusan semua dokumen kcpemilikan kcndaraan 

bermotor, seperti BPKB dan STNK, termasuk pembayaran Pajak 
Kendaraan Bermotor (PKB); 

b. melakukan pemproscsan TunLutan Ganti Rugi yang dikenakan pada 
pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan dinas 
berrnotor. 

Paragraf Kelima 
Tata Cara Pengamanan Rumah Negara 

Pasal 312 
(I) Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang diJarang 

menelantarkan rumah negara. 
(2) Pcngamanan fisik rumah negara dilakukan, antara lain: 

a . pemasaogan patok; dan/atau 
b. pemasangan papan nama. 

(3) Pemasangan papan narna sebagaimana d imaksud pada ayat (2) hurur b 
meliputi unsur. antara Jain: 
a. logo pemerintah daerah; dan 
b. nama pemerintah daerah. 

Pasal 313 
(1) Setiap rumah negara diberi patok dari bahan material yang tidak mudah 

rusak, dengan ulruran panjang dan tinggi disesuaik9.J'l dengan kondisi 
setempat. 

(2) Setiap rumah ncgara dipasang papan nama kepemilikan pemcrinLah 
daera h. 

Pasal 314 
(1) Pcngamanan fisik terhadap barang milik daerah berupa rumah negara 

dilakukan dengan mem buat Serita Acara Serah Teri ma (BAST) rumah 
ncgara. 

(2) Serita Acara Serah Terima (BAST) sebagaiman a dima ksud pada ayat (I) 
dilakukan oleh: 
a Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melakukan 

penatausahaan rumah negara dengan pejabat ncgara atau pemegang 
jabatan tef'tentu yang menggunakan rumah negara pejabat negara 
atau pemegangjabatan tertentu; 

b. Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Ba rang yang melakukan 
pcnatausahaan rumah negara dengan Pcngclola Barang yang 
mcnggunakan rumah negara jabata.n Pengelola Barang; 

c. Pengclola Barang dengan Pengguna Barang yang menggunakan 
rumah ncgarajab,uan Pengguna Barang; 
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d. Pengguna Barang dengan Kuasa Pengguna Barang yang 
menggunakan rumah negara jabatan Kuasa Pengguna Barang; dan 

e. Pengguna Barang/l<uasa Pengguna Barang dengan penanggung 
jawab rumah negara yang dalam penguasaan Penggw,a 
Ba rang/ Ku asa Pengelola Barang. 

(3) Serita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayal (2) memuat 
antara lain: 
a. pemyataan tanggung jawab atas rumah negara dengan kecerangan 

jcnis golongan, luas, kodc barang rumah negara, dan kode barang 
sarana/ prasarana rumah negara dalrun hal rumah negara tersebut 
d ilcngkapi dengan sarana/ prasarana di dalarnnya; 

b, pemyataan canggung jawab atas rumah negara dengan seluruh risiko 
yang melekat atas rumah negara tersebut; 

c. pernyataan untuk mengembalikan ru mah negara setelah berakhimya 
jangka wakn1 SuraL lzin Penghunian (SIP) atau masa Jabatan ,elah 
berakhir kepada Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Bara ng; 

d. Pcngcmbalian rumah ncgara yang diserahkan kembali pada saat 
berakhirnya masa Jabalan atau berakhirnya Surat lzin Pengh unian 
(SrP) kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna 
Barang; 

e. Pengembalian sarana/prasarana apabila rumah negara d ilengkapi 
saran a/ prasarana sesuai Beri ta Acara Se rah Teri ma (BAST) dan 
diserahkan kembali pada saat berakhirnya masa jabatan atau 
berakhirnya Sural lzin Penghunian (SIP) kcpada Pengelola 
Ba rang/ Pengguna Barang/ Kuasa Pcngguna Barang; dan 

r. Penyerahan kembali dituangkan dalrun Berita Acara Seral1 Terima 
(BAST). 

Pasal 315 
(1) Kewajiban penghuni rumah ncgara. antara lain: 

a. memelihara rumah negara dengan baik dan bertanggung jawab. 
termnsuk mclakukan pcrba.ikan ringan atas rumah negara 
bersangkutan; dan 

b. mcnycrahkan rumah negara dalam kondlsl baik kepada pejabat yang 
berwenang paling lambat dalam jangka waktu l (satu) bulan terhitung 
sejak tanggal diterimanya kcpuLusan pencabutan Surat lzin 
Penghunian (SfP) . 

(2) Penghuni rumah negara dilarang untuk: 
a . mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah tanpa izin tertulis 

dari pejabaL yang berwenang pada SKPD yang bersangkutan; 
b. mcnggunakan rumah negara tidak sesua.i dengan fungsi dan 

perun tukkannya; 
c. rneminjamkan atau menyewakan rumah negara, baik sebagian 

maupun keseluruhannya, kepada pihak la.in; 
d. menyeral1kan rumah negara, baik sebagian maupun keseluruhannya, 

kepada pihak lain; 
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e. menjaminkan rumah negara atau menjadikan rumah negara sebagai 
agunan atau bagian dari pertanggungan utang dalam bentuk apapun; 

dan 
f. menghuni rumah negara dalam satu daerah yang sama bagi masing• 

masing suami/istrl yang berstatus Pegawai Negeri Sipil. 

Pasal316 
\ I) Penetapan Status Penggunaan bararig milik daerah berupa rumal, negara 

ditetapkan oleh Bupati. 
(2) Hak penghunjan rumah negara be rlaku sebagaimana ditetapkan dalam 

Surat lzin Penghunian \SIP), kecueli ditentukan lain dalam keputusan 
pencabutan Surat lzin Penghunian (SIP). 

(3) Surat lzin Penghunian (SlP) untuk rumah negara golongan I ditetapkan 

oleh Pengelola Barang. 
(41 Surat lzin Penghunian (SrP\ unruk rumah negara golongan IL dan 

golongan m ditetapkan oleh Pengguna Barang. 
(5) Surat liin Penghun ian {SIP) sebagaimana dimaksud pada ayat {3) dan 

ayat (4\ sekurang-kurangnya harus mencantumkan: 
a. Nama pegawai/nama pejabat, Nomor lnduk Pegawai (NIP), dan 

jabatan calon penghuni rumah negara; 
b. masa berlaku penghuoian; 
c. pernyataan bahwa penghuni bersedia memenuhi kewajiban yang 

melekat pada rumab negara. 
d. menerbitkan pencabutan Surat lzin Penghunian {SIP) tcrhadap 

penghuni, yang dilakukan: 
I . paling lambat l (satu) bulan terhirung sejak saat meninggal dunia, 

bagi peoghuni yang meninggal dunia; 
2. paling lambat J {satu) buJan terhitung sejak keputusan 

pemberhentian, bagi penghuni yang berhenti atas kemauan sendiri 
atau yang dikenakan hukuman disiplin pemberhenlian; 

3. paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak saat terbukti adanya 
pclanggaran, bagi penghuni yang mclanggar larangan penghunian 
rumah negara yang dihuninya; dan 

4 . paling lambat 6 {enam) bu Ian sebelum tanggaJ pensiun, bagi 
penghuni yang memasuki usia pensiun. 

Pasal 317 
(1) Penghuni rumah negara golongan I yang tidak lagi menduduki jabatan 

harus mcnyerahkan rumah negara. 
(2) Penghuni rumah negara golongan lJ dan golongan Ill tidak lagi menghuni 

atau menempati rumah negara karena: 
a. dipindahrugaskan (mutasi); 
b. izin penghunianoya berdasarkan Surat lzin Penghunian (SIP) telah 

berakhir; 
c. berhenli atas kemauan sendiri~ 
d. berhcnti ka rena pensiun; atau 
e. dibcrhenLika.n clengan hormal a Lau Lido.k dengan hotmat. 



Pasal 318 
(1) Suami/ iscri/anak/ahli waris lainnya dari penghuni rumah negara 

Golongan n dan rumah negara golongan Ill yang meninggaJ dunia wajib 
mcnyerahkan rumah negara yang dihuni paling lambat 2 (dua) bulan 
Lerhitung scjak saat ditcrimanya keputusan pencabutaJ> Surat lzin 
Penghunian (SIP). 

(2) Pencabutan Surat lzin Penghunian (SIP) rumah negara Golongan I 

dllakukan oleh Pengelola Barang. 
(3) Pencabutan SIP rumah negara golongan II dan Golong:M Ill dilakukan 

oleh Pengguna Barang yang mcnatausahakan rumah oegara 
berSMgkutan atas persetujuan Pengelola Barwg. 

Pasal 319 
( I) Apabila 1.erjadi sengketa terhadap penghunian rumah negara golongan l , 

rumah negara golongan II dan rumah negara golongan lll, maka Pengelola 
Barang/ Pengguna Ba.rang yang bersangkulan melakukan penyelesaian 
dan mela.porkan basil penyelesaian kepada Bupati. 

(2) Dalam pela.ksanaan penyelesaian sengketa scbagaimana dimaksud pada 
ayaL (1), yang bcrsangkutan dapat meminta ban1uan SKPD/unit kerja 

SKPD terkait. 

Pasal 320 
Pengamanan administrasi ba rang mitik daerah berupa rumah negara 
dilakukan dengan menghimpwt, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan 
secara tertib dan teratur atas dokumen, antara lain: 
a. sertifikat atau surat keterangan hak atas tanah; 
b. Surat lzin Penghunian (SIP); 
c. kepurnsan Bupati mengenai pcnetapan rumah negara golongan I, 

golongan II atau golongw Ill; 
d. gambar/leggerbangunan; 
e. data daftar barang; dan 
f. keputusan pencabutan Surat lzin Penghunian (SIP) . 

Paragraf Keenam 
Tata Cara Pengamanan Barwg Milik Daerah 

Berupa Barang Persediaan 

Pasal 321 
(1) Pengamanan fisik barang persediaan dilalrukan, antara lain: 

a. mcnempatkan barang sesuai dengan frekuensi pengeluaran jenis 

barang; 
b. menyediakan tabung pemadam kebakaran di dalam gudang/Lempat 

penyimpanan, jika diperlukan: 
c. menyediakan tcmpat penyimpanart barang; 
d. meJjodu ngi gudang/ tempat penyimpanan ; 
e. menambah prasarana penanganan barang di gudang, jika diperlukw; 
r. menghitung li$ik pcrsediae.n secara pcri.odik~ dtul 
g. mclakukan pengamanan persediaan. 
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12) Pengamanan administrasi barang persediaan d ilaku kan, anLa ra lain: 
a . buku persediaan; 
b. kartu barang; 
c. Serita Acara Serah Tcrima !BAST); 
d. berita acara pemeriksaan fisik barang; 
e. Surat Perintah Penyaluran Ba rang (SPPB); 
f. laporan pcrscdiaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang 

semesteran/ tahunan; 
g. dokumen pcndukung te1·kait lainnya yang diper lukan. 

(3) Pengamanan hukum barang persediaan dilakukan, dengan melakukan 
pemproscsan tun1utan ganti rugi yang dikenakan pada pihak-pihak yang 
bertanggungjawab atas kehilangan barang persediaan akibat kelalaian, 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Paragraf Ketujuh 
Tata Cara Pengamanan Bar<U1g Milik Oaerah Sclain Ta nah, 

Oedung Dan/ Atau Bangunan, Rumal1 Negar a, 
Dan Barang Persediaan Ya.ng Mempunyai 

Dokumen Serita Acara Serah Terima 

Pasal 322 
(I) Pengamanan fisik barang milik daerah ben1pa selain 1anah, gedung 

dan/arau bangunan, rumah negara, dan barang persediaan yang 
mempunyai dokumcn berita acara serah terima dilakukao dengan 
menyimpan barang di tempat yang sudah ditcntukan di lingkungan 
kantor. 

(2) l'engamanan admlnis1rasi barang milik daerah berupa selain tanah, 
gedung dan/ atau bangunan, rumah negara , clan barang persediaan yang 
mempunyai dokumen Berlta Acara Serah Terima (BAST) dilakukan. 
an t.ara lain: 
a. faktur pembelian; 
b. dokumcn Bcrita Acara Serah terima {BAST); 
c. doku mcn pendukung Lerkait lainnya yang diperlukao. 

(3) Pengamanan hukum barang ,nilik daerah berupa selain tauah, gedung 
dan/atau bangunan, rumah oegara, dan barang persediaan yang 
mempunyai dokumen S erita Acara Serah Terima (BAST) dilakukan 
dengan melak,1kan pemprosesan 1'untutan Ganti Rugi yang clikenakan 
pada pihak-pihak yang bertanggungjawab aias kehila ngan barang sesuai 
kttcntuan peraturan perundang-undangan. 

Paragraf Kcdcla pan 
Tata Cara Pengamanan Barang rvtilik Daerah 

Bcrupa Barang Tak Benvujud 

Pasal 323 
(1) Pengamanan fisik bara.ng mllik dacrah berupa barang tak benvujud 

dilakukan dengan: 
a. membatasi pemberian kodc akses hanya kepada pihak-pihak tertenn, 

yang bcrwcnang terhada.p pengoperasian suatu aplikasi: 
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b. melakukan penambahan security system terhadap aplikasi yang 
dianggap strategis oleh pemcrintah daerah . 

(2) Pengamanan adminstrasi barang milik daerah bcrupa barang tak 
berwujud sebagaimana dimaksud pad a ayat (I) melalui: 
a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara 

tertib dan teratur atas dokumen sebagai berikut: 
I. Serita Acara Serah Terima {BAST); 
2. lisensi; dan 
3. dokumen pcndukung cerkait lainnya yang diperluka n . 

b. mengajukan hak cipta dan lisensi kepada instansi atau pihak yang 
rnemiliki kewenangan. 

Bagian l<edua 
Pemeliharaan 

Paragraf Kesatu 
Prinsip Umum 

Pasal 324 
(I) Barang yang dipelihara adalah barang milik daerah dan/atau barang 

milik daerah dalam penguasaan Pengelola Barang/ Pengguna 
Barang/Kuasa Peoggu11a Barang. 

(2) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan kuasa Pengguna Barang 
bcrcanggungjawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang berada 
dalam penguasaannya. 

(3) Tujuan dilakukan pemeliharaan atas barang milik daerah sebagaimana 
dimakud pada ayat (2) adalah untuk mcnjaga kondisi dan mempctbaiki 
semua barang milik daerab agar selalu dalam keadaan baik dan layak 
serta s iap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. 

(4) Dalam rangka tujuao sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah 
daerah han1s memprioritaskan anggaran belanja pemeliharaan dalam 
jumlah yang cukup, 

(5) Biaya pemeliharaan barang rnilik daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) dibebankan pada APBD. 

(6) Dalam hal barang milik daerah dilakukan overhaul, biaya atas overhaul 
berkenaan dibcbankan pad a anggacan BPKAD. 

(7) Overhaul sebagaimana dimaksud pada ayat (6) j ika memenuhi kriteria 
sebagai berikut: 
a . overha.ul terjadi akibat d alam rangka melaksanakan tL1gas dan 

mendapatkan perserujuan dari Pengelola Barang sete lah dilakukan 
penelitian oleh Tim. 

b. akibat kondisi kahar (force majure) dan mcndapatkan persetujuan dari 
Pengelola Barang setelah dilakukan peneUtian oleh Tim. 

(8) Dalam ha! barang milik daerah dilakukan pemanfaatan dcngan pibak lain, 
biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari mitra 
pemanfaatan barang milik daerah. 
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Paragraf Kedua 
Tata Cara Pemeliharaan Barang Milik Oaerah 

Pasal 325 
(1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 324 bcrpcdoman pada 

daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik dacrah. 
(2) Daftar kebutuhan pemeliha.raan barang milik daerab sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari daftar kebutuhan barang 
milik daerah. 

Pasal 326 
(I j Kuasa Pengguna Barang wajib membuat Daflar Has ii Pemeliharaan 

Barang yang berada dalam kcwenan gannya. 
{21 Kuasa Pengguna Barang melaporkan hasil pemeliharaan barang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Pengguna 
Barang un tuk dilakukan penelitian secara berkala setiap enam bulan/per 
semester. 

(3) Pengguna Barang atau pejabat yang ditunj uk meneliti laporan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyusun daftar hasil 
pemeliharaan barang yang dilakukan dalam l (satul Tahun Anggaran. 

(4) Daftar Hasil Pemeliharaan Ba rang yang disusun pengguna ba rang atau 
pcjabat yang ditunjuk sebagaimana di maksud pada ayat (3) merupakan 
bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang 
milik daerah. 

(51 Penclitian laporan sebagaimana dimaksud pada ayaL {2) d ilakukan 
terhadap: 
a . anggaran belanja dan realisasi l:>elanja pemeliharaan; dan 
b. target kinerja dan realisasi largec kinerja pemeliharaan. 

(6) Pengguna Barang melaporkan/meoyampaikan Da[tar Hasil Pemeliharaan 
Barang tcrsebul kepada Pengelola Barang secara berkala. 

Pasal 327 
( I) DaJam rangka cerlib pemeliba.raan setiap jenis barang milik daerah 

dila kukan pencatatan kartu pemeliharaan/pcrawatan yang d ilakukan 
oleh pengurus barang/pengurus barang pembantu. 

(2) Kartu pemeliharaan / perawatan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memuat: 
a. nama barang; 
b. spesifikasinya; 
c. tanggal pemeliharaan; 
d. jenis pekerjaan atau pemelihara.an; 
e. barang atau bahan yang dipergunakan; 
f. biaya pemeliharaan; 
g. pil1ak yang mela ksanakan pemeliharaan; dan 
h. bal lain yang dipetlukan. 
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BAB IX 
P8NILAIAN 

Pasal 328 
(1) Penilaian barang milik dacrah dilakukan dalam rangka penyusunan 

neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan. 
(2) Penilaian barang milik dacrab sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

dikecualik.an untuk: 
a. pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai; dan 
b. pemlndahtanganan dalam bentuk hibah. 

(3) Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca 
pemerlntah daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar 
Akuntansi Pemerintahan (SAP). 

(4) Biaya yang diperlukan dalam rangka penilaian barang milik daerah 
dibebankan pada APBD. 

Pasal 329 
( 1) Peoilaian barang milik daerah berupa tan ah dan/ atau bangunan dalam 

rangka pemanfaatan atau pemlndahtanganan dilakukan oleh: 
a. Penilai Pemerintah; atau 
b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati. 

(2) Penilai Publlk, sebagaimana dimal<sud pada ayat (!) huruf b adalah 
Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian 
dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang d iaktti oleh pemerintah. 

(3) Peoilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) 
dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-,1ndangan. 

(4) Nilai wajar scbagaimana di ma ksud pada ayal (3) yang dipcroleh dari hasil 
penila ian menjadi tanggungjawab Pcnilai. 

Pasal 330 
(I ) Penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam 

rangka pemanfaacan a tau pemind ahta.nganan dilakukan oleb Tim yang 
ditetapkan olch Bupati, dan dapal melibatkan Penilai yang dicetapkan 
Bupati. 

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah panitia peoaksir harga 
yang unsumya terdiri dari SKPD/Unil Kerja terkait. 

(3) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (!) adalah Penilai Pemerintah 
at.au Penila.i Publik. 

(4) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan untuk mendapalkan nilai wajar sesuai dengan kctentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(5) Apabila penilaian sebagaimana dlmaksud pada ayat (4) dilakukan oleh 
Pengguna Barang tan pa melibatkan Pcnilai, maka hasil penilaia.n ba rang 
milik daerah hanya merupa kan nilai laksiran. 

(6) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksuct pada ayat (2) 
ditetapka.n oleh Bupati . 
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Pasal -331 
(1) Dalam kondisi tcrtcntu, Bupati dapat mclaknkan penilaian kcmbali dalam 

rangka koreksi atas nilai barang milik daerah yang telah ditelapkan dalam 
neraca pemerintah daerah. 

(2) Penilaian kembali, sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) adalah proses 
revaluasi dalam rangka pelaporan keuangan sesuai Standar Akunr.ansi 
Pemerinr.ahan (SAP) yang metodc: penilaiannya dilaksanakan sesuai 
s tandar penilaian. 

(3) Keputusan mengcnai penilaian kembali atas nilai barang milik daerah 
dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dengan 
berpedoman pada ketentuan pemednlah ya.ng berlaku secara nasional. 

(41 Ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional, scbagaimana 
dimaksud pada ayat (3) adalah kebijakan yang ditetapkan oleh 
pemcrintah untuk seluruh cntitas pemerintah d aerah. 

BAB X 
PEMINDAHTAN◊ANAN 

Bagian Kesatu 
Prinsip Umum 

Pasal 332 
(1) Barang milik daerah yang tidak d.iperlukan bagi penyelenggaraan tugas 

pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan . 
(2) Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi: 

a. penjualan; 
b. tukar menukar; 
d. h.ibah; at.au 
e. penyertaan modal pemerintah daerah. 

Pasal 333 
(II Dalam rangka pcmindahtanganan barang milik daerah dilakukan 

penilaian. 
(2) Dikecualikan dari kctentuan sebagairnana dimaksud pada ayat (I) , w1tuk 

pernindahtanganan dalam bentuk hibah. 
(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk 

mendapatkan nilai v.rajar. 

Bagian Kedua 
Persetujuan Pemindahtanganan 

Pasal 334 
(I) Pcmindahtanganan barang milil< daerah yang d.ilakukan setelah mendapat 

persetujuan DPRD untuk: 
a. tanah dan/atau bangunan; atau 
b. selain can ah dan/ atau ba,1gunan yang bernilai lebih dari 

Rp5.000.000.000,- (limn millar rupiah). 
(2) Pemindahtanganan ha.rang milik daerah berupa tanah dan/atau 

bangunan sebagaimana dimaksud pada ayal (I) huruf a tidak 
memerlukan persetujuan OPRD, a pabila: 
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a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; 
b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah 

disediakan dalam dokumen penganggaran; 
c. dipenmtukkan bagi pegawai 11egeri sipil pemerinlah daerah yang 

bersangkutan; 
d. diperuntukkan bagi kepenlingan u mum; at.au 
e. dikuasai pemerintab daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang 

telah memiliki kekuatan hu kum tetap dan /atau berdasarkan 
ketentuan perundang-undangan , yang jika s ta tus kcpemilikannya 
dipertahankan tidak layak secara ekonomis. 

Pasal 335 
(I) Tanah dan/atau bangunan yang sudah tidak sesuai dengan tata ruang 

wilayah atau penataan kota sebagai.mana dimaksud dalam Pasal 334 ayat 
(2) huruf a, dimaksudkan bahwa lokasi tanah dan /atau bangunan 
dimaksud terjacli perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasa n 
wilayah. 

(2) Tanah da n/atau bangunan yang tidak sesuai dengan penataan kota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (11, perlu dilakukan pcnyesuaian yang 
berakibat pada perubahan luas tanah dan/atau bangunan tersebut. 

Pasal 336 
Bangunan yang harus dlhapuskan karena anggaran untuk bangunan 
pengganti sudah disediakan dalam dokumen pcnganggaran sebagaimana 
d iroaksud dalam Pasal 334 ayat (21 huruf b, dimaksudkan bahwa yang 
dihapuskan adalah bangunan yang berdiri d i atas ta11ah tcrsebut dirobohkan 
untuk selanj utnya didirikan bangunan baru di atas tMah yang sama 
jrekonstruksi) sesuai dengan alokasi anggaran yang telab disediakan dalam 
dokumen penganggaran. 

Pasal 337 
Tanah dan/arau bangunan dipenmtukkan bagi pegawai negeri sipil 
pemerlntah daerah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
334 ayat (2) huruf c, adalah: 
a. tanah dan/atau bangunan ;•ang merupakan kategori rumah 

negara/daerah golongan rn; 
b. tanah yang merupakan tanah kavling yang menurut perencanaan awalnya 

unruk pembangunan perumahan pegawai negeri sipil pemerintah daerah 
yang bersangkutan. 

Pasal 338 
(1 I Tanah dan/ a tau bangunan yang d iperuntukkan bagi kepenlingan umum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (2) huruf d, adalab tanah 
dan/atau bangunan yang digunal<an untuk kegiatan yang mcnyangkut 
kepentingan bangsa dan negara, masyara kat Juas, rakyat 
ban yak/ bersama, dan/ acau kepentingan pembangunan, termasuk 
dianta.ranyo. kegiata:n pcmerinl-Qh daerah dalatn lingkup hubungan 
persehabatan antara negara/daerah dengan oegara lain a.tau 
masyarakat/ lembaga intomasional. 
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(2) Kategori bidang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (J) antara lain 
sebagai berikul: 
a jalan umum termasuk akses jalan sesuai peraturan perundangan, 

jalan tol, dan rel kereta api; 
b. saluran air minum/air bersih dan/atau saluran pembuangan air: 
c. waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya, termasuk 

saluran irigasi; 
d. rumah sakit u mum dan pusat kesehatan masyarakat; 
e. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, aLau terminal; 
r. tempat ibadah; 
g. sekolah atau lembaga pendidikan non komersial 
h. pasa.r umum; 
i. rasiHtas pema.krunan umLtrn; 
J. fasilitas keselamatan umum, .antara lain tanggul penanggulangan 

bahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana; 
k. sarana dan prasarana pos dan Leleko.munikasi; 
I. sarana dan prasarana olahraga untuk umum; 
m. stasiun penyiaran radio dan televisi beserla sarana pendukungnya 

untuk lembaga pcnyiaran publil<; 
n. kantor pemerintah , pemerint.ah daerah, pcrwakilan negara asing, 

Perscrikatan Bangsa-Bangsa, dan lembaga intemasional di bawah 
naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa~ 

o. fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kcpolisian Negara Republik 
Indonesia sesuai dcngan tugas dan fungsinya; 

p. n1mah susu.n sederhana; 
q. tempal pembuangan sampan untuk umum; 
r. cagar alam dan cagar budaya; 
s. promosi budaya nasional; 
t. pertamanan untuk umum; 
u. panti sosial; 
v. lcmbaga pemasyarakatan: dan 
w. pembangkit, turbin, rransmisi, dan distribusi tenaga listrik termasuk 

instaJasi pendukungnya yang merupakan satu kesaruan yang tidak 
dapal terpisahkan. 

Pasal 339 
Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunao 
sebagaimana ctimaksud dalam Pasal 334 ayat (2) dilakukan oleh Pengelola 
Barang setelah mendapat persctujuao Bupati. 

Pasal 340 
(I) Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan 

yang bemilai sampai dcngan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 
dilakukan oleh Pengclola Barang setelah mendapat persetujuan BupacL 

(2) Pemindahtanganan barang milik daeral, selain tanah dan/atau bangunan 
yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukao 
oJoh Pcngelota Barons sctclah -rnendapat persotltjt..1nn OPRD, 

(3) Nilal sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) merupakan nilai 
wajar untuk pemindahtangana-n dalam bentuk penjnalan, tukar rnenukar 
dan penyertaan modal. 
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(4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (21 merupakan nilai 
perolehan unluk pemindahtanganan dalam bentuk hibah. 

(51 Usu! unruk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diajukan oleh Bupati. 

(6) Usu Ian persclujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) 
dilakukan per tiap usulan. 

Bagian E<etiga 
Penjualan 

Paragraf Kesatu 
Prinsip Umum 

Pasal 341 
( I) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan: 

a. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau tidak 
digunakan/dirnanraatkan; 

b. secara ekonomis lcbih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; 

dan/atau 
c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Barang milik daerah yang tidal< digunakan/dimanfaatkan sebagaimana 
dimaksud pada ayl!t ( Il huruf a adalah barang milik daerah yang lidak 
digunakan untuk kepcnlingan penyelcnggaraan rugas dan [ungsi SKPD 
arou tidak dimanfaatkan oleh pihak lain. 

Pasal 342 
( I) Pcnjualan barang milik daerah dilakukan seca.ra lelang. kecuali d9.lam hal 

tcrtentu. 
{21 Lelang, sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) adalah penju(tlan barang 

milik daerah yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara 
tenu.lis dan/atau lisan yang semakin mcningkat atau menurun untuk 
mencapai harga tertinggi. 

(3) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayal (2) dllaksanakan setelah 
dilakukan pengumuman lelang dan di hadapan pejabat lelaog. 

{4) Pengecualian dalam hal tertcntu sebagaimana dlmaksud pada ayat (J) 

meliputi: 
a. Barang milik daeraJ, yang bersifat khusus sesuai dcngan peraturan 

perundang-undangan. 
b. Barang milik daerah lainnya yang ditctapkan lebih lanjut oleh Bupati. 

(5) Barang milik daeral1 yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) huruf a adalah barang-barang yang diatur secara khusus sesuai 
dengan ketencuan pcraturan perundang-undangan, ancara lain yaitu: 
a. Rumah negara golongan m yang dijual kepada penghuninya yang sah. 
b. Kendaraan perorangan dinas yang dijual kcpada; 

I. Bupati; 
2. Wakil Bupati; 
3 . ma.nk"'l.11. Bupati; da.n 

4. mantan \Vakil Bupati 
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(6) Barang milik daerah lainnya, sebag,aimana dimaksud pada ayat (4) buruf 
b antara lain yaitu : 
a. tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk kepcntingan 

umum; 
b. tanah kavling yang mcnurut perencanaan awal pengadaannya 

digunakan untuk pembangunan perurnahan pegawai negeri sipil 
pemerintah daerah yang bersangkutan, sebaga,mana tcrcantum dalam 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); 

c. selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari keadaan kahar 
(force majeure); 

d. bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain yang dijual kepada 
piha k Jain pemilik tanah terse but; 

c. has ii bongkaran bangunan acau bangunan yang a kan di ban gun 
kcrnbali; atau 

L selain tanah dan/ a tau bangunan yang tidak memiliki bukti 
kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi Rpl.000.000 (satu juta 
rupiah) per unit. 

Pasal 343 
(1) Dalam rangk.a penjualan barang milik daerah dilakukan penilaian untuk 

mendapatkan nilai wajar. 
(2) Dikceualikan dari kctentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah 

bagi penjualan barang milik daerah berupa canah yang diperlukan untuk 
pcmbangunan rumah susun sederhana, yang nilai jualnya ditetapkan 
oleh Bupati berdasarkan perhitungan yang dltetapkan sesuai ketentttan 
peraturan perundang-ttndangan. 

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayal {11 dilakttkan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 329 dan Pasal 330. 

(4) Penentuan nilai dalam rangka penjualan barang milik daerah secara 
lelang sebagaimana dimaksud dala m Pasal 34 2 ayat (I) dilakukan dengan 
memperhitungkan faktor penyesuaian. 

(51 Nilai sebagaimana dimaksud pada ayal (4) merupakan limit/batasan 
1erendah yang disampaikan kepada Bupati, sebaga i dasar peoetapan nilai 
limit. 

(6) Nilai limit/batasan tercndah sebagmmana climaksud pada ayat (5) adalah 
harga mullmal barang yang akan dilelang. 

(7) Nilai limit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Bupati 
selaku penjual. 

Pasal 344 
(1) Barang rnilik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak laku 

dijual pada lelang pertama, dilakukan lelang ttlang sebanyak l(satu) kali. 
(2) Pada pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) 

dapat dilakttkan penilaian ulang. 
(3) Dalam hal setelah pelaksanaa n Jelang ulang, barang milik daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak iaku dijual. Pengelola Barang 
meninda,klanjuci dengan penjual:;u, tanpa lelang, tukar menukar, hibah. 
penyertaan modal atau pemanfaatan. 

(4) Pengclola Barang dapat melakukaa kcgiatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) aras barang milik daerah setelah mendapat persetujuan Bupati. 
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Pasal 345 
(I) Barang milik daerah berupa sclain tanah dan/atau bangunan yang tidak 

laku dijual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak l (satu) 

kali. 
(2) Pelaksanaao lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) dapat 

dilakukan penilaian ulang. 
(3) Dalam hal seielah pelaksanaan leJa.,1g ulang scbagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tidak laku dijual, Pengelola Barang menindaklanjuti dengan 
penjualan tanpa lelang, tukar menu.kar, h ibah, a tau penyertaan modal. 

(4) Pengelola Ba rang dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) atas bara ng mitik daerah selain tanah dan/atau bangunan sctelah 
mcndapat persetujuan Bupati untuk masing-masing kegiatan 
bersangkutan. 

(5) Dalam hal penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah, atau 
penyertaan modal, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapal 
dilaksanakan, ma ka dapal dilakuka n pemusnahan. 

Pas,11 -346 
(I) Hasil penjualan barang milik daerah wajib disetorkan seluruhnya ke 

rekening Kas Umum Daerah. 
(2) Dalam ha! barang milik daerah betada pada Badan Layanan Umum 

Daerab maka: 
a . Pendapatan daerah dari penjualan barang milik dacrah dalam rangka 

penyclenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fu,1gsi 
Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan dacrah yang 
disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum 

Daerah. 
b. Pendapatan daerah dari penjualan barang milik daerah dalarn r'dngka 

selain penyelcnggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum 
Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke 
rekening Kas Umu m Daerab. 

Paragraf Kedua 
Objek Penjualan 

Pasal 347 
(I) Objek pcnjualan adalah barang milik dacrah yang berada pada Pengelola 

Barang /Pengguna Barang, meliputi: 
a. tan ah dan/ a tau bangunan; 
b. selain tanah dan/atau banguan. 

(2) Penjualan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) huruf a dilakukan dengan 
persyararan sebagai berikut: 
a. mcmc:nuhi persyaratan tckni-s: 
b. memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis lebih 

menguntungkan bagi daerah apabila barang miLik daerah d ijual, 
karena biaya. opljra.sionat dan pcmcliharaan bam.og le-bih bcsar dar-i 
pada manfaat yang diperoleh; dan 

c . memenuhi persyaratan yuridis, yakni barang milik dacrah tidak 
terdapat permasalahan hukum. 
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(3) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain: 
a. lokasi tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tat.a 

ruang ,vilayah; 
b. lokasi dan /atau luas t.anah dan/atau bangunan tidak dapat 

digunakan dalam rangk.a pelaksanaan tugas dan fungsi 
penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah; 

c. tanah kavling yang menurut awa.l perencanaan pengadaannya 
diperuntukka n bagi pembangunan perumahan pegawai negeri 
pemerintah daerah yang bersangkutan; 

d. bangunan berdiri di atas tanah milik pihak la in; atau 
e . barang milik daerah yang menganggur (idle) tidak dapat dilakukan 

penetapa n status penggunaan atau pemanfaatan. 
(4) Pe njualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan 

sebagajmana dimaksud pada ayat (1) huruf b dila kukan dengan 
persyaratan sebagai beriku t: 
a. memcnuhi persyaratan teknis : 
b. memenuhi persyaratan ckonomis, yakni secara ekonomis lebih 

menguntungkan bagi pemerinlah daerah apabila barang milik daerah 
dijual, ka rcna biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih bcsar 
daripada manfaat yang diperoleh; dan 

e. memenuh.i persyaratan yuridis, yakni barang milik daerah tidak 
terdapat pcrmasalahan hukwn. 

(5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a antara 
lain: 
a. barang milik daerah secara fisik tidak dapat digunakan ka rena rusak, 

dan tidak ekonomis a pa bila diperbaiki; 
b. barang maik daerah secara leknls tidak dapat cligunakan lagi akibat 

modernisasi; 
c. barang milik daerah tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena 

mengalami perubahan dalam spesifikasi a kibat penggunaan, seperti 
terkikis. hangus, dan lain-lain sejenisnya; atau 

d. barang milik daerah tidak dapat digunaka n dan dimanfaatkan karcna 
mengalaml pcngurangan dalrun timbangan/ukuran disebabkan 
penggu naan atau susut dalam penyimpanan atau pengangkl.ltan. 

Pas.al 348 
Penjualan barang milik daerab ben1pa tanah kavling yang mcnurut awal 
pcrcncanaan pengadaannya diperuntukkan bagi pembangunan perumahan 
pcgawai negeri pemerintah dacrah yang bersangkt1tan sebagaimt\na dimaksud 
dalam Pasal 342 ayat (6) huruf b dilakukan dengan persyaratan: 
a. pengajuan permohonan penjualan discrtai dengan bukti perencanaan 

awal yang menyatakan bahwa ta nah tersebut akan digunakan u ntuk 
pembangunan perumahan pegawai negeri pemerintah daerah yang 
bersangkutan; dan 

b. penjualan dilaksanakan langsung kepada masing-masing pegawai ncgeri 
sipil pemerintah daerah yang bersa ngkutan yang ditctapkan oleh Bupati. 
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Pasal 349 
(1) Penjualan barang milik daerah berupa kendaraan bermotor dinas 

operasional dapat diJaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan, 
yakni berusia paling singkat 7 (tujuh) tahun. 

(2) Usia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dcmaksud pada ayat (1) adalah: 
a. terhitung muJai tanggal, bulan, dan tahun perolehannya sesuai 

dokllmen kepcmilikan, untuk pel·olehan dalam kondisi baru; atau 
b. terhitung mulai tanggal, bulan , dan tahun pembuatannya sesuai 

dokumen kepemilikan, untuk pe rolehan Lidak dalam kondisi baru. 
(3) Dalam ha! barang milik daerah berupa kendaraan bermotor n,sak berat 

dengan sisa kondisi lisik setinggi- tingginya 30 % (tiga puluh persen), 
maka penjualan kendaraan berrnotor dapat dilakukan sebelum berusia 7 

(tujuh) tahun. 
(4) Penjualan kendaraan bermotor dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) 

tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan surat 
keterangan tertulis dari instansi yang berkompeten 

Paragraf Ketiga 
Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah 

Pada Pengelola Barang 

Pasal 350 
Pelaksanaan penjualan barang milik daerah yang berada pada Pengelola 

Ba,·ang dilakukan berdasarkan: 
a. lnisiatif Bupati; atau 
b. Permohonan pihak lain. 

Pasal 351 
( l) Penjualan barru1g milik daerah pada Pengelola Barang diawali dengan 

mem buat perencanaan penjualan yang meliputi antara lain: 
a. data barang milik daerah; 
b. pertimbangan penjualan; dan 
c. per timbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis oleh Pengelola 

Barang. 
(2) Pengelola Barang menyampaikan usuJan penjualan kepada Bupati 

disertai perencanaan penjualan sebagaimana dimal<sud pada ayat (!). 

Pasal 352 
(ll Bupati mclakukan pcnclitian atas usulan penjualan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 351 ayat (2). 
(2) Dalam melakukan penelitian scbagaimana dimaksud pada ayat ( l), Bupati 

membenruk Tim untuk melakukan penelitian. 
(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 

a. penelitian data administratif; 
b. penelitian fisik. 
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Pasal 353 
(I) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 ayat (3) 

huruf a dilakukan untu k meneliti: 
a. status dan bukti kepemHikan, g,ambar situasi tennasuk lokasi tanah, 

luas, nilru perolehan tanah, dan data identitas banrng, untuk data 
barang milik daerah berupa tanah; 

b. tahun perolchan, jenis konstruksi, luas1 nilai perolchan bangunan, 
nilai buku, dan data identitas barang, untuk data barang milik daerah 
berupa bangunan; dan 

c. tahun perolehan, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, dan data 
identitas barang, untuk data barang milik daerah beru pa selain i.anah 
dan / atau bangunan. 

(2) Penelitian fis ik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 ayat (3) huruf b 
dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan 
dijual dengan data adminislratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayal ( I) dan (2) dituangkan 
oleh Tim dalam Serita Acara Penelitian untuk selanjutnya disampaikan 
kcpada Bupati melalui Pcngelola Ba. rang. 

Pa.sal 354 
( I) Berdasarkan Berita Acara Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

353 ayat (3), Bupati melaltti Pengelola Barang menugasl<an Penilai u nluk 
melakukan penilaian atas barang milik daerah yang akan dijual. 

(2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan scbagai 
dasar penetapan nilai limit penjualan barang milil< daerah. 

Pasal 355 
(I) Pengelola Barang mcngajukan permohonan persetujuan penjualan barang 

milik daerah kcpada Bupati. 
(2) Apabila penjualan barang m.ilil< daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) memerlukan persetujuan DPRO-, Bupati terlebih dahulu mengajukan 
permohonan perseLUjuan penjualan kepada DPRD. 

(3) Pengajuan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukao terhadap: 
a. tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 

ayat (1) huruf a; 
b. sclain tan ah dan/ a tau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

334 ayat (1) huruf b. 
(4) Apabila persetujuan Bupati sebagaunana dimaksud pada ayat ( l ) a tau 

persctujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayal (2) melebihi batas 
waktu hasil penilaia.n, maka sebelum dilakukan penjualan terlebih 
dahulu harus dilakukan penilaian ulang. 

(5) Apabila hasil penilaian u lang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih 
tinggi, atau sama, atau lebih rendah dengan hasil pcnilaian sebelumnya 
yang diajukan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupa.Li 
lidak perlu mengajukan perrnohon an baru persetujuan penjualan barang 
milik dacrah kepa.d.:t OPRD . 

(6) Bupati mela.porkan hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) kepada DPRD. 
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Pasal356 
(I) Bupati menetapkan barang milik dacrah yang akan dijual berdasarkan 

hasil penelitian yang dituangkan dalam Serita Acara Penelitian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353 ayat (3) dan persetujuan 
sebagaimana dirnaksud dalam 355 ayat ( 1) dan ayat (2). 

(2) Keputusan penjualan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) paling sedikit 
memuat 
a. data barang milik daerah yang akan dijual: 
b. nilai pcrolehan dan/atau nilai buku barang milik daerah; dan 
c. nilai limit penjualan dari barang milik daerah. 

Pasal 357 
(l) Apabila keputusan penjualan oleh Bupati sebagaimana djmaksud dalam 

Pasa l 356 ayal (!) merupak.'\11 penjualan barang milik daerah yang 
dilakukan secara lelang, Pengelo la Barang mengajukan permintaan 
penjualan barang milik daerah dengan eara lelang kepada Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara dan Letang. 

(2) Apabila keputusan pcnjualan oleh Bupati sebagaimana djmaksud dalarn 
Pasal 356 ayat (I) mcrupakan penjualan barang milik daerah yang 
dilakukan tanpa lelang, Pengelola Sarang melakukan pcnjualan barang 
milik daerah secara langsung kepad.a calon pembeli. 

(31 Penjualan barang milik daerah sebagaunana dimaksud pada ayat ( I) dan 
ayat (2) dilakukan serah terima barang berdasark.an; 
a. Risalah lelang, apabila penj ualan barang milik daerah dilakukan 

seeara lelang; dan 
b. Akui Jual beli, apabila penjualan barang milik daerah dilakukan t.anpa 

Jelru,g. 

Pasal 358 
(I) Serah terima barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357 ayat (3) 

dituangkan dalam Beriia Acar a Serah Terima (BAS1l 
(2) Berdasarkan Serita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (l}. Pengelola Barang mengajukan usuJan penghapusan barang 
milik daerah kcpada Bupati. 

Paragrar Keempat 
Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah 

Pada Pcngguna Barang 

PasaJ 359 
(1) Penjualan barang milik daerah pada Pengguna Barang diawali dengan 

menyiapkan permohonan penjualan, antara lain; 
a. data barang milik daerah; 
b. pertimbangan penjualan; dan 
c. pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis oleh Pengguna 

Barang. 
(2t Pt:ngguna Barang rnelo.Jui Pcngdola Ba.rang 

permohonan pcnjualan sebagaimana dimaksud 
Bupati. 

mengajukan 
p.ada ayat (1) 

usulan 
kepada 
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(3) Tata cara penjualan barang milik daerah pada Pengelola Barang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 sampai dcngan Pasal 357 
berlaku muratis dan mutandis pada tata cara penjualan barang milik 
daerah -pada Pengguna Barang. 

Pasal 360 
(l) Serah terima barang penjualan barang milik daerah pada Pengguna 

8arang dituangkan dalam Se rita Acara Serah Terima (BAST). 
(2) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima scbagaimana ctimaksud pada ayat 

(1), Pen11guna Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik 
daerah kepada Pengelola Barang. 

Paragraf Kelima 
Tata Cara Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas 

Kcpada Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara 
Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) 

Pasal 361 
Syarat kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual tanpa melalui lelang 
kepada pejabat negara dan rnantan pejabat negara, adalah: 
a. telah berusia paling singkat 4 (cmpat) tahun: 

l. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya. un tuk perolehan 
dalam konclisi baru; atau 

2. terhirung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk 
perolehan selain lcrsebul pada angka I. 

b. sudah tidak digtmakan lagi untuk pelaksanaan tugas. 

Pasal 362 
(I) Kendaraan perorangan dinas dapal dijual tan pa melalui lelang kcpada: 

a. pejabat negara; 
b. man tan pejabat negara; a tau 

(2) Pejabat Negara sebagaimana dimak.~ud pada ayat ( lJ huruf a, yaitu: 
a Bupati; 
b. Wakil Bupati. 
Mantan Pejaba t Negara sebagaimana dii:naksud pada ayat (1) huruf b , 
yaitu: 
a. mantan Bupati; 
b. Mantan \Vakil Bupati. 

Pasal 363 
(I) Syarat Pejabat Negara yang dapat mcmbeli kendaraan pcrorangan dinas 

Lanpa melalui !clang adalah: 
a. telah memniki ma,;a kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) 

tahun atau lcbih secara bcrtun1t-turut, tcrhitung mulai tanggal 
ditelapkan menjadi Pejabat Negara; 

b. tidak sedang a tau tidak pernah di tuntul tindak pidana dengan 
ancaman hukuman plda.rta pen.ja.r'a. paling sir"lgkat S (lima} tahun. 

(2) Secara berturul-lurut sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a 
adalah secara berkelanjutan menjalani rnasa jabatan pada lnstansi yang 
sama atau pada instansi yang berbeda. 



• 129 · 

Pasal 364 
(1) Pejabat Negara mengajukan permohonan pcnjualan k endaraan 

perorangan dinas pada tahun terakhlr periode jabatan Pejabat Negara. 
(2) Tahun terakhir periodc jabatan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah tahun terakhir pada periodc jabatan Pejabal Negara 
sesuai dcngan ketentuan peraturan penindang-undangan. 

(3) Kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang paling 
banyak l (satu) unit kendaraan bagi l (satu) orang Pejabat Negara, untuk 

tiap penjualan yang ctilakukan. 

Pasal 365 
( I) Mantan Pejabat Negara yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas 

tanpa melalui lelang memenuhi pers.yaratan: 
a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) 

tahun atau lebih secara berturut-turut, terhi tung rntllai tanggal 
ditetapkan menjadi Pejabat Negara sampai dengan bcrakhirnya masa 

jabatan; 
b. belum pernah membeli kendaraan perordilgan dinas Lanpa melalui 

lclang pada saat yang bersangkutan menjabal sebagai Pcjabat Negara; 
c. tidak sedang atau tida k pernah dituntut tindak pidana dengan 

ancaman huk·uman pidana pcnjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan 
d. tidak d iberhen tikan dengan tidak hormat darijabatannya. 

(2) Secara berrurut-turut sebaga.imana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
adalah secara berkelanjutan menjalani masa jabatan pada instansi yang 
sama atau pada instansi yang berbeda. 

f.'asal 366 
( I) Kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang kepada 

manlan Pejabat Negara paling banyak I (satu) unit kendaraan bagi I 
(satu) orang mantan Pejabar Negara, untuk liap penjualan yang 

dilakukan. 
(2) Mantan Pejabat Negara mengajukan permohonan Penjualan kcndaraan 

perorangan d inas paling lama I (satu) tahun scjak berakhimya masa 
jabatan Pejabat Negara yang bersangkutan. 

Pasal 367 
Pengguna Barang menentukan harga jual kendaraan perorangan dinas yang 
d ijual kepada Pejabal Negara/mantan Pejabat Negara yang d ilakukan tanpa 

melalui lclang dengan kctenruan sebaga-i berikut: 
a. kendaraan dengan umur 4 (empat) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun, 

harga jualnya adalah 40% (empat puluh person) dari nilai wajar 

kendaraan; 
b. kendaraan dengan umur lebih dari 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 

20% (dua puluh persen) dari nilai wajar kendaraan . 

Pa.sat 368 
Pembayaran atas penjualan barru-1g milik daetah bc:rupa kendaraa.n 
perorangan dinas tanpa lelang dilakukan dengan pembayaran sel<aligus, bagi 
Pejabat Negara/mantan PejabaL Negara; 
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Pasal 369 
Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 dilakukan melalui 
penyctoran ke rekening Kas U mum Dae rah paling la ma I (satu) bulan 
terhitung sejak tangga l bcrlakunya surat persetujuan penjualan, untuk 
pembayaran sekaligus; dan 

Pasal 370 
Apabila pembayaran atas penjualao kendaraan perorangan dinas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 369 belum Lunas dibayar, maka: 
a. kendaraan terscbut masih berstatus sebagal barang milik daerah; 
b. keodaraan tersebut tetap digunakan untuk keperluan d inas; 
c. biaya perbaikan/ pemeliharaan menjadi tanggung jawab Pejabat 

Negara/ man tan Pejabat Negara; dan 
d. kendaraan tersebut dilarang untuk dipindahtangankan, disewakan, 

dipinjamkan, atau dijaminkan kepada pihak lain . 

Pasal 371 
{ll Pejaba t Negara dan mantan Pejabat yang tidak mcmenuhi syarat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368, Pasal 369, dan Pasal 370, 
dicabut haknya untuk membeli kendaraa.n perorangan dinas. 

(2) Kendaraan perorangan diJ1as yang batal dibeli oleh Pejabal 
Negara/mantan Pejabat Negara scbagaimana dimaksud pada ayat (I) 

d igunakan kembali unnLk pelaksanaan rugas. 

Pasal 372 
(I) Biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah unt'Uk perbaikan 

kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalarn jangka waktu l 
(satu) tahun sebelum adanya pcrsen.1juan penj ualan, menjadi tanggungan 
-Pejabat Negara yang membeli kendaraan perorangan dinas Lersebut d an 
harus dibayar sebagai tamhahan harga j ual sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 367. 
(2) Biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk perbaikan 

sebagajmana dimaksu d pada ayaL (I) adalah biaya selain pemeliharaan 
rutin atas kendaraan perorangan dinas. 

Pasal 373 
( I) Pejabat Negara yang pernah membeli kendaraan pero:rangan dinas, dapat 

mem beli lagi I (satu) uniL kenda.raan perorangan din as tan pa melalui 
lelang setelah jangka waklu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian yang 
pcrta,na. 

(2) Pembelian kembali atas kcndaraan pcrorangan dinas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l) dapat dilakukan sepanjang Pejabat Negara 
tersebuL masih aktif sebagai Pejabat Negara secara bcrkelanjutan. 

Pasal 374 
{I) Penjualan kenda raan perorangan din as yang dijual tan pa melalui Jela ng 

:5cbagaimana dimak~ud dalam Pasa l 361, diawali dengan penp;ajuan 

permohonan penjualan oleh: 
a - Pejabal Negara, pada Lahun tcrakltir periode jabatan Pejabat Negara; 
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b. Mant;,'ln Pejabat Negara, paling lama l (satu) tahun sejak berakhirnya 
masa jabatan Pejabat Negara yang bersangkutan; 

(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) 
disampaikan oleh: 
a. Pejabat Negara kepada Pengguna Barang; 
b. Mantan Pcjabat Negara kepada Bupati; dan 

(3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuac antara 
lain: 
a. data pribadi, berupa nama, jabatan, alamat, dan tempat/tanggal lahir; 

dan 
b. alasan permohonan pembelian k,endaraan perorangan dinas. 

Pasal 375 
(1) Surat Permohonan scbagairnana dimaksud dalam Pasal 374 ayat (3) 

dilampiri dokumen pendukung. 
(2) Dokumen pendukung scbagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pejabat 

Negara/mantan pejabaL negara, antara lain: 
a. fotokopi surat keputusan pengangkatan bagi Pejabat Negara atau 

surat kepucusan pemberhentian bagi mantao Pejabat Negara; 
b. fotokopi kartu identitas; 
c. surat pemyataan yang menyata kan bclum pemah membeli a.tau 

pemah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa lelang setelah 
jangka wakLU lO (sepuluh) tahun sejak pembelian pertama bagi 
Pcjabal Negara; 

d. dalam ha! Pejabat Negara mengajukan pembdian kembali kendaraan 
perorangan dinas tanpa lelang, dilampirkan fotokopi surat keputusan 
pengangkat.an menjadi Pejabat Negara secara berkelanjutan dengan 
jangka wakttt IO (sepuluh) tahu n sejak pembelian pertama kendaraan 
perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c; 

e. surat pernyataan yang menyatakan belu m pernah mcmbeli kendaraan 
perorangan dinas tanpa melalu:i lelang pada saat yang bersangkutan 
menjadi Pejabat Negara bagi manran Pejabat Negara; dan 

f. surat pernyataan yang mcnyatakan tidak sedang atau Lidak pernah 
dituntut tindak pidana dcngan ancaman hukuman pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun. 

Pasal 376 
(! ) Berdasarkan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375 

ayat (31, Pengguna Barang melakukan pers iapan permohonan penj ualan, 
antara lain: 
a. data administrasi kendaraan perorangan dinas; dan 
b. penjelasan dan pertimbangan penjualan kendaraan perorangan dinas 

tanpa melalui lelang. 
(2) Dalam ha! persiapan permohonan pcnjualan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (I) telah selesai, Pengguna Barang melalui Pengelola Barang 
mcngajukan usu lan penjualan kepada Bupati selaku pemegang 
kekuasaaJ'I pengclolaan barang m ilik do.erah di$ertai: 
a. fotokopi Buku Pcmilik Kendaraan Bermotor (BPKB); 
b. fotokopi Surat Tanda Nomor Kcndaraan (STNK): 
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c. sural permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 375 ayat (2) dan ayat {3); 

d. rincian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk 
perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibcli dalam jangka 
waktu I (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan; dan 

e. surat pemyataan dari pengguna barang bahwa sudah ada kendaraan 
pengganti. 

(3) Bupati melakukan penelitian atas usulan permohonan penjualan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(4) Dalam melakukan pcnelitian sebagaimana dimaksud pada ayal (3) , 
Bupati membentuk Tim untuk: 
a. melakukan penclitian kelayakan alasan dan pertimbangan 

perroohonan pcnjualan barang milik daerah; 
b. melakukan penelitian fisik, dengan cara mencocokkan fisik kcndaraan 

perorangan dinas yang akan dijual dengan data administ.ratif. 
(5) Hasil peneUtian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam 

berita acara hasil penelitian unruk selanjutnya disampaikan kepada 
Bupati melalui Pcngelola Barang. 

(6) Bupati melalui Pengelola Barang mcnugaskan Penilai unrnk melakukan 
penilaian atas kendaraan perorangan dinas yang akan dijual. 

(7) Hasil penilaian sebagaimana dlmaksud pada ayat (6) dijadikan sebagai 
dasar penetapan nilai limit penjualan barang milik daerah, 

Pasal 377 
(I) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan 

bcrdasarkan hasil penelitian dan pcnilaian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 376 ayat (5) dan ayat (7) kepad,;i Bupali sesuai batas 
kewenangannya. 

(2) Apabila persetujuan Bupati schagaimana dimaksud pada ayat (l}, 
melebihi batas waktu hasil penilaian, maka sebelum dilakukan penjualan 
lcrlebih dahulu harus dila.kukan penilaian ulang. 

(3) Bupati menyetujui clan menetapkan kendaraan perorangan dinas yang 
akan dijual berdasarkan hasil pcnelitian dan pcnilaian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat: 
a. data kendaraan perorangan dinas; 
b. nilai perolehan; 
c. nilai buku; 
d. harga jual kendaraan perorangru1 dinas; dan 
e . rincian biaya yang telah dikeluarkan pemerintah daerah untuk 

perbaikan kendaraan peroraogan dinas yang a.kan dibeli dalam jangka 
waktu I (saru) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 372 ayat ( l) untuk Pejabal 
Negara, 

(4) Dalam ha! Bupati tidak menyetujui pcnjualan kendaraan perorangan 
dinas canpa melalui lelang Bupati memberitahukan secara tertulis kepada 
pemohon melalui Penggelola Barang. 

{S) Bordas.arkan pe.netapan sebagaimano dima.ksud pa.da ayat (3), Pengelola 
Barang melakukan penjualan kendaraan pcrorangan dinas kepada 
Pejabat Ncgara/mantan Pcjabat Negara. 
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Pasal 378 
(1) Pejabat Negara melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah, terdiri 

dari: 
a. pembelian kendaran perorangan dinas sesuai ha.rga jual kendaraan 

perorangan dlnas sebagaJmana dimaksud dalam Pasal 366; dan 
b. biayayang telah dikeluarkan oleh pcmerlntah dacrah untuk pcrbalkan 

kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu I 
{satu) tahu.n sebelum adanya persetujuan pcnjualan scbagaimana 
dimaksud dalam Pasal 372 ayat (1). 

(2) Mantan Pejabat Negara melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah 
sesuai harga jual kendaraan perorangan dinas scbagaimana dimaksud 
dalam Pasal 369. 

(3) Serah terima barang dilaksanakan sctelah lunas dibayar yang 
dibuktikan dengan surat kctcrangan pelunasan pembayaran dari 
Pengelola Ba rang/ Pengguna Barang_ 

(4) Pengelola Barang/Pengguna Barang mcngajukan usulan penghapusan 
barang milik daerah sebagai tindak Janjut serah terima bara.ng 
sebagaimana dlmaksud pada ayat (3-). 

(5) Pengelola Barang dan Pengguna Bara.ng melakukan pengawasan dan 
pengendalian pelaksanaan pcnjualan dan penghapusan kendaraan 
perorangan dinas sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing~masing 
sesuai dengan ke,entuan pcraturan perundang-undangan. 

(6) Kendaraan perorangan dinas yang tidak dilakukan penjualan dengan 
meka11isme sebaga.imana diah.1r dalam Pasal 358 serta tidak digunakan 
unlu.k penyelenggaraa11 tugas, dapat d ilakukari penjualan secara !clang. 

Baglan Keempat 
Tukar Menukar 

Paragraf Kesatu 
Prinsip Umum 

Pasal 379 
(1) Tukar menukar barang millk daerah dilaksanakan dengan pertimbangan: 

a. untuk memenuhi kcbutuhan operasional pcnyclenggaraan 
pemerintaha.n; 

b. uotuk optimalisasi barang millk daerah; dan 
c. tidak Lersedia dana dalam APBD. 

(2) Tukar mcnukar sebagaimana dimaksud pad a ayat (I) ditempuh apabila 
pemcrlntah daerah tidak dapat menyediakan tanah dan/atau bangur,an 
pengganti. 

(3) Se lain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), tukar 
menukar dapat dilakukan: 
a. apabila barang milik daerah bei-upa tanah dan/atau bangunan sudah 

tidak sesuai dcngan tata ruang wilayah atau penataan kota; 
b. guna rnenyatukan barang milik daerah yang lokasinya terpencar; 
c. dalam rangka pelCt.k~ana.an rcncana strA I egi~ pomerintah 

pusat/pemerintah dacrab; 
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d. guna mendapatkan/ mcmbtrikan akses jalan, apabila objek tukar 
menukar adalah barang miliik dacrah bentpa tanah dan/atau 
bangunan; dan/atau 

e. telah kctinggalan tcknologi sesuai kebutuhan, kondisi, atau ketencuan 
peraturan perundang-undangan, apabila objek tukar menukar adalah 
barang milik daerah selain Lanah dan/atau bangunan. 

(4) Tukar menukar barang milik daerab dapal dilakukan dengan pihak: 
a. Pemerintah Pusat; 
b. Pemerintah Daerah lainnya; 
c . Badan Usaha Milik Negara/ Dacrah atau badan hukum milik 

pemerintah lainnya yang dimiliki negara; 
d. Pemerintah Desa; atau 
e. Swasta; 

(5) Swasta sebag~imana dimaksud pada ayat (4) huruf e adalah pihak 
swasta, balk yang berbentuk badan hukum maupun perorangan. 

Pasal 380 
(I) Tukar menukar barang rnilik dacran dapat berupa: 

a. tanah dan/ atau bangunan yang telah discrahkan kepada Bupati; 
b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Ba.rang; dan 
c. selain tanah dan / atau bangunan. 

(2) Tanah dan/ atau bangunan yang berada pada Pengguna Ba.rang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurur b antara lain tanah dan/atau 
bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan rugas dan 
fungsi Pengguna Barang, tctapi tidak sesuai dengan cata ruang wilayah 
at.au penataan kota. 

(3) 'l'ukar rnenukar sebagaimana dimaksud pada ayal (H dilaksanakan oleh 
Pengelola Barang. 

PasaJ 381 
Tukar rnenukar dilaksanakan setelah dilalo.Jkan kajian berdasarkan: 
a. aspek tcknis, antara lain: 

I. kcbutuhan Pengelola Ba.rang / Penggu.na Ba.rang; dan 
2. spesifikasi barang yang dibumhkan: 

b. aspek ekonornis, antara lain kajian terhadap nilai barang milik dacrab 
yang dilepas dan nilai barang pengganti; 

c. aspek yuridis, antara lain: 
I. tata ruang wilayah dan penataan kota; dan 
2 . bukti kepemilikan. 

Pasal 382 
Berdasarkan kaj ian scbagaimana dimaksud daJam Pasal 38 I terhadap barang 
milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, Bupati dapat memberikan 
alternatif bentuk lain pengelolaan barang milik dacrah atas pcrmohoni,.n 
pcrsetujuan cukar menukar yang diusulkan oleh Pengelola Barang/Pengguna 
Barang. 
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Pasal 383 
(1) Barang pengganti tukar mcnukar d!apal berupa: 

a. barang sejenis; dan/atau 
b. barang tidak sejenis. 

(2) Barang pengganti utama tukar menukar barang milik daerah berupa 
tanah, harus berupa: 
a. tanah; atau 
b. ta.nah dan bangunan. 

(3) Barang pengganti utama tukar menukar barang milik daerah berupa 
bangunan, dapat berupa: 
a. tanah; 
b. tanah dan bangunan; 
c. bangunan; dan/atau 
d. selain tanah dan/atau bangunan. 

(4) Barang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus 
berada dalarn kondisi siap digunakan pada tanggal penandatanganan 
perjanjian tukar menukar atau Berita Acara Serah Terima (BAST). 

Pasal 384 
(I) Nilai barang pengganti atas tukar mcnukar paling sedikit seimbang 

dengan nilai wajar barang milik daerah yang dilepas. 
(2) Apabila nilai barang pengganti lebih kecil daripada nilai wajar barang 

milik daerah yang dilepas. mitra tukar menukar wajib menyctorkan ke 
rekening Kas Umum Daerah atas sejumlah selisih nilai antara nilai wajar 
barang milik daerah yang dilepas dengan nilai barang pengganti. 

(3) Penyetoran selisih nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaksanekan paling lambat, (dual hari kcrja scbelum Serita Acara Serah 
Terima {BAST) ditandatangani. 

(4) Selisih nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan 
dalam perjanjian tukar menukar. 

Pasal 385 
(1) Apabila pelaksanaan tukar menukar mengharuskan mitra tukar menukar 

membangun bangunan barang pcngganti, mitra tukar menukar 
menunjuk konsultan pengawas dengan pcrsetujuan Bupati berdasarkan 
pertimbangan dari SKPD terkait. 

(21 Konsultan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) merupakan 
badan hukum yang bergerak di bidang pengawasan konstn1ksi. 

(3) Biaya konsultan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) menjadi 
tanggungjawab mitra tukar mC'nukar. 

Pasal 386 
Tukar menukar dilaksanakan oleh pengclola barang setelah mendapat 
persetujuan Bupati sesuai dengan kewcnanganaya. 
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Paragrar l<edua 
•rata Cara Pelaksanaan Tukar Menukar Barang Mllik Daerah 

Pada Pengelola Barang 

Pasat 387 
Pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah yang berada pada Pengclola 
Barang dilakukan berdasarkan; 
a. kebutuhan dari Pengelola Barang untuk melakuka.n tukar menukar; atau 
b. permohonan tu kar menukar dari :pihak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 380 ayat (4) . 

Pasa l 388 
(1) Pelaksanaan tukar menukar barang milik dacrah yang didasarkan pada 

kebutuhan pengelola barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 
huruf a, ctiawali dengan pembentukan Tim oleh Bu pati untuk melakukan 
penelitian mengenai kemungkinan melaksanakan tukar menukar yang 
didasarkan pada pertimbanga.n sebagaimana dimaksud dalam Pasal 380 
ayat (I) dan ayat (3). 

(2) Penelitian scbagaimana dimaksud p.,.da ayat (I) mclipu ti: 
a. penclitian kelayakan tu kar menukar, baik dari aspek teknis, 

ekonomis, maupun yuridis; 
b. penelitian data administratif; da n 
c. penclitian fisik. 

(3) Penelitian adrninistratif sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b 
dilakukan untuk meneliti: 
a. status pcnggunaan dan bukti kepemmkan, garnbar s ituasi termasuk 

lokasi tanah, luas, peruotukan, kode barang, ko<le register, nama 
barang, dan nilai perolehan, untuk data barang milik daerah berupa 
tanahi 

b. tahun pembuatan , kode barang, kode register, nama barang, 
konstruksi bangunan 1 luas, status kepemiJikan , lokasi, nilai 
perolehan, dan nilai buku, uo Luk data barang milik daerah berupa 
ba11gunan; 

c. tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jumlah, 
nilai perolehan, nilai buku, kondisi barang, dan bukti kepemilikan 
kendaraan untuk data barang milik daerah berupa selain tanah 
dan/atau bangunan. 

(4) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dila.kukan 
deoga.n cara mencocokkan usik barang milik daerah yang akan 
ctitukarkan dengan data admioisLratif sebagaimana dirnaksud pada ayat 
(3). 

(5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dituangkan 
dal.am berita acara penelitian. 

(6) Tim menyampaikan berila acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) kcpada Bupati untuk penetapan barang milik daerah 
menjadi objek lukar menukar. 
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Pasal 389 
(I) Berdasarkan penetapan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 388 ayat (6), 

Pcngelola Barang menyusun rincian rencana barang pengganti sebagai 

berikut: 
a. tanah meliputl luas dan lokasi yang peruntukannya sesuai dengan 

tata ruang wiJayah; 
b. bangunan meliputi: jenis, luas, dao konstruks.i bangunan serta sarana 

dan prasarana penunjang; 
c. selain tanah dan bangunan meliputi jumlah, jenis barang, kondisi 

barang dan speslfikasi barang. 
(2) Pcngelola Barang melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 329 dan Pasal 330 terhadap barang milik daerah yang akan 
ditukarkan dan barang pcngganti. 

(3) Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 

Pengelola Barang kepada Bupati. 

Pasal 390 
(I) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 ayat 

(3), Bupati melakukan penetapan mitra tukar mcnukar. 
(2) Bupati menerbit.kan kepucusan tukar menukar paling sedikit mem uat: 

a. mitra tukar menukar; 
b. barang milik daera h yang akan diiepas; 
c. nilai wajar barang milik daerah yang akan d ilepas yang masih berlaku 

pada tanggal keput"Usan diterbitkan; dan 
d. rincian rcncana barang pengganti. 

(3) Pengelola Barang mengajukan permobonan persctujuan rukar menukar 

kcpada Bupati. 
(4) Dalam hal tukar menukar memerlukan perserujuan DPRD, Bupati 

terlebih dahulu mengajukan pennohonan persetuj uan tukar menukar 

kepada DPRD. 
(5) Berdasarkan sural persetL\juan tukar menukar sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dan ayal (4). Bupati dan mitra tukar menukar 
m.cnandatangani perjanjian tukar menukar. 

(6) Setclah menandatangani perjanjian tukar menukar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5), mitra tukar menukar melaksanakan: 
a. pekerjaan pembangunan / pengadaan barang pengganti sesuai dengan 

perjanjian rukar menukar, untuk rukar menukar atas barang milik 
daerab berupa t.anah dan/atau bangunan . 

b. pckerjaan melaksanakan pekerjaan pengadaan barang pengganti 
scsuai dengan perjanj ian tukar menukar termasuk menyelesaikan 
pengurusan dokumen administralif yang diperlukan, tukar menukar 
atas barang milik daerab berupa selain tanab dan/atau bangunan. 

Pasal 391 
(l) Bupati membentuk Tim untuk melakukan monitoring pclaksanaan 

pengadaan / pembangunan barang pengganti berdasarkan laporan 
konsultan pengawas dan perielitian lapanga.n4 



(2) Sebelurn dilakukan penye rahan barang milik daerab yang dilepas, 
Pengelola Barang melakukan penilaian scbagaimana dimaksud dalam 
Pasal 326 dan Pasal 327 terhadap kesesualan barang pcngganti sesuai 
dengan yang tertuang dalam perjanjian tukar menukar. 

(3) Dalam ha! hasil pcnilaian sebagaimana tersebut pada ayat (2) 
menunjukka n bahwa terdapat ketidakscsuian spesifikasi dan/atau 
jum!ah barang pcngganti dengan perjanjian tukar menukar, mitra tukar 
menukar berkewajiban melengkapi/memperbaiki ketidakscsuai tersebut. 

(4) Dalam ha! kewajiban mitra tukar menukar uncuk 
melengkapi/ mcmperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tida k 
dapat dipenuhi, rnaka mitra tukar rnenukar berkewajiban untuk 
rnenyetorkan selisih nilai barang milik daerah dengan barang pengganti 
ke rekening Kas Umum Daerah. 

(5) Bupati membentuk 'l'im unmk melakukan peneUtian kelcngkapan 
dokumen barang penggan ti, antara lain bukti kepemilikan, serta 
menyiapkan Serita Acara Se rah Teri ma (BAST) un tuk ditandatangani oleh 
Pengelola Barang dan mitra tukar menukar. 

Pasal 392 
(!) Berdasarkan perjanjian 'l'ukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 390 ayat (5) Pengelola Barang melakukan ser'd.h terima barang, 
yang dimangkan dalam Bcrita Acara Serah Terima (BAST) . 

(2) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Penge!ola Barang mengajukan usulan penghapusan baraag 
milik daerah yang dilepas dari daJtar barang Pcngelola kepada Bupati 
serta Pengelola Barang mcncatat dan mengajukan permohonan 
penetapan status penggunaan terhadap barang pengganli sebagai barang 
milik daerah. 

Pasal 393 
(!) Pelaksanaan lukar menukar bararng milik daerah yang didasarkan pada 

permohonan dari pihak sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 387 huruf b, 
diawali dengan mcngajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai data 
pendukun.g berupa: 
a. rincian peruntuk-an; 
b. jenis/spesifikasi; 
c. lokasi/ data teknis; 
d. perkiraan nilai barang penggan,ti; dan 
e. ha! lain yang dipcrlukan. 

(3) Pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah yang didasarkan pada 
kebutuhan Pengelc,la Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388 
sampai dengan Pasal 393 berlaku mutatis mulandis pada Pelaksanaan 
tukar menukar barang milik daerah yang dldasarkan pada pcrmohonan 
dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376 ayat (4) . 
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Paragraf Ketiga 
Tata Cara Pelaksanaan Tokar Menu kar 

Pada Pengguna Barang 

Pasal.394 
(1) Pengguna Barang mengajukan permohonao persetujuan tukar menukar 

kepada Bupati melalui Pcngclola Barang, dengan disertai: 
a. peojelasan/pertimbangan tukar menukar; 
b. surat pemyataan atas perlunya dilaksanakan tukar menukar yang 

ditandatangani oleh Pcngguna Barang; 
c. Peraturan daerah mengenai tata ruang wilayah atau penataan kota; 
d. data administratif barang milik daerah yang dilcpas; dan 
e. rincian rencana kebutuhan barang pcngganti. 

(2) Data administratif barang milik daerah yang dilepas sebagaimana 
climaksud pada ayat (l) huruf d, diantaranya: 
a status penggunaan dan bukti kepcmilikan, gambar situasi termasuk 

lokasi tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang, dan nilai 
perolehan, untuk barang millk daerah berupa tanah; 

b. tahun pembuatan, kode barang, kode register, nama barang, 
konstruksi bangunan, luas, status kepemilikan, nilai perolehan, dan 
nilai buku, untuk barang milik daerah bcn1pa bangunan; 

c. tahun perolehan, kode barang, kodc register, nama barang, ju mlah, 
nilai perolehao, nilai buku, kondisi barang, dan bukti kepemilikan 
kendaraan, untuk barang milik daerah berupa selain tanah dao/atau 
bangunan. 

(3) Rincian rcncana keburuhan barang pengganti sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) huruf e, me)iputi: 
a . luas dan lokasi yang perunru kannya sesuai dengan tata ruang 

wilayah, untuk barang milik daera.h berupa tanah; 
b. jenis, luas, dan rencana konstruksi bangunan , serta sarana dan 

prasarana penLmjang, untuk baraog milik daerah berupa bangunan; 
dan/ atau 

c. jumlah, jcnis barang, kondisi barang dan s pesifikasi barang untuk 
barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau banguna.n. 

(4) Pelaksanaan tukar menukar barang milik dacrah pada Pengelola Barang 
scbagaimana dimaksud daJam Pasal 388 sampai dengan Pasa.l 393 ayat 
(1) berlaku rnutatis mutandis pada pelaksanaan tukar menukar barang 
milik daerab pada Pengguna Barang. 

(5) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST), Pengguna Barang 
mengajukan usulan penghapusan barang rnilik daerah yang dilepas dari 
Daflar Barang Pengguna kepada Pengclola Barang serta Pengguna Barang 
mencatat dan mengajukan permohonan penetapan status penggunaan 
terhadap barang pengganti sebaga.i barang milik daerah. 

Paragraf Keempat 
Perjanjian dan Berita Acara Serah Terima 

Pasal 395 
(l) Tukar mcnukar dituangkan dalam perjanjian. 
(2) Perjanjian sekurang-kurangnya memuat: 
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a. identitas pihak; 
b. jenis dan nilai barang milik dacrah; 
c. spesifikasi barang pengganli; 
d. klausal babwa dokumen kepemilikan barang pengganti 

diatasnamakan pemerintah daerah; 
e. jangka waktu penycrahan objek rukar menukar; 
f. hak dan kewajiban para pihak; 
g. ketentuan dalarn hal terjadi kahar (force majeure); 
h. sanksi; dan 
i. penyelesaian perselisihan. 

(3) Perjanjian tukar menukar ditandatangani oleh mitra tukar menukar 
dcngan Bupati. 

Pasal 396 
(I) Peoyerahan barang milik daeral1 dan barang pengganti d ituangkan dalarn 

Serita Acara Serah Terima (BAS1') sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
389 ayat (I) . 

(2) Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagairnana dimaksud pada ayat (I) 

ditandatangani oleh mitra tukar menukar dan Pengelola Barang. 
(3) Penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan paling larnbat I (saLu) bulan setelah tanggal penandatanganan 
perjanj ian tukar menukar untuk barang pengganti yang telah siap 
digunakan pada taoggal perjanjian tukar menukar ditandatangaoi. 

(4) Penandatanganan Berita Aca ra scbagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan paling lama 2 (dua) tahun setelah tanggal penandatanganan 
perjanjian tukar menukar untuk barang pengganti yang belum siap 
digunakan pada tanggal pe,janjian tukar menukar ditartdacangani. 

(5) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) hanya dapat 
dilakukan dalam hal mitra tukar menukar telah memenuhi seluruh 
ketentuan dao selttruh klausul yang Lercantum dalam perjanjian tukar 
menukar. 

Pasal 397 
Bupati berwenang membatalkan perjanjian Tukar Me nukar secara sepihak 
dalam ha! Berita Acara Serah Terima (BAST) tidak ditandatangani sampai 
dengan batas waktu scbagaimana dimaksud dalam Pasal 396 ayat (3) dan ayat 
(4). 

Bagian Kelima 
HilJ.ah 

Paragraf Kcsatu 
Prinsip Umum 

Pasal 398 
(1) Hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk 

kcpentingan: 
a . sosial; 
b. budaya; 
c. keagamaan; 
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d. kcmanusiaan; 
e. pendidikan yang bersifat non komcrsial; 
r. penyelenggaraan pemerintahan pusat/ pemerintahan daerah. 

(2) Penyelenggaraan pcmerintahan pusat/daerah &ebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) huruf f adalah termasuk hubungan antar negara, hubungan 
antara pemerintah pus,u dan pemerintah daerah, hubungan antara 
pemerinlah daerah dengan masyarakat/lem baga intemasional, dan 
pelaksanaan kegiatan yang mcnunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi 
pcmcrintah pusat atau pemcrintah daerah. 

PasaJ 399 
(!) Barang milik daerah dapat dihibahkan apabila mcmenuhi persyaratan: 

a. bukan merupakan barang rahasia negara; 
b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; 

atau 
c. tidak digunakan Jagi da lam penyelenggaraan tugas dan fungsi 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
(2) Segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan hibab ditangguog 

sepenuhnya oleh pihak penerima hi bah . 

Pasal 400 
( ! ) Barang milik daerah yang dihibahkan wajib digunakan sebagaimru,a 

kekntuan yang ditetapkan dalam naskah hibah. 
(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola 

Barang. 

Pasal 401 
(I) Pihak yang dapat menerima hibah adalah: 

a . lembaga sosial , Jcmbaga budaya, lembaga keagamaan , lcmbaga 
kemanusiaan, a.tau lembaga pendidik.an yang bersifat non komersial 
berdasarkan akta pendirian, anggaran dasar / n,mah tangga, a tau 
pernyataan tertulis dari instansj tekl1is yang kompcten bahwa lembaga 
yang bcrsangkutan adalah scba.gai lembaga dimaksud; 

b. pemerintab pusat; 
c. pemeiintah daerah lainnya; 
d. pemerintah desa; 
e. perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan 

kriteria masyarakat berpengha.silru, rendah (MBR) sesuai ketentuan 
peraturan pcrundang-undangan; atau 

r. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Pemberian hibah kepada pemerintah desa scbagaimana dimaksud pada 

ayat (I) buruf d dila kukan dalam hal: 
a. Barang milik daerah berskala lokal yang ada di desa dapat dibibahkan 

kepemilikannya kcpada desa; 
b. l~arang milik desa yang telah diambil dari desa, o leh pemerintah 

daerah Kabupaten dikembalikan kepada desa, kecuali yang sudah 
digunaku.n untuk rasilitaa um\.Lm . 
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Pasal 402 

a. tanah dan/atau bangunan yang 1elah diserahkan kepada Bupati; 
b. tan ah dan/ a tau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; dan 
c. selain tanah dan/atau bangunan. 

(2) Tanah dan/alau bangunan yang berada pada Pengguna Barang 
sebagaimana dimaksud pada aya1 (1) huruf b antara lain tanah dan/atau 
bangunan yang dari awal pengadaa.nnya direncanakan untuk dihibahkan 
sesuai yang tcrcantum dalam Doku,:nen Pelaksana.a.n Anggaran {DPA). 

(3) Barang milik daerah selain tan ah dan/ at.au bangu nan sebagaimana 
dimaksud pada ayal( l) huruf c melipuLi: 
a. barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangµnan yang dari awal 

pengadaannya unruk dihibahkan; dan 
b. barang milik daerah sclain tanah dan/atau bangunan yang lebih 

optimal apabila dihibahkan. 
(4) Penetapan barang milik daerah yang akan dihibahkan sebaga.imana 

dimaksud pada ayat ( l) dilakukan oleh Bupati. 

Paragraf Kedua 
Tata Cara Hibah Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang 

Pasal 403 
Pelaksanaan hibah barru1g milik dacrah yang berada pada Pcngclola Barang 
dilakukan berdasarkan: 
a. inisiatif Bupati; atau 
b. permohonan dari pihak yang dapat menerima Hjbah sebagaimana 

dimaksud dala m Pasal 401. 

Pasal 404 
(!) Pelaksanaan hibah barang milik daerah pada Pengelola Barang yang 

didasarkan pada inisiatif Bupati sebagaimana dimaksud Pasal dalam 403 
huruf a, diawali dengan pembentukan Tim oleh Bupati untuk melakukan 
penelitian. 

(2) Penelitiru1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. penelitian data adminislratif; dan 
b. penelitian fisik. 

(3) penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada aya1 (2) huruf a 
dilakukan untuk meneliti: 
a. status dan bukti kepcmilikan, garnbar siruasi Lermasuk lokasi tanah, 

luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perole.han, dan 
peruntukan, untuk data barang milik daerah bcntpa tanah; 

b. Lahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register, nama 
barang, nilai perolehan, nilai buku, dan status kcpcmilikan untuk 
data barang milik daerah bc:rupa bangunan; 

c. tahun peroleban, spesifikasi/identitas teknis, bukti kcpemilikan, kode 
barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nl!ai buku, dan 
jumlah untuk data barang milik daerah berupa selaln tanah dan/atau 
bangunan;dan 

d. data calon penerima hibah. 
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(4) Dalam melakukan peneliLiao terhadap data calon penerima hibah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (31 huruf d, Tim dapat melakukan 
klarifikasi kepada insransi yang berwenang dart berkompeten mengenai 
kesesuaian data calon penerima hibah. 

(5) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan 
dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan 
dihibahkan dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3)-
(6) Hasil penclitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) 

dituangkan dalam berita acara penelltian. 
(7) Tim menyampaikan bcrita acara hasil penelitian kepada Bupati untuk 

menetapkan barang milik daerah menjadi objek hibah. 
(8) Dalam hal berdasarkan berita aca ra penelitian sebagaimam\ dimaksud 

pada ayat (71 Hibah dapat cLilaksanakan, Bupati melalui Pengelola Barang 
meminla surat pcmyataan kesediaan menerima hibah kcpada calon 
penerima hibah. 

Pasal 405 
(I I Pengclola Barang mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada 

Bupati . 
(21 Dalam hal hibah memerlukan persetuj'uan DPRD, Bupati terlebih dahulu 

mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada DPRD. 
(3) Apabila pennohonan hi bah disetuj ui oleh Bupati sebagaimana dimaksud 

ayat pada (l) atau disetujui okh DPRD scbagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Bu pati menetapkan kcputusan pelaksanaan hi bah, yang sekurang
kurangnya memuat: 
a. penerima hibah; 
b. objek hibah; 
c. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan 

penyusutan. untuk tanah dan/atau bangunan; 
d. nilai perolehan dan nilai bu ku terhadap barang yang dapat dilakukan 

penyusutan, untuk selain tanah dan/atau bangunan; dan 
e. peruntukan hibah. 

Pasal 406 
(I) Berdasarkan keputusan pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal ~ 05 ayat (3), Bupati dan pihak penerima hibah 
menandatangani naskah hibah. 

(2) Naskah hi bah sebagaimana dimaksud pada ayal ( l) memuat sekurang
kurangnya: 
a. identita,s para pihak; 
b. jenis dan n ilai barang yang dilakukan hibah; 
c. tujuan dan peruntukan hibah; 
d. hak dan kewajiban para pihak; 
e. klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban kepada pihak 

pencrima hibah; dan 
f. penyclcsaian pcrseli~ihan. 
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(3) Berdasarkan naskah hibah sebagaimana climaksud pada ayat (2), 
Pengelola Barang melakukan serah terima banuig milik daerah kcpada 
penerima hibah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima 

(BAST). 
(4) Berdasarken Berita Acara Serah Tcrima (BAST) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan barang 
milik daerah yaog telah dihibahkan. 

Pasal 407 
(I) Pelaksanaan hibah barang mllik daerah pada pengelola barang yang 

didasarkan pada permohonan dari pihak yang dapat mcnerima hibah 
sebagaimana dimaksud Pasal 403 huruf b, diawali dengan penyampaian 
pennohooan olch pihak pemohon ke:pada Bupati. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memuat: 
a. data pemohon; 
b. alasao permohonan; 
c. peruntukan hibah; 
d. jenis/spcsiflkasi/nama barang ·milik daerab yang dimohonkan untuk 

dihibahkan; 
e. jumlah/luas/volume barang rrulik daerah yang di mohonkan uncuk 

dihibahkan; 
r. lokasi/data teknis; dan 
g. surat pemyacaan kescdiaan mcncrima hibah. 

Pasal 408 
(1) Berdasarkan perrnohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407 ayat 

( I), Supatl membenttik 'l'im untuk melakukan pene!itian. 
(2) Tata cara penelitian sampai dengan pelaksanaan serah tcrima pada 

pelaksanaan hi bah yang d idasarkan pada inisiatif Bupati sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 403 sampai dengan Pasal 406 berlaku mutatis 
mut.andis terhadap lata cara penelitian sampai dengan pelaksanaan serah 
ter ima pada pelaksanaan hibah yang didasarkan pada permohonan pihak 
pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407. 

(3) Apabila permohonan hibah tidak disetujui, Bupati melalui Pengelola 
Barang membcritahukan kepada pihak yang mengajukan permohonan 
hibah, disertai dcngan alasannya . 

Paragraf Kctiga 
Tata Cara Pelaksanaan H ibab Ba rang Milik Daerah 

Pada Pengguna Barang 

Pasal 409 
(1) Pelaksanaan hibah barang milik daerah pada Pengguna Barang diawali 

dengan pembcntukan Tim lntcma.l pada SKPD olch Pengguns. Barang 
untuk melakukan penelitian. 

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 11 meliputi: 
a. penelitian datn administratif~ dan 
b. penelitian fisik. 
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(3) Penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

dilakukan untuk meneliti: 
a. status dan bukti kepcmilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, 

luas, kode barang, kode register , nama barang~ nilai perolehan, dan 
peruntukan, u.ntuk data barang ·milik daerah berupa tanah; 

b. tabun pembuacan, konstruksi, luas, kode barang, kodc register, nama 
barang, nilai perolchan, nilai buku, dan status kepcmilikan untuk 
data barang milik daerah berupa bangunan; 

c. cahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode 
barang, kode register. nama barang, nilai perolchan. nilai buku, dan 
jumlah untuk da ta barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau 

bangunan; dan 
d . data calon penerima Hibah. 

(4) PeneLitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan 
dengan cara mencocokkan lisik barang rnilik daerdh yang akan 
dihibahkan dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3). 
(5) Hasil penditia.n sebagaima.na dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 

dituangkan da lam berita acara penclitian dan selanjutnya disampaikan 

Tim kepada Pengguna Barang. 
(6) Berdasa.rkan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada 

ayal (5), Pengguna Barang mengajukan perrnohonan hibab kepada 

Pengelola Barang yang memuat: 
a. data ca Ion penerima hibab; 
b. alasan untuk menghibahkan; 
c. data dan dokumen atas tanali dan/atau bangunan: 

d. peru.ntukan lubah; 
e . tahun perolehan ; 
f. status dan bu kti kepcmilikan; 
g. nilai pcrolehan; 
h. jenis/ spesifikasi barang rnilik daerah yang dimohonkan untuk 

dihibahkan; dan 
1. lokasi. 

(7) Pcnyampaian surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

disertal dengan surat pemyataan kescdiaan menerima hibah. 

Pasal 410 
Tata cara penclitian ba rang milik daerah yang akan dihibahkan yang berada 
pada Pengelola Barang scbagaimana dlmaksud da la m Pasa.l 404 berlaku 
mutalis rout.and.is terhadap tata cara penelilian atas permohonan yang 
diajukan oleh Pengguna Barang kcpada Pcngelola Barang sebagaimana 

dima ksud dala.m Pasal 408. 

Pasal 411 
(!) Pengelola Barang mengajukan permohonan perserujuan hibah kepada 

Bupati. 
(2) Dalam ha] hibah memer'lukan per.setuju~ n DPRD. Bu.pa.ti terlebih dahulu 

mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada DPRD. 
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(3) Apabila permohonan Hibah disetujui oleh Bupati sebagaimana dirnaksud 
pada ayal (1) atau disetujui DPRD scbagaimana dimaksud pada ayac (2) 

Bupati menetapkan pelaksanaan hibah, yang sekurang-kurangnya 
memuat: 
a. penerima hibah; 
b. objek hi bah; 
c. nilai perolehan clan nilai buku terhadap barang yang clapat clilakukan 

penyusutan, untuk tanab dan/atau bangunan; 
d. nilai pcrolchan clan nilai buku terhaclap barang yang clapal dilakukan 

penyusutan, untuk sei.ain tanah dan/atau bangunan; dan 
e. peruntukan hibah. 

(4) ApabiJa permohonan l-libah tidak disetujul, Bupau melaiui Pengelola 
Barang menerbitkan surat penolakan kcpada Pengguna Barang yw1g 
mcngajukan permohonan clisenai dengan alasannya. 

(5) Berdasarkan penetapan pelaksanaan Hibah sebagaimana dlmaksud pada 
ayat (3), Pengeloia Ba.rang dan pihak penerirna hi bah menandatangani 
naskah hi bah. 

(6) Naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat sekurang
kurangnya; 
a . ldentitas para pihak; 
b. jenis dan nilai barang yang dilakukan hibah; 
c. tujuan dan peruntukan hlbah; 
d. hak dan kewajiban para pihak; 
e. klausui benilihnya 1anggu.ng jawab clan kewajiban kepada pihak 

pencrirna hibah; clan 
f. pcnyeiesaian perselisihan. 

(7) Berdasa.rkan naskah hibah sebaga.imflJla dimaksud pada ayat (5), 
Pengelola Bara.ng melakukan serah terima baraJ1g milik daerah kepada 
penerima hibah yang dituangkan dalam Serita Acara Serah Terima 
(BAST). 

(8) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) scbagaimana climaksud 
pada ayat (7), Peng.,a1.ma Barang mengajukan usulan penghapusan 
barang milik daerah yang telah dihibahkan. 

Pasal 412 
Peiaksanaan hibah barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan 
seialn tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaanya direncanakan 
unn,k dihibahkan sebagaimana dimaks'Ud dalam Pasal 402 ayat (2) dan ayaL 
(3) huruf a mengikuti ketentuan peratura.n perundang-undangan. 
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Bagian Keenam 
Penyertaan Modal Pc:mcrintah Daerah 

Paragraf l<esat\l 
Prin sip U mum 

Pasal 413 
(1) Penyertaan modal pemerintah dacrah atas barang milik daerah dilakukan 

dalam rangka pendirian, pengembangan, dan pcningkata.n kinerja Badan 
Usaha Milik Nega.ra/Daerah a.tall badan hukum la.innya ya ng dimiliki 
Negara sesuai dengru1 ketentuan pcraruran perundang-undangan. 

(2) Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana climaksud pada ayaL 
(I ) dilakukan dengan per timbangan sebagai bcrikut: 
a. Ba.rang milik daerah yang dari awal pcngadaannya sesuai dokumen 

penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Negara/Daerah 
atau badan hukum lainnya yang d imiliki Negara dalam rangka 
penugasan pcmcrintah; atau 

b. Barang milik daerah lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha 
Milik Negara/Daerah atau badan hukum la.innya yang dimiliki Negara 
baik yang sudah ada rnaupun yang akan dibentuk. 

(3) Penyertaan modal pcmerintah d.aerah ditetapkan dengan Pcraturan 
Daerah. 

(4) Ba rang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah 
disertakan dalam penyertaan modal pemerintah daeral1 kepada Badan 
Usaha Milik Negara/Daerah atau badru1 hukum lainnya yang dimiliki 
Negara menjad i kekayaan yang dipisahkan mcngikuti ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 414 
(1) Penyertaan modal pemerim.ah daerah atas barang milik daerah dapal 

berupa: 
a. umah dan/atau bangunan yang telah diserahkan Bupa li; 
b. tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang; atau 
c. Sela.in tanah dan/atau bangunan. 

(2) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik dae,·ah 
sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Ba.rang 
setclah mendapat persetuj uan Bupati, sesuai batas kewenangannya. 

Pasal415 
(1) Penetapan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangum1n yang 

a.kart disertakan sebagai modal pcmcrintah daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 14 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati, sesuai 
batas kewenangannya. 

(2) Ta nah dan/ a tau bangunan yang berada pada Pengguna Barang 
sebagaimana dimaksud dalam Passi 414 ayat (l) huruf b antara lain 
tanah dan/ atau bangunan yang sejak awal pengadaannya direncanakan 
untuk di:sertaktui. scbaga.i mod a l pemerintab daero.h sesuai yang 
tercantum dal;;1m dokumcn penga nggaran, yaitu Ookw11en Pelaksanaan 
Anggaran (DPA). 
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(3) Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada 
Pengguna Barang sebagaimana climaksud dalam Pasal 414 ayat (11 huruf 
c antara lain meliputi: 
a. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal 

pengadaannya u,ttuk disertakan sebagai modal pemerintah daerah; 
b. barang milik daerah selain tanah dan/acau bangunan yang lebih 

optimal unruk disertakan sebagai modal pemerincah daerah. 

Pasal 416 
Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan analisa 
kclayakan irwestasi mengenai pcnyertaan modal sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Paragraf Kedua 
Tar.a Cara Pcnyertaan Modal Pemerintah Dacrah 
Atas Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang 

Pasal 417 
(1) Pengelola Barang melaksanakan penilaian dengan menugaskan: 

a. Pcnilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329, untuk tanah 
dan/atau bangunan yang akan dijadikan objek penyertaan modal; 

b. Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan Penilai 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330, untuk selain tanah 
dan/atau bangunan yang akan dijadikan objek penyertaan modal. 

(2) Pengelola Barang menyampaikait hasU penilaian kepada Bupati. 
(3) Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian tcrhadap: 

a. hasil analisis kelayakan invescasi yang dilakukan sesuai keteniuan 
peraturan pcrundang-undangan; 

b. data admirustratif, diantaranya: tahun pcrolehan, spesifikasi/identitas 
tcknis, buktl kepemilik.an, kode barang, kode register, nama barang, 
dan nilai peroleltan atau nilai bllku: 

c. kesesuaian tujuan penyertaan modal pemcrintah daerah, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413. 

(4) Tim melakukan kajian bersama deogan calon penerima penyertaan modal 
pemerinr.ah daerab dan/atau SKPD terkait, yang diruangkan dalam 
dokumen hasil kajian. 

(5) Apabila berdasarkan hasil kajian sebagaimaita dimaksud pada ayat (4), 
pcnycrtaait modal pemerintah daerah layak dilaksanakan. maka calon 
penerima penyertaan modal pcmerintah daera h menyampaikan surat 
pernyataan kesediaan mencrima penyertaan modal pcmerintah daerah 
yang berasal dru·i barang milik dac.rah. 

(6) Tim menyampaikan dokumen hasil kajian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) dait surat pernyalaan kesediaan menerima pcnyertaan modal 
pemerinr.ah daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati. 

Pasal 418 
(J) Pengelola Ba.rang mcngajuka.n pennohortan persctujurul peoyerta."\.O 

modal perneriniah daerah kepada Bupati. 
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(2) Dalam hal penyertaan modal pemcrintah daerah memerlukan pcrsetujuan 
DPRD, Bupati terlebih dahulu mengajukan pcrmohonan persetujuan 

kepada DPRD, 
(3) Apabila permohonan tidak diserujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) atau tidak disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Bupati mclalui Pengelola Barang memberitahukan pada calon 
penerima penyertaan modal discrtai dengan alasan, 

(4) Apabila permohonan penyertaan modal pcmerintah daerah atas barang 
milik daerah disetujui o leh Bupatl sebagaimana dimaksud pada ayat {!) 
atau disetujui olch DPRD sebagaimana dimaksud pada aya1 (2), Bupati 
menetapkan keputusan atas barang milik daerah yang akan disertakan 
sebagai pcnyertaan modal. 

(5) Pengelola Barang menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang 
penyertaan modal pemerintah daerah dengan melibatkan SKPD terkait. 

(6) Rancangan Peraturan Daerah tentang pcnyertaan modal pemerintah 
daerah sebagaimant, dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada DPRD 
untuk djjakukao pembahasan bersama dan selanjutnya ditetapkan 
sebagai Peraturan Daerah tentang penyertaan modal. 

Pasal 419 
(I) Berdasarkan Peraturan Daerah lentang Penyertaan Modal Pemerintah 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 ayal (6), Pengclola 
Barang melaksanakan penyertaan modal pcmerintah daerah berpedoman 
pada kepu tusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 ayat (4). 

(2) Bcrdasarkan peraturan daerah dan keputusan Bupati sobagaimana 
dimaksud pada ayat (!), Pengelola Barang melakukan serah terima 
dengan penerima Pcayertaan Modal Pe merintah Daerah yang dit\Jangkan 
dalam Serita Acara Serah Tcrima {BAST). 

Pasal 420 
Berdasarkan Berita Acara Serah Tcrima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
419 ayat (2), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik 
daerah yang tela h dijadikan penycrtaan modal pemerintah daerah. 

Paragraf Ketiga 
Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 

Atas Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang 

Pasal 421 
(1) Penyertaan modal pemerintah daerah yang dari awal pengadaannya 

direncanaka n untuk dijadikan sebagal peoyertaan modal pemerintah 
daerah, maka Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan 
usul kepada Bupati disertai pertimbangan dan kclengkapan data berupa: 
a. data administratif, antara lain: 

l. dokumen angga ran dan/atau dokumen perencanaannya; 
2. nilai realisasi pelaks.anaan anggaran; dan 
3. kcputusan peuctapan slnLus pcnggunaan. 

b. doku men hasil analisis kelayakan investasi rnengenai penyertaa.n 
moda] sesuai ketcnluan peratu.ran perundang .. undangan. 
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(2) Penyertaan modal pemerintah dacrah yang diaral1kan untuk optimalisasi 
barang milik daerah , maka pengajuan usu! oleh Pengguna Barang melalui 
Pengelola Barang kepada Bupati djsertai pertimbangan dan kelcngkapan 
data berupa: 
a. data administratif, antara lain tahun perolehan, spesillkasi/identitas 

teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kodc register, nama barang, 
dan nilai perolehan atau nilai buku; 

b. dokumcn hasil analisa kelayakan invesui.si mengenai penycrtaan 
modal sesual ketentuan pcraturan perunda ng-undangan. 

(3) Tata cara penyertaan modal pemerintah daerab mengenai penHaian 
sampal dengan serah terima barang yang discrtakan sebagal penyertaan 
modal pcmennlah daerah yang berada pada Pengelola Barang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 sampai dengan Pasal 420 
berlaku mutatis mutandis pada penilaian sampai den.gan serah terima 
barang yang a.kan disert.akan sebagai penyertaan modal pemcrintah 
dacrah yang berada pada pengguna barang. 

Pasal 422 
Berdasarkan Serita Acara Scrah Terima (BAST) Pengguna Barang mengajukan 
usulan penghapusan barang milik daerah yang telah dijadikan penyertaan 
modal pemerintah daerah. 

BAB Xl 
PEMUSNAHAN 

Bagian Kesatu 
Prinsip Umum 

Pasal 423 
Pemusnahao barang milik daerah dilakukan apabila : 
a . tidak dapat digunakan, Lidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat 

dipindahtangankan; atau 
b. terdapal alasan lain sesuai dengan ketenLuan peratu ran perundang

undangan. 
Pasal 424 

( I) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang seLelah mendapat 
perseLujuan Bupati, untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang. 

(2) Pemusoahan dilaksan akan oleh Pengelola Barang setelah mendapat 
persetujuan Bupati, untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang. 

(3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (I ) dan (2) 
dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati. 

Pasal 425 
Pemusnahan dilakukan dengan cara: 
a. dibakar; 
b. dihancurka.n; 
c. ditimbun; 
d. ditenggelamkan; acau 
e. cara lain sesuaj dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Ba_gian Kedua 
Tata Cara Pcmusnahan Pada Pengguna Barang 

Pasal 426 
(I} Pcngajuan perrnohonan pemusnahan barang milik dacrtlh d.ilakukan oleh 

Pengguna Barang kepada Bupati. 
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) paling sedikit memuat: 

a . penimbangan dan alasan pemusnahan; dan 
b, data barang milik daerah yang diusulkan pemusnahan, 

(3) Data barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

antara lain meliputl: 
a. kode barang; 
b. kode register; 
c. nruna barang~ 
d. tahun pcrolehan; 
c, spesifikasi barang; 
f. kondisi barang; 
g, jumlah barang; 
h. bukti kepemilikan untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi 

dcagan bukti kcpemilikan; 
i. nilai perolehan; dan 
J. nilai buku untuk barang milik dacrah yang dapat dilakukan 

pcnyusutan. 
(4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilcngkapi 

dokumen pendukung berupa: 
a. surat pemyataan dari Pcngguna Barang/Kuasa Pengguna Barangyang 

sekurang-kurangnya memugt: 
1. idcntitas Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang; dan 
2 . pcmyataan bahwa barang milik dacrah tidak dapat digunakan, 

tidak dapat dimanfaatka11, dan/atau tidak dapat 
dipindahtangankan atau a lasan Jain sesuai dengan ketentuan 
peraturan pen1ndang-undangan. 

b. fotokopi bukti kepemilikan, untuk barang milik daerah yang han1s 
dilengkapi dengan bukti kepemilikan: 

c. kartu identitas barang, unn>k barang milik daerah yang harus 
dilengkapi dengan kart1.1 idcntitas barang; dan 

d. foto barang rnilik daerah yang diusulkan pemusnaha:n. 

Pasal 427 
(I) Pcngelola Barang melakukan penelitian 1.erhadap permohonan usulan 

Pemusnahan sebagaimana dunaksud dalrun Pasal 426. 
(2) Penelitian scbagaimana dimaksud pada ayat ( 11 meliputi: 

a, penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permobonan 
pemusnahan barang milik daerah; 

b, penelitian data administratif; dan 
c. pcnelitian fisik. 

(3) Penclitian data administratif sebaga.imana. dimaksud pada ayaL {2t hurur b 

dilakukan untuk meneliti antara lain: 
a. kodc barang; 
b. kode register; 
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c. nama barang; 
cl. tahun perolehan; 
e. spesitikasi barang; 
f. kondisi barang; 
g. jwnlah barang; 
h. bukti kepemilikan untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi 

dengan bukti kepemilikan; 
i. nilai perolehan; dan / at.au 
J, nilai buku, untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan 

penyusutan. 
(4) Peaelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayaL (2) huruf c dilakukan 

dengan eara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan 
dimusnahkan dengan data admin.istratif sebagaimana dimaksud pada 

ayaL (3). 
(5) Pcngelola Barang menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud 

pada. ayat (2) kepada. 8u pati sebagai bahan pertimbangan pcrsetujuan 

pemusnahan barang milik daerah. 

Pasal 428 
(I) Apabila permohonan pcmusnahan barang milik daerah tidak disetujui, 

Bupati memberitahukan kepada Pengguna Ba rang melalcti Pengelola 
Barang yang mengajukan permohonan disertai dcngan alasan. 

(2) Apabila permohonan pemusnaha n barang milik daerah disetujui, Bupati 
menerbitkan surat persetujuan pemusnahan barang milik daerab. 

(3) Sural persctujuan pcmusnahan barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: 
a. data barnng milik daenah yang disctujui untuk dimusnahkan, yang 

sekurang-kurangnya meliputi kodc barang, kode register , nama 
barang, tahun perolehan, spesifikasi barang, kondisi barang, jumlah 
barang, nilai perolehan . dan n ilai buku untuk barang milik daerah 

yang dapat dilakukan penyusutan; dan 
b. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan 

Pemusnahan kepada Bupati. 

Pasal 429 
(1) Berdasarkan surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 425 ayat (2), Pengguna Barang 
melakukan pemusnahan barang milik daerah. 

(21 Pclaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 I 
dituangkan dala m Berita Acara Pemusnahan dan dilaksanakan paling 
lama I (satu) bula11 sejak tanggal penerbitan surat persetujuan 
pemusnahan barang milik daera h oleh Bupali sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 428 ayat (2). 
(3) Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik 

daerah. 
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Bagian Ketiga 
Tata Cara Pemusnahan Pada Pengclola Barang 

Pasal 430 
( I) Pengajuan permohonan pemusnaha n barang milik daerah dilakukan olcb 

Pengelola Barang kepada Bupati . 
(21 Muatan ma teri surat permohonan pemusna han pada Pengguna Barang 

serta k¢1engkapan dokumen pendulkung sebagaimana dimaksud dalam 
Pasa l 426 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku mutatis mutandis 
terhadap muatan materi surat permohonan pe.musnaban dan serta 
kelengkapan do)<umen dukung pada Pengelola Barang. 

Pasal 431 
(I) Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan usU:lan pemusnahan 

sebaga imana dimaksud dalam Pasat ·1 30. 
(2) Tata cara penelitian terhadap permohonan pemusnahan barang milik 

daerah pada Pengguna Baiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427 
ayat (2), ayat (3), don ayat (4) berlak"t.1 mu latis mutanctis terhadap tata 
cara penclitian terhadap permohon an pemusnahan barang milik dacrah 
pada Pengelola Barang. 

(3) Apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah tidak disetttjui, 
Bupati memberitahukan kepada Pengelola Barang disertai dengan alasan. 

(4) Apabila permohonan pemusnahan barang milik daerah disetujui, Bupati 
mcncrbitkan surat persetujuan pemusnahan barang milik dacrah. 

(51 SUral persetujuan pemusnahan l>arang milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat: 
a. data barang milik daerah yang disctujui untuk dimusnahkan, yang 

sekunmg-kurangnya melipuci kode barang, kode register, nama 
barang, Lahun perolehan, spesifikasi barang, konctisi barang, j umlah 
ba rang, nilai perolehan, dan nilai buku untuk barang milik daerab 
yang dapal dilakukan penyusutan; dan 

b. kewajiban Pengelola Barang untuk mclaporkan pelaksanaan 
pcmusnahan kcpada Bupati. 

Pasal 432 
(1) Bcrdasarkan pcrsetujua n pemusnahan barang milik dacrab sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 431 ayat (4), Pengelola Barang melakukan 
pemusnahan barang milik daerah. 

(2) Pela ksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) 
dituangkan dalam benta acara pcmusnahan dan dilaksanakan paling 
lama I (satu) bulan sejak tanggal persetujuan pemusnahan barang milik 
daerah dari Bupati. 

(3) Berdasarkan berita acara pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik 
daerah. 
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BAB XII 
PENGHAPUSAN 

Bagian Kesatu 
Prinsip Umum 

Pasal 433 
Penghapusao barnng milik daerah mcliputi: 
a. pcnghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang 

Kuasa Pengguna; 
b. pcnghapusan dari Oaf tar Barang Pe·ngelola; dan 
c. penghapusan dari Oaftar Barang Milik Daerah. 

PasaJ 434 
(I) Pcnghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Da!tar Barang 

Kuasa Pengguna scbagaimana d.,ma ksud dalam Pa.sal 433 huruf a, 
dilakukan dalam hal barang milik dacrah sudah tidak berada dalam 
penguasaan Pcngguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang, 

(2) Penghapusan dari Daftar Barang Pcngelola sebagaimana dimaksucl dalam 
Pas.al 433 hurut b, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak 
bcrada dalam penguasaan Pcngelola Barang. 

(3) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Dacrah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 433 httruf c dilakukan dalam hal terjadi penghapusan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) disebabkan karcna: 
a. pemindahtanganan atas barang milik daerah; 
b. putusan pengadilao yang telah berkckuatan hukum tetap dan sudah 

tidak ada upa)'a hukum la.in nya,; 
c. menjalankan ketencua,1 undang-undang; 
d4 pemusna.han; atau 
c. sebab lab,. 

Pasal 435 
(!) Ba.rang milik daerah sudah lidak berada dalam penguasaan Pengelola 

Ba.rang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang 
disebabkan karena: 
a. penyerahan barang milik daerah; 
b. pengallhan status pcnggunaan barang milik daerah; 
c, pemindahtanganan alas barang milik; 
cl. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah 

tidak ada upaya hukum lainnya; 
e. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
f. pemusnahan; atau 
g. sebab Jain, 

(2) Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (!] huruf g merupakan 
scbab-sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi 
penyebab penghapusan, seperti, hllang karena kecurian, tcrbakar, susut, 
mcnguap, mencair, kadaluwa~, mati, dan sebagai akibat darl keadaa.n 
kahar (force majeure) , 



• 155 · 

Pasal <136 
(I) Pe nghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~35 ayat (l ) untuk 

barang milik daerah pada Pengguna Barang dilakuk.an dengan 
mcnerbitka.n ke putusan penghapusan oleh Pengelola Barang setelah 
mends.pat persctu juan Bupati. 

(2) Penghapusan sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 435 ayat ( 1) untuk 
barang milik daerah pada Pengelola Barang dilakukan dengan 
menerbitkan kcputusan penghapusan oleh Bupati. 

(3) Dikecualikan dari ketentuan mendapat persct:l\j Uan penghapusan Bupati 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( ! ) adalah untuk barang milik daerah 
yang dihapuskan karena: 
a. pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud dala m Pasal 56 

sampai dengan Pasal 62; 
b. pemjndahtanganan; atau 
c. pemusnahan. 

(4) Bupati dapal mendelegasikan persecujuan pcnghapusan barang milik 
daerah berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang untuk Daftar 
Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna. 

(5) Pelaksanaan atas penghapusan barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud pad a ayat (I) dan ayat (4) dilaporkan kepada Bupati. 

Bagian Kedua. 
Pelaksanaan Penghapusan Bara.ng MjJik Daerah 

Pada Penggu na Ba.rang Dan/ Atau Kuasa Pengguna Barang 

Pasal 437 
(I) Penghapusan karena penyerahan barang milik daerah kepada Bupati 

scbagaimana dimaksud dalam Pasal 435 ayat (I) huruf a dilakukan oleh 
Pengguna Barang/Kuasa. Pe ngguna Barang. 

(2) PenghapL1san sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) dilakukan setela.h 
Pengelola Barang mencrbitkan keputusan penghapusan barang milik 

daerah. 
(3) Keputusan sebagaimana dima.ksud pada ayat (2) paling lama I (satul 

bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak ranggal Serita Acara Serah 
1'erima (BAST) penyerahan kepada Bupati. 

(4) Pengguna Barang melaporkan penghapusan barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) kepada Bu pati. dengan 
melampirkan: 
a. keputusan penghapusan;dan 
b. S erita Acara Scrah Terima (BAST} penyerahan kepada Bupati. 

(5) Bcrdasarkan keputt,san penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), Pe ngelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan barang milik 
daerah pada daftar barang milik daerah. 

Pasal 438 
(I} Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/arau Daftar Barang Kuasa 

Pengguna sebagai akibat daJ'i pcnycreihan barang milik daerah kcpada 
Bupati harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan 
Tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. 
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(2) Peru bahan Daftar Barang Milik Dae rah sebagai akibal dari penyerahan 
barang milik daerah dari Pcngguna Barang kepada Bupati harus 
dicanlUmkan dalam laporan scmestcran dan laporan tahunan. 

Pasal 439 
(11 Pcnghapt1san karena pengalihan sr.atus penggunaan barang milll< daerah 

kcpada Pengguna Sarang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 
ayat (l) buruJ b dilal<ukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna 
Sarang. 

12·1 Pengbapusan sebagaimana dimaksud pada ayat {11 dilakukan setelah 
Pengelola Barang menerbitkan kcputusan penghapusan barang milik 
daerah. 

(3) Kepulusan penghapusan barang milik dacrab sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) paling lama l (satu) bulan dlterbitkan oleh Pengelola Barang 
sejak tanggal Serita Acara Serah Terima (BAS'T) pengalihan status 
penggunaan barang milik daerah. 

(4) Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati 
dengan melampirkan: 
a . keputusan penghapusan; dan 
b. Serita Acara Serah Terima (BAS'f1 pengalihan status penggunaan 

barang milik daerah. 
{S) Berdasarkan keputusan penghapusan sebag.iimana dimaksud p.ida aya1 

(3), Pcngelola Sarang melakukan penyesuaian pencatatan barang milik 
daerah pada daftar barang milik daerah. 

Pasal 440 
(I) Perubaban Daftar Barang Pcngguoa dan/atau Daftar Barang Kuasa 

Pengguna sebagai akibal dari pengalihan stalUs penggunaan barang milik 
daerah harus dicanLumkan dala.m laporan semesteran dan laporan 
taJ1unan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. 

(2) Perubahan daftar barang milik daerah sebagai akibal dari pengalihan 
status penggunaan barang milik daerah harus dicanlumkan dalam 
laporan barang milik daerah semesteran dan laporan tahunan. 

Pasal 441 
(1) Penghapusan karena pcmindabtanganan atas barang milik daerah 

sebagaimana dlmaksud dalam Pas.al 435 ayat (l) huruf c djlakukan oleb 
Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang 

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) dilalrukan selelah 
Pcngelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang milik 
daerah. 

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama l (satu) 
bulan diterbitkan olch Pcngelola Barang sej ak tanggal Berita Acara Serah 
Teri ma (BAST). 

(4) Keputusan penghapusan barang milik daerah karena pemindahtanganan 
alas barang milik daerah disampaika.n kcpada Pengguna Barang disertai 
dcngan: 
a . Risalah Lclang dan Serita Acara Serah Terima (BAST), dalam hal 

pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjuaJan secara lelang; 
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b. Berita Acara Serah Terima (BAST), dalam hal pemindahtanganan 
dilakukan dalam bentuk penjualan tanpa lelang, tukar menukar, dan 
penyertaan modal pemcrinlah daerah; dan 

c. Beriw. Acara Serah Terima dan naskah hibah, dalam hal 
pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah. 

(5) Pengguna Barang menyampaikan Japoran penghapusan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati dengan melampirkan: 
a. Keputust1n Penghapusan; dan 
b. Serita Acara Serah 1'erima, Risalah Lelang, dan Naskah Hibah. 

(6) Berdasarkan kcpurusan pcnghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), Pengelola Barang menghapus oorang milik daerah dari Daftar Barang 
Milik Daerah. 

Pasal 442 
(1 I Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa 

Pengguna sebagai akibat dari penghapusan karena pemindahtanganan 
harus d icantumkan dalam la poran barang Pengguna/Japoran barang 
Kuasa Penggu,ia semcsteran dan tahunan Pengguna Barang dan /atau 
Kuasa Pengguna Barang. 

(2) Perubahan Dafrar Barang Milik Daerah scbagai akibat dari pengh apusan 
karcna pemindahtanganan harus dkantumkan dalam laporan semesteran 
dan laporan tahunan. 

Pasal 443 
(1) Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang tclah mempcroleh 

kekuatan bukum tctap dan sudah tidak ada upaya hukum Ja,nnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 ayat ( I) huruf d d ilak ukan oleh 
Pengguna Barang/ Kuasa Pcngguna Barang. 

(2) Pcngguna Bit.rang mengajukan permohonan penghapusan barang milik 
daerab kepada Pengelola Barang yang sed ikitnya memuat: 
a. pertimhangan den alasan penghapusan; dan 
b. data barang milik daerah yang dl mohonkan untuk d.ihapuskan, 

diantaranya meliputi ta.hun perolehan, kode barang, kode register, 
nama barang

1 
jen:is, identitas, kondisi. lokasi, rulai bukt.11 dan / a tau 

nitai perolehan. 
(3) Pcrmohonan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) sekurang-kurangnya dilengkapi dcngan: 
a. salinan/ fotokopi putusan peng.adUan yang telah d ilegalisasi/disahkan 

oleh pcjabat berwenang; dan 
b. fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen seta ra. 

(4) Pengelola Barang melakukan penetil!an terhadap pcrmohonan 
penghapusan barang mllik dacrah dari Pengguna Barang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2). 

(5) Penelitian sebagrumana dimaksud pada ayat (4) yang meliputi: 
a. penclitian data dan dokl.1mcn barang milik dacrah; 
b. penclitian terhadap lsi pu1:1.1san pengadilan terkait barang milik daerah 

seba.ga1 objek putus.cu1 pcngadilart yang Lelah mcmperoleh kekuatan 
hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan 

c. pcnelitian lapangan (on site visit), jika ctiperlukan. 
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(6) Penelitian lapanga.n sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c 
dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara barang milik daerah 
yang menjadi objek putusan pengad ilan dengan barang milik daerah yang 
mcnjadi objek perrnohonan penghapusan. 

(7) Bcrdasarkan basil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 
Pengelola Bara.ng meogajukan perrnohonan persetujuan kepada Bupati. 

Pasal 444 
(I) Apabila perrnohonan penghapusan barang nulik daerah sebagaimana 

dimaksud dalarn Pasal 443 ayat (2) tidak diserujui, Bupati melalui 
Pengelola Barang membcritahukan pada Pengguna Barang disertai 

dengan alasan. 
(2) Apabila permohonan penghapusan barang milik daerah disetujui, Bupati 

menerbitkan surat persetujuan penghapusan bar<>ng milik daerah. 
(3) Surat persetujuan pcnghapusan baraog milik daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayal (2) memuat data barang milik daerah yang disetujui 
unmk dihapi1skan, diantaranya meliputi: 
a_ kode barang; 
b. kode register; 
c. na1na barang; 
d. ta.hun pcrolehan; 
e. spesifikasi/ identitas teknis> 
f. kondisi barang; 
g. jumlah; 
h. nilai pcrolehan; 

nilai buku untuk barang m:ilik daerah yang dapal dilakukan 

penyusulan; dan 
j. kewajiban Pengguna Barang w1tuk melaporkan pelaksanaan 

Penghapusan kepada Bupati melalui Pengelola Barang. 

Pasal 445 
(I) Berdasarkan persctujuan Bupati sebagaimana dimaksud da larn Pasal 441 

ayat (2), Pengelola Barang mcnerbitkan keputusan penghapusan barang. 
(2) Keputusan penghapusan scbagaimana dimaksu d pada ayat (I) menjadi 

dasar Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Ba.rang melakukan 
penghapusan barang milik daeral1 dari Daftar Barang Pengguna 
dan/ a tau Daftar Barang Kuasa Pengguna, 

(3) Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) paling lama I (satu) bulan diterbitkan oleh Pcngelola Barang 
sejak tanggal pcrsetujuan pcnghapusan barang milik daerah dari Bupati. 

(4) Pengguna Barang melaporkru1 penghapusan kepada Bupati dcngan 
melampirkan keputusan penghapusan barang milik dacrah. 

(51 Berdasarkan keputusan peoghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), Pengclola Barang mengh apuskan barru1g milik daerah dari Daftar 

Bamng Milik Dacrah. 
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Pa.sal 446 
Pcnghapusan sebagaimana d imaksud daJam Pasal 443, Pasal 444 dan Pasal 
445 hanya dilakukan karena adanya putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum 

lainnya. 

Pasal '147 
(I) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa 

Pengguna sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah rnemperoleh 
kekuatan hukurn tetap harus dicanturnkan dalam laporan semesteran 
dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna 

Barang. 
(2) Pentbahan Daftar Bamng Milik Daerah sebagai akibat dari putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekualan hukum tetap harus 
dicantumkan dalam Japoran semesteran dan laporan tahunan. 

( 1) 

(2) 

(3) 

Pasal 448 
Pcnghapusan karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang
undangan sebagaimana dimaksud dalan, Pasal 436 ayat (I) huruf e 
diawali dengan pengajuan permohonan penghapusan barang milik dacrah 
oleh Pengguna Barang kepada Bupati melalui Pengelola Barang. 
Pcrmohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) paling sedikit memuat: 
a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan 
b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang 

sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode 
register, nama barang. jenis, identitas, kondisi, lokasi , nila.i buku, 

dan / a tau nilai pei'Olehan. 
Pengelola Barang melakukan 
pcnghapusan barang milik daerah 

penelician terhadap 
dari Pengguna Baran& 

permohonan 
sebagai.ma na 

dimaksud pada ayat (l). 
(4) Berdasarkan penclitian sebagaimana dimaksud pada ayat \3), Pengelola 

Barang mcngajukan permohonan persetujuan kepada Bupati . 

Pasal 449 
( l) Apabi!a Bupati menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 448 ayat (4), Bupati menerbitkan $Ural pcrsetujuan penghapusan. 
(2) Surat persetujuan penghapusan barang mWk dacrah sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( l) paling sedikit memuat: 
a. data barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan, yang 

sekurang-ku rangnya meliputi tahun pcrolehan, kode barang, kode 
register, narna barang, spesifik~si/identitas teknis, jenis, kondisi, 
jumlah, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan 

b. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporl<an pelaksanaan 

penghapusan kepada Bupati. 
(3) Berdasarkar, persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1 I, 

Pengguna Barang melakukan penghapusan bara.ng milik dacrah dari 
Oaftar Pcngguna Barang dan/atau Daftar Ba.rang Kuasa Pengguna 
dengan berdasarkan keputusan pcnghapusan Pengelola Barang. 
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(4) Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (3) diterbitkan paling lama I (satu) bulan oleh Pengelola Barang 
sejak LanggaJ persctujuan Bupati . 

Pasal 450 
(I) Pengguna Barang melaporkan penghapusan barang milik daerah 

kepada Bupati, dengan melampirkan keputusan penghapusan yang 
dikeluarkan oleh Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
449 ayat (4). 

(2) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 449 ayat (4), Pengelola Barang mcnghapuskan barang milik daerah 
dari Daft."\r Barang Milik Daerah. 

Pasa.1451 
(1) Perubahan Oaftar Barang Pcngguna dan/atau Daftar Barang Kuasa 

Pengguna sebagru akibat dari ;melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan harus dicantumkan dalam laporan scmesteran dan 
laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. 

(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari melaksanakan 
ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan dalam 
laporan semesteran dan laporan tahunan. 

(I) 

(2i 

Pasal 452 
Penghapusan barang milik daerah karena pemusnaba.n pada Pengguna 
Barang sebagajmana dima ksud dalrun Pasal 435 ayal (I) huruf f 

dilak1.1kan oleh Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Ba rang. 
Penghapusan barang milik dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) 
dilakukan setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan 
barang milik daerah. 

(3) Kepumsan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diterbitkan oleh Pengelola Barang paling lama l (satu\ bulan 
sejak tanggal berita acara pemusnahan. 

disampaikan 
penghapusan 
pemusnahan 

(41 Pengg1.1na Barang menyampaikan laporan penghapusan 
kepada Bupati dengan melrunpirkan keputusan 
sebagaimana. dimaksud pada ayat (2) dan berita aeara 
sebagaimana di maksud pada ayat (3). 
8erdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3\, Pcngelola Barang menghapuskan ban,ng milik daera.h pada Dafrar 

(5) 

Barang Milik Daerah. 

Pasal 453 
(1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa 

Pengguna sebagai akibat dari pemusnahan barus dicantumkan dalam 
lapornn semesteran dan la.poran tahunan pengguna barang atau kuasa 
pengguna barang. 

(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibal dari pemusnahan 
harus dk:ancumkan dalam laporan. semeste.ran dan lnporan ta.hnnan. 



• I 61 • 

Pasal 454 
(I) Penghapusan karena sebab lain sebagaimana dimaksud daJam Pasal 435 

ayat (I) huruf g dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna 
Barang. 

(2) Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan barang mllik 
daerah kepada Bupati melalui Pengelola Barang yang sedikitnya memuat: 
a. perrimbangan dan alasan penghapusan; dan 
b. data barang milik daerah ya:ng dimohonkan untuk dihapuskan, 

diantaranya meliput.i rahun perolchan, kode barang, kode register, 
nama barang, jenis. identitas, kondisi. lokasi, nilai buku, dan/atau 
nilai pcrolehan. 

(3) Permohonan penghapusa:n barang milik daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dapat diajukan karena a lasan: 
a. hilang karena kecurian; 
b. terbakar, susul, menguap, mencair, kadaluwarsa, mali untuk 

hewan /ikan/tanarnan; atau 
c. keadaan kahar {force rnajeure). 

Pasal 455 
(I) Permohonan penghapusan barang milik dacrab dengan a la san hilang 

karena kecurian sebagaimana dimaksud dalarn PasaJ 454 ayat (3) hurur a 
harus dilengkapi: 
a. surat keterangan dari Kepolisian; dan 
b. surat keterangan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang 

yang sekurang-kurangnya memuat: 
I. identitas Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang; 
2. pernyataan mcngenai atas kebenaran permohonan dan barang 

milik daerah Lersebut hilang karena kecLu-ian serta tidak dapat 
dlketemukan; dan 

3. pernyataan apabila di kcmudian hari ditcmukan bukti b!lhwa 
penghapusan barang milik daerah dimaksud diakibatkan adanya 
unsu r kelalaian dan/atau kesengajaan dari Pejabat yang 
menggunakan/ penanggung jawab barang milik daerah/Pengurus 
Barang terscbut, maka ridak menutup kemungkinan kepada yang 
bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Permohonan penghapusan baraog milik dacrah dengan alasan terbakar, 
susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, ma.ti untuk 
hewan/ikan/ tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 a.yat (3) 
huruf b harus dilengkapi: 
a. identitas Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; 
b. pemyataan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengcnai 

kebenaran permohonan yang diajukan. 
c. pernyataa:n dari Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang bahwa 

barang milik daemh telah terba..kar, susul, mengua.p, mencair, 
kadaluwarsa, matl untuk hewan/ikan/ tanaman; dan 

d. surat pemyataan -scbaga.im,ina dimaksud pudo huruf c dibunpiri has.ii 

laporan pemeriksaan/penelitian. 
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(3) Permohonan pcnghapusan barang milik daerah dengan alasan keadaan 
kahar (force majevre) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (3) 
huruf c harus dilengkapi: 

(I) 

(2) 

(3) 

a. sura.t keterangan dari instansi yang berwenang: 
I. mengenai terjadj keadaan kahar (force majeure); a tau 
2. mengenai kondisi barang cerkjni karena keadaan kahar (force 

majeure); dan 
b. pernya1aan bahwa barang milik daerah telah terkena keadaan kahar 

(force rnajeure) dari Pcngguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. 

Pasal 456 
Pengelola Barang melakukan pene)itian tcrhadap 
penghapusan barang milik daerah dari Penggu na Barang 
dimaksud dalam Pasal 455 ayat (3). 
Penelitian sebagaimana ctimaksud pada ayat (1) meliputi: 

permohonan 
sebagaimana 

a. penelitian kclayakan pertimbangan dan alasan permohonan 
penghapusan; 

b. penelitian data administratif sedikiLnya terhadap kode barang, kode 
register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi/identitas barang 
milik daerah, penetapan status penggunaan, bukti kepemilikan untuk 
barang milik daerah yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan, 
ni1ai buku , dan/atau nilai perolehan; dan 

c. penelitian (isik untuk permohonan penghapusan karena alasan 
sebagaimana dimaksud da lam Pasal 455 ayat (3) huruf b . 

Berdasarkan hasil penelit ian scbagaimana dimaksud pad a ayat ( l), 
Pengclola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati 
untu k pcnghapusa!l barang milik daerah karena sebab lain. 

Pasal 457 
(I) Apabila permohonan penghapusan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 

455 ayat (31 tidak disetuju i, Bupati memberitahukan kepada Pengguna 
Barang melalui Pengelola Barang disertai dengan alasan. 

(2) Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
455 ayal (3) disetujui, Bupati menerbitka.i1 surat pcrsetujuan 
penghapusan barang milik daerah . 

(3) Sural persetu juan pcnghapusan barang milik daerah sebagaimana 
dima ksud pada ayat (2) memuat data barang milik daerah yang disetujui 
untu k dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputl: 
a . kode barang; 
b. kode register; 
c. nama barang; 
d. tahun perolehao; 
e. spesifikasi/identitas Lekn.is ; 
f. kondisi barang ; 
g. j umlah; 
h. nilal perolchaa; 
i. ni1ai buku untuk bara..ng milik dacrah yang da.pa.t dilakukan 

penyusutan~ clan 
J· kewajiban Pengguna Barang untuk mela porkan pela.ksanaan 

penghapusan kepada Bupati. 
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(4) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
Pengclola Barang menetapkan keputusan penghapusan paling lama l 
(satu) bulan sejak tanggal persetujuan. 

(5) Pengguna Barang melakukan pcnghapusan barang milik dacrah dari 
Daftar Barang Pengguna dan/ a tau Daftar Barang Kuasa Pengguna 
berdasarkan Keputusan Pcnghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4). 

Pasal 458 
{ l) Pengguna Barang menyampaikan laporan pcnghapusan kepada Bupati 

dengan melampirkan keputusan penghapusan barang milik daerah 
se bagaimana dimaksud daJam Pasal 457 ayat (4). 

(2) Berdasarkan kepu rusan pcnghapusan sebagaimana dlmaksud dalam 
Pa sal 457 ayat (4), Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah 
dari Daftar Barang_ Milik Dacrah. 

(3) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/ atau Daflar Barang Kuasa 
Pengguna sebagai akibat dari sebab Jain harus dicantumka.n dalam 
laporan scmesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau 
Kuasa Pengguna Barang. 

(4) Peru bahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibal dari scbab lain 
harus dk·.antumkan da la m laporan semesteran dan Japoran tahuaan. 

Bagian Ket.iga 
Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah 

Pada Pengelo la Barang 

P,usal 459 
(I) Pcnghapusan ki>rena penyerahan barang milik daerah kepada Penggun a 

Barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 435 ayat (l ) huruf a 
d ilaku kan oleh Pcngelola Barang. 

{2l Pcnghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan setelah 
Bupati menerbitkan keputusan pcnghapusan barang milik daerah . 

(3) Keputusan penghapusan barang rnilik daerah sebagaimana dimaksud 
ayat {2) paling lambat I (satu) bulan diterbitkan oleh Bupati scjak tanggal 
Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan kepada Pengguna Barang. 

(4) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati 
dengan melampirkan kepurusan penghapusan dan Berita Acara Serah 
Terima (BAST) penyerahan kepad.a Pcngguna Ba.rang scbagaiamana 
dimaksud pada ayat (3). 

(5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat 
{3). Pengelola Ba rang mclakukan penyesuaian pencatatan barang mi Ilk 
daerah pada Daftar Barang Milik Daerah. 

Pasal 460 
11) Perubahan Daftar Barang Pengelo,la sebagai akibat dari penycrahan 

barang milik daerah kepada Pengguna Barang harus dicanrumkan dalam 
laporan semesteral'l dun luporan cahunan pengelola barang. 

(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari penyerahan 
banU1g milik daerah kepada Pengguna Barang harus dicantumkan dalam 
laporan scmesteran dan laporan tahunan. 



• 16-l • 

Pasal 461 
(1) Pcnghapusan karena pcmindahtanganan atas barang milik daerah 

kepada Pihak Lain sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 435 ayat (I) huruf 
c dilakukan oleh Pengelola Barang, 

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) dilakukan setelah 
Bupati menerbitkan keputusan penghapusan barong milik daerah. 

(3) Keputusan penghapusan barang milik daerah seba,gaimana dimaksud 
pada ayat (2) paling lambat I (satu) bulan diterbitkan oleb Bupati sejak 
tanggal Serita Acara Serah Teri ma (BAST), 

(4) Pengelola Barang mcnyampalkan laporan penghapusan kepada Bupati 
dcngan melampirkan kcputusan penghapusan yang clisertai dengan: 
a. Risalah Lelang dan Berita A<:ara Serah Terima (BAST), apabila 

pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan secara lelang; 
b. Berita Acara Serah Terima (BAST), apabila pemindahtanganan 

diJakukan dalam benruk penjualan tanpa lelang, tukar mcnukar clan 
penyertaan modal pemerintah dacrah; dan 

c. Berita Acara Serah Terima (BAST) dan naskah bibah, apabila 
pemindahtanganan dilakukan dalam bcntuk hibah. 

(5) Berdasarkan keputusan penghapusan scbagaimana dimaksud pada ayat 
(3) , Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Daftar 
Barang Milik Daerah. 

Pasal 462 
(I ) Peru bah an Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari 

pemindahtanganan barang milik daerah harus dicantumkan dalam 
laporan barang semesteran dan tahunan Pengelola Barang. 

(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari 
pcmindahtanganan barang milik daerah harus dicantumkan dalam 
laporan barang milik daerah semesteran dan tahunan. 

Pasal 463 
(1) Penghapusan kMena adanya putusan pengadilan yang telah mcmperoleh 

kekuatan hukum tetap dan suda.h Lidak ada upaya bukum lainnya 
sebagaima na dimaksud dalam Pasal 435 ayat (I) huruf d dilakukan oleh 
Pengelola Barang. 

(2) Pengclola Barang mengajukan permohonan penghapusan kepada Bupati 
yang sckurang-kurangnya memuat: 
a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan 
b. data barang mili k daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, 

sekurang-kurangnya meliputi tal1un perolehan, kode barang, kode 
register. nama barang, jenis., identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, 
dan/atau nilai perolehan. 

(3) Permohonan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) sekurang-kurangnya d:ilcngkapi dengan: 
a . salinan/focokopl putusan pengac:tilan yang telah dilegallsasi/disahkan 

olch pejabat be.rwenang; dan 

b. fotokopi dokumen kcpemilikan aw.u dokumen setara. 
(4) Bupati melakukan peneLitian terhadap permohonan penghapusan barang 

milik daerah dari Pengelola Barang scbagaimana dimaksud pada aya, (3). 
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(5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) rneliputi: 
a. penelitian data dan dokumcn barang milik daerah; 
b. penelitian tcrhadap isi putusan pengadilan terkait barang milik daerah 

sebagai objek putusan pengadi Ian yang tclah memperoleh kekuatan 
hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya: dan 

c. penelitian lapangan (on site uisit), jika diperlukan, guna memastikan 
kesesuaian antara barang milik daerah yang menjadi objck putusan 
pengadilan dengan barang milik daerah yang menjadi objek 
permohonan penghapusan. 

(6) Dalam haJ permohonan penghapusan barang milik daerah tidak disetujui, 
Bupati memberitahukan kepada Pengelola Barang disertai dengan 
aJasan. 

(7) Dalam hal permohonan penghapusan bara ng milik daerah disetujui, 
Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan barang rnilik 
daerah. 

(81 Surat persetujuan penghapusao barang milik dacrah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7) sekurang-kurangnya memuat: 
a. data barang milik daerah yang d isctujui untuk dihapuskan, 

sekurang-kcirangnya mcliputi kode barang, kode register , nama 
barang, tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi, 
Jumlah, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan 

b. kewajiban Pengelola Barang unluk melaporkan pclaksanaan 
penghapusan kepada Bupati. 

PasaJ 464 
(1) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasa l 463 

ayat (7), Bupali menerbilkan keputusan penghapusan barang. 
(2) Bcrdasarkan keputusan penghapusan barang sebagaimana dimaksud 

pada a.yat (I) Pengelola Barang melakukan penghapusan barang milik 
daera.h dari Daftar Barang Pengclola. 

(3) Keputusan penghapusan barang milik daerah diterbitkan oleh Bupati 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) paling lama l (satu) bulan sejak 
tanggal persetujuan. 

(4) Pengelola Barang cnenyampaikan £aporan penghapusan kepada Bupati 
dengan melampirkan keputusan pcnghapusan barang milik daera.h. 

(SJ Berdasarkan keputusan penghapusan sebagalmana dimaksud pada ayat 
(3), Pengelola Barang menghapuskan barang milik daerah dari Dafter 
Barang Milik Daerah. 

Pasal 465 
Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463 clan Pasal 465 hanya 
dilakukan karena adanya putusan peagadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap dan sudah ridak ada upaya hukum lainnya. 

Pasal '166 
( I) Perubahao daftar barang Pcngelolo sebagai akibat dari putusan 

pcngadJ.lan yang t.elah memperoleh kekuatan hukum terop han.ts 
dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pcngclola 
barang. 
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(21 Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari pucusan 
pcagadilan yang telah memperoleb kekuatan hukum tetap harus 
dicantumkan dalam laporan semestc:ran dan laporan tahunan. 

Pasal 467 
(I) Ponghapusan barang milik daerah karena melaksanakan ketentuan 

peraturan perundang-undangan sebagaimana dlmaksud dalam Pasa.l 435 
ayat (l) huruf e diawali dengan mengajukan permohonan penghapusan 
barang milik daerah dari Pengelola Ba rang kepada Bupati. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) pa.ling sedikit memuat: 
a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan 
b. data ba rang milik daerah yang dimohonkan untuk dihap\lskan, yang 

sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode 
register, nama barang, jenis, tdentitas, kondisi, Jokasi, nilai buku 
dan/atau nilai perolehan. 

(3) Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan barang 
milik daerah dari Pengelola Barang sebaga imana dimaksud pada ayat (1) . 

(4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melipu ti : 
a . pcnclitian data dan dokumcn barang milik daerah; 
b. pcnelitian terhadap peraturan perundang~undangan terkait barang 

milik daerah; dan 
c. pencHtian lapangan (on site visit), j iko diperlukan, guna memastikan 

kesesuaian ancara barang milik daerah yang menjadi objek peraturan 
perundang-undangan dengan barang rnilik daerah yang menjadi objek 
permohonan penghapusan. 

Pasa.1468 
(I) Apabila Bupati menyerujui hasil penelitian sebagaimana dimaksucl dala 

Pasal 467 ayat (4), Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan. 
(2) Surat persetujuan penghapusan sebagaimana climaksud pada ayat (I) 

paling sedikit memua~ 
a. data barang milik daerah yang disetujui untuk dihapuskan, yang 

sekurang .. kurangnya meliputi kode barang, kodc register, nama 
barang, spesifikasi/identitas teknis, kondjsi. j umlah, nilai buku, 
dan/atau n ilai perolehan; 

b. kewajiban Pcngclola Barang untuk melaporkan pelaksanaan 
penghapusan kepada Bupati. 

(3) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (l), 
Pe11gelola Barang melakukan penghapusan barang millk daerah dari 
Daftar Pengelola Barang berdasarkan keputusan penghapusan Bupati. 

(4) Keputusan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) diterbitkan oleh Bupati paling lama J (satu) bulan sejak 
tanggal perset,tjuan. 

Pasal '469 
(I) Pengelola Barang menyampaika.n laporan penghapusan kcpi,da Bupati 

dengan rocJampirkan kcputusa..n penghapusan. 
(2) Bcrdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 468 ayat (4) Pengelola Barang mengbapuskan barang milik daerah 
dari Daftar Sarani,; Milik Dacrah. 
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Pasal 470 
{I) Pcrubahan Daftar Barang Pcngelola scbagai akibat dari mclaksanakan 

ketentuan pcraturan pcrundang-undangan harus dicantumkan dalam 
laporan semesreran clan laporao tabunan pengelola barang. 

(2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari melaksanakan 
ketentua.n perawran peru ndang .. undangan harus dicantumkan dalam 
laporan semesteran dan laporan tahunan. 

Pasal 471 
(I) Penghapusan barang milik daerah karena pcmusnahan pada Pcngelola 

Barang scbagaimana dimaksud dalam Pasal 435 ayat ( l) hurur r 
dilakukan dengan ketentuan. 

(2) Pengbapusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) dilakukan oleh 
Pengelola Barang setelah Bupati menerbitkan keputusan penghapusan 
barang milik daeraJ1. 

(3) Keputusan penghapusan barang rnilik daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diterbitkan oleh Bupati paling larnbat l (satu} bulan sejak 
tanggaJ berdasarkan berita acara pcrnusnahan. 

(4) Pcngelola Barang mcnyarnpaikan laporan penghapusan kepada Bupati 
dengan melampirkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud 
pada pada ayat (2) dan berita acara pemusnahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3). 

(5) Berdasarkan keputusan pcnghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), Pcngclola Barang mcnghapuskan barang ntilik daerall dal'i Daftar 
Barang Milik Daerah. 

Pasal 472 
( l) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari Pe musnahan 

harus dicantumkan dalam lap0ran semesteran dan laporan tahunan 
pengclola barang. 

(2) Perubahan Daftar Barang Milik Oaerah sebagai akibat dari pemusnahan 
barang milik daerah harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan 
laporan tahunan. 

Pasal 473 
(l) Penghapusan karena sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 

ayat ( 1) huruf g dilakukan oleh Pcngelola Barang. 
(2) Pengelola Barang mengajukan permohonan penghapusan barang milik 

daerah kepada Bupati yang paling scdiklt memuat: 
a . pertimbangan dan alasan pcngltapusan: dan 
b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk d ihapuskan, yang 

di antaranya melipuli kode barang, kode register , nama barang, nomor 
register, tahun pero!eha.n, spesiflkasi, identitas, kondisi barang, 1okasi, 
nilai buku, dan/arau nilai perolehan. 

(3) Permohonan penghapusan barang milik daerah sebagaimana d imaksud 
pada ayat (2) dapat diajuka n karena alasan: 
a. hilang karena kecurlan; 
b. terbakar, susut, mcnguap, meocair, kada!uwa.rsa, mati unluk 

hewan/ikan/tanaman; dan/atau 
c. keadaan kahar (force majeure). 
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(4) Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan hilang 
karena kecurian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hUJ'\lf a harus 
dilengkapi: 
a. Surat Keterangan dari Kepolh;ian; 
b. Surat Keterangan dari Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya 

memuat: 
I. identitas Pengelola Barang; 
2. pernyataan mengenai atas kebenaran permobonan dru1 barang. 

milik daerah tersebut hilang karena kecuriar, serta udak dapat 
diketemukan; dan 

3. pernyataan apabila cti kcmudian hari ditemukan bukti bahwa 
penghapusan barang milik daerah dimaksud diakibat,kan ada nya 
unsur kelalaian dan/atau kesengajaan dari Pejabat yang 
menggunakan/penanggung jawab barang milik daerah/Pengurus 
Barang tersebut, maka udak menutup kemungkinan kepada yang 
bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketcntuan peraturan 
perundang-undangan. 

(5) Permobonan penghapusan barang milik daerah dcngao alasao terbakar, 
susut, rnenguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk 
hcwan/ikan/tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b 
harus dilengkapi: 
a. idenLitas Pengelola Barru1g; 
b. pemyataan dari Pengelola Barang mengenai kebenaran permohonan 

yang diajukan; 
c. pernyataan bahwa barang milik daerah Lelah, terbakar, susut, 

menguap, mencrur, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman; 
da.n 

d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilampiri hasil 
laporan pemeriksaan/ penelitian. 

(6) Permohonan penghapusan bai,ang milik daerah dengan alasan kcadaan 
kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c han1s 
dilengkapi: 
a. surat kelerangan dari instansi yang berwenang: 

I. mengenai terjadinya kcadaan kabar (force rnajeure); atau 
2. mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar (force 

majeure); dan 
b. pernyataan bahwa barang milik daerah telah terkcna kcadaan kahar 

(force majeure). 
(7) 8upati melakukan penclitian Lerhadap permohonan penghapusan barang 

milik daerah dari Pengclola Barang sebagalmana dimaksud pada ayat (3). 
(8) Penelitia n sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi: 

a. penelitian kelayakan pcrtirnbangan dan alasan permohonan 
penghapusan; 

b. pcnelitian data a(lministratif sedil<ltnya terbadap tahun perolehan, 
spesifikasi/identitas barang milik daerah, penetapan status 
penggnnaan, bukti kepemilikan untuk barang milik daerab yang 
harus ditengkapi dertgao bukti kcpcmitikan, nilai buku, do.n/stau niJai 
perolehan; da11 
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c. penelitian fisik untuk pcrmohonan pcnghapusan karena alasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat 13) huruf b dan huruf c jika 
diperlukarL 

Pasal 474 
(1) Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

473 ayat (3) lidak disetujui, Bupati memberitahukan kepada Pengelola 
Barang disertai dengan alasan. 

(2) Apabila pcrmohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
473 ayal (3) d isetujui, Bupati menerbitkan sural persctujuan 
penghapusan barang milik dacrah. 

(3) Surat pcrsetujuan penghapusan barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayal (2) memuat data barang milik daerah yang disclujui 
untuk dihapuskan, yang paling sedi!kit melipuli: 
a. kode barang; 
b. kode register; 
c. oama barang; 
d. tahun perolehan; 
e. spesifikasi/identitas teknis; 
f. kondisi barang; 
g. jumlah; 
h. n ilai perolehan; 
,. n ilai buku uotuk barang mmk daerah yang dapat dilakukan 

pcnyusutan; dao 
J. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan 

penghapusan kepada Bupati. 

(4) Berdasarkan persetujuan Bupati sebaga,tnanll dimaksud pada ayat (2), 
Bupati menetapkan kcputusan penghapusan paling lama 1 (satu) bulan 
sejak tanggal persetujuan. 

(5) Pengelola Barang mclakukan pen,ghapusan barang milik daerah dari 
Daftar Barang Pcngelola berd:asarkao keputusan penghapusan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 

Pasal 475 
(1) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati 

dengan melampirkan keputusan penghapusan barang milik daerah. 
(2) Berdasarkan keputusan penghapusan s cbagaimana dimaksud dalam 

Pasal 474 ayat (4), Pengelola Barang menghapuskan barang milik daernh 
dari Daftar Barang Milik Daerah. 

(3) Perubahan Daft.ar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari sebab lain 
harus dicantumkan dalam laporan semestcran dan laporan tahunaJ1. 

Pasal '176 
Peaghapusan Barang Milli< Daerah sebagaimana 1.ercanrum dalam Lampiran IV 
Peratura;, Bupati ini. 
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BAB Xlll 
PENATAUSAHAAN 

Bagian Kesatu 
Pembukuan 

Pasal 477 
(I) Pengelola Barang harus melakukan pcndaftaran dan pencatatan barang 

milik daerab yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar 
Barang Pengelola menu.rut penggolongan dan kodefikasi barang. 

(2) Penggu.na Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran 
dan pencataum barang milik daerah yang status penggunaannya berada 
pada Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang 
Pengguna/ Daftar Barang Kuasa Penggu.na menuntt penggolongan dan 
kodefikasi barang. 

Pasal 478 
( I) Pengelola Barang mcnghimpun daftar barang Pengguna/daftar barang 

Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 77 ayat (2). 
(2) Pcngelola Barang menyusun daflar barang milik daerah berdasarkan 

himpunan daftar barang Penggll!na/daftar barang Kuasa Pengguna 
sebagaimana dimaksud pad a ayat (I) dan daftar barang Pengelola 
menu.rut penggolongan dan kodefikasi barang. 

(3) Dalam daJ'tar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

termasuk barang milik daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain. 

Bagian Kedua 
Inventarisas i 

Pasal 479 
( l) Pengguna Barang melakukan inveatarisasi barang milik daerah paling 

scdikit I (satu) kali dalam 5 (limal ca.hun. 
(2) Dalam hal barang mililc daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi 
dilakukan oleh Peng~a Barang sctiap tahun. 

(3) Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Jnvcntarisasi scbagaimana 
dimaks ud pada ayat ( I) dan ayal (2) kepada Pengclola Barang paling lama 
3 (tiga) bulan setelah selesainya lnventarisasi. 

Pasal 480 
Pengelola Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah berupa canal, 
dan/atau bangunan yang betada dalam penguasaannya paling sedikil I (satu) 
kali dalam 5 ~ima) tahun. 

Bagian Ketiga 
Pelaporan 
Pasal 481 

{ 1) l<\.lasa Pengguna Barang ha.ruts mcnyusu.n tuponm barang Kuatsu 
Pengguna Semesteran dan laporan barang Kuasa Pengguna Ta.hunan 
untuk disamp!likan kcpada Pcnggun.a Barang. 
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(2) Pengguna Baraog menghimpun laporan barang Kuasa Peogguna 
Semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) sebagai 
bahan pcnyusunan laporan barang Pengguna semesteran dan tahunan. 

(3) Laporan barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
digunakan sebagai bahan untuk menyusun ncraca SKPD untuk 
disampaikan kepada Pengelola barang. 

Pasal 482 
( 1) Pengelola Ba rang harus menyusun laporan barang Pengelola semestcran 

dan laporan barang Pengelola tahunan. 
(2) Pengelola Barang harus rnenghimpun laporan barang Pcngguna 

semesteran dan laporan barang Pengguna tahunan sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 481 ayat (2) serta laporan barang Pengelola 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan laporan 
barang milik daerah. 

(3) Laporan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

digunakan sebagai bahan untuk menyusua ncraca pemerintah dacrah . 

BAB XIV 
PEMBINAAN, PENOENDAL,IAN, DAN PENGAWASAN 

Bagian r<esatu 
Pembinaan 
Pasal 483 

Menteri melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah dan 
menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah. 

Bagian Kedua 
Pengawasan dan Pengendalian 

Pasal 484 
Pegawasan dan pengendaLian pcngelolaan barang milik daerah d.ilakukan oleh: 
a. Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau 
b. Pengelola Barang melalui pemaniauan dan investigasi. 

Pasal 485 
(1) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap 

penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, 
pemeliharaan, dan pcngarnanan barang millk daerah yang berada di 
dalam penguasaannya. 

(2) Pelaksanaan pemantauan dan pencrtiban sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) unruk Unit Ke,ja SKPD dilaksanakan oleh Kuasa Pcngguna 
Barang .Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta 
aparat pengawasan intern pemcrintah untuk melakukan audit tindak 
lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada 
ayat {I) dan ayat (2). 

(3) Pengguna Ba.rang dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil 
audit sebagaima.na dim.;a.ksud pada ayt!ll {3} sesuai dengan ketentuan 

pcraturan perundang-undangan. 
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Pasal 486 
( l) Pengelola Barang mclakukan pemantauan dan investigasi atas 

pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, clan pemindahtanganan barang 
milik <laerah, dalam rangka penerLiban penggunaan, pemanfaatan, dan 
pemindahtanganan barang milik daerah sesuaj dengan ketentuan 
pcraturan perundang-undangan. 

{2) Pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud pa<la ayat (I) <la pat 
ditindaklanju ti oleh Pcngelola Barang dengan meminta aparat 
pengawasan intern pemerintah uncuk melakukan audit atas pelaksanaan 
Penggunaan, pcmanfaatan, dan pemlndahtanganan barang milik daerah. 

(3) Hasil audit scbagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada 
Pengclola Barang unntk ditindaklanjuti scsuai dengan ketentuan 
pcraturan perundang-undangan. 

BAB XV 
PENOELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 

YANG MENOOUNAKAN POLA PENGELOLAA.N K£UANGAN 
SADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

Pasal 487 
{I ) Barang milik daerab yang cligunakan oleh Badan Layanan Um um Dae rah 

merupakan kckayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk 
menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah yang 
bersa ngkutan. 

(2) Pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l ) 
mempedomani ketentuan peratu!'an perundang-undangan mengenai 
pcngclolaan Barang Milik Daerah, kccuali terh!ldap barang yang dikclola 
dan/atau d,manfaalkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan 
pelayanan umum sesuai dcngan tugas dan fungsi Sadan Layanan Umum 
Daerah mempedomani ketcntuan peraturan perundang-undangan 
mengenai Ba<lan Layanan Umum Daerah. 

BAB XVI 
BARANO M ILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA 

Bagian Kesatu 
Prinsip IU mum 

Pasal 488 
Rumah negara merupakari barang milik dacrab yang diperunn,kkan sebagai 
tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan serta menunjang 
pclaksanaan tugas pejabat dan/atau p,egawai negeri sipil pemerintah daerah 
yang bersangkutan . 

Pasal 489 
(I ) Bupati menetapkan status penggunaan golongan rumah negara. 
(2) Ruma h negara sebagaimana dimaksud pada ayat {I) clibagj ke dalam 3 

(tiga) golongan , yaitu: 
a. rumah negara golongan I; 
b. n,mah negara golongan II; dan 
c . rumah negara golongan Ill. 
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(3) Penetapan status penggunaao scbagaimana dimaksud pada ayat (I) 
didasarkan pada pemohonan penetapan status penggunaan yang 
diajukan oleh Pengguna Barang. 

Pasal 490 
(I) Rumah negara golongan ( scbagaimana dimaksud dalam Pasal 489 ayat 

(2) huruf a, adalah rumah negara dipergunakan bagi pemegang jabatan 
tcrtentu dan karena sifat jabal.annya harus bertempat linggal di rumah 
tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabal yang 
bersangkutan masih memcgang jabatan tertentu tersebut. 

(2) Rumah negara golongan 11 sebagaii:nana dimaksud dalam pasal 489 ayat 
(2) huruf b, adalah rumah negara yang mempunyai hubungan yang tidak 
dapat dipisahkan dari suatu SKPD dan hanya disediakan unruk didiami 
oleh pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan. 

(3) Termasuk dalam rum ah ncgara go longan II adalah rumah negara yang 
berada dalam saru kawasan dcngan SKPD atau Unit Kerja, rumah susun 
dan mess/asrama pemerintah dacrah. 

(4) Rtunah negara golongan Ill sebagairnana dimaksud dalam Pasal 489 ayat 
(2) huruf c, adalah rumah ncgara yang tidak termasuk golongan I dan 
golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya. 

Pasal 491 
(I ) Barang milik daerah berupa rumah negara hanya dapat digunakan 

sebagal tempat tinggaJ pejabat acau pegawai negeri sipil pemerintah 
daerah yang bersangkutan yang memiliki Surat lzin Penghunian (SIP). 

(2) Peng,,,"llna Barang wajib mcngoptimalkan penggunaan barang milik daerah 
berupa rurnah negara Oolongan I dan rumah negara golongan II dalam 
menu njang pelaksanaan tugas dan fungsi. 

(3) Pengguna Barang rumab negara golongan I dan rumah negara golongan II 
wajib menyerahkan barang milik daerah berupa rumah negara yang tidak 
digunakan kepada Bupati. 

Pasal 492 
(I) Surat ljin Penghunlan (SI P) sebagairnana dimaksud da lam Pasal 491 ayat 

(1) untuk rumah negara golongan I ditandatangani Pengelola Barang. 
(2) Surat Ijin Penghunian (SIP) sebagalmana dirnaksud dalam Pasal 491 ayat 

(I) unluk rumah negara golongan. II dan golongan UJ ditandatangaoi 
Pengguna Barang. 

Pasal 493 
( I) Suami dan istri yang masing-masing berstatus pegawai negeri sipil 

pemerintah daerah yang bersangkutan, hanya dapat menghuni satu 
rumah negara. 

(2) Pengecualian terhadap kctentuan sebagalmana dimaksud pada ayat ( l ) 
hanya dapat diberikan apabila suami den istri tersebut bertugas dan 
bertempac tinggal di daerah yang berlainan. 
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Bagian E<edua 
Pengg\lnaan 

PasaJ 494 
(1) Barang milik daerah berupa rumah negara dapat dilakukan alih status 

penggunaan. 
(2) Alih status pcnggunaan: 

a. antar Pengguna Barang untuk rumah negara golongan J dan rumah 
negara golongan ll ; 

b. dari Pengguna Batang kepada Pengguna Barang rumah negara 
golongan Ill, untuk rumah negara golongan II yang akan dialihkan 
starusnya menjadi rumah negara golongan Ill; atau 

c. dari Pengguna Barang rumah negara golongan Ill kepada Pengguna 
Barang, untuk rumah negara golo11gan Ill yang telah dikembalikan 
status golo11gannya menjadi rumah negara golongan II. 

(3) Pengalihan status penggunaan sebagaimana climaksud pada ayat (2) 
dilakukan sctelah tcrlebib dahulu mcndapatkan persetujuan dari Bupati. 

(4) Alih status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, 
hanya dapat dilakukan a pabila barang milik daerah berupa rumah 
ncgara tclah berusia paling s ingkat 10 (sepuJuh) tahun sejak dimiliki oleh 
pcmerintah daerah a1au sejak ditetapkan perubahan fungsinya sebagai 
rumah ncgara. 

(51 Usulan alih status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b, harus diser tai sckuang-kurangn)'a dengan: 
a_ persetujuan tcr tulis dari Bupati mengenai pengaJihan status golongan 

rumah negara dari rumah negara golongan II menjadi rumah negara 
golongan Ill: 

b. surat pemyataan bersedia mt:nerima peogalihan dari Pengguna 
Barang rumah ncgara golongan lll; 

c. salinan kepurusan penetapan status 1u maJ1 negara golongan II; 
d. salinan Surat lzin Penghunian (SIP) rumah ncgara golongan 11; dan 
e. gambar !edger/gambar arsip berupa n,mah dan gambar siruasi. 

(6) Pengguna Barang bertanggung jawab penuh a tas kebenru·an dan 
keabsahan data dan doku men yang diterbitkan dalam rangka pengajuan 
usulan pengalihan status penggunaan. 

(7) Proses pengajuan dan pemberian perserujuan alih status penggunaan 
mengikuti kec.entuan mengenai alih status pcngg:unaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62. 

Pasal 495 
( !) Dalam ha! dipc rlukan Bupati dapat melakukan alih fungsi barang milik 

daerah berupa rurnah negara golongan I dan rumah negara golongan 11, 
menjadi banguaan kanlor. 

(2) Alih fungsi barang milik daerah bcrupa rumah negara golongan I dan 
rum ah negara golongan a sebagaimana d imaksud pad a ayat O) 
ditctapkan olch Bupati. 
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Bagian Ketiga 
Tata Cara Pengalihan Hak Rttmah Negara 

Pasal 496 
(I) Pemindahtanganan dalam bentuk penjualan rumah Negara hanya dapat 

dilakukan terhadap barang milik dacrah ben1pa rumah negara golongan 
![I. 

(2) Penjualan barang milik daerah berupa rumah negara sebagaimana 
ctimaksud pada ayat (I) dilakukan kepada penghuni yang sah. 

(3) Penjualan barang milik daerah berupa rumah negara sebagaimana 
ctimaksud pada ayat ( I) dilakukan dengan mekanisme tidak secara lelang. 

(4) Penjualan barang milik daerah bcrupa rumah negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) hanya dapat dilakukan terhadap rumah negara 
yang Lidak dalam keadaan sengketa. 

Pasal 497 
(II Penjualan rum ah ncgara golongan Ill dilakukan oleh Pengelola Barang 

setelah terlebih dahulu mendapatkai.o persecujuan dari Bupati. 
(21 Penjualan barang milik daera h berupa rumah negara golongan Ill 

sebagalmana dimaksud pada ayat ( I) diJakukan daJam bencuk pengalihan 
hak rumah negara golongan 111. 

(3) Dalam hal usulan penjualan barang milik daera.h berupa rumah negara 
golongan Ill disetujui, maka Bupali menerbitkan surat persetujua n 
penjualan barang milik daerah berupa rumah negara golongan Ill. 

(4) Dalam hal usulan penjualan barang milik daerah berupa rumah negara 
golongon Ill tidak disetujui, maka Bupati mencrbilkan surat peoolakan 
usulan penjualan barang milik daerah bcrupa rumah negara golongan Ill 
disertai alasannya. 

Pasal 498 
(I) Pengajuan usu! penjualan barang milik daerah berupa rumah negara 

golongan Ill dilakukan oleh Pengguna Ba rang ru mah negara golongan Ill 
kepada Bupati, yang sekurang-kurangnya disertai dengan data dan 
dokumen: 
a . suraL pernyataan dari Penggun a Barang rumah negara golongan rn 

yang menyatakan bahwa rumab negara yang diusulkan untuk dijual 
lidak dalam keadaan sengketa; 

b. keputusan penetapan status rur:nah negara golongan III; 
c. pcrsetujuan pengalihan dan penetapan status penggunaan barang 

milik daerah; 
d. Surat ljin Pengbunian (SIP) rumah negara golongan Ill; 
e. garnbar/ ledger, Jokasi, tahun perolehan, luas tanah, dan bangunan 

rumah negara golongan 111; dan 
f. surat pernyacaan kelayakan pe ngalihan hak rum ah ncgara golongan 

111 dari Pengguna Barang rumah ncgara golongan Ill. 
(21 Pengguna Barang rumah ncgara golongan IJJ bertanggung jawab pcnuh 

au•.~ kcbenaran clan keabsa.han data dan dokumon ~ebaga.imana 
dimaksud pada ayat (1), 
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Pasal 499 
(1) Rumah ncgara yang dapat dialihkan haknya adalah rumah negara 

golongan m yang telah berumur 10 fsepuJuh) tahun atau lebih dan tidak 
daJam kcadaan sengketa. 

(2) Umur rumah negara sebagaimana dimaksud pada pada ayat (I), 
diperhitungkan berdasarkan penetapan status a tau pcngalihan status 
oleh Bupati. 

(3) Rumah negara sebagrumana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) hanya 
dapat clialihkon haknya kepada penghuni atas permohonan penghuni 
melalui Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang. 

(4} Penghuni rumah negara golongan JU dapat mengajukan permohonan 
pcngalihan apabila yang bersru1gkuum telah mempunyai masa kerja. 10 
(sepuluh) tahun a.tau Jebih sebagai pegawai ncgeri sipi l pemerintah daerah 
yang bersangkutan. 

(5) Dalam ha l suami dan isrri masing-masing mendapat Surat lzin 
Penghunian (SIP) untuk menghuni rumah negara golongan Jfl, maka 
pengalihan hak sebagrumana dimaksud pada ayat ( I) hanya dapat 
diberikan kepada salah satu dari suami dan istri yang bersangkutan dan 
bclum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah 
dari pcmerintah berdasarkan kctcntuan perundang-undangan. 

(6) Pegawai ncgeri sipil pemerintah daerah yang telah mempcroleh rumah 
dan/atau tanah dari pemerintah, tidak dapat lagi mcngajukan 
permohonan pcngalihan hak atas rumah negara golongan JU. 

(7) Pengalihan hak rumah negara golongan ll I kepada penghuninya 
ditetapkan oleh Bupati 

Pasa.l 500 
(!) Penghuni rumah negara golongan I ll yang dapal mcngaj ukan permohonan 

pengalihan hak kcpada Pengguna Barang harus memenuhi syarat-syarat 
sebagai berikut: 
a. Pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan: 

I. mempunyru masa kerja sekurang-ku rangnya 10 (sepuluh) tahun: 
2. memiliki Surat lzin Penghunian (SIP) yang sah; dan 
3. belum pemal, membeli atau mempe.-oleh fasil itas n,mah dan/atau 

tanah dari pcmerintah berdasarkao peraturan perundang
undangan yang bcrla ku. 

b. Pensiunan pegawai ncgcri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan; 
1. menerima pensiun dari Negara; 
2. memiliki Surat Jzin Penghunian fSfP) yang sah; dan 
3. bclum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/ atau 

tanah dari pemerintah, lberdasarkan peraturan perundang• 
undangan yang berlaku. 

c. Janda/duda pegawai negeri s ipil pemerintah daerah yang 
bersangkutan: 
1. rnasih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara, yang: 

a) almarhum s uaminya/ iscerinya sekurang-kurangnya 
m empunyai masa ke1ja 10 (sepuluh) tahun; at.a.u 

bJ masa kerja almarhu m suaminya/ isterinya ditambah dengan 
Jangka wa.ktu sejak yang besangkutan menjadi janda/duda 
bcrjumlah sekurang-kurangnya JO (sepuluh) tahun ; 
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2. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan 
3. belum pcmah membeli atau memperoleh fasiliras rumah dan/atau 

tanah bcrda.--.arkan peraturan perundang-undangan yang bcrlaku. 
d. Janda/duda pahlawan, yang suaminya/ isterinya dinyatakan sebagai 

pahlawan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku: 
l. masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negarai 
2 . memiliki Surat lzin Penghunian (SIP) yang sah; dan 
3. belum pernah membeli a ta u memperoleh fasilitas rumah ctan/atau 

tanah dari pemerinLah berdasarkan pcraturan perundang
undangan. 

e. Pejabat negara, jancta/duda pejabat negara: 
l . masih berhttk menerima tunjanga.n pensiun da.ri Negara; 
2. memiliki Surat lzin Penghunian (SIPJ yang sah; dan 
3. belum pernah mcmbeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/ a tau 

tanah dari pcmeri ntah berdasarkan perattl ran peru ndang
undangan yang berlaku . 

(2) Apabila penghun i rumah negara golongan III sebagaimana dimaksud pada 
ayat {I ) meninggal d unia, mak a pe.ngajuan pcrmohonan pengalihan hak 
atas rumah negara dimaksud dapat diajukan oleh anak sab dari penghuni 
yang bersangln.1tan. 

(3) Apabila pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang 
bersangkutan/penghunl yang bersangkutan sebaga.imana dimaksud pada 
ayat (2) meninggal dan tidak mempunyai anak sah, maka rumah ncga.ra 
kembali kc pemerintah da.erah. 

(4) Aca.s permohonan sebagaimana d imaksud pada ayat (l) Pengguna Barang 
menga.juka.n usttlan penjua Ian rumah negara golongan m Kepada Bupati. 

(5) Bupati melakukan penelitian dan pengkajiru1 sebagai bah11n pertimbangan 
persecujuan Bupati atas permohonan yang diajukan penghuni n1mah 
nega.ra. golongan III scbagaimana dimaksud pada ayat (4J. 

Pasal 501 
(l ) Bupati melalui Pengclola Barang n,enugaskan Penila.i untuk melakukan 

penilaian atas ru mah negara golongan Ill yang akan dialihkan dan ha.sil 
penilaian dilaporkan kepa.da Bupa.ti. 

(2) Dalam mcla.kukan penelitian dan pengkajian sebagaimana clirnaksud 
dalam Pasal 496 ayat (5), Bupati da.pat membentuk Tim. 

{3) Hasil penelitian dan pengkaj ian dituangka.n dalam Serita Acara dan 
disampaika.n kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan persetttjuan 
penj ua)an rumah negara golongan Ill. 

(4) Bupati menyetujui clan menetapkan pengalihan hak ruma.h negara 
golongan Il l berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(IJ dan a.yat (3) . 

(5) Perserujuan sebagaimana dimaksu d pada ayat (4) dilakukan dengan 
menerbitkan surat persetujuan dan penetapan dengan menerbitkan surat 
kcputusan. 

(6) Pelaksa.naan penjualan barang m ilik daerah berupa rumah nega.ra 
golo ngan JH dalam benruk pengalihun ha k haru~ dilaporka,n kcp~da 
Bupari dengan melampirkan sali nan keputusan pengalihan hak rumah 
nega.ra dan penctapan harga rumah negara golongan I 11 setela.h 
penerbitan keputusan scbagaimana <limaksud pada ayat (5). 
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(7) Dalam hal Bupati tidak menyetujui atas pcngajuan permohonan 
sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 500 ayat (J) Bu pati memberitahukan 
kepada Pengguna Barang rumah negara golongan lll discrtai alasannya 
untuk disampaikan kepada pengguni rumah negara golongan III. 

Pasal 502 
(l) Berdasarknn persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 501 ayaL 

(5) Bupati menetapkan harga rumah beserta tanahnya berdasarkan hasil 
penilaian. 

(2) Harga rumah negara golongan Ill sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan scbcsar 50 % (lima puluh persen) dari niJai wajar. 

Pasal 503 
(1) Pcngalihan rumah negara golongan m dilakukan dcngan cara sewa beli. 
(2) Bupati menandatangani surat perjanjian sewa beli rumah ncgara 

golongan Ill. 
(3) Pembayaran harga rumah negara golongan Ill dapat ctilaksanakan secara 

angsuran dan disetor ke Kas Umum Daerah. 
(4) Apabila rumah yang dialihkan llaknya terkena rencana tata ruang 

scbagaimana dimaksud pada ayat (I) pembayarannya dapat dilakukan 
secara nmai. 

(5) Pembayaran angsuran pertama ditetapkan paling sedikit 5% (lima pullth 
persen) dari harga rumah negara Oolongan Ill dan dibayar penuh pada 
saat perjanjian sewa beli ditandatangani, sedan& sisanya diangsur dalam 
jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dtta 
puluh) tahun dan sesuai clengan kctcntuan peraturan perundang
undangan. 

Pasal 504 
(1) Penghuni yang Lelah membayar luna,; harga rumah negara golongan Ill 

beserta tanahnya, mcmperoleh: 
a. pcnyerahan hak milik rumah: dan 
b. pelepasan hak atas tanah. 

(2) Penghuni yang telah memperoleh penyerahan hak milik dan pelepasan 
hak atas tanah sebagaimana ctimaksud pada ayat (I), wajib mengajukan 
permohonan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan 
pcrundang-undangan yang berlaku. 

(3) Pelepasan hak atas tanah dan/atau penyeral1an hak milik rumah ,;erta 
penghapusan dari daftar barang milik daerah ditetapkan dengan 
keputusan Bupati. 

(4) f.lupati menyerahkan surat kepurusan penyerahan hak milik rumah dan 
pelepasan hak at.as tanah kepada penghuni yang telah cncmbayar lunas 
harga rumah beserta harga tanahnya sesuai perjanjian sewa beli 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 503 ayat (2). 

(5) Penghuni yang telah memperoleb surat keputusan pcnyerahan hak milik 
rumab dan pclepasan hak aces tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) wajib menguj~an permohonan hak unt-u_k mcmperolch sertifikat hak 
atas tanah kepada Kantor Pertanahan setcmpat scsuai dengan ketenruan 
peratura.n perundang-undangan. 
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(6) Surat keputusan penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hak atas 
ta.nah uotuk ditindaklanjuli dengan penghapusan dari Daftar Barang 
Mi lik Daerah. 

Bagian Keempat 
Tata Cara Penghapusan Rumah Negara 

Pasal 505 
( 1) Penghapusan barang milik daerah berupa rumah negara dilaku kan 

berdasarkan keputusan penghapusan yang diterbitkan oleh: 
a . Pengelo]a Barang untuk pcnghapusan dari DaJtar Barang 

Pengguna/Kuasa Pengguna Barang; dan 
b. Bupati untuk penghapusan dari Daflar Barang Milik Daerah Pengelola 

Barang. 
(2) Pcnghapusan barang milik daerah benipa rumah negara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. penghapusan barang milik daerah bcrupa ntmah negara golongan I 

dan rum ah negara golongan 11 dari Dartar Ba.rang Pcngguna/ Kuasa 
Pengguna kepada Bupati atau Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna 
Barang la innya; 

b. penghapusan barang milik daerah berupa rumah negara golongan Ill 
dari daftar barang Pengguna/ lKuasa Pengguna kepada Bupati a tau 
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang lain rumah negara 
golongan HI; atau 

c. pcnghapusan barang milik daerah berupa rumah negara dari DaJtar 
Barang Milik Daerah. 

(3) Pcnghapusan barang milik daerah berupa rumah negara sebagairnana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sebagai tindak lanjul dari: 
a. pcnycrahan kepada Bupati; 
b. al lh status penggunaan kepada P engguna Barang lain; 
c. a lih status penggunaan mettjadi bangunan kantor; atau 
d. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar 

menjadi penyebab penghapusan, antara lain terkena bencana a larn 
atau lerkena dampak dari terjad.inya force majeure. 

(4) Penghapusan barang milik daerah berupa rumah negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) hi1ruf b dilakukan sebagai tindak Janjut dari: 
a. penyerahan kepada Bupati: 
b. alih status penggunaan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna 

Barang lain ; 
c. penjualru1 ru mah negara golongan 111; 
d. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar 

menjadi penyebab penghapusan, antara lain terkena bcncana alam 
atau terkena dampak dari te,jadinya keadaan tidak tcrduga !force 
majeure). 

(5) Penghapusan clari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf c dUakukan sebagai tindak lanju t dari; 
a. penjualan rumah ncgara golongan Ill; atau 
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b. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar 
menjadi penyebab pcnghapusan, antara lain terkena bencana alam, 
atau terkena dampak dari tcrjactinya keadaan tidak lerduga ( force 
majeure ). 

Pasal 506 
Penghapusan barang milik daerah berupa rumah negara scbagaimana 
ctimaksud dalam Pasal 505 dilakukan setelah kepucusan pengbapusa.n 
diterbltkan oleh: 
a. Pengelola Barang uncuk barang milik dacrah berupa rumah negara 

golongan I dan rumah negara golongan II, untuk penghapusan dari daftar 
barang Pengguna/Kuasa Pengguna; 

b . Pengelola Barang rumah negara golongan Lil, untuk penghapusan dari 
Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna rumah negara golongan IU; 
atau 

c. Bupati, untu k penghapusan dari daft.er ba.ra ng Pengelola Barang. 

Pasal 507 
(I) Pengelola Barang menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan 

kopada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan dari daftar 
barang Pengguna/ Kuasa Pengguna sebagairnana dimaksud dalam Pasal 
506 huruf a dan huruf b. 

(2) Pengelola Barang menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan 
kare na penjualan rumah negara golongan Ill kepada Bupati dengan 
melampirkan: 
a. keputusan penghapusan dari. daftar barang Pcngguna/Kuasa 

Pengguna rumah negara golongan Ill; 
b. keputusan penyerahan hak milik n,mah dan pelepasan hak atas 

tanah rumah negara golongan I □; dan 
c. perjanjian sewa beli. 

Pasal 508 
Nilai barang milik daerah berupa rumah negara yang dihapuskan sebesar nilai 
yang tercantum dalam: 
a. Daft.er Barang Pengelola/daftar barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa 

Pengguna• atau 
b. Daftar Barang Milik Daerah. 

Bagian Kelima 
Tata Cara Penatausahaan Rumah Negara 

Pasal 509 
(!) Penatausahaan barang milik dac rah berupa rumah negara meliputi 

kegialan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan . 
(2) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang 

melakukan penaLausahaan barang milik daerah berupa rumah negara. 
(3) Penatausah aan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

pelengkap dari penatausahaan barang milik daerah antara lain: 
a. alih status penggunaan; 
b. alih s latus golongan; 
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c. alih fungsi; 
d. penjualan rumah negara golongan III; dan 
e. penghapusan. 

PasaJ 510 
(I) lnverna.risasi dalam rangka penatausahaan barang milik daerah bcrupa 

rumah negara dilakukan sekurang-kurangnya sckali dalam 5 (lirna) 
tahun. 

(2) Pelaksanaan lnventarisasl sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
d ilakukan untuk mengumpulkan data administrasi dan fisik barang milik 
daerah berupa rumah negara sekurang-kurangnya mellpuri; 
a. bukt.i kepemilika.n Lanah dan bangunan; 
b. status penggunaan; 
c. status pcnghunian; 
d. nilai dan luas tanah dan bangunan; 
e. alamat, lokasi, dan tipe bangunain; dan 
f. kondisi bangunan 

(3) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaporkan oleh 
Pengelola Barang dan/ atau Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang 
kepada Bupari. 

Pasal 511 
(1) Pelaporan dalam rangka peoatausahaan barang milik daerah berupa 

rumah negara dilaksanakan setiap semesteran dan tahunan. 
(2) Pengguna Barang rnenyusun laporan semesteran dan tahunan atas 

barang milik daera h berupa rumah negara sebagai bagian dari pelaporan 
barang milik daerah. 

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayai (2) dilakukan tcrhadap 
kegiatan pembukuan dan inventarisasi barang milik daerah berupa 
rumah negara. 

Bagian Keenan1 
Pengawasan dan Pcngen<lalian Rumah Negara 

Pasal 512 
Pengguna Barang melalrukan pengawasan dan pengendalian barang milik 
daeral1 berupa rumah negara yang berada dalam penguasaannya. 

BAB XVII 
GANT! RUGl DAN SANKS! 

Pasal513 
(I) Setiap kcrugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran 

hukum atas pcngelolaan barang milik daerah diselcsaikan melalui 
runtutan ganli rugi sesuai dcngan kctcntuan pcraturan perundang
undaogan. 

(2) Setiap pihak yang mcngakibatk.an kcrugian daerah sebagaima.na 
dimaksud pada ayat ( I) dapat cLikcnakan sanksi sesuai dengao keienruan 
pcraturan pen1ndang .. undangan. 



• 182 . 

BAB XVIJI 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 514 
(1) Ketenruan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang miUk dacrah diatur 

dengan Kcputusan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Bupati ini. 
(2) Ketenruan lebih lanjut mengenai Penilai Pemerintah Daerah dialllr 

dengan Peraturan Mcnteri. 
(3) Ketentuan mengenai pcngelolaan aset desa diatur cerscncliri dengan 

Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa. 

BAB XIX 
KETENTUAN PERALINAN 

Pasal 5 15 
(11 Pejabat Pcngelola barang mitik clacrah sebagrumana dlmaksud dalam 

Poraturan Bupati ini ditetapkan paling lambat I (satu) tahun sejak 
Peraturan Bupati ini diundangkan. 

(2) Pcnggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang telah ada masih 
Letap berlaku sepanjang belu m ditetapkannya Peraturan Bupati tentang 
Penggolongan dan Kodetikasi. 

(3) Pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah yang telah 
ada masih tetap berlaku sepanjang belum ditetapkannya Peraturan 
Bupati tentang Pembukuan, lnvencarisasi, dan Pelaporan. 

BAB XX 
KETENTUAl\f PENUTUP 

Pasal 516 
Pcraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dcngan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Muara 
Enim. 

Ditetapkan di Muara Enim 
pada tanggal, 4 Oktober 2019 
Pit. BUPATI MUARA ENIM 
WAKlL BUPATI, 

Oto 

JUARSAH 

Diundangkan di Muara Enim 
pada tanggal, 4 Oktoher 2019 
SEKRETARJS DAERAH KABUPATE:N MUARA ENIM, 

Oto 

HASANUDIN 
NIP. 19640817 199103 l 010 
BERJTA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM 'rAliUN 2019 NOMOR 43 
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Perunjuk Pengisian : 
I 11 Diisi nomor halaman. 
(2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan. 
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan. 
(5) Diisi nama Kabupaten/Kota yang bcrsangkutan. 
(6) Diisi nama Pengguna Barang. 
(7) Diisi nomor urut. 
(8) Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja 

SKPD. 
(9) Diisi kode barang berdasarkan ketencuan penggolongan dan 

kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 
(JO) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan ketenruan 

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yangberlaku. 
( l l) Diisi kuantitas barang yangdiusulkan. 
( 12) Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya. 
( 13) Diisi standru-t kebutuhan maksimum sesual ketentuan yang bcrlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m2), unut, buah, set, dan sebagainya. 
(14) Diisi saruan kcbutuhan maksimum sesuai ketenLuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m2) , unit, buah, set, dan sebagainya. 
(LS) Diisi kode barang yang masih dimungkinkan untukdioptimalisasikan. 
(16) Diisi nama barang yang masih dimungkinkan untukdioptimalisaslkan. 
(17) Diisi jumlab barang maslh dimungkinkan untukdiopt.imalisasikan. 
(18) Diisi saLUan barang yang masih dimungk.inkan untuk dioptimalisasikan 

sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m'), unit, buah, 
set, dan sebagainya. 

(19) Diisi kuantitas kebutuhan riil yangdibutuhkan. 
(20) Diisi satuan keburuhan r iil yangdibutuhkan . 
(21) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 

diungkap. 
(22) Diisi tempat dan tanggal disahkan. 
(23) Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan 

penandatru1ganan. 
(24) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan. 



I 
r 

0 

I I ' 

I I i, I I 
1++-!--HH-H--++l-1-h--1-1-+l+µ..h-~~--1 I 

I 
~ 

~ ! i 
H--,-li++-l+f+-l--,+f+-!-l...!..l-l--l-lH-~..1--1----1 f • • ! • 

l I H+H+H+4+!-!+,-1+J.-1-.-µ+1-1-+-!f 
"' 11 -~; 

H--f-. ++++++h-µ..1-1-1,.:..1-1-11-1-1-1---1-1-< J 
- X 

F1 ° = 

•• 

I 

,l .,.. 



- 5 -

Petunjuk Pengisian : 

(1) Diisi nomor halaman. 
(2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangku tan. 
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkut.an. 
(5) Diisi nama Kabupaten/Kota yang bcrsangkutan. 
(6) Diisi nama Pengguna Barang. 
(7) Dilsi nomor urut. 
(8) Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rcncana kerjaSKPD. 
(9) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan 

dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 
( 10) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pad a kolom (9) 

berdasarkan ketcntuan penggolongan dan kodefikasi barang m.ilik 
daerah yang berlaku. 

( 11) Diisi kuantitas barang yang dipclihara. 
(l 2) Di isl satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: 

panjang (m), luas (m' ), u ,1it, buah, set, dan sebagainya. 
(13) Diisi status barang milik daerah yang pcmeliharaannya dapat dibiayai 

APBD seperti digunakan scndiri atau pinjam pakai. 
(14) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B). 
( 15) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR). 
(16) Diisl sesuai kondisi barang yang dipellhara jika Rusak Berat(RB). 
( 17) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan 

pemeJiharaan. 
(18) Dusi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliha raan. 
( l 9) Dusi sacuan barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan 

sesuai ketentuan yang bcrlaku yaitu: panjang (m), luas (m•), unit, buah, 
set, dan sebagainya. 

(20) Diisi keterangan dan/atau informasl penting lainnya yang perlu 
diungkap. 

(21) Diisi tempal dan tanggal disahkan. 
(22) Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan 

penandatanganan. 
(23] Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan. 
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Petunjuk Pengisian: 
(I) Diisi nomor halaman. 
(2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang. 
(3) Diisi u,hun anggaran RKBMD yang akan cliusulkan. 
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan. 
(5) Diisi nama Kabupaten/ Kota yang bersan gku tan. 
(6) Diisi nama Pengguna Barang. 
(7) Diisi nomor urut. 
(8) Diisi nama Kuasa Pengguna Bara.ng/program/kegiatan/output 

berdasarkan rencana kerja SKPD. 
(9) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodelikasi 

barang milik daerah yang berlaku. 
(1 0) Dusi nama barang sesuai kode pad a kolom (9) berdasarkan ketentuan 

penggolongan dan kodelikasi barang milik claerah yang berlaku. 
(11) Diisi Kuantitas barang milik dacrah yang tercantum pads hasil penelaahan 

RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan perubahan. 
{12) Diisi satuan barang mitik daerah yQllg diusulkan unmk dilakukan perubahan 

sesuai ketentuan yang berlaku yaltu: panjang [m), luas (m2
) , unit, buah, set, 

dan sebagainya 
(13) Diisi Kuantitas barang milik daerah yang diusulkan menggantikan besaran 

-,atuan barang yang tercantum pada hasil pendaahan RKBMD Pcngadaan. 
(14) Diisi satuan barang milik daerah yangdiusulkan u ntuk dilakukan pcrubahan 

dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil 
penelaahan RKBMD Penga.daan scsuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang 
(m). lnas (m•), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(15) Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD 
Pengadaan yang sndah pernah diusulka.n sebelumnya. 

(16) Dlisi standar kebUtUliiltl maksimum dengan data input sesuai 
ketenruan standar ba rang dan standar kebu tuhan yangberlaku . 

( 17) Diisi satuan kebutuhar, maksimum scsuai ketentuan yang berla.ku. yaitu: 
panjang (ml, luas (m'), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(18) Diisi !code barang yang masib dirnungkinkan untu.kdioptimalisasikan. 
(1 9) Diisi nama barangyc.ng masih dimungk.inkan untukdioptimalisasikan. 
(20) Diisi jumlah barang masih dimungkinkan Lm tukdioptimalisasikan. 
(2 11 Diisi satuan barang yang masih dimungkinkan untu k dioptimalisasikan 

scsuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (ml, luas (m' ), unit, buah, set. 
dan sebagainya. 

(22) Dilsi kuantitas kebutuhan riil yangdibutuhkan 
(23) Oilsi satuan kebutuhan rill yang dibutuhkan 
(24) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 

diungkap. 
(25) Diisi tempat dan tanggal disahkan. 
(26) Diisl jabatan Kuasa Pengguna Ba.rang yang mclakukan 

penandau1nganan. 
(27) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengcsahkan. 
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Petunjuk Pengisian: 
( I) Dusi nomor halama.n. 
12) Diisi narna Kuasa Pengguna Bara.ngyangbcrsangkutan. 
(3) Diisi tahun anggaran ~KBMD yangdiusulkan. 
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan. 
(5) Diisi narna Kabupaten / Kota yang bersangkutan. 
(6) Diisi narna Pengguna Barang. 
(7) Diisi nomor urut. 
(8) Diisi nama program/kegiatan/outpu, berdasarkan rencaria kerjaSKPD. 
(9) Diisi kode barang yang dipelihara bcrdasarkan kctcntuan 

penggolongan dan kodefikasi barang milik daera.h yang berlaku. 
(10) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (9) 

berdasarka.n ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik 
daerah yang bcrlaku. 

(l l) Dlisi kuantitas barang yang dipelihara. 
(12) Dlisi saruan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebaga.inya. 
(13) Diisi status ha.rang milik daerah yang pemeliharaanoya dapat dibiayai 

APBD seperti digunakan sendlri atau pinjam pakai. 
(14) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik {B), 
(l 5) Diisi sesuai kondisi barang yang dipeliharajika Rusak Ringan (RR). 
(16) Diisl sesuai kondisi barangyang<lipeliharajika Rusak Berat(RB). 
(17) Diisi uraia.n nama pcmcliharaan yang diusulkan uniuk 

dilakukan pcmeliharaan. 
(18) Dlisi kuantitas barangyangdjusulkan untuk dilakukanpcmcliharaan. 
(19) Diisi satuan barang yang dlusulkan unruk d□akukan pemeliharaan 

sesuai ketenu1an yang berlaku yaitu: panjang (m}, luas (m•t, unit, 
buah, set. dan scbagainya. 

(20) Diisi Kuantitas barang milik deerah yang diusulkan menggantikan 
besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan 
RKBMDpcmcliharaan . 

(21) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan pcrubahan dan 
menggantikan besaran satuan barang yang iercantum pada hasil 
penelaahan RKBM D pemeliharaan sesuai kctcntuan yang berlaku 
yaitu: panjang (m), luas (m'). unit, buah, set, dan sebagainya. 

(22) Diisi aJasan yang mendasari dllakukannya pcn,bahan pada RKBMD 
pemeliharaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya 

(23} Diisi keterangan dan/atau informasi peming lainnya yang 
perlu diungkap. 

(24) Diisi tempat dan tanggal disahkan. 
(25} Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang 

melakukan penandatanga.na.n. 
(26) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan. 
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Petunj uk Pengisian: 
(1) Dilsi nomor halaman. 
(2) Diisi nama Pengguna Barangyang bersangkutan. 
(3) Diisi Lahun anggaran RKBMD yangdjusulkan. 
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan. 
(5) Diisi nama Kabupaten/ Kota yang bersangkutan. 
(6) Diisi nomor u rut. 
(7) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/outpUL 

berdasarkan rencana kerja SKPD. 
(8) Dilsi kode barang berdasarkan ketenLuan penggolongan dan kodcfikasi 

barang milik daera h yang bedaku. 
(9) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (8) berda sarkan ketentuan 

penggolongan dan kodefikasi bar.ang milik daerah yang berlaku. 
( 10) Diisi kuantitas barang yang diusulkan. 
( I l) Dusi s.atuan barang yang diusulkan sesuai kelenruan yang berlaku yaitu: 

panjang (m). luas (m2), w1iL, buah, set, dan sebagainya. 
(12) Diisi standa r kebutu.han maksirnum dengan data input sesuai ketentuan 

standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku. 
(13) Diisi saLuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku yairu, 

panjang (ml, luas (m'), unit, buah, set, dan sebagainya. 
\14) Diisi kode barang yang masih d ,mungkinkan untukdioptimalisasikan. 
(15) Diisi nama barang yang masih dim ungkinkan untukdioptimalisasikan. 
( 16) Diisi jumlab ba rang yang masih dimungkinkan u.ntukdioptirna.lisasikan . 
( 17) Diisi satuan bara.ng yang masih. dimungkinkan untuk dioptimalisaslkan 

sesuai kctentuan yang berlaku yaitu: panjang (m) , luas (m'). unit, buah, 
set, dan sebagainya. 

(18) Diisi kuantitas kebuluban riil yang dibutuhkarL 
( 19) Diisi sat1,1lln kcbutuhan riil yang dibutuhkan. 
(20) Diisi kctcrangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 

diungkap. 
(2 1) Dusi tern pat dan tanggal disahkan. 
(22) Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan. 
(23) Diisi nama dan NIP pcjabat yang mcngesahkan. 
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Petunjuk Pcngisian : 
(1) Diisi nomorhalaman. 
(2) Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkut.an. 
(3) Diisi lahun anggaran RKBMD yang d iusulkan. 
(4} Diisi nama Provinsi yang bcrsang.kutan. 
(5) Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan. 
(6) Diisi nomor urut. 
(7) Diisi nama Kuasa Pengguna Bara ng/program/kegiatan/output 

berdasarkan rencana kerja SKPD. 
(81 Diisi kode barang yang clipelihara berdasarkan ketcn Luan penggolongan 

dan kodefikasi bara.ng milik daerah yang berlaku. 
(9} Dusi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (8) 

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodelikasi barang milik daerah 
yang ber laku. 

(10) Diis i kuanti,as barang yangdlpelihara. 
(11) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai kelcnruan yang berlaku yai tu: 

panjang (ml, luas (m•), unit, buah, set, dan sebagainya. 
( 12) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai 

APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai. 
(13) Diisi sesuai kondisi barang yang dipeliharajika Baik (B). 
(14) Diisi sesuai kondisi barangyang dipeliharajika Rusak Ringan(RR). 
( 15) Diisi sesuai kond,si barang yang dipeLihara jika Rusak Be rat (RBI, 
(16) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan LtntUk dilakukan 

pemeliharaan. 
(17) Diisi kuantitas barangyangdiusulkan untuk dilakukanpemeliharaan . 
(18) Diis i satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan sesuai 

ketcntuan yang bcrlaku yaitu: panjang (m), luas (m'),unit, buah, set, dan 
sebagainya. 

(1 9) Diisi ketcrangan dan/atau informasi pencing lainnya yang perlu 
diungkap. 

(20} Dilsi tempal dan tanggal disahkan. 
(21) Dilsi jabatan Pengguna Barang yang rnelakukan penandatanganan. 
(22) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan. 



l 

I I > 

• 
' 

' 
I . 

' • 

j 
I 

• = 

I j 

11 

, 1 I 

1 

I 

' 

' 

I I 

' 

. l 

ITT 11 

! I I , 

• : . 
• 

11 
. 

. 

I 

I 

I 

I I 
l 

11 

I 

j I 

' 

I 

• I , 

• • • : 
' ! 

' 

' I 

I - • 

: 
I 
I 

I ► I 

t . ' ' 
• f f 

I I 

i 

I 

·H 
I ' 

I 

' 

I • 
I 

0 r f 
i f 

I l 
- I I 

' . . ' 

} 

I 

= 



• i 5 · 

Petu11juk Pengisian: 

(1) Diisi nomor halaman. 
(2) Diisi nama Pcngguna Barang yang bersangkutrui. 
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diu sulkan. 
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan. 
(5) Diisi nama Kabupaten/Kota yangbersangkutan. 
(6) Diisi nomor unit. 
(7) Diisi nama Kuasa Pengguna Barruig/program/kegiatan/output berdasarkan 

rencana kerja SKPD. 
(8) Diisi kode barang berdasarkan ketenman penggolongan dan kodefikasi 

barang milik daerah yang berlaku" 
(9) Diisi nama barang sesua.i kode pad a kolom (8) berdasarkan kcteatuan 

penggolongaa dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 
( I 0) Diisi kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada hasil penelaahan 

RKBMD Pengadaan yang dlusu lkan untuk dilakukan perubahan. 
(1 1) Diisi satua n barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan perubahan 

sesuai ketentuan yang berlaku yaicu: panjang (m), luas (m'), unit, buah, set., 
daa sebagainya. 

(12) Diisi kuantitas barang 1mlik daerah yang diusulkan menggantikan besaran 
satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD Pengadaan. 

(13) Diisi satuan barang pcngadaan yang diusulka11 unruk dliakukan perubahan 
dan menggantikan besaran satuaa barang yang tercantum pada hasil 
penelaahan RKBMD Pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: 
panj ang {m), luas {m2) , u nit, buah, set, dan sebagainya, 

(14) Diisi alasan yang mendasari dilak.-ukannya peru bahan pada RKBMD 
Pengadaan yang sudah pernah diusulka.11 scbclumnya, 

(15) Diisi standar kebutuhan maksimum ctengan dam input sesuai kctentuan 
standar barang dan standar kebutuhan yangberlaku . 

( 16) Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaktt yaitu: 
panjang (m), luas (m' ), unit, buah, set, dan sebagainya. 

\17) Diisi kode barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk 
dioptimalisasikan. 

(18) Diisl nama barang pengadaan yang masih climungkinkan uncuk 
dioptimalisasikan . 

(19) Diisi Jumlah barSJ1g pengadaa:n masih dimungkinkan untu k 
dioptimalisasikan . 

(20) Diisi satuan barang pcngadaan yang masih dimu ngkinkan untuk 
d ioptimalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku yairu: panjang (m), luas 
(m2) , unit, buah , set. dan sebagainya. 

(21) Diisi kuantitas kebutuhan riil yangdibutuhkan. 
(22) Diisi satuan kebtttuhan tiil yangdibun.1hkan . 
(23) Diisi keterangan dan/atau informasi pcnling lainnyayang perlu dlungkap. 
(24) Diisi tempal dan tanggal disahkan. 
(25) Diisi jabatan Penggu na Ba.rang yang mela ku kan penandatanganan. 
(26) Diisi narna da.n NIP pejabat yang mengcsahkan, 
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Petunjuk Pengisian: 
(1) Diisi nomor halaman. 
{2) Diisi nama Peogguna Barang yang bersangkutan. 
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang di usu lkan. 
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan. 
(5) Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan. 
(6) Diisi nomor urut. 
(7) Dilsi nama Kuasa Pengguna 

Barang/program/ kegiatan/ output berdasarkan rencana kerja SKPD. 
(8) Diisi kode barru,g yang dipelihara berdas,u-kan ketentuan 

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 
(9) Diisi nama baning yang dipelihara sesua.i kode pada kolom (8) 

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik 
daerahyang berlaku. 

(10) Oijsi kuantitas barang yangdipelihara. 
(11) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuaJ ketcntuan yang bcrlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m•J. urut, buah, set, dan sebagainya 
( 12) Diisi status barang milik dacrah yang pcmeliharaannya dapat dibiayai 

APBD seperti digunakan sendiri atau pinjarn pakai. 
( 13) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B). 
(14) Diisi sesual kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR). 
(15) Diisi sesuoi kondisi bararig yang dipeliharajika Rusak Berat (RB). 
(16) Diisi uralan nama pcmeliharaan yang diusulkan untuk 

dtlakukan pemeliharaan. 
(17) Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dila kukan pemeUharaan. 
(18) Diisi sar:uan barang yang diusutkan untuk dilakukan pemeliharaan 

sesuai ketcntuan yang berlaku yaitu: panjang (m), Iuas (m"), unit, 
buah, set, dan sebagalnya. 

(! 9) Diisi kuantilas barang milik dacrah yang diusulkan menggantikan 
bcsar= satuan barang yang tercantu111 pada hasil penelaahan RKBMD 
pemeliharaan. 

(20) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan pcrubahan dan 
menggantikan besaran satuan barang yang tercantum padll hasil 
penelaahan RKBMD pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku 
yaitu: panjang (m), Iuas (m'), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(21) Diisl alasan yang mendasari dilakukonnya pcrubahan pada RI<BMD 
pcmeliharaan yang sudah pemah dJusttlkan sebelumnya. 

(22) Diisi ketcrangan dan/atau informasi penting Jainnya yang 
pcrlu dhlngkap. 

(23) Diisi tempat dan ,anggal disahkan. 
(24) Diisi jabatan Pengguna Bara.ng yang melakukan penandatanganan. 
(25) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan. 
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- 19 -

Petunjuk Pengisian: 
(I) Diisi nomor halaman. 
(2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan. 
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan. 
(5) Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan. 
(6) Dii.si nama Pengguna Barang. 
(7) Diisi nomor urut. 
(8) Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerjaSKPD. 
(9i Dusi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi 

barang milik daera.h yang berlaku. 
( t 0) Diisi nama barang sesuru kode pada kolom (9) berdasarkan kctentuan 

pcnggolongan dan kodcfikasi b.arang milik daerah yang berlaku. 
(JI) Diisi kuantitas barang yang diusulkan. 
(12) Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, bu.ah, set, dan scbagainya. 
( 13) Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input 

sesuai ketentuan standar barang dan standar kcbultthan yang berlaku. 
(14) Diisi satuan kcbutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas {m2), unit, buah, set, dan sebagainya. 
(15) Diisi kode barang yang masih dimungkinkan Lmtukdioptimalisasikan. 
(16) Diisi nama barang yang masih dim,mgkinkan untukdioptimalisasikan . 
( 17) Diisi kuantitas barang masih dimungkinkan untukdioptimalisasikan. 
( 18\ Diisi satuan barang yang masiih dimtmgkinkan untuk dioptimalisasikao 

sesuai ketentuan yang bcrlaku yaitu: panjang (m), luas (m'), unit, bu.ah, 
set, dan sebagainya. 

(19) Oiisi kuantitas kebutuhan riil yangdibucuhkan. 
(20) Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan . 
(21\ D1isi jumlah baraog pengadaan yang disetujui. 
(22) Diisi satuan baraog pengadaan yang disetujui sesuai ketentuan 

yang berlaku yaitu: panjang (m), iuas (m•), unh., buah, set, dan 
sebagainya. 

(23) Diisi scsuai dengan cara pemenubannya misalkan sewa 
atau pembeliai, . 

(24) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang 
periu diungkap. 

(25) Diisi lcmpal dan tanggal disahkan. 
(26) Diisi jabatan Peogguna Barang yang melakukan penandatanganan. 
(27) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan. 
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Petunjuk Pengisian: 
( I) Diisi nomor halaman. 
(2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan . 
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusu lkan. 
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkucan. 
(5) Diisi nama Kabupatcn/Kota yang bersangkutan. 
(6) Diisi nama Pengguna Barang. 
(7) Diisi nomor urut. 
(8) Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerjaSKPD. 
(9) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan 

dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 
(10) Diisi nama barang yang dipelihru·a sesuai kode pada kolom (9) 

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik 
daerah yang berlaku. 

(11) Diisi kuanlitas barangyangdipelihara. 
( 12) Diisi sa tuan barang )'Mg dipclihara sesuai ketentuan yang berlaku 

)'aitu: panJru1g (m), luas (m•), unit, buah, set, dan sebagainya. 
( 13) Diisi status barang milik daerah yru1g pemeliharaannya dapat dibia)'ai 

APBD seperli digunakan sendiri atau pinjam pakai. 
(14) Diisi sesuai kondisi barang yang dipellhara j ika Baik (8). 
(15) Diisi sesuai kondisi barang yang dipeliharajika Rusak Ringan (RR). 
( 16) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak BeraL (RB). 
( 17) Diisi uraian nama pemeliharaan yang d iusulkan untuk dilakukan 

pemeliharaan. 
(18) Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan. 
( 19) Diisi satuan barang PemelihaM yang diusulkan sesual ketentuan yang 

bcrlaku yailU: panjang (m), luas (m•), unit, buah, set, dan sebagainya. 
(20) Diisi kuantitas barang yang d isetuju i Unluk dipelihara. 
(21) Diisi satuan barang yang disctujui pemeJ;haraannya sesua i keten tuan 

yang berlaku yailtt: panjang (m), luas (m'), unit, buah, set, dan 
sebagainya.. 

(22) Diisi kele rangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 
diungkap. 

(23) Diisi tempa1 dan tanggal disahkan. 
(24) Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandaLangru,an. 
(25) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.. 
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Petunjuk Pengisian: 
( LI Diisi nornor halaman. 
(21 Diisi nama Kuasa Pcngguna Barang. 
(31 Diisi tahun anggaran RKB.MD yangdiusulkan. 
(41 Diisi nama Provinsi yang bersanglrutan. 
(51 Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan. 
(6) Diisi nama Pengguna Barang. 
(7) Diisi nomor urut. 
(8) Diisi aama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerjaSKPD. 
(9) Diisi kode barang berdasarkan ketennian penggolongan dan kodefikasi barang 

milik daerah yang berlaku. 
(10) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan ketentuan 

penggolongan dan kodcfikasi barang milik daerah yangberlaku. 
(11) Diisi kuantltas barang milik daerah yang tercantum pada hasil penelaahan 

RKBMD Pcngadaan yang diusulkan uatuk dilakukan perubahan 
{12) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan pcrubahan 

sesuai ketentuan yang berlaku yairu: panja.ng {m), Juas (m"t, unit, buah, set, 
dao sebagainya. 

(131 Dilsi kuantltas barang mllik dacrah yang cliusulkan menggantikan besaran 
san,an barang yang tercantum pada basil penelaahan RKBMD Pengadaan. 

(141 Diisi sanian barang pengadaan yang diusulkan unruk dilakukan perubahan 
dan mcnggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil 
penelaahan RKBMD Pengadaan sesuai ketcntuan yang berlaku yaiL-u: panjang 
(m), luas (m' ), unit, buah. sel, dan sebagainya. 

(15) Diisi a lasan yang mendasari clilakukannya pcrubahan pada RKBMD 
Pengadaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya. 

(16) Diisi st.andar keburuhan maksimum dengan data input scsuai ketencuan 
standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku. 

(17) Dilsi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang bcrlaku yaiiu: 
panjang (m), luas (m2) , unit, buah. set, dau sebagainya. 

(18) Diisi kode barang pengadaan yang masib dimLtagkinkan untuk 
dioptimalisa.sikan. 

(19) Diisi nama barang pengad::tan yang masib dimungkinkan untuk 
dioptimatisasikan. 

('20) Diisi jumlah barang pengadaan masib climungl<lnkan untuk dioptimalisasikan. 
(21) Diisi satuan barang pengadaan yang masih dimungkinkan unruk 

dioptimalisasikan sesuai ketenruan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m'), 
unit, buah, set, dan sebagainya. 

(221 Diisi kuantitas kebutuhan riil yangdibutuhkan. 
(231 Dilsi satuan kcbutuhan riil yang dibutuhkan. 
(24) Dilsi lmantiias barang pengadaan yang disetujui untuk dilakukan perubahan. 
(25) Dilsi satuan barang pengadaan yang disetujui untuk dilakukan pcrubahan 

sesuai ketenruan yang berlaku yait:u: panjang (m), luas (m•), unit. buah, set, 
dan sebagalnya. 

(26) Diisi sesuai dengan cara pemcnuhannya misalkan sewa atau pembelian. 
(27) Diisi ke1erangru1 dan / a,au informasi pen ting lainnya yang perlu diungkap. 

• 
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Petunjul< Pengisian : 

( I) Diisi nomor halaman. 
(2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan. 
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 
(4) Diisi nama Provin si yang bersangkutan. 
(5) Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan. 
(6) Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan. 
(71 Diisi nomor urut. 
(81 Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerjaSKPD. 
(9) Diisi kodc barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan 

penggolongan dan kodefikasi harang milik daerah yang berlaku. 
(10) Diisi na ma barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (9) 

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik 
daerah yang berlaku. 

(11) Diisi kuantitas barang yang dipclihara. 
( 12) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai kerentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (ml, luas (m•), unit, buah, set. dan sebagainya. 
(13) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai 

APBD seperti digunakan sendiri a tau pin jam pakai. 
(141 Diisi sesuai kondisi barang yang dipeliharajika Baik (B). 
(151 Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringen {RR). 
( 16) Diisi scsuai kondisi barang yang d ipelihara j ika Rusak Ber at (RB). 
(17) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk 

dilakukan pemeliharaan. 
(18) Diisi kuanlitas barang yang cLiusulkan untuk dilakukan pemelibaraan. 
(19) Diisi satuan barang yang diusulkan pemeliharaannya scauai 

ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m). luas (m•), u nit, buah, set, 
da.n sebagainya. 

(201 Dilsi kuanticas barang yru1g diusulkan menggantikan besaran satuan 
barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMDpemeliharaan. 

(211 Diisi satuan barang yang diusulkan ,mtuk dilakukan perubahan dan 
mcnggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada basil 
penelaahan RKBMD sesuai kete.ntnan yang berlaku yaltu: panjang 
(m). luas (m21, unit, buah, set, dan scbagainya. 

(22) Diisi alasan yang mendasari perubahan RKElMD pemeliharaan 
yang sudah diusulkan sebelumnya. 

(23) Diisi kuanlitas Perubahan RKBMD Pemellharaan yangdlsetujui. 
(24) Diisi satuan Perubahan RKBMD Perneliharaan yangdisclujui. 
(25) Diisi kelerangan dan/atau informasi penting Jainnya yang 

perlu diungkap. 
(26) Diisi tempat dan tanggal disahkan. 
(27) Diisi Jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan. 
(28) Dilsi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan. 
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Petunjuk Pengisian : 
(I) Diisi nomor halaman. 
(2) Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan. 
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 
(4) Dusi nama Provinsi yang bersangkutan. 
(5) Diisi nama Kabupaten/ Kota yang bersangkutan. 
(6) Diisi nomor urut. 
(7) Diisi nama Kuasa Pengguna Ba.rang/program/kegiatan/output berdasarkan 

rencana kerja SKPD. 
(8) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodef,kasi 

bara.ng milik daerah yang berlaku. 
(9) Diisi nama barang sesuai kodc pada kolom (8) berdasarkan ketentuan penggolongan 

dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 
( lO) Diisi kuantitas barang yangdiusulkan .. 
( 11) Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketcntuan yang berlaku yaitu: panjang 

(m), luas (m•), unit, buah, sec, clan sebagainya. 
(12) Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai ketentuan 

standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku. 
(13) Diisi satuan kebutuhan rnaksimum sesuai kctcntuan yang berlaku yaitu: panjang 

(m), luas (m'), unit, buah, set, dan sebagainya. 
(14) Diisi kode barang yang masih dimungkinkan untuk 

dioptimalisasikan. 
( LS) Diisi nama barang yang masih climungkinkan untuk 

dioptimalisasikan. 
( l6) Diisi jumlah barang masih dimungkinkan untukdioptimalisasikan. 
(17) Diisi satuan barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikdll • sesuai 

ketentuan yang bcrlaku yaitu: panjang (m), Juas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya. 
(18) Diisi kuantitas kebutuhan riil yangdibutuhkan. 
(19) Diisi satuan kcbutuhan riil yangdibutuhkan. 
(20) Diisi kuantitas barang pada RKBMD p,engadaan yangdisctujui. 
(2 I) Diisi satuan barang pada Rl<8MD pengadaan yang disetujui sesuai ketentuan yang 

berlaku yaitn: panjang (m), luas (m'l, unit, buah, set, dan sebagainya. 
(22) Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misa!kan scwa atau pcmbelian . 
(23} Diisi ketera ngan dan/atau inforrnasi pen Ling lainnya yang perlu diungkap. 
(24) Diisi lempat dan tanggal disal1kan. 
(25) Diisijabatan Pengclola Barang yang mclakukan pcnandatanganan. 
(26) Diisi nama clan NI P pejabatyang mengesahkan . 
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Petunjuk Pengisian: 
(1) Diisi nomor halaman. 
(2) Diisi nama Pengguna Barang yang ber.sang_kutan. 
(3) Diisi tabun anggaran RKBMD yang diusulkan. 
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan. 
(5) Diisi nama Kabupaten/ Kota yang bers.angkutan. 
(6) Diisi nomor urut. 
(7) Djisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/outpul 

berdasarkan rencana kerja SK.PD. 
{8) Diisi kode barang yang dipclihara berd asarkan ketentuan penggolongan dan 

kodcfikasi barang milik daerah yang berlaku . 
(9) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (8) berdasarkan 

ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 
( 10) Diisi kuantitas barang yang dipelihara. 
( 11) Diis i satuan barang yang dipelihara sc suai ketentuan yang berlaku yaitu: 

panjang {m), Juas (m•), unit, buah, sel, dan sebagalnya. 
(12) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai APBD 

seper ti digunakan sendiri atau pinjam pakai. 
(13) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B) . 
( 14) Diisi sesuai kondisi barang yang dipeliharajika Ru sak Ringan (RR). 
( 15) Diisi sesuai kondisi barang yang dipeliharajika Rusak Berat (RB). 
( 16) Diisl uraian nama pcmeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan 

pemeliharaan. 
(17) Diisi kuantitas barang yang diusulka11 untuk dilakukanpemeliharaan. 
(18) Diisi satuan barang pcmeliharaan yang diusulkan sesuai ketentuan yang • 22 • 

berlaku yaitu: pa,1jang (ml, luas (m"), unit, buah, set, dan sebagainya . 
{19) Diisi kuantitas RKBMD pemeliharaan yangdisetujui. 
(20) Diisi satuan barang RKBMD pemeliharaan yang disetujui scsuai keteniuan yang 

berlaku yaitu: panjang (m), luas (m'), u nit, bus.h, set, dan seoo.gainya. 
(21) Diisi keteraogan dan/atau informasi penting lainnya yang perludiungkap. 
(22) Diisi tempat dan tanggal disahkan. 
(23) Diisi jabatan Pengelola Barang yang melaku kan penandatanganan . 
(24) Diis i nama dan NIP pejabat yang mengesahkan. 
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Petunjuk Pengisian: 

(IJ Diisi nomor halaman. 
(2) Diisi nama Pengguna Barang. 
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yan gdiusulkan. 
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan. 
(5) Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkut.an. 
(6) Diisi nomor urut. 
(7) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output 

berdasarkan rencana kcrja SKPD. 
(8) Diisi kode ha.rang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi 

barang milik daerah yang berlaku . 
(9) Diisi nama barang sesuai kodc pada kolom (8) bcrdasarkan ketentuan 

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang bcrlaku. 
(10) Diisi kuantitas barang milik daerah yang tcrcantwn pada hasil 

penelaahan RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan 
perubahan. 

( I l) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan 
perubahan scsuai ketencuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas 
(m2

), unit, buah, set, dan sebagainya. 
(J 2) Diisi kuanritas barang milik claerah yang diusulkan menggantikan 

besaran satuan barang yang ,ercantum pada hasil penelaahan 
RKBM DPengadaan. 

(13) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan 
perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantwn 
pada basil penelaahan RKBMD Pcngadaan sesuai ketentuan yang 
berlaku yaitu: panjang (m), luas (m''), unit, buaJ1, set, dan sebagainya. 

(14) Diisi aJasan yang mendasari clilakukannya perubahan pada RKBMD 
Pengadaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya. 

( LS) Diisi standitr kebutuhan maksimum dengan data input scsuai 
ketentuan standar barang dan stanc;!a.r !<el;>\lt\lhan yang berlakl.1. 

(16) Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentua n yang berlaku 
yaitu: panjang (m), luas (m2) , unit, buah , set, dan sebagainya. 

( 17) Diisi kode barang pengadaan yang masih dimungkinkan Lmtuk 
dioptimalisasikan. 

(18) Diisi nama barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk 
dioptimalisasikan. 

( 19) Djisi kuantitas barang pengadaan masih dimungkinkan untuk 
dioptimalisasikan. 

(20) Diisi satuan barang pengadaan yang masib dimungkinkan untuk 
dioptimaJisasikan sesuai kctenluan yang berlaku yaicu: panjang (m), 
luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(21) Diisi kuantitas kebutuhan riil yangdibutuhkan. 
(22) Diisi san,an kebutuhan riil yang d ibutuhkan. 
(23) Diisi kuantitas barang RKBMD Pengadaan yang disetujui untuk 

clilakukan perubahan. 
(24) Diisi satuan barang RKBMD Pengadaan yang disctujui unruk 

dilakukan perubahan s esuai ketenluan yang berlaku yaitu: panjang 
(m), luas fm•j, unit, buah, set, dan sebagainya. 

(25) Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian. 
(26) Diisi keter~ngan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 

diungkap. 
(27) Diisi tempat dan tanggal disahkan. 
{28) Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatanganan. 
{29) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan. 
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Petunjuk Pengisian: 
( l) Diisi nomor haJaman. 
(2) Diisi nama Pengguna Barang yang bcrsangkutan . 
(3) Diisi tahun anggaran RKBTvlD yangdiusulkan. 
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan. 
(5) Oiisi nama Kabupaten/Kotayangbersangkutan. 
(6) Diisi nomor urut. 
(7) Diisi nama Kuasa Pengguna 

Ba,·ang/program/kegiatan/outpu~ bcrdasarkan rencana kerja SKPO. 
(8) Diisi ko<le barang yang dipelihara bcrdasarkan ketentuan 

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 
(9) Oiisi nama barang yang d lpelihara sesuai kode pada kolom (8) 

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik 
daerab yang berla ku. 

(10) Diisi kuancitas barang yang dipelihara. 
(11) Dusi satuan barang yang dipelihaTa sesuai ket.entuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m}. Iuas (m:'}, unit, buah, set, dan sebagainya. 
(12) Oiisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai 

APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai. 
( 13) Dusi sesuai konclisi barang yang dipelihara jika Baik (B). 
(14) Oiisi scsuai kondisi barang yang dipeliharajika Rusak Ringan (RR). 
( 15) Dusi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat(RB). 
(16) Diisi uraian nama pemcliharaan yang diusulkan untuk 

dilakukan pemeliharaan. 
( 17} Diisi kuantitas barang yang diusulkan unruk dilakukan pemeliharaao. 
(IS) Diisi saman barang yang diusull<an pemeliharaanya sesuai kctentuan 

yang berlaku yaitu: panjang (rn), luas (m•), unit, buah, set, dan 
sebagainya. 

(19) Oiisi kuantitas barang yang diusulkan menggantikan bcsaran satuan 
barang yang tercantum pada hasil pcnelaahan RKBMO pemeliharaan. 

(20) Diisi satuan barang yang diusulkan unruk dilakukan perubahan dan 
menggantikan besaran satuan barang yang tercanturn pada hasil 
penelaahan RKBMD sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), 
luas (m'), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(2 I) Diisi alasan yang mendasari perubahan RKBMO pemeliharaan yang 
sudah d iusulkan sebclumnya. 

(22) Diisi kuantitas perubaJ1an RKBM.O pemeliharaan yangdiseh1jui. 
(23) Oiisi satuan perubahan RKBMD pemeliharaan yang disctujui sesuai 

keteotuan yang berlalru yrutu: panjang (m), luas (m'}. unil , buah, set, 
dan scbagainya. 

(24) Diis i keterangan clan/ a tau informasi pen ting lainnya yang 
perlu diungkap. 

(25) Oiisi tempat <lan ta nggal disahkan , 
(26) Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatangan. 
(27) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan. 
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S. Pcnyampaian Hasil PenelAahan Usulan RKBMD unt.uk APBD lnduk dan Perubaha.n 
pada Kuasa Pengguna Barang oleh Pengguno. Barang 
(1). Fonnal Penyrunpaian Hasi1 .Pe:nelaa.han RKBMD untuk APBO lnduk 

Nomor 
Sifat 
Larnpiran 
Hal 

K0P SURAT ...... . (!) 

.. ... .. ... ... .. .... (2) 
Sangat Segera 

: '" ... ... .. ....... (3) 
. Hasil Penelaahan Rl<BMO 
· Tahun .. (4) pada ... (5) 

Tempat, Tanggal Bulan Tahun 
Kepada 
Yth ... .. ..... .. .. ..... . ..... (5) 

' '.' ... ' ..................... . 
Di · 

.. •........ ...... (6) 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: ...... (7) 
tanggal ..... (7) ha! usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik 
Daerah (RKBMD) Tahun . .... (4) pada .... (5) pada prinsipnya kami 
menyetujui RKBMD sebagaimana diuraikan pada lampiran surat 
ini. 

Untuk selanjuLnya, Hasil Penclaahan RKBMD dapat 
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 
1. Hasil Penelaahan usulan RKBMD menyajikan informasi 

berupa satuan baran g milik daerah yang direkomendasikan 
untuk dilakukan pengadaan dan/ataupemeliharaan. 

2. Hasil Penelahaan usulan RKBMD pengadaan dan RKBMD 
pemeliharaan dengan rnemperhatikan ketersediaan anggaran, 

3. Hasil Penelaahan usulan RKBMD dapat diusulkan oleh Kuasa 
Pengguna Barang kepada Pe ngguna Barang untuk dilakUkan 
perubahan menjadi RKBM D Kuasa Pengguna Barang. 

4, Batas waktu penyampaian perubahan sebagaimana dimaksud 
pada angka 3 di atas paling lambat Minggu keempat bulan 

Mei. 
Demikian untuk menjadi perha,ian dan tcrima kasih. 

Pengguna Barang 

..• .. .•.. ....... ....... (8) 

Petunjuk Pengisian : 
(1) Kop surat resmi yang berlaku pada SKPD (Pengguna Barang) yang 

bersangkutan.. 
(2) Nomor surat sesuai ketentuan peraluran perundang-undangan. 
(3) Diisi jumlah lampiran surat yang bersangkutan. 
(4) Diisi tahun anggaran RKBMD yangctiusulkan. 
(5) Diisi n.ama Unit Kerja (Kual'J:a Pcnggu.na Ba.rang} yangdikirim. 
(6) Diisi lokasi kedudukan Unit Kerja (Kuasa PenggunaBarang). 
(7) Diisi nomor dan tanggal surat Usu Ian RKBMD yang dikirim oleh Unit 

Kerja/Kuasa Pcngguna Barang yang bersangkutan. 
(8) Diisi nama, pangkat dan NIP pejabat yang menyetujui Hasil Penclaahan 

RK.BMD 
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(2). Form.al Penyampnian HMil Ptnelaahan RKBMD untuk APBD Perubahan 

Nomor 
Sifal 
Lampiran 
Hal 

KOP SURAT ...... . (1) 

........... (2) 
SangaL Segers 
...•••••• .. (3) berkas 
Penyampaian Hasil 
Peoelaahan Usulan 
Perubahan RKBMD 
Tahun .. (41 pada .. (5) 

Tempat, Tanggal Bulan Tahun 
Kepada 

Ytb .. ... ...... ..... (5) ... . . 

......... ... '.''' ... .. (6) 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor; . . . . . . . (7) 
Lan&.l!al .. ... . (7) hal Usulan Perttbahao Rcacana Kebutu han 
Hasil Penelaaban Rencana Kebutuhan Barang Milik Dacrah 
(RKBMDJ Tahun ..... (4) pada ...... (5) pa.da prinsipnya kaml 
mcnyctujtti deagan haail Penelaahan Pen,bahan RKBMD 
sebagaimana diuraikan pada la.mpiran surat inL 

Untuk selanj utnya, Perubahan RKBMD dapaL 
dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan 
anggaran. 

Dcmil<lan atas perhatiannya dan Lerima kasih. 

Pengguna Barang 

...........••••••.... 181 
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Petunjuk Pengisian : 
(1) Kop surat resmi yang berlaku pada SKPD (Pengguna Barang) yang 

bersangkutan. 
(2) Nomor surat sesuai kerenn1an peraturan pcrundang-undan~n. 
(3) Diisi jumlab lampiran surat ya.ng bcrsangkutan. 
(4) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusull<an. 
(5) Diisi Unit Kerja (Kuasa Penggttna Barang) yangdikirim. 
(6) Diisi lokasi kedudukan Kuasa Pengguna Barang. 
(7) Diisi nomor dan tanggal sural usulan RKBMD yang dikirim oleh 

Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan. 
(8) Diisi nama, pangkal dan NlP pejabat yang mengesahkan 

Hasil Penelaahan RKBMD. 
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6. Penyampaian Hasll Penelaahart Usulan RKBMD untuk APBD h,duk dan Perubahan 
pada Pengguna Bamng o leh Pengelola Barang 
(1). Fonnat Penyampaia.n Hasil Penelaahan RKBMD untuk APBO lnduk 

Nomor 
Sifat 
l..ampiran 
Hal 

KOP SURAT .. ..... (!) 

.•. ..•• (2) ..... . 
Sangat Seger-<1 
.. ... .. (3) berkas 
Hasil Penelaahan RKBMD 
Tahun .... (41 pada .... (5) 

Tempat, TanggaJ Bulan Tahun 
Kepada 
Yth .. , ..... .. .. .... .... (5) ....... . 

di · 
...... '" .......... . {6) ... .. ... . 

Sehubungan dengan surat Saudara Nom.or: . . . . .. (7) 
tanggal .. ... (7) ha! usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik 
Daerah (RKBMD) Tahun ... .. (4) pada .. .. (5) pada prinsipnya 
kami menyetujui RKBMD sebagaimana diuraikan pada 
1ampiran surat ini. 

Untuk selanjutnya., Hasil Pcnclaahan RKBMD dapat 
rulaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 
l. Hasil Penelaahan usulan RKBMD menyajikan inforrnasi 

berupa satuan BMD yang direkom.endasikan untuk 
dilakukan pengadaan dan/atau pemeliharaa n. 

2. Hasil Penelahaan usulan RKBMD pengaclaan clan RKBMD 
Pemeliharaan dengan memperhatikan ketersecliaan 
anggaran. 

3. Masil Penelaahan usulan RKBMD dapat diusulkan oleh 
l'engguna Barang kepada Pengelola Barang untuk 
cljlakukan perubahan menjadi RKBMD Pcngguna Ba rang. 

4. Batas ,vaktu penyampaian perubahan sebagaimana 
d imaksud pada angka 3 di at.as paling lambat Minggu 
ketiga bu Ian Jun i. 

Demikian uotuk menjadi perhatian clan terima kasih. 

Pengelola Bar-<lng 

.... ..... ....... .... . (8l 

Petunjuk Pengisian: 
( 1) Kop surat resmj yang berlaku. 
(2) Nomor surat sesuru ketentuan peraturan perunclang-undangan. 
(3) Diisi j umlah lampiran surat yang bersangkutan. 
(4) Diisi tahun anggaran RKBMD yangcliusulkan. 
(5) Diisi nama SKPD. 
(6} Diisi lokasi kedlldtt.kan SKPD. 
(71 Diisi nomor dan tanggal surat Usulan RKBMD yang dikirim oleh 

SKPD yang bersangkutan. 
(8) Diisi nama, pangkat clan NIP pejabaL yang menyetujui Hasil 

Pcnelaaha.n RKBMD. 
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(21, F'orma1 Pcnyampaian Hasil Pene)aahan RKBMD untu.k APBD Perubahan 

Nomor 

Sifal 

Lampiran 

Hal 

KOP SURAT ...... . (!] 

Tempat, TanggaJ Bulan Tahun 

•............... ....... (2) 

Sangat Segera 

... ... ..... (3)berkas 

Penyampaian Hasil 
Penelaahan Usulan 
Perubahan RKBMD 
Tahuo .. (4) ... pada .. (5) 

Kepada 

Yth. 

.....•.•• .. ''''' •••••• ... ... (5) 

.... ... ....... ..... {6) 

Sehubungan dcagao surat Saudara Nomor: ....... (7) 
tanggal ...... (7) hal Usulan Perubahan Rencana Kcbutuhao 
Hasil Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 
{RKBMD) Tahun ..... (4) pada ..... , (5) pada prinsipnya kami 
menyetujui dengan basil Penelaahan Perubahan RKBMD 
sebagaimana diuraik~ pada lampiran sural ini. 

Untuk selanjua nya, Perubahan RKBMD dapat 
dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan 
anggaran . 

Demikian atas perhatiannya dan terima kasih. 

Pcngelola Barang 

' ''''''' .•.. .... ... (8} 
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Petunjuk Pe:ngisian: 
{!) Kap surat resmi yang berlaku. 
(2) Nomor sttrat scsu ai ketentuan peraruran perundang-nndangan. 
(3) Dusi jumlah lampiran surat yang bersang)mtan. 
(4) Diisi tahun anggaran RKBMD yang cliusulkan. 
(5) Diisi SKPD (Pengguna Barang) yang clikirim. 
(6) Diisi lokasi kedudukan SKPD. 
(7) Diisi nomor dan tanggal surat Usu Ian RKBMD yang dikirim oleh SKPD 

yang bersangkutan. 
(8) Diisi nama, pangkat dan NIP pejabal yang mengesahkan 

Hasil Penelaahan RKBMD. 



- 40 · 

7, RKBMO Fbll:11 untuk. APBD Lnduk dan Pe.ru.bohan pada Kuas~ Pengg1.ma Ba:rang 
(11, f'omrnt RKflMD Pcngadaan unmk APBD lnduk 

Pt:M .e.11u,r111,u ~ •N&• 
M.A l;IUPA l"C,.,, ",()TI\ 

PCNO(U,INA All,l'IANQ, 

: ..... ,, _ _ ,,, .. , .. - ··· "·- ( .4 ) 

• ······-·-·- ·--·- 10) 
' ··············-·-·--- ,., 

--
••• Po'o,[lln"t"V),\C~Ut,- ,VOul.pUl 

• • .,__ 
~ ....-.._,.,., ···-·-" ... ., •..•. ,. ,_, 

'>· ..,_----:--:;-,.,'""~··-····- _ ..... 
• - ~ .. -... ·-····-· ... l(o ... l~L.--•-••-

L 01..11put .......... ,. ....... ... ... 

I- •. - ~ .. ·-· ·-·-
•• ... '"'" ··- ···- " ' '''" .... , _ ,, __ ,, 

K• i,;i•uo,._.,_,,.. ,-.•-·-··-
L Ou~~ - • .•. -·-··--· 

- 1--

°' 
_.,..,_..,,_.,_,, .. _ .. _.-• 
•• o .. '""' ............. - .... - ... 

» . 0,,.1 ...... ~ .. - ... .. _ 

c. D.-1 ........ -. -
'.>, ( ti) 

-

-

flCN'e"'N A l(itQU,-VH'il.N t>i;NOAOAAN (:IAAANO ,..._,.u .... l)Al;ftA,I O 

(Rt:N~.-,p~QADA-1 
"VA1;A Pt:NGOVNA. ~A.RANG ,,_ ,, .. ,.. •- { :Ill 

TAI MJM ••- ••• f$J 

!'ti>•- .._._._,Vl'.•t>"" P•n . .C.,:o<li't,tl nc-,.t\K M oil ., Q,-,•,at> ( Y,,, 11:,10-.otvj ... ) 

"- e.-., .... ,,,. ,,.,..,,.e..,• n11 ............. , . ,:;,., ..... 
• • . - • 

-
....... ~ .. ,. --~·~~:~ ... ~,._ 

I- -- -,ul ,11 .,._ .............. 

.. ......................... "" 

'"' 
,.., .. .., (-12} 

,_.,_ .. _,_ ... -··--····-··-·-·•-«-...... (..el) 
K,..,.,. - ......... •f• (t.,,..._ .......... 1 "-(0 

;;;;:::=.-·····---(17.,) 
·-·-----··-- ,~ 7) 

l.f,.,.tnn,an ... "' 

·-
---- c: .......... _. ..... ... Kol. 

,· "" 

--- --

-

-,~, ,,., 



• 41 · 

Petunjuk Pengisian: 
(I) Diisi nomor halaman. 
(2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan. 
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan. 
(5) Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan. 
(6) Diisi nama Pengguna Ba rang. 
(7) Diisi nomor urut. 
(8) Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerjaSKPD. 
(9) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodelikasi 

barang milik daerah yang berlakct. 
(IO) Diisi uraian nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan 

ketentuan penggolongan dan kodelikasi barang milik daerah yang 
berlaku. 

( 11 l Diisi kuantitas barang yang diusulkan. 
{12) Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (ml, luas (m'), unit, buah, set, dan sebagainya. 
( t 3t Diisi sesuai dengan cara pemcnuhannya misalka.n sewa atau 

pembelian. 
(14) Diisi ke\erangan dan/atau infom1asi penting lainnya yang perlu 

diungkap. 
(15) Diisi tempat dan tanggaJ disahkan. 
(16) Diisi jabaran Kuasa Pengguna Barang yang melakukan 

pcnandatanganan. 
(17) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan, 
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Perunjuk Pengisian : 
(1) Diisi nomor halaman. 
(2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan. 
(3) Diisi tahun anggaran RKBM D yang d iusulkan. 
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan . 
(5) Diisi nama Kabupaten/Kot.a yang bersangku tan. 
(6) Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan. 
(7) Diisi nomor urut. 
(8) Diisi nama program/ kegiatan/output berdasarkan rencana kerjaSKPD. 
(9) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketencuan penggolongan 

dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 
( 10) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (9) 

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik 
daerah yang bcrlaku. 

(I I) Diisi kuantitas barangyangdipelihara. 
( 12) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya. 
( 13) Diisi status barang milik dacrah yang pcmcliharaannya dapat dibiayai 

APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai. 
(14) Diisi sesuai kondisi barangyangdipeliharajika Baik (B). 
( 15) Diisi sesuai kondisi barang yang d ipelihara jika Rusak Ringan (RR). 
(16) Diis i sesuai kondisi barangyangdipeliharajika Rusak Bcrat(RB). 
(17) Diisi uraian nama RKBMD yangdisetujui. 
( 18) Diisi kuantitas barang pada RKBMD pemcliharaan yangdisetujui. 
(19) Diisi satuan barang RKBMD pemeliharaan yang disetujui sesuai 

ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m'J, unit, buah, set, 
dan sebagainya. 

(20) Diisi keterangan dan/atau i nformasi penting lainnya yang perlu 
diungkap. 

(21) Diisi tempat dan tanggal disabkan. 
(22) Diisi jabatan Kuasa Pe.ngguna Barang yang melakukan 

penandatanganan. 
(23) Diis, nama dan NIP pejabat yang mengesahkan. 
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Petunjuk Pengisian 
(I) Oiisi nomor hala.man. 
(2) Oiisi nama Kuasa Pengguna Barang. 
(3) Oiisi tahun anggaran RKBMD yangdiusulkan. 
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan. 
(51 Diisi nama Kabupaten/ Kotayangbersangkutan. 
(6) Diisi nama Penggu na Ba.rang. 
(7) Diisi nomor urut. 
(8) Diisi nama program/ kegiacan/output berdasarkan rencana kerjaSKPD. 
(9) Diisi kocle barang berdasarkan ketenruan penggolongan dan kodefikasi 

barang milik daerah yang berlaku . 
(1 0) Diisi nama barang sesuai kodc pad a kolom (9) berdasarkan ketentuan 

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yangberlaku. 
(11) Diisi l<uanticas bamng mili.k daerah yang lercantum pada hasil 

penelaahan RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan 
perubahan. 

(12) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan 
perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang {m). luas 
(m•), unit,buab, se\, dan sebagain ya 

( 13) Diisi Ku antitas barang pengadaan yang diusulkan menggantikan 
besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan 
RKBMDPengadaan. 

(14) Diisi sacuan barang pengadaan yang diusulkan unruk dilakukan 
perubahan dan menggantikan besara.n satuan barang yang lercanrnm 
pada hasil penelaahan RKSMD Penga.daan sesuai ketentuan yang 
berlaku yaitu : panjang (m) . luas (m•J, u nit, buab, se1, dan scbagaiuya. 

(15) Diisi alasan yang mendasari di!akukannya perubahan pada RKBMD 
Pengadaan yang sudah pen1al} <lil.!Stllkan sebelumnya, 

\16) Diisi perobahan kuantitas barang pada RKBMD pengadaan yang 
disctujui. 

( 17) Diisi perubahan saruan barang pada RKSMD pengadaan yang 
diserujui sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas fm') . 
unit, buah , set, dan sebagainya, 

(18) Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya m,salkan sewa atau pembe!ian. 
(19) Diisi keterangan dan/atau informasi penting la.innya yang perlu 

diungkap. 
(20} Diisi tempat dan tanggal disahkan. 
\2 1) Diisi jabatan l<uasa Penggu na Barang yang 

mclakukan penandatanganan. 
(22) Diisi nama dan NIP pejabaL yang mengcsabkan . 
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Petunjuk Pengisian: 
(I) Diisi nomor halaman. 
(2) Diisi nama Kuasa Pengguna Ba.rang yang bersangktaan. 
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yangdiusulkan. 
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangktttan. 
(5) Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan. 
(6) Diisi nama Pengguna Ba.rang yang bersangkutan. 
(7) Diisi nomor urut. 
(8) Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerjaSKPD. 
(9) Diisi kode barang yang dipclihara berdasarkan ketentuan penggolongan dan 

kodcfikasi barang milik daerah yang berlaku. 
( 10) Diisi nama barang yang dipelihara scsuai kode pada kolom (9) berdasarkan 

ketenruan pcnggolongan dan kodefikasi barang milik daerab yang bcrlaku. 
(II) Diisi kttantitas ba.rang yangdipelihara 
(12) Diisi satuan baning yang dlpclihara sesu.ai ketentuan yang berlaku yaitu: 

panjang (m), luas (m'}, unit, buah, set, dan sebagainya. 
(13) Diisi status barang milik daerah yang pcrneliharaannya dapat dibiayai APBD 

seperti dlgunakan sendiri a tau pinjam pakai. 
( 14) Diisi scsuai kondisi barang yang dipeliharajika Baik (B) , 
(15) Diisi sesuai kondisi barang yang dipeliharajika Rusak Ringan (RR). 
(1 6) Diisi sesuai kondisi barangyangdipeliharajika Rusak Berat(RB). 
(17) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan 

pemelihara.an, 
(18) Diisi ktta.nlitas barangyang cliusulkan un,uk dilakttka.npemeliharaan. 
(19) Diisi satuan barang yang diusulkan pemeliharaannya sesuai kctentuan yang 

ber1aku yaitu: panjang (m), luas (rn~), unit, buah, set, dan sebagainya 
(20) Diisi kuantitas barang milik Daerah yang diusulkan mengganlikan besaran 

satuan barai1g yang tercanrum pada hasil pendaahan RKBMD pcmeliharaan. 
(21) Diisl satuan baraog yang diusulkan untuk dllakttkan perubahan 

pemcliharaannya dan menggantikan besaran satuan barang yang tercanturn 
pada hasil penelaahan RKBMD pemcliharaan sesuai kelentuan yang berlaku 
yailu: panjang (ml, luas (m' ), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(22) DLlsi alasan yang mendasari dilakukann)•a perubahan pada RKBMD 
pemeliharaan yang sudah pernah diusulkan scbelumnya 

(23) Diisi kuantitas barang pada perubahan RKBMD pemeliharean yang disetujui. 
(24) Diisi satuan barang pada RKBMD pemeliharaan yang disetujui 

pemeliharaanya sesuai ketentuan yang berlakt1 yaitu: panjang (m), luas (m•), 
unit, buah, sett dan sebagainya. 

(25) DLlsi ketera11gan dan/atau informasi pealing lainnya yang perlu 
diungkap. 

(26) Diisi tempat dan tanggal disahkan . 
(27) Diisi jabatan Kuasa Pengguna Ba.rang yang melakukan 

penandatanganan, 
(28) Diisi nama dan NrP pcjabat yang mengesabkan. 
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- 49 -

Petunjuk Pengisian: 
( I) Diisi nomor halaman. 
(2) Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan. 
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yangdiusulkan. 
(4) Diisi nama Pro,-insi yangbersangkutan. 
(5) Diisi nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan. 
(6) Diisi nomor urut. 
(7) Diisi nama Kuasa Pengguna Bara.ng/program/kegiatan/output 

berdasarkan rencana kerja SKPD. 
(8) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi 

barang milik daerah yang berlaku.. 
(9) Diisl uraian nama barang ses nai kode pada kolom (8) berdasarkan 

keten tuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 
(10) Diisi kuantitas barang yangcliusulkan. 
(111 Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: 

panjang (m), luas (m') , unit, buah, scl, dan sebagainya. 
( 12) Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian. 
(13) Diisi keterangan dan / atau inform.asi _penting lainnya yang perlu 

diungkap, 
( 141 Diisi tempat dan tanggal disahkan. 
( 15) Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penru1datanganan. 
( 161 Diisi nama dan NIP pcjabat yang mcngcsahkan. 
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Petunjuk Pengisian : 
( 1) DLlsi nomor halaman. 
(2) Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan. 
(3) Diis i tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan. 
(5) Diisi nama Kabupaten/ Kota yang bersangkutan. 
(6) Diisi nomor urut. 
(7) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output 

berdasarkan rencana kerja SKPD. 
(8) Diisi kodc barang yang dipelihara berdasarkan kctcntuan pcnggolongan dan 

kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 
(9) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kodc pada kolom (8) berdasarkan 

ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlakt1. 
( 10) Diisi kuantitas barang yang dipclihara 
(11) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang bcrlaku yaitu: 

panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya, 
( 12) Oiisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai APBD 

seperti digunakan sendir i atau pinjam pakai. 
( 13) Oiisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B). 
(14) Diisi scsuai kondisi barangyang dipeliharajika Rusak Ringan(RR). 
(15) Diisi ses,tai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Beral(RB). 
(16) Oiisi uraia,1 nama RKBMD pemcliliaraan yangdisetujui. 
(17) Diisi kuantitas barang pada RKBMD pemcliharaan yangdisetujui. 
(18) Diisi satuan barang milik daerah yang disetujui pemeli11araannya sesuru 

ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m•), unit, buah, set, dan 
sebagainya. 

(19) Diisi keterangan dan/atau info:rmasi penting lainnya yang perh.i · 
diungkap. 

(20) Diisi tempat dan tanggal disahkan. 
(21) Diisi jabacan Pengguna Barang yang melakukan pcoandatanganan, 
(22) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan 
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Pctunjuk Pengisian: 
(1) Diisi nomor halaman. 
{2) Diisi nama Pengguna Barang. 
{3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusu lkan. 
(4) Dusi narna Provinsi yangbersangkulan. 
(5) Dusi nama Kabupalen/Koia yang bersangkutan. 
(6) Diisi nomor urut. 
(7) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang program/kegiatan/output 

berdasarkan rencana kerja SKPD. 
(8) Diisi kode baraog bcrdasarkan ketenruan penggolongan dan kodelikasi 

barang milik daerah yang berlaku . 
(9) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (8) berdasarkan ketentuan 

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 
(10) Diisi kuantitas barang milik daerah yang 1ercan1um pada hasil 

penclaahan RKBl\.lD Pengadaan yang diusulkan u ntuk dilakukan 
pcrubahan . 

(11) Dusi satuan barang pcngadaan yang diu sulkan untuk dilakukan 
perubaban sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas 
(m2) , unit. buah , set, dan sebagainya. 

(12) Diisi Kuanlitas barang pengadaan yang diusulkan mcnggantikan 
besaran 3atuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD 
Pe11gadaan. 

(13) Dlisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dila.kukan 
perubahao dao menggantikan besaran saluan barang yang tercantum 
pada basil penelaaha.n RKBMD Pengadaan sesuai ketentuan yang 
ber laku yaitu: panjang (m) . luas (m2·1, unit, buah, sel, dan sebagainya. 

(14) Dusi alasan yang mendasari dilakukannya pen,bahan pada RKBMD 
Pengadaan yang sudah pemah diusulkan sebelumnya. 

\15) Diisi perubahan lrnantilas barang pada RKBMD pengadaan yang 
disetujLLi. 

/161 Diisi peruba.han satuan barang pada RKBMD pengadaan yang djsetujui 
sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m'I, unit, 
buah, set, clan sebagainya. 

(17) Diisi sesuai dengan cara pemenu hannya misalkan sewa atau pembclian. 
(18) Diisi ketcrangan dan/atau informasi penting lai.nnya yang perlu 

diungkap. 
(19) Diisi tempat dan tanggal disahkan. 
(20) Diisi jabatao Pcngguna Barang yang rnelakukan pcnandatanganan. 
(2 I) Dusi nama dan N IP pejabat yang rncngcsahkan. 
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- 55 -

Pet1lnjuk Pcngisian: 
(II Diisi nomor halaman. 
(2} Diisi na111a Pengguna Barang yang bersangku tan. 
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yangdiusulkan. 
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan. 
(5) Diisi nama Kabupa.ten/Kota yang bersangkuuu, . 
(6) Diisi nomor urut. 
(7) Diisi nama Kuasa Pcngguna 

Barang/ program/kcgiatan/ output berdasarkan rencana kerja SKPD. 
(81 Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan 

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berla)<1l. 
(91 Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (8) 

berdasarkan ketentuan penggolongan clan kodefikasi barang milik 
daerahyang berlaku. 

{10) Diisi kuantitas barangyangclipelihara. 
(11) Diisi satuan barang yang dipelibara sesuai ketentuan yang berlak1l 

yaitu: pa.njang (m), luas (m'), unit, buah, set, dan sebagainya. 
(12) Diisi status barang milik daerah yang pemcliharaannya dapat dibiayai 

APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai. 
(13) Diisi sesuai kondisi barang yang dipeliharajika Bai'k (B). 
(14) Diisi sesuai kondisi barangyangdipeliharajika Rusak Ringan(RR). 
(15) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB. 
(161 Diisi uraian nama pemcliharaan yang djusulkan unt1lk 

dilakukan pemeliharaan. 
(17) Diisi kuantltas barang yang diusulkan untuk dilakukanpemeliharaan. 
( 18) Diisi satuao barang yang diusulkan pemeliharaanya sesuai ketentuan 

yang bcrlaku yaitu: panjang (m), luas (m21, twit, buah, set, dan 
sebagainya. 

(19) Diisi k1lanlitas barang yang cliusulkan menggantikan besaran saruan 
barang yang tercan l1l.m pad a hasil penelaahan RKBM D pemeliharaan. 

(20) Diisi satuan barang yang diusu lkan untuk dilak1lkan perubahan dan 
menggan1.ikan besaran satu.an barang yang tercantum pada hasH 
pcnelaahan RKBMD sesuaj keten(uan yang berlaku yaitu: panjang (m) , 
luas (m'), unit, buah, set, dan scbagainya. 

(21) Diisi alasan yang mendasa,; perubahan RKBMD pemeliharaan yang 
sudah diusulkan sebclumnya, 

(22) Diisi kuantitas perubahan RKBMD pemeliharaan yangdisetujui. 
(23) Diisi satuan perubahan RKBMD pemeliharaan yang disctuj ui sesuru 

ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m], luas (m"), unit, buah. set, 
dan sebagainya. 

(241 Diisi kecerangan dan/atau informasi penting lainnya yang 
perlu diungkap. 

(25) Diisi tempat dan tanggaJ disahkan. 
(26) Diisi jabatao Pengguna Barang yang melakukan pcnandatanganan. 
(27) Diisi nama dan NIP pcjabat yang mengesahkan. 
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Petunjuk Pengisian: 
(I) Diisi nomor halaman. 
(2) Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota yangbersangkutan. 
(3) Dilsi tahun anggaran RKBMD yan,gdiusulkru,. 
(4) Diisi nomor uruL, 
(5) Diisi nama Pengguna Barang/program/kegiatan/output bcrdasarkan 

rencana kerja SKPD. 
(6) Diisi kode barang berdasarkan ker.en Luru, pcnggolongan dan kodelikasi 

barang milik daerah yang berlak\l. 
(7) Diisi uraian nama barang sesuai kode pada kolom (6) berdasarkan 

ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang 
berlaku. 

(8) Diisi kuantitas barang yang diusulkan. 
(9) Diisi saruan barang yang di usu lkan sesuai ketenruan yang berlaku 

yairu: panjang (m), luas (m•), unit, buah, set,dsb. 
(JO) Diisi kuantitas barang pengadaan yang disetujui. 
(11) Diisi saruan barang pengadaan yang dise.tttju1 sesuai ketenLuan 

yang berlaku yairu: panjang (ml, Juas (m•), unit. buah, sct.dsb. 
(12} Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian. 
(13) Diisi keterru,gan dan/atau informasi pcnting lainnya yang 

perlu diungkap. 
\14) Diis i tempat dan tanggal disahkan. 
(15) Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukru, pcnandatanganan. 
(16) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengcsahkan. 
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Perunjuk Pengisian: 

(!) Diisi nomor halaman. 
(2) Diisi nama Pemerintab Provinsi/Kabupaten/Kota yangbersangkutan. 
(3) Diisi tabun anggaran RKBMD yang diusulkan. 
(4) Diisi nomor urut. 
(5) Diisi nama Peogguna Barang/program/kegiatan/outpuL berdasarkan 

rcocana kerja SKPD. 
(6) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketenruan 

penggolongan dan kodcfikasi barang milik daerah yang berlaku. 
{7) Diisi na.ma barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom t6) 

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik 
daerah yang berlaku. 

(8) Diisi kuantitas barang yang dipclihara. 
(9) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m'), unit, buah, set, dan sebagainya. 
( I 0) Diisi starus BMD yang pemeliharaannya dapat dibiayai APBD sepcrti 

di1,,unakan scndiri atau pinjam pakal. 
(11) Diisi sesuai koodisi barang yang dipeliharajika Baik {B). 
( 12) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara j ika Rusak Ringan (RR). 
( 13) Diisi sesuai kondisi barang yang dipeliharajika Rusak Berat {RB). 
( 14) Diisi uraian nama pemeliharaan pada Rencana 

Kebutuhan Pemelibaraan BMD yangdisetujui. 
(15) Dusi kuantitas barang pada RKBMD Pemeliharaan yangdisetujui. 
( l6) Diisi saman barang pada RKBMD Pemeliharaan yang disetujui sesuai 

ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m). Juas (m'), unit, buah, set, 
dan sebagainya. 

( l 7) Diisi keterangan dan/atau informasi pcating lainnya yang 
perlu diungkap. 

(18) Diisi tempal dan tanggal disahkru,. 
( 19) Di isl Jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatangan. 
(20) Diisi nama dan NJP pejabat yang mengesahkan. 
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Petuajuk Pengisian: 
(1) Diisi nomor halaman. 
(2) Diisi nama Provinsi/Kabupalen/l<ota. 
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 
(4) Diisi nomor urut. 
(5) Diisi nama Pengguna Barang/program/kegiatan/output berdasarkan 

rencana kerja SKPD. 
(6) Diisl kode barang berdasarkan ke1entt1an penggolongan dan kodelikasi 

barang milik daerah yang berlaku. 
(7) Diisl nama barang sesuai kode pada kolom (6) berdasarkan ketentuan 

pcnggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 
(8) Diisi kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada hasil 

penelaahan RJ{BMD Pcngadaan yang dlusulkan untuk clilakukan 
perubahan. 

(9) Diisi saruan barang pengadaan yang diusulkan unluk dilakukan 
perubahan scsuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas 
(m2), unit, bual1, set, dan sebagainya. 

(10) Diisi Kuantit.as barang pengadaan yang diusulkan menggantikan 
besaran satuan barang yang tercanrum pada hasil penelnahan RKBMD 
Pengadaan . 

(1 1) Diisi satuan barang pengadaan yang di usu lkan untuk dilakukan 
pcrubahan dan menggantikan be saran satuan barang yang tercantum 
pada hasil pcndaahan RKB!\o!D pengadaan sesuai ketentuan yang 
berlaku yaitu: panjang (m), luas (m•), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(12) Diisi alasan yang menclasari dilakukannya perubahan pada RKBMD 
pengadaan yang sudah pemah dlusulkan sebelumnya. 

(13) Diisi perubahan kuantitas barang pada RKBMD pengadaa.n yang 
disetujui. 

(14) Diisi perubahan satuan barang pada RKBMD pengadaan yang disetujui 
sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m' ). unit, 
buah, set, clan sebagainya. 

( 15) Diisi sesuai dengan cara pemcnuhannya misalkan sewa atau pembelian. 
(l6) Diisi kcterangan clan/ atau informasi penti.ng lainnya yang perlu 

diungkap. 
U 7) Diisi cempat dan tanggal disahkan. 
( 18) Dtisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatanganan. 
{19) Diisl nama dan NIP pejabat yang rnengesahkan . 
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Petunjuk Pengisian: 
(I ) Diisi nomor halaman. 
(2) Diisi nama Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yangbersangkutan. 
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 
(4) Diisi nomor urut. 
(5) Diisi nama Pengguna Barang/program/kegiatan/output 

berdasarkan rencana kcrja SKPD. 
(6) Diisi kodc barang berdasarkan ketencuan pcnggolongan dan kodefikasi 

barang milik daerah yang berlaku. 
(7) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (6) berdasarkan ketencuan 

penggolongan dan kodcfikasi barang milik daerah yangberlaku. 
(8) Diisi kuantitas baning yang dipelihara. 
(9) Diisi satuan barang yang dipclihara scsuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebaga.inya, 
(10) Diisi status barang milik daerah yang pemeli.haraannya dapat dibiayai 

APB0 seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai. 
( 11) Diisi sesuai kondisi barang yang dipclihara jika Baik (B) . 
( 12) Dilsi scsuai kondisi barang yang dipelihara j ika Rusak Ringan (RR). 
(13) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB) . 
(14) 0iisi uraian nama pcmeliharaan yang d.iusulkan untuk 

dilakukan pemeliharaan. 
(15) Diisi kuantitas barang yang diusu\kan untuk dilakukan pemcliharoan. 
(16) Diisi satuan barang yang diusulkan pemeliharaanya sesuai ketenLuan 

yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan 
sebagainya. 

(17) Diisi kuanlitas barangyangdiusulkan menggantikan besaran satuan 
barang yang Lercanrum pada hasiJ pcnclaahan RKBMO pemeliharaan. 

(18) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan 
menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil 
penelaahan RKBMD sesuru kelentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), 
luas (m2), unit, buah, set, dan set>aga.inya, 

(19) Diisi alasan yang mendasari perubahan RKBMD pemeliharaan yang 
sudah <tiusulkan sebelumnya. 

(20) 0iisi lruantitas perubahan RKBMD pemeliharaan yangdisetujui. 
(21) Diisi satuan perubahan l~KBMD pemcliharaan yang disetujui sesuai 

ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), Juas (m2), unit, buah, set, 
dan sebagainya. 

(22) Diisi keterangan dan/atau informasi pcnting Jainnya yang perlu 
diungkap. 

(23) Diisi tempat dan tanggal disahkan. 
(24) Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatanganan. 
(25) Diisi nama dan NIP pejabat yang rnengesahkan. 

Pit. BUPATI MUARA ENIM 
\VAKIL BUPATI, 

Oto 

JUARSAH 



Lampiran Ill : Peraturan Bupati Muara Enim 
Nomor : 43 Tahun 20 l 9 
Tahun : 4 Oktober 20 I 9 
Tentang : Pcdoman Penge1o1aan Barang 

Milik Daerah 

Penggunaan Bargng Milik Daerah 

I. Pcnctapatan Status Pengguoaan Barang Milik Dae.rah 
(I). Penctapatan Status Penggunaan Barang Milik Dacrah Olcb Bupatj untuk : 

1) Tanah dan/atau bangunan: 
ZJ Selain tanah dao/atau bangunan yang mcmpunyw bu.kti kepemilikan; dan 
3) Ta.nah dan/atau baogunan, seria sclain tanah dan/ a tau bangunan. apabila tlda.k 

didelegasikan Bupati kepada Pengelola Barang. 

KEPUTUSAN BUPATI. .... ... ( l ) 

NOMOR .....•..... ..... . (2) 

TENTANG 

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH 
PADA S KPD ... .. .... .. (3] 

TAHUN ... ... . (4) 

BUPATI ............. (I) 

Menimbang: ba.hwa dalam rangka penggunaan barang milik daerah yang 
menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah ... ... ... ... .. (!), perlu ditetapkan Keputusan 
Tcntang Penetapan Status Pcnggunaan Barang Milik Daera.h 
Pada SKPD ..... (3) Tahun .... (4). 

Mengingat : I. Undang·Undang Nomor 23 Tahu n 2014 tentang Pemerintahan 
Daera.h (J..embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa 
ka Ii terakhir dengan Un dang- Un dang Nomor 9 Tahun 20 l5 
tentang Perubahan Kedua At.as Undang•Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerali (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (l,embaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533); 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor . .. Tahun .... 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun .... Nomor .... ); 

4. Peratu ran Daerab Nomor ... Tahun .... tentru1g .. .... ... .. . ; 

5. . .. dst. 

· 64 · 
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MEMUTUSKAN 
Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI .. ..... (I) TE:NTANG PENE:TAPAN STATUS 

KESATU 

KEDUA 

KETIOA 

KEEMPAT 

KELIMA 

KEENAM 

PENGGUNAAN BARANG MILIK DAE RAH PADA SKPD . ..... (3) 
TAHUN .. .. .. (4). 

Menetapkan srarns penggunaan barang mil[k daerah pada 
SKPD ... •• ... (3) untuk Tahun .. . (4) sebagaimana tercantum 
dalam lampiran kcputusan ini. 
Pcnetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada 
Diktum Kesatu adalah barang milik daerah yang wajib 
dilakukan pengelolaan oleh SKPD selaku pengguna barang 
sesuai ketentuan yang bertaku. 
SKPD .. ..... (3) dapat melakukan pemanfaatan atau 
pemindahtanganan sesuai dengan ketenruan peraturan 
pentndang-undangan. 
Pengguna Barang wajib mclakukan monitoring dan evaluasi 
atas optimalisasi penggunan barang milikdaerah. 
Rincian terhadap status penggunaan barang milik daerah 
dalam lampiran keputusan ini diuraikan dalam dafrar barang 
milik daerah pada Pengguna Barang. 
Keputusan B1,1pati ini mulai berlaku sej ak tanggal 
ditetapkan. 

Ditetapkan di ......... .. . (5) 

pada tanggal ......•.••••• (6) 

BIJPATI, 

.. .. ... ...• ..... .. ... •.•... .... (7) 



No. 

(8) 
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Lampi ran KcpuLusan Peoetapan Status Penggunaan 
Barang Mi l ik Daerah Pada 

SKPD .... (3) Tahun .. . . (4) . 
Nomor .... . (2)Tahun ... (4). 

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANO MILIK 
DAERAH PADA SKPD .... (3) TAHUN ... (4) 

Kode NamaBarang 
Barang 

(9) ( LO) 

JUMLAH 

Jumlah Nilai 
Perolahan 

(Rp} 

( II) (12) 

Dite1apkan di 
.. ...... .. .. (5) pada 
tanggal •••.•.••..... (6) 

BUPATI, 

.... ...... .... .. ... ... ... ... .. ... ,,(7~ 

KeL 

(13) 
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Petunjuk Pengisian: 
(I) Oiisi nama Provinsi/Kabupaten / Kota yang bersangkutan. 
(2) Diis i nomor Surat Keputusan. 
-~ Diisi nama SKPD. 
I'll Diisi tahun penetapan status penggunaan. 
\:j Diisi sesual tempat ditetapkan. 
!'i Diisi tanggal, bu Ian, tahun dltetapkan. 
(1) Diisi nama Bupati yang me netapkan status penggunaan. 
(& Diisi nomor urut. 
~ Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan 

dan kodefi kasi ba ra ng milik daerah yang berlaku. 
{IQ Diisl nama barang sesuai kodc pada kolom (9) berdasarkan 

ketentuan penggolongan d an koderikasi barang milik daerah 
yang berlaku. 

(ii) Di isi jumlah barang. 
IQ Diisi nilai perolchan barang. 
(!~ Diisi keterangan sesuai kebutuhan. 
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(2). Format Penetapatan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Oleh Pengelola 
Barang bcrdasarkan pendelegasian dari Bupati berupa sclain tanah dan/amu 
bangllnan dengan kondisi tert.entu . 

KEPUTUSAN PENGELOl,A BARANG 
NOMOR ................. (1) 

TE:NTANG-
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH 

PADA SKPO ....... .... (2) 
TAHUN .... ... ... (3) 

PENGELOLA BARANG 

Menimbang: bahwa dalam rangka penggunaan barang milik daerah yang 
menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan 
Pemerintah Dacrah .... ... ... .. (4), perlu ditetapkai, Keputusan 
tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah 
Pada SKPD .... (2) Tahun ... (3). 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembarnn 
Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tah.un 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Dacrah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 
5533); 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Te.bun ... 
tentang Pedoman Pengelolaan l'larang Milik Daerah 
(Serita Negara Rcpublik Indonesia Tahun .. . Nomor ... ); 

4. Pcraturan Daerah Nomor ... Tahun .... tentang ...... .. ; 
5. . . . dst. 
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Ml.sMUTUSKAN: 
Menetapkan: KEPUTUSAN PENOELOLA BARANG TENTANG PENETAPAN 

STATUS PENGOUNAAN BARANO MlLIK DAERAH PADA 
SKPD .. .. .. (2) TAHUN ...... (3). 

KE:SATU Menetapkan status penggunaan barang milik daerah pada 
SKPD ........ (2) untuk Tahun .. . (3) sebagaimana tercantum 
dalam lampiran keputusan ini. 

KE:DUA Penctapan status penggu11aan sebagaimana dimaksud pada 
Diktum Kesatu adalah barang milik daerah yang wajib 
dilakukan pengelolaan oleh SKPD sela.ku pengguna barang 
sesuai ketentuan yang berlaku. 

KETIOA SKPD .••. .. • (2) dapat melakukan pema.nfaatan atau 
pemindahtanganan scsllai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

KEEMPAT Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan cvaluasi 
atas optimalisasi penggunan barang milikdaerah. 

KELIMA Rincian terhadap status penggunaan barang milik daerah 
dalam lampiran keputusan ini diuraikan dalarn daftar barang 
milik daerah pada Pengguna Ba.rang. 

KEENAM Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota ini 
mulai berlaku sejak tanggal diterapkan. 

Ditetapkan di ... .. ... ... .. (5) 

pada tanggaJ ............. (6) 

PENGELOI..A 8ARANO, 

·· ···· ·· ······ ······ ····· ····· · (7) 
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Lampiran Keputusan Pe netapan 
Status Pengg1.1naan 

Sa rang Milik Daerah Pad a 
SKPD .... ... (2) T ahun .•.. (3) 
Nomor . .... (l) Tahun ... . (3) 

PENE:TAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK 

DAERAH PADA SKPD ... . (2) TAHUN ... (3) 

No. Kode Nama Jumlah Nilai Ket. 

Barang Barang Perolehan 
(Rp) 

(8) (9) (10) (J 1) (12) (13) 

JU Ml.AH 

Ditetapkan di .....•..... (5) 
pada tanggal ............ (6) 
PENGELOLA BARANG, 

.. ..... .......... .. (7} 
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Petunjuk Pengisian: 
(I) Diisi nomor Surat Keputusan. 
(2) Diis i nama SKPD. 
~ Diisi Lahun penctapao status penggunaan. 
111 Diisi nama Pemerinlah Daerah. 
€:I Diisi sesu ai Lempat ditetapkan. 
~ Diisi tanggal, bulan, Lahun ditetapkan. 
(7) Diis i nama Pen gclola Barang yang mene tap kan status 

penggunaan. 
l8J Diisi nomor urut. 
~ Diisi kode barang berdasarka.n ketentu an penggolongan 

dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 
(!Cl Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan 

keten,uan penggolo ngan dan kodefikasi ba rang milik daerah 
yang berlaku. 

(II) Diisi j um la h barang. 
(I~ Diisi n i!ai pcrolehan ba rang. 
(I~ Oiisi kcLcrangan sesuai kebu t uhan. 
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2 . Penetapatan Status Penggunaan Sementara Ba.rang Milik Daerah 
t II, Format Penetapatan Status Penggunaan. Semcntara Barang Milik Daerab Oleh 

Bupati unruk ; 
a. Tanah dan/atau banguna.n; 
b. SeJain tanah dan/atau bangu:nan yang mempunyai buktl kepcroilikan;dan 
c. Tanah dan/atau bangur1an, serta se1ain tanah dan/atau bangunan, 

apabila cidak didelegasikan Bupati l<epada pongelola barang. 

KEPUTUSAN BUPATI ....... . (I) 
NOMOR .... .. ... ... ..... (2) 

TENTANG 

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN SEMENTARA BARANG MILIK OAERAH 
PENGGUNA BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG . ..... (3) 

BUPATl ..... ... ..... (!) 

Mcnimbang : bahwa dalam rangka penggunaan barang milik daerah yang 
menunjang pclaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah pada Pengguna Barang/Kuasa 
Pengguna Baraog ... .. ........ (3), perlu ditetapkan Keputusan 
,entang Penetapan Status Penggunaan Sementara Barang 
Milik Daerah Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang 
... .. (3). 

Mengingat l. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik 
Jndoncsia.TahUJl 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana 
Lelah diubah beberapa kali tcrakhir dengan Undang· 
Uodang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
/\tas Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang 
Pemerintahan Daeral1 {l..embaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5679); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelo.laan Barang Milik Negara/Daerah {Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533); 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .. . Tahun .... 
tentang Pedoman Pe11gelolaan Barang Milik Daerah 
(Serita Negar.t Re pub lik Indonesia Tahun .... Nomor ... ); 

4. Peraturan Dacrah No mor .. , Tabun .... ten tang .. .... .... ; 
5. . .. .. dst. 



Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

KELIMA 
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MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN BUPATI .... ( I) TENTANG PENETAPAN STATUS 
PENGGUNMN SEMENTARA BARANG MILIK DAERAH 
PENGGUNA BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG . .. (3) . 

Meneu,pkan status penggunaan sementara barang milik 
daerah pad a Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang ..... 
(3). 

Objek barang yang digu nakan sementara oleh Pengguna 
Barang/Kuasa Pengguna Barang . .. (3) yang telah 
ditetapkan suirus penggunaannya pada Pengguna 
Barang/ Kuasa Pengguna Barang .. .. . . (4) denga n rincian 
sebagaimana dalam Jarnpiran keputusan ini. 

Pengguna barang semen.tara sebagaimana pada Diktum 
Kesatu berke<vajiban: 
a. Mclakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik 

daerah yang digunakan sementara; 
b. Melakukan pcngawasan dan pengendalian barang milik 

daerah yang cligunakan sementara; 
c . Meoyerahkan pada pengguna barang setelah jangka 

waktu penggunaan semcntara berakhir; 
d .... dst. 
Jangka waktu penggUnaan semcntara selama .... .. (51 
Tahun. 
Kep1.1rnsa,n Bupati in.i mulai berlaku sejak tanggal 
diter.apkan. 

Ditetapkan di ..... .. .... (6) 

pada tanggal ............ (7) 

BUPATI. 

•· ••• ··•··· ········••· ··· •• ··· · (8) 
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Lampiran : Keputusan 
Bupat i .. ... (l) Te nlaog Penetapan Status 
Penggunaan S e mentara Bara n g Milik Daerah 
Nomor ..... . ( l) Tahun .... .. .. {71 

PENll:TAPAN STATUS PENGCUNAAN SEMENTARA BARANG MILIK DAERAH 

No. Kode Kodc Nama Spesilikasi Tahun Jumlah Konclisi Barang Ket. 

Barang Register Barang t>erolehan Barang 

{9) (I 0) ( 11) ( I 2) (13) ( 14) ( 15) ( l6) (17) 

pada tanggal ....... ...... (7) 

BUPATI, 

... ... .... ..... ... ... ......... ....... ..... . (8) 



(2). F'ormat Penetapatan Status Penggunaan Sementara Barang Milik Oaerah Oteh 
Pengclola Barang berdasarka.n pend.elegasJan dari bupati berupa. selain tanah 
dan/atau bangunan dengan kondisi tet'tt:Olu, 

KEPUTUSAN PENOELOLA BARANO 
NOMOR ...... .. ... ... .. ( t) 

TENTANO 

PENETAPAN STATUS PENOOUNAAN SEMENTARA BARANC MILIK DAERAH 
PENGGUNA BARANO/KUASA PENGOUNA BARAN0 ...... (2) 

PENGELOLA BARANG 

Menimbang : bahwa dalam rangka penggunaan barang milik daerah yang 
menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pcnyelenggaraan 
Pemcrintah Daerdh pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna 
Barang .... ... (2), perlu ditetapkan Keputusan ten tang 
Penetapan Sta1, ,s Penggunaan Sementara Barang Milik 
Oaerah Penggun.i Barang/ Kuasa Pengguna Barang ...... (2). 

Mengingat : l. Undang-Undang Nomor 2$ Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarn bah an Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pe.merintahan Oacrah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia 1'ahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5679); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 20 I 4 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533); 

3. Pera tu ran Menteri Dalam Negeri Nomor . . . Ta hun .... 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Oaerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun .... Nomor ... ); 

4. Peraturao Dacrah Nomor .. . Tahun ... ten tang ........ ; 
5. . .. dst. 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan KEPUTUSAN PENGELOLA BARANG TENTA.NG PENETAPA.N 

STATUS PENGGUNAAN SEMENTARA BARANG MILIK 
OAERAH PENGGUNA BARANO/ KUASA PENGGUNA BARANG 
... ... (2). 

KESATU Menetapkan status penggunaan sementara barang milik 
daerah pada Pengguna Ba rang/ Kuasa Pcngguna Ba rang ..... 
121. 



• 76 • 

KEDUA Objek barang yang digunakan sementara oleh Pengguna 
Barang/Kuasa Pengguna Barang ... ... .. .. (2) yang tclah 
ditetapkan status penggunaannya pad a Pengguna 
Barang/Kuasa Pengguna Barang ....... {3) dcngan rincian 
sebagaimana dalam lampiran keputusan ini. 

KETIGA Pengguna barang sementara sebagaimana pada Diktum 
Kesatu berkewajiban: 
a. Mela kuka n pengamanan dan pemeliharaan barang milik 

daerah yang digunakan scmcntara; 
b. Mclakukan pengawasan dan peogendalian barang milik 

daerah yang digunakan sementara; 
c . Menyerahkan pada pengguna barang setelah jangka 

waktu penggunaan scmentara berakhirj 
d. • .. dst. 

KEEMPAT : Jangka waktu penggunaan se memara selama ..... (4) Tahun. 
KEl,IMA Keputusan Pengelola Barang ini mulai berlaku sejak tanggaJ 

ditetapkan . 

Ditctapkan di .... .. ..... (5) 

pada tanggal .. .... ...... {6) 

PENOELOLA BARI\NG, 

...... .... .. ...... .. ... ....... (71 



No. Kode 

Barang 

(8) (9) 

Lampiran 
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Keputusan Pengelola Barang Tentang Penetapan Status 
Penggunaan Sementara Barang MiLik Daerah Pengguna 
Barang/Kuasa Pengguna Barang .... (2) 
Nomor ..•• .......... . (1 )1'ahun ..... (6) 

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN SEMENTARA BARANG MILIK DAERAII. 

Kode Register Nama Spcsifikasi Tahun Jumlah Kondisi KeL 

Barang Perolehan Barang Barang 

( 10) ( 1 I) ( 1 2) (13) ( 14) ( IS) (16) 

Ditetapkan di . .. . . .. .. .. (6) pad a 

tanggal ............. (7) PENO ELOLA 

BARANG, 

...... ........ .... , .... ........ (8) 
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J. Penetapatan Status Penggunaan Ba.rang Mlllk Dae-rah Oioperasikan Pihak L..1.i.n 
Ol Form.al Penew.patan Status Penggunaan Barang Milik Dacrah Diopern:siko.n 

Pihak Lain Oleb Bupati. 

KEPUTUSAN BUPATI ........ (J) 
NOMOR .. ....... ... ... .. (2) 

TENTANG 

PENETAPAN STATUS PENGGU.NAAN BARANG MILIK DAERAH 
UNTUK DIOPERASIKAN OLEH . .... (3) 

Menimbang: 

Mengingat 

Menetapkan : 

KESATU 

BUPATI ... ... ...... . (l) 

bahwa dalarn rangka menjalankan pelayanan umum sesuai 
tugas dan fungsi SKPD ...... (4), perl,i ditelapkan Keputusan 
tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Dacrah 
Untuk Dioperasikan oleh .. .. ,(3), 

1. 

2. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5589) 
sebagairnana telah diubah bcbcrapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kcdua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tabun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 
Pera tu ran Pemerintah Nomor 27 'l'ahun 2014 ten tang 
Pengelolaan Barang Mi lik Negara/ Daerah {Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 92, 
Tambahao Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533); 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor •. . 'l'ahun .... 
tentang Pcdoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Berila Negara Republik Indonesia Tahun ... . Nomor .. . ); 

4, Peratura11 Daerah Nomor .. , Tahun .. .. . ten tang ... .... .... : 
5. , .. .. dst. 

MEMUT USl(AN: 
KEPUTUSAN BUPAT! .. . (I) TEN'l'ANG PC:NETAPAN STATUS 
PENGGUNMN BARANG MILIK DAERAH UNTUK 
DIOPERASIKAN OLEH ... (3). 
Menetapkan status penggunaan barang milik daerah Untuk 
Dioperasikan Oleh .. ... (3), 



KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

KELIMA 

KEENAM 
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Objek barang yang digunakan oleh ... .... .. (3) yang telah 
ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang 
.. ...... (4) dcngan rincian sebagai berikut: 
a. Kode Barang . .. .. .. .. . (5) 
b. Kode Register (6) 
c. Nama Barang : ......... (7) 
d. Kondisi Barang : ......... (8) 
e. Jumlah : . .... .... (9) 
f. Lokasi . . .. . ... .. (I 0) 

Jangka waktu penggunaan barang milik daerah yang 
dioperasikan oleh ...... (3) sclama ..... ( ... .. ) { 11) tahun. 
Pihal< sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU 
berkewajiba.11: 
a. Memelihara dan mengamankan barang milik daerah 

yang diopcrasikan; 
b. Menggunakan objek sebagaimana dimaksud pada 

DIKTUM KEDUA dalam rangka menjalankan pelayanan 
umum sesuai tugas dan fungsi SKPD ... ... . (4); 

c. Menyerahkan barang milik daerah sesuai berakhirnya 
pada DIKTUM l<ETIGA, pengakh iran secara sepihak oleh 
SKPO atau kctentuan lain sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan; 

d . Menanggung seluruh biaya pemeliharaan barang milik 
daerah yang timbul selama jangka waktu pengoperasian 
barang milik daerah; 

e. . .. dst. 
SKPD ...... (4) berkewajiban : 
a. Menindaklanjuti penggunaan barang milik daerah untuk 

dioperasikan scsuai DIKTUM KESATU; 
b. Melakukan pengawasan dan pengendalian tcrhadap 

barang milik daerah yang dioperasikan sesuai OIKTUM 
h."ESATU; 

c. Membuat perjanjian peog:gunaan barang milik daerah 
untuk dioperasikan sesuai DIKTUM KESATU; 

d . .. ... dst. 
Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 
ditctapkan. 

Ditetapkan di .. ... ... .... ( 12) 
pada tanggal .. .......... ( 13) 

BUPATI, 

...... .................. . .. ....... I] 41 
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•erunjuk Pengisian: 
(1) Diisi nama Provinsi/ Kabupaten/ K,ota yang bersangkutan. 
(2) Diisi nomor Surat Keputusan. 
(3) Diisi olch nama pihak lain. 
(4) Diisi nama SKPD selaku Penggu,,a Barang. 
(5) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi 

barang milik daerah yang berlaku. 
(6) Diisi kode register barang. 
{71 Diisi nama barang sesuru kode pada kolom (5) berdasarkan ketenruan 

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 
(8) Diisi kondisi barang seperti baik, rusak ringan atau rusak berat. 
(9) Diisi jumlah barang milik daerah yang dioperasikan oleh pihak lain 
(IO) Diisi lokasi barang yang diperasionalkan pihak lain. 
(l I) Diisi jangka waktu dioperasikan oleh pihak lain ya.iru angka dan huruf. 
(12) Diisi tempat ditctapkan. 
(13) Dli&i tanggal, bulan, tahun ditetapkan. 
(14) Diisi nama Bupati yang menctapk.an. 
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4. Surat Pemyataart 
I. Fonnat Surat Pemyataan Yang McnyaJakan Barang MiUk Daerah Berupa 

1'aJ1ah Digunakan Dan Dikuasai Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Ba,-ang. 

KOP SURAT ........ .. (!) 

SURAT P8RNYATMN 
Nomor : ....... ... ...... .. ..... .. ..... (2) 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nam.a : .... ... .. ... .... .. .... .... ...... ..... - ... ...... .... .. ... ..... .. ~··· ····· ·· ·(3) 
NIP : ....... .... .... ... ..• . , ... ,.~· ·•··· ·· .. ........... ... , .......... , .... ..... (4) 
Jabatan : ... .. . , .. , , , ........ ...... .. ... ........ , .... , , ... .. ..... ..... .. ... ... .. .. , , (5) 

dengan ini menyatakan bahwa tanaJ, dengan rincian data: 

NO Nama Barang Luas Tanah (m•) Lokasl 

.. (6) .. ..(7) . . ..(8) .. ..(9) .. 

adalah barang millk daerah yang dikuasai dan digunakan untuk 
penyelenggaraan tugas dan fungsiPengguna Barang/ Kuasa Pengguna 
Barang ....... .. (10). 

Demikian pcmyauuu, ini kami buat dengan sebenar-bens.mya 
dalam rangka permohonan pcnetapan status penggunaan barang milik 
daerah. 

. ..... .. ..... (11) .. .... ....... ..... (12) 
Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Ba rang ... (I 0) 

... ... ... .... ..... .... .... ....... ... .. (3) 
NIP ............... .,. .... ... (4) 
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Petunjuk Pengisian: 
(I) Diisi kop surat sesuai peraturan perundang-undangan . 
(2) Diisi nomor surat pernyataan. 
(3) Dii,,i nama pcjabal yang menandatangani. 
(4) Diisi N!Ppejabat yang menandatangani. 
(5) Diisi jabatan pejabat yang me:nandatangani. 
(6) Dilsi nomor unit, 
(7} Diisi nama barang. 
{8} Dilsi luas tanah. 
(9) Diisi tempat/ lokasi barang. 
(lO) Diisi Pengguna Barang/Kuasa Penggw1a Be.rang. 
( 11) Diisi tempat pcnar,dacanganan. 
(12) Diisi tanggal penandatanganan. 
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2. F'ormaL Su rat Pemyataan Yang Menyatakan Bru-ang Milik Oacrah Berupa 
Bangunan Oigunakan Pengguna Barang/ Kuasa PenS!,•>.ma Barang. 

KOP 
SURAT ...... .... (l) 

SURAT 
PERNYATAAN 

Nomor: 

.. ... ............. ... (2) Yang bertanda 

tangan di ba.wah ini: 

Nama 
• ''.' •• ' .......... ·•···· ....... ... '' ......... ' .. ..... ..... ....... ...•• ''' •. •..... ..... .. (3) NIP 
: '''' .. ........ . ... .. ... .. ....... .. ' .... ' ... .. .... .... .... ·• . ··••-· .. ····· ... ' ..... .. ... . (4) 
Jabatan 
: ......... ... '' ... ' ... ..... ... .. .. .... .. ...... ... '' .. .. ' .. ... .... ... .. ... ... ... ..... ' ... (5) 

denP-an ini menvatakan bahwa banuunan deo"an rincian data: 
NO Na.ma Luas bangunan Loka 

.. (6). ..(7) .. .. (8\ .. .. (9) .. 

. 

adalah barang milik daerah yang dikuasai dan digunakan untuk 
penyelenggaraan tugas dan rungs:iPengguna Barang/ Kua.sa Pengguna 
Barang ...... (10) 

Oemikian pemyataan ini kami buaL dengan sebenar-benamya 
dalam rangka permohonan penetapan starus penggtlnaan barang milik 

-4a(>l'ah. 

.. ......... (11) .. .. ... .. .... ........ (12) 
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna 
Ba rang .. ( I 0) 

........... ........... .. ' ...... ' ......... . 

... (3) NIP 

... ... .... ............ .. ..... ....... .. (4) 
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Petunjuk Pengisian 
(I) Diisi kop surat sesuai peraturan perundang-undangan. 
(2) Diisi nomor surat pemyataan. 
(3) Diisi name pejabat yang menendatangani. 
(4) Diisi NIPpejabat yang mena.ndatangani. 
(5) Diisi jabatan pejabat yang mcnandetangani. 
(6) Diisi nomor urut. 
(7) Diisi nama barang. 
(8) Diisi luas bangunen. 
(9) Diisi tempet/ lokesi barang. 
( I 0) Diisi name Pengguna Baraog/ Kuesa Pengguna Barang. 
(1 I) Diisi tempatpenandatanganan. 
(12) Diisi tanggal pcnandatanganan. 
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3. Fonnat surat pcmyataan yang menyaui.kan ba..ra.ng milik daerah berupa tanah 
dan/ atau bangunan yang darl awal J'(:ngadaannya direncanakan un1.uk dilakukan 
pemindahumganan dengan cam penyertaru:ti modaJ pemerintah da.erah. 

KOP SURAT ..... ..... (! ) 

SURAT PERNYATAAN 
Nomor: ....... ......... .. ... (2) 

Yang bertanda tangan di bawah in.i: 
Nama 
NIP 

: ············"· '·· ·· ············ ······ ······· ····· ·················· ···· ····• ·f3) 
: . .. .... .. ... .. ... ....... ... ...... ... ... .... .. ......... ............ .... ... .. ... (,4) 

Jabaran : ....... .. ... ... .. ...... .... ...... ........ ...... .. .. ....... ........... .. .. .... {5) 

dengan ini menyatakan bahwa bangunan dengan rincian data: 

No. Nama LuasTanah Lokasi Luas Lokasi 
Barang (m >) Tanah bangunan Bangunan 

(m•) 
•• (6) •. . . (7) .• •. (8) .. • . (9) .. .. (10) .. ..(11) .. 

adalah barang milik daerah yang dikuasai PenggunaBarang/ Kuasa Pengguna 
Barang ..... .. ..... .. .. (12) yang dari awalpengadaannya dire ncanakan uncuk 
dlakukan pemindah tanganan dengan cara Penyertaan Modal Pemerintah 
Daerah. 

Demikian pemyataan ini kanu bua t dengan sebenar-benarnya dalarn 
rangka permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah. 

···············(13), •....•... .•. .. .......... (14) 
Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Bara ng .. . ( 12) 

... ..•.• ... •••..... .• ...... ..... .. ( 12) 
NIP .... ,, .... ....... ... .... ... (12) 



· 86 · 

Petunujuk Pengisian : 
(I) Diisi kop surat sesuai peraturanpcnmdang-undangan. 
(2) Diisi nomor surat pernyataan. 
(3) Diisi nama pejabat yang menandatangani. 
(4) Dusi NIPpejabat yang menandatangani. 
(5) Diisi jabatan pejabat yang menandatangani. 
(6) Diisi oomor urut. 
(7) Diisi nama barang. 
(8) Diisi luas tanah. 
(9) Diisi tempat/lokasi ianah. 
( I 0) Diisi luas bangunan. 
( 11) Diisi tempat/ lokasi bangw1an. 
( 12) Diisi nama Pengguna Barang/ KuasaPengguna Barang. 
(13) Diisi tempat penandatanganan. 
(14) Diisi tanggal penandatanganan. 
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5. Surat Persetujuan 

1. Surat Persctujuan Oteh Bupati tentan.g Pe11ggunaan Ba.rang Milik Da.crah 

Nomor 
Sifal 

Lampiran 
Hal 

KOPS\JRAT 

·· ····-········· .... (2) 
.. .. •................ (3) 

........... ..... .. ... (4) 
................... (6) 

... ....... .. .. ... , .......... . , (l} 

Kepada : 

Yth . .... .. ... ...... .. ............... . 

····· ···· •····· ·· ·· .... ·· .. ··• (5) 

di -
..... .... ...... .................. (7) 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ... .. . 
tanggal ... ... hal.. .. (8). dengan lnl diberitahukan bahwa 
permohonan . .. . .... . .... .. (6) sebagaimana tercantum dalam 
Jampiran surat ini, pada prinsipnya dapat disecujui. 

Ouna lertib administrasi pengelolaan barang milik 
daerah, untuk berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor ... . Tabun .. .. ten tang Pedoman Pengelolaan 
Ba rang M iik Dae rah, dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. 
2. 

. . . . . .. 
.. .. •. (91 dst. 

Demikian un1uk menjadi perhatian dan 1erima kasih 

BUPA'rJ, 

... .... .. .... , .. .. ... ... .... .... ( L 0) 
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Pctunjuk Pengisian : 

(1) Diisi nama Kota dan tanggal surat per.setuj uan diterbitkan . 
(2) Diisi uomor surat. 
(3) Diisi sifat surat. 
(4) Diisi j umlah lampiran. 
rs) Diisi Pcngelo1a Banmg/ Pengg.u1rn. Barang yang mc ngaju kan 

permohonan u suJan persctuj uan. 
(6) Diisi jenis persetujuan 
(7) Dilsi tcmpal Pengelola Ba rang/ Penggu na Ba.rang ya ng 

mengaj ukan usulan p c rsctujuan 
(8) Diisi n◊mor, tanggal, h a1 pengajuan usulan persetuju a n da.tl 

Pe.11gelola Barang/Pengguna Barang. 
(9) Diisi hal-hal yang pe rlu d ituangkan daJam s urat pe rse1ujuan . 
(10) Diisi nama Gubernur/Bupati/ Walikota. 
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Lampiran Surat Pcrsctujuan. 
Nomor : ...... .......... (1) 
TanggaJ : ................ (2) 

DAITAR BARANG MILIK DAERAH YANG OISETUJUI UNTUK DILAl<SANAKAN ............ 13) 

Total ni!.u Nilai Nilai buku Spesi.@rn$i / 
Tahun Harga 

No. KodcBarang Kodc Rtgist"r 
Nam.a Jumlah f'«olchan Penyusu tall Kond1:fl &tang .. , d$t Ket. 

Borang l'rn>lch,in 5atUlll1 fl(pj lRPI (Rpl (R1>) Lokas1 

(4) (5) (61 17) (81 (9) 110) ( 111 H21 [13) ( 141 ( 15) ()6) (17) 

GUBERNUR/BUPATI/WAI.IKOTA, 

.................................................... (18) 
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Perunjuk Pengisian: 
(]) Diisi nomor surat. 
(2) Diisi tanggal surat. 
(3) Oiisijenis persetujuan. 
(4) Diisi nomor urut. 
(5) Diisi nomor penggolongan dan kodefikasi barang. 
(6) Diisi nomor kode regist~r bara.ng. 
(7) DHsi nama ba.rang sesuai penggolongan dan kodefikasi barang (5). 
(8) Diisi tahun perolehan barang yang akan diusulkan penjualan. 
(9) Diisi jumlah barang dalam bentuk sepeni unit, luas, dll. 
(10) Diisi nilai harga satuan perolehan. 
( I I ) Diisi total nilai perolehan mcrupakan perkalian jumlah barang per 

unit dan barga satuan per unit. 
(12) Diisi nilai pcn}'llSut.an untuk barang milik daerah yang dapal 

disusutkan. 
(13) Diisi nilai buku merupakan total nilai perolehan dikurangi nilal 

penyusutan,untuk barang milik daerah yang dapatdisusutkan. 
(14) Diisi spesifikasi barang seperti merk, type, ukuran atau lokasi 

tempat untuk tanab dan/atau bangunan. 
(lS) Diisi kondisi barang baik, rusak ringan atau rusakberaL 
( 16) Diisi hal-hal sesuai kebuLuhan sural persetujuan. 
( 17) Diisi kctcrangan lainnya yang dianggap perlu. 
(18) Dusi namajabatan Gubcmur/Bupati/Walikota . 

Pi t. BUPATI MUARA ENIM 
\VAKIL BUPATI, 

Dto 

JUARSAH 



Lampitan IV Pcrarutan Bupati Muara Enim 
Nomor : 43 Tahun 20 \ 9 
Tahun : 4 Ok1ober 20 J 9 
Tentang Pcdoman Pengclolaan Barang 

Milik Oaerah 

Pcnghapusan Barang ~1tilik Daer-ab 

Penghapusan Ba.rang Mili)< Daerah datl Daftar Pengetola Ba.rang oleh Bupall 

Menimbang 

Mengingat 

KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALJKOTA ... ... .. (ll 

NOMOR .. ... ............ 121 

T&NTANG 

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DA&RAH 

DARI OAFTAR BARANO PENGELOI,/\ BA RANG 

BUPATI J ) 

bahwa dalam rangki, mcnghapus daftar barang Pcngelola 
Barang dikarenakan alasan ... ... . (3), perlu ditetapkan Keputusan 
Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Dartar Barang 
Peogelola Barang. 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah 
bcbcrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun ·2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 centang Pemerlntahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rcpubllk Indonesia 

Nomor 5679); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pcngelolaan Barang Milik Negara/Oaerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533): 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor ... Tahun . ... 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor .... ); 

4. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... . tentang .. ... ... ; 

5. . .. dst. 
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Mcnetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KETIOA 

Kl!:E:MPAT 

KELlMA 

• 92 · 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN BUPATI ........ ( I) 
TENTANG PENOHAPUSAN BARANO MfLIK DAERAH DARI 
DAF1'AR BARANG PENGELOLA BARANG. 

Menetapkan Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar 
Barang Pengelola Barang, sebagaimana tercan tum dalam 
lampiran keputusan ini. 

Pen eta pan Penghapusan Barang M illk Daerah dari Daflar 
Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada DlKTUM 
KESA TU dilaksanalcan karcna alasan .... ........ (3) dan 
membebaskan Pengclola Barang dari tanggung jawab 
administrasi dan fisik atas barang yang bemda dalam 

pengusaan Pcngelola Barang. 

Pengelola Barang untuk melakukan penghapusan dari Daftar 
Barang Pengelola Barang. 

Pengelola Bamng melaporkan hasil pelaksanaan pcnghapusan. 

Keputusan Gubemur/Bupati/Walikota ini mulai berlaku sej ak 
tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di ..• .. .... •• . .... ...•• (4) 

pada tanggal ........... ......... .... (5) 

BUPATI, 

. .. .... ..... .. .. .... ....... , ........ ........ (6) 



No. Kl)(le Barang KOOe Rt:tbner 

171 18) (91 
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Lampi ran 

Nomor 
Tanggal 

Surat Kcpu Lusan Bupa ti ... ( l ) 

: ....... .. ... (2) 
: .. .... ..... .. (5) 

OAFTAR PBNGHAPUSAN B,\RANG MILll< l>M~RAH DARI DAfTAR BARANO PENGEl,()tA 

Towl oilai f\111.~l Nila.I bu.ku Six.'$il'ikmu/ 
NA.ma 1'ahun 

Jumlah 
Hargo P<-rolcho.n Pcnyusuian Koudisi Barunl( 

Bamns Pcrolch1.m Satuan (Rpl ll~p) (Rp) (Rpl IAkftS.i 

110) (l l] (12) 113) (141 (151 ( 161 (171 I 181 

8UPATI, 

.. ..••..•...... ... .... ....... (0) 

l<eL 

11~1 
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Petunjuk Pengisian: 

(11 Diisi nama Provinsi/ Kabupaten/Kotayangbersangkutan. 
(2) Diisi nomor surat. 
(3) Diisi alasan penghapusan. 
(4) Diisi tempat ditetapkan . 
(5) Diisi umggal ditetapkan. 
(6) Diisi narna Bupati. 
(7) Diisi nomor urut. 
(8) Diisi nomor penggolongan dan kodefikasi barang. 
(9) Diisi nomor kode register ba.rang Diisi jumlab barang. 
( 10) Diisi nama barang sesuai penggolongan dan kodefikasi barang (8). 
(11) Diisi tahun perolehan barang yang akan diusulkan penghapusan. 
( 12) Diisi jumlah barang dalam bcntuk seperti unit, luas, dll. 
(13) Diisi nilai harga satuan perolehan. 
(14) Diisi tor.al nilai perolehan merupakan perkalian jumlah barang per 

ui,.it dan harga satuan per unit. 
(15) Diisi nilai penyusutan untuk barang milik daerah yang dapat 

disusutkan. 
(16) Diisi nilai buku merupakan total nilai perolehan dikurangi nilai 

penyusu1ar1,untuk barang milik daerah yang dapatdisusutkan. 
(I 7) Diisi spesifikasi barang seperti merk, Type, ukuran, lokasi tempat 

ttntuk tanah dan/atau bangunan .. dll 
( 18) Diisi kondisi barang baik. rusak ringan atau rusak berat. 
( 19} Diisi kcterangan lainnya yang dianggap perlu. 
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2. Penghapusan Barang Mlltk Daerah dan Daft.tr Barang Pengguna / Kuasa Pen~una Barang 
oleh Pengelc:ia Ba.rang 

KEPUTUSAN PENGELOLA BARANO 

NOMOR ... ....... ..... .. (!) 

TENTANG 

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH 

DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA BARANG/ 

KUASA PENGGUNA BARANG ... . (2) 

PENGELOLA BARANG, 

Menimbang : bahwa dalam rangka menghapus daftar barang Pengguna 
Ba.rang/ Kuasa Pengguna Ba rang ..... . (2) dikarenakan 
alasan... .... (3), perlu ditetapkan Keputusan Tenumg 
Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang 
Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang. 

Mcng.ingttl : 1. Uutlau~•Um.lau~ No,001 23 Tahun 201◄ tcntang 
Pemerintahan Daerah (Lem baran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 55891 se:>agaimana 
telah cliubah bebcrapa kah Lerakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peruba.,an Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negas-a Republik 
Indonesia Tahun 20 I 5 Nomor 58, Tam bah an Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

2. Peraturan Pemerinlah Nomor 27 Tahun 20 i4 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533); 

3, Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .. . Tabun .... 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor .... ); 

4. Peraturan Daerab Nomor •.. Tahun .... tentang ...... .... .. ; 

5. ... dst. 



Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KET!GA 

KEEMPAT 

KELIMA 
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MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN PENGELOLA BARANG TENTANG 

PENGHAPUSAN BARANG Mll,IK DAE:RAH DARl DAF1'AR 
BARANG/KUASA PENGGUNA BAR.ANG PENGGUNA 

BARANG ..... (2). 

Menetapkan Penghapusan Ba.rang Milik Dari Daftar Barang 
Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang, sebagalmana 
tercantum dalam lampiran keputusan ini. 

Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar 
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Bar ang ...... (2) 
sebagaimana dimaksud pada D IKTUM KESATU 
dilaksanakan karena alasan ... ... .. ... . (3) dan membebaskan 
Pcngguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ... .. . (2) dari 
tanggung jawab admi nistrasi dan fisik atas barang yang 
bcrada dalam pen guasaan Penguna Barang/ Kuasa 

Pengguna Barang ..... (2) . 

Pengguna Ba rang/ Kuasa Pengguna Ba rang . .... . (2) untuk 
melakukan pcnghapusan dari Daftar Barang Penguna 
Barang/ Kuasa Pengguna Barang .... . (2). 

Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Ba rang .. .. (2) mclaporkan 

hasil pelaksanaan penghapusan. 

: Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota ini 
mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di ...... ...... .. ...... .... ... .. .... ... .. (4) 

pada tanggal ...... ................ ......... ......... .. (5) 

PENGELOI.A BARANG, 

•• .... ·- • ..... ...... •.. . .....•. '.' .• '' .. .. ' .... ... ... ... {6) 



No. Kc<!• Bar.mg 

17) (8) 
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Lampiran Surat Kcputusan Penge loJa Barang 
Nomor : ... .... ...... .... ( I) 
Tangga l : ... .. .• .. .••..... (5) 

DAfTAR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI OAl'TAR BARANG PENGGUNA/KUASA PENGGUNA ...... 121 

Total nilai 
Nama Tahun Harga 

Kode Register Jumlah Pt.rulehan 
Barang f>erolebaa Saluan (Rp) (Rp) 

19) (I OJ ( 11) ( 1'2) (13) (l ~l 

Nil!U 
Pe.nyusutan 

jRpf 

(15) 

Nilai buku S pcsilika., / 

LokaSl 
Kondisi Barang 

(Rp) 

I 161 1171 

PENGELOLA BJ\RANG, 

....... ............ .. (6) .......... ,, .. ,-, .. 

(181 

Ket. 

(191 
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Petunjuk Pengisian: 

(I) Diisi nomor surat. 
(:l! Diisi nama Pengguna Barang/Kuasa Pcngguna Barang. 
~ Diisi alasan penghapusan. 
(4) Diisi tempat ditetapkan. 
~ Diisi tanggal ditetapkan. 
~ D i isi narna Pengelola Ba rang. 
(lJ Diisi nomor urut. 
~ Diisi nomor penggolongan dan kodefikasi barang. 
~ Diisi nomor kode register barang Diisi jumlah barang. 
(Jq Diisi nama barang sesuai penggolongan dan kodefikasi 

barang (8) . 
(11) Diisi tahun perolehan barang yang akan diusulkan 

penghapusan. 
(l,j Diisi jumlah barang dalam bentuk seperti unit, luas, dll. 
(I<! Diisi nilai harga satuan perolehan. 
{14) Diisi total nilru pcrolehan merupakan perkalian j um lab 

barang per unit dan harga satuan barang per unit. 
(1.:j Diisi nilai penyusutan untuk barang milik dacrah yang 

dapat disusuckan . 
(I~ Diisi nilai buku merupakan total nilai perolehan dikurangi ni lai 

penyusutan,untuk barang rnilik daerah yang dapa t disusutkan. 
(17) Diisi spesifikasi banlng sepcrti mcrk, Type, u k uran atau lokasi 

tempat untuk tanah dan/atau bangunan .. dl l. 
p~ Diisi kondisi barang baik, rusak ringa n atau rusak berat. 
(IS½ Diisi keterangan lainnya yang dianggap pe r lu. 
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3. Surat Persctltjuan 0 1eh BupaLi tencang Penghapusan Barang Milik Daerah 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 

KOPSURAT 

..... ...... ···-, . ... .... . .. (I) 

Kepada : 

.. . ···••· ........ .... (2) Yth ..... ....... .... ...... .. ... .... .. . 

. ... . .... .. ....... ... (3) ··· ·-·· ··· ·· -·· •····· .... ... (5) 

. ..... ..... ... . .... (4) d i -
... ... .... ..... ..... (6) .......... .. ·· • . . . . . . ... . ... .. (7) 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 
tanggal . . . . .. hal.. .. (8), dengan ini d iberitahukan bahwa 
permohonan .. ... .... .. .... (6) sebagaimana tercantum dalam 
lampiran surat ini, pada priosipnya dapat disetujui. 

Guna tertib ad ministrasi pengelolaan barang milik 
daerah, untuk berpedoman pada Peraturan Menteri Dala m 
Negeri Nomor . . . . Tahun .... ten tang Pedoman Pengelolaan 
Barang Miik Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut: 

l. 
2. 

'" " I 

.... .. (9) dst. 

Demikian untuk menjac:B perhatian dan terima kasih 

BUPATI, 

. .. ... .... .... ..... ... .. , .... ... (J 0) 



• LOO • 

Perunjuk Pengisia.n: 

(I) Dii s i n am a Kota d a.n tan gga.l su rat persetujua.n d ite r bitkan. 
(2) Diisi nomor surat. 
(3) Diis i s ifat s ura.t. 
(4) Oiis1 j umlah lampiran. 
(5) Diisi Pengelola Barang/Pengguna Barang yang me 11gajukan 

p t: r rnoh o nan usu la,n pe rsetujuan. 
(6) Diist je01s persetujuan 
(7) Oiisi tempa L P•ngelola Barang/Penggu na Barang ya ng 

me11gajuka11 usulan persetuj uan 
(8) Oiisi nomor. tanggal. hal pengaj uan usu Ja n persetujua n dari 

Pe ngelola Barang/ Pengg1.1 na Ba rang, 
(9) Diisi hal- hal yang pcrlu dituangkan dalam sur a t pcrsetuJuan . 
(10) Diisi nama Oubernur/ Bupati / Walikota. 
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Lampiran Surat Persetujuan. 
Nomor : ................ (]} 
Tanggal : .... .. ... .. ... .. (2) 

0Af1'AR BARANG MIUt DAERAH YANG DISeTUJUI UNTOK DfLAkSANAJ<AN ......•.•... 131 

Total nil.a, 
Niki.I Nilai bulm Spcsifikasi/ 

Nam& iahun Hru-ga 
No. KDdr. Rarang Kodc Register Jumlab Ptroseh.an Prnyusutan Kondtss Bamng ... dst J<el. 

Barang Ptrolcban S.tuan 1Rp) !Rpl IRp) (Rp) Lolw.si 

(4) 15) (6) 17) (8) (9) ()0) 11 I) 112) 1131 114) (15) (l61 ( 171 

OUB&RNUR/8UPATI/WAUK01'A, 

... ......... ...... .................................. ( 18) 
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Petunjuk Pengisian: 
( l) Diisi nomor surat, 
(2) Diisi tanggal surat. 
(3) Diisijenis persetujuan. 
(4) Diisi nomor urut. 
(5) Diisi nomor penggolongan da n kodeflkasi barang. 
(6) Diisi oomor kodc register barang, 
(7) Diisi nama barang sesllai pcnggolongan dan kodefikasi barang(5). 
(8) Diisi tahun perolehan barang yang akan diusulkan penjualan. 
(9) Oiisi jumlah barang dalam bentuk seperti unit, luas, dll. 
(10) Diisi nilai harga satuan perolehan. 
(11) Diisi total nilai pcrolehan merupal<an perkalian jumlah barang per 

unit dan harga satuan per uni t. 
(12) Diisi nilai pe11yusutan untuk barang milik daerah yang dapat 

d.isusulkan. 
(13) Oiisi nilai buku merupakan total nilai perolehan dikurangi nilai 

pcnyusutan, untuk barang milik daerah yang dapat dlsusutkan. 
(14) Diisi spesifikasi barang seperti merk, cype, ukuran atau lokasi 

tempat untuk ta nah dan/atau bangunan. 
(15) Diisi kondisi barang baik, rusak ringan atau rusak berat. 
(16) Diisi hal-hal sesuai kebutuhan surat perse1ujuan. 
(17) Oiisi keterangan Jainnya yang dianggap perlu. 
(18) Diisi namajabatan Gubemttr/Bupati/ Walikota. 

Pit. BUPATI MUARA ENIM 
WAKJL BUPATI, 

Oto 

JUARSAH 


